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Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D.

Kata Sambutan\’

Ketua Komisi Yu
Republik Ind i

Penegakan hukum di Indonesia
ungkapan oleh Heraclitus, filos

mengalir agar mampu menyej
ketertiban. Begitu juga haki
boleh ada campur tangan yang me

hagus mengalir begitu saja, bebas, tidak
elokkan kemandiriannya.

akan kehilangan mak a jika tidak disertai dengan integritas yang
utuh. Dalam kehid berfegara, integritas hakim menjadi benteng
terakhir untuk
penyimpangan dan

Kekuasaan kehakimany. rdeka merupakan salah satu pilar utama
yang menentukan teg% ra hukum. Namun, kemerdekaan itu

hapi kekecewaan publikatas berbagai praktik
i di dunia peradilan.

Dalam semangat
sebagai bagi @ak terpisahkan dari reformasi hukum dan konstitusi.
Berdasarka @m 24B Undang- Undang Dasar Negara Republik
Indonesig TaNums#945, KY memegang dua mandat penting yang saling
berkaitan:

jaga integritas itulah, Komisi Yudisial (KY) hadir

sulkan pengangkatan hakim agung serta menjaga dan
hormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim.
Dengan demikian, KY berperan sebagai mekanisme checks and balances
yang secara konsisten menjaga marwah kekuasaan kehakiman.
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Kata Sambutan

Perjuangan KY selama dua dekade sesungguhnya berakar pada upaya
membentuk legal culture (budaya hukum) yang substansial di dalam
corpus peradilan. Integritas hakim tidak semata gditentukan oleh
regulasi (substansi hukum) atau struktur kelemwruktur
hukum), melainkan harus dihidupkan oleh nilai-nigadggtika,dan moral
yang konstan. Tugas KY dalam mengusulkan hakim agufig (rekrutmen)

dan menegakkan Kode Etik dan Pedoman Perilakiaakimypengawasan)
adalah esensi dari pelembagaan etika yudgsial, jamin bahwa

kekuasaan kehakiman tidak hanya indepen a formal, tetapi

juga memiliki akuntabilitas moral di hadap% si dan publik.

Tahun 2025 menjadi momen berseja8
perjalanan KY. Dalam usia ke-20 tahu
penting agar dapat dinilai sejauh ma

efiandai dua dekade
dksi mendalam menjadi
ga ini berkontribusi bagi
aitu, saya menyambut baik
Menjaga dan Menegakkan
anya dokumentasi pemikiran para
inkedalaman ilmu dan komitmen

penerbitan buku Bunga Rampai “D
Integritas Hakim”. Buku ini buka
pakar hukum, tetapi juga cer
terhadap nilai-nilai integritas yang meréka junjung tinggi.

Saya menyampaikan apresiasi y setinggi-tingginya kepada semua
pihak yang telah berper penyusunan dan penerbitan buku
ini. Secara pribadi, penetbitan ga Rampai ini juga menjadi penutup
masa bakti saya sebaggi A sekaligus Ketua Komisi Yudisial pada
Desember 2025. Sem arya ini menjadi sumbangsih yang dapat

memperkuat harapan publjk £erhadap tegaknya hukum dan keadilan di
negeri ini.

Jakarta, November 2025

Salam takzim,

an Rifai, S.H., LL.M., Ph.D.




Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia

Komisi Yudi
Republik Ind&gla

\/

elahiran Komisi Yudisial upakan tonggak sejarah
ngnting dalam peruba ia peradilan di Indonesia.
ebagai amanat refogigasi yBng tertuang dalam Pasal

24B UUD Negara Republil§ In sia Tahun 1945, KY hadir
untuk menjalankan fungsj s and balances guna menjaga dan
menegakkan kehormatan, keluhfiran martabat, serta perilaku
hakim. Keberadaan lemlfaga ini adalah respons atas harapan publik
akan peradilan yang bebas Qasigudicial corruption serta upaya untuk

memperkokoh pilar ukum melalui kekuasaan kehakiman
yang merdeka namuyn tetap gkuntabel.

Pada tanggal 1 gustus 2025, Komisi Yudisial sudah
genap berusia 20 Dua dekade perjalanan ini penuh dengan
dinamika, ta an capaian, termasuk dalam membangun
sinergi kelemba engan Mahkamah Agung (MA). Momentum
20 ihi menjadi saat yang tepat untuk melakukan
asi mendalam demi penyempurnaan kinerja
erkelanjutan.

refleksi dal
organisagi ya

dari pentingnya mendokumentasikan pemikiran-
pemikiran struktif terkait perjalanan lembaga ini. Oleh karena
itu, kami menyambut baik kehadiran buku ini yang menghimpun
perspektif para praktisi dan pakar hukum mengenai peluang serta
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Kata Pengantar

tantangan dalam mewujudkan peradilan bersih. Buku ini tidak
hanya berfungsi sebagai referensi akademis, tetapi juga sebagai
bentuk pertanggungjawaban dan pelayanan igiformagi kepada
publik untuk meningkatkan kepercayaan masya terhadap
lembaga peradilan.

Kami berharap buku ini dapat memberjkan faat yangluas
bagi para pemangku kepentingan, mulai da im faparat penegak
hukum, akademisi, mahasiswa, hingga shasyaralat sipil. Semoga

gagasan-gagasanyang tertuang di dalam apall menjadi masukan
berharga bagi penguatan kelembagaan i mdsa mendatang.

Tak lupa kami mengapresia ‘EEE bérterima kasih yang

setinggi-tingginya kepada para pen penyusun, serta seluruh
pihak yang telah berkontribusi d peffgrbitan buku ini.

JakaRta, November 2025

Sek%m\deral Komisi Yudisial RI
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Dari Redaksi

Dari Redaksi \7

ndang-Undang Dasar (UUD) Neg Républik Indonesia
(NRI) Tahun 1945 menempagkall kelfuasaan kehakiman
sebagai kekuasaan yang merle menyelenggarakan

3 kdadilan. Hakim sebagai
ban menegakkan hukum

g Pedoman Perilaku Hakim
(KEPPH) agar dapat menjaga ya sebagai “Wakil Tuhan”. Di
sinilah peran Komisi Yudisia
berdasarkan konstitusi PasdlN\24B ayat (1) UUD NRI Tahun 1945
dengan kewenangannya ngusulkan calon hakim agung
serta untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran
martabat, serta perilakyMagkim.

Pada 13 Agustfs 57KY menapaki usia ke -20 tahun.
Selama dua dekade pe#iprah, KY telah melalui berbagai dinamika
dan tantangan, sel& enorehkan capaian penting. Kolaborasi

itra Strategis menjadi kunci penting dalam
mendukungdalam dukasipublik, mengawasiproses peradilan,

gntiflg dua dekade ini, kami wujudkan untuk
Bunga Rampai “Dua Dekade Menjaga dan
gfritas Hakim” berisi pemikirin dari para pakar

peradilan be®sih. Para penulis memberikan perspektifnya terkait
kiprah KY selama dua dekade serta harapan terhadap KY dalam
menjalankan wewenang dan tugasnya dalam mewujudkan peradilan
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Dari Redaksi

bersih. Pandangan para pakar ini juga sebagai refleksi, evaluasi dan
masukan kelembagaan mengenai tugas, fungsi dan organisasi KY
sehingga bermanfaat dalam meningkatkan kinerja grganisgsi.

Kami mengucapkan terima kasih kepada: Busyro

Mugqoddas, S.H., M.Hum., Dr. H. Hamdan ZoeleI.H., Prof.
Dr. Aidul Fitriciada Azhari, S.H., M.Hum., Prof. SusifDwi Harijanti,
S.H., LL.M,, Ph.D., Dr. Suparman Marzuki, S.M/,,Assoc. Prof.
Dr. Farid Wajdi, S.H., M.Hum., Miko Gintifig, S, H..#M.A., Dr. Idul
Rishan, S.H., LL.M., Prof. Dr. Shidarta, S. .Hum., Dr. Luhut
M.P. Pangaribuan, S.H., LL.M,, Muham% el Aziezi, Susana
Rita Kumalasanti, dan Dr. Imran, S.H., Mslk B ini layak dimiliki
dan dibaca oleh siapa pun: hakim, jaks

hukum lain, masyarakat sipil, segfa
tertarik dengan isu-isu hukum dan pe

at, akademisi, praktisi
apan mahasiswa yang
, khususnya KY.

L S&mat membacal!

%}(si Bunga Rampai
S
5
%

-



PYoloR

Meletakkan Dasar
Komisi Yudisial







Dr. Busyro Mugoddas, S.H., M.Hum.

Meletakkan Dasar Komisi Yudisial

Pendahuluan

yahdan, Pasal 24B ayat (1
Republik Indonesia Tahun

dua wewenang utama,

engusulkan pengangkatan
Rakyat (DPR), dan menjaga
keluhuran martabat, serta perilaku
ang tersebut untuk mengontrol

hakim agung kepada Dewan P
dan menegakkan kehormat
hakim. Pada hakikatnya, d

mutu profesionalisme para hakim di negeri ini.

Perkembangan teraKWig, ketika profesionalisme kian mundur
di negeri ini, kerisaan gmeldnda kehidupan bermasyarakat dan
bernegara. Para ahlj yafig sefama ini menggolongkan diri ke dalam
bilangan kaum prét@signal telah tidak lagi bekerja berprinsipkan

proses deproiesionalisasi, atau malah bernuansa anti-profesi.

1 Ketua Komisi Yudisial RI 2005-2010

Dua dekade menjaga dan menegakkan integritas hakim 1 ﬁ.'f; e

— -



Prolog
Meletakkan Dasar Komisi Yudisial

Reformasi yang esensinya berupa kesadaran baru untuk
memperoleh kesejatian hidup secara lumrah, sebagai manusia
dan terbebas dari belenggu kezaliman kekuasaang telah ¢perbuah
positif. Ratusan wakil rakyat di MPR telah melakuka
terhadap UUD Tahun 1945 dengan maksud dan twj
ini nantinya menjadi patokan moral, yuridis, dan

membangun Indonesia yang berdasarkan prigsip
demokrasi, dan keadaban.
a

Salah satu hasil amendemen terhada %un 1945 adalah
Pasal 24B mengenai pembentukan KY. L, belaKang dibentuknya

rule of law,

lembaga ini karena pada kurun waktu cuk praktik peradilan
telah tercemar dan mengalami public A & Penyebabnya adalah
demoralitas pada sebagian jajaran perdd gitu berupa praktik jual

beli putusan dan suap yang lazim t

atau mafia peradilan.

gan judicial corruption

Demoralitas yang telah anda“Secara meluas pada jajaran
peradilan, sesungguhnya buk ja disebabkan karena pengaruh
sistem politik yang korup, melainkdn juga karena faktor krisis
kesejatian diri sementara kagfangan hakim. Kesejatian dan otentisitas
hakim yang memiliki kedydu n misi yang luhur sebagai wakil
Tuhan berfungsi untuk me Kan nilai-nilai dan spirit keadilan,

demi putusan yang begnar danj/adil, serta memberi perlindungan
23& ,

hukum kepada justici

Hakim yang k
sehatnya, diduku
peradilan yang tran
yangadildanin |II' Ri ddlamnya bermuatan nafas dan ruh kebenaran,

dengan kefitrahan nurani dan nalar

keadilan dan Kepekaa

Betapa kita merindukan suatu tatanan kehidupan individual
dan politik sosial ekonomi, budaya dan pertahanan keamanan, serta

.70 2 BUNGA RAMPAI
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Dr. Busyro Mugoddas, S.H., M.Hum.

pola relasi antar warga, dengan negara yang bersahabat, ramah
dan saling sapa serta melindungi, di mana di dalamnya kefitrahan
manusia memperoleh eksistensi dan aktualisasingig, Tent@kerinduan
ini, selain menjadi kewajiban para pengelola neg juga dapat
diperankan oleh hakim melalui putusannya. W

Putusan yang mampu mendongkrak Repercagaan masyarakat
luas Adalah putusan yang mampu tegak di penguasa yang
salah, di atas prinsip kebenaran dan kea sejuk secara moral

Reposisi Peradilan

eformasi peradilan perlu
sekilas dilakukan refleksi

Reposisi peradilan dalam kér3
ditata kembali. Oleh karena itu,
bagaimana praktik peradilan
i menyeret lembaga peradilan
, dan pengawet kekuasaan. Ketika
gannya, peradilan dijadikan alat

kejayaannya, rezim ini tela
sebagai alat pembenar, pe
penguasa merasa teranca
untuk menjebloskan “mumsuh-musuh politiknya” ke sel-sel tahanan
tanpa dasar moralitas NDi luar itu, sejumlah besar aktivis
hukum, HAM dan de @ i diculik, ditahan tanpa proses hukum,

dan disiksa secara,kéfam Wingga dihilangkan. Situasi demikian
mencerminkan kewl\lah hakim mengalami tekanan politik

igtan-Kegiatan politik rezim Orde Lama.?

Kini, ke elah berganti rezim, peninggalan warisan
asih saja sulit lenyap. Ia acap kali tampak
an sikap-sikap anti kritik, ego sektoral,
bol-simbol Orde Baru. Bahkan, dimitoskan
g pentingnya privilege (hak istimewa) untuk

tertentu dengan dalih impunitas, independensi

publik tertentu. Dewasa ini, hal itu dipupuk kembali. Gejala tidak

2 Daniel S Lev, Hukum dan Politik di Indonesia, LP3ES, 2000

Dua dekade menjaga dan menegakkan integritas hakim 3 ﬁ._.-‘ e
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Prolog
Meletakkan Dasar Komisi Yudisial

sehat ini berpotensi bagi terancamnya kelangsungan *formasi,
termasuk reformasi peradilan.

Praktik mafia peradilan selama ini tidak t dilppaskan
dan krisis global yang bersifat kompleks yang melafla aspek
kesehatan, terbatasnya mata pencaharian, relasi s sekaligus
bersamaan dengan munculnya krisis intelektual spiritual.?

Bersamaan dengan itu, muncul pula krisis mo elanda kaum
cendekiawan.? Dalam praktik di dunia pegfdilag térjadi hal yang
sama, yakni sebagian hakim yang “menyalal#linakan kewenangan”

jabatan publik dan profesinya dengan me beltkan putusannya.
Hakim sebagai produk pergur gi’ mengalami proses
pendidikan strata 1 di mana secara ak memiliki standar

konstruksi filsafat hukum dan teori
praktik dari suatu sistem sosial politi
kampus fakultas hukum hanya s
of knowledge tanpa diimbangi\dengan tradisi kritik ideologi.
Akibatnya, sebagian besar akademisi fakultas hukum
terpola dengan konstruksilegal positivism. Gilirannya, banyak hakim
sebagai produk kampus me kan tradisi konstruksi berpikir legal
positivistik, kecuali yang gk, in1pun hanya sebagian kecil dan tidak
mampu merekonstruksi ah)peradilan dan penegakan hukum
(keadilan) yang sema e pang dan mengkhianati nilai-nilai
ke-Ilahian sekaligus
praktik politik kekuas

dari hasil pemilu i

ng responsif terhadap
ang korup. Terlalu lama
erankan proses transfer

ju ikalisme penegakan hukum. Karena
geri ini semakin korup, seperti terlihat

Paling tid
menggambark,
perpolitikan

emilu 2009 sampai dengan Pemilu 2024
semakin kumuh, kusut dan tandusnya
ber-Pancasila ini, sehingga proses penegakan
ampu mencegah apalagi menindak praktik

3 Fritjof Capra, Tit
Pustaka, 2004

4  Daniel Dhakidae mengutip penelitian Wira tentang “pelacuran intelektual”, Cendekiawan dan
Kekuasaan Dalam Negara Orde Baru, Kompas, 2003

ik Peradaban, Sains, Masyarakat dan Kebangkitan Kebudayaan, Bentang

4 BUNGA RAMPAI



Dr. Busyro Mugoddas, S.H., M.Hum.

kejahatan kemanusiaan (crime against humanity), yaitu korupsi,
termasuk korupsi moralitas hukum di Mahkamah Konstitusi (MK)

dalam perkara Pemilu lalu. y
Bagaimana wajah koruptor yang mewabah secata massif di

negeriini? Kitalihat data dibawah ini sebagai ko rasiterdapatnya
praktik ‘radikalisme korupsi skala nasional gebagah
realitas ‘radikalisme politik’.
Peta Koruptor Th 20024 S.D 2019: a "Negara Kesatuan
Koruptor Radikal Indo& KRI)

roduksi riil dari

Daulat Rakyat,
Daulat Bangsa,
Daulat

Kemanusiaan

NTR

4o i

Dewasa ini ki idi negeri yang beragama ini semakin kronis.
diidealkan untuk memiliki kemampuan
keadilan, maka kampus sebagai sumber
akim rasanya perlu segera melakukan revolusi
dunia keilmuan. Bukan saatnya lagi akademisi
an cara berpikir yang memisahkan ilmu dari nilai.

emakin elitis dan menarik jarak terlalu jauh dari
rita kefakir-miskinan sosial, ekonomi, politik, HAM
dan budaya sebagai dampak langsung korupsi politik dan korupsi
kepemimpinan. Rakyat berhak untuk dan atas hak kepemimpinan

realitas dan

Dua dekade menjaga dan menegakkan integritas hakim 5 ﬁq g
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Prolog
Meletakkan Dasar Komisi Yudisial

yang jujur, adil, dan transparan. Namun, karena pemilu sengaja
diperankan sebagai etalase dan alat politik untuk menutupi rapat
praktik mafia politik dan mafia hukum, muncullah sgjumlaky ‘badut-
badut politik” yang dengan mudah ditampilkan keNnggung
politik skala nasional sampai daerah di negeri ini.

Terkait tradisi berpikir ini, bagi kalangan opstruksionis

ilmu pengetahuan yang bermazhab Frankfurt de
mengedepankan teori kritis, tentu patut digdgat._Leof1 Kritis sebagai
suatu metodologi yang berdiri di dalam kete®#hgan dialektis antara
filsafat dan ilmu pengetahuan sosiologi "% n kondisi-kondisi
yang bersifat transendental yang melampemidatd empiris. Pada taraf
teori pengetahuan, Teori Kritis berus l@ gatasi saintisme atau
positivisme.”

Dunia penegakan hukum dan keadilan yang berkeadaban,
bukan saja menjadi agenda da jiban serta tanggung jawab
insan penegak hukum (hakim) saja. Hakim, bukan elit sosial yang
memiliki privilege yang eksk

ebas kontrol. Mengingat ia

adalah pejabat publik, di maga publik berhak mengawasinya. Ia tidak
hidup dan bekerja dalam rn%arflpa kritik dan sapaan. Penegakan
hukum juga menjadi tan jawiab akademisi dan praktisi hukum.
Saatnya kini, para “dewa%ws#kad@misi hukum, turun dari kayangan

dan mengambil posisi ikdpkritis melakukan transendensi ilmu.

a%sudah terbebas dari derita kolonisasi
ademisi berbagai disiplin keilmuan yang
dengan kemandirian moral dan etik
enguatnya kolonisasi sosial budaya politik
HAM. Meminjam Vedi Hadiz, terjadinya

Negeri ini seh
baru, yaitu kala para
seharusnya suda
akademiknya mga
ekonomi huk
dominasi kelor?

Fransisco Budi Hardiman, Kritik Ideologi, Buku Baik, 2003

6 Vedi Hardiz, dalam Jemma Purdeb, Antce Misbah et all , Indonesia Negara dan Masyarakat
Transisi, Marjin Kiri, 2023
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minoritas oligarki politik dan bisnis itu? Sengaja mendiamkan atau
menjadi penikmat di atas derita tangis rakyat tertindas (mustadz’afin
madzlumin) ini? Sampaikapan? Mendiamkankejgligtan adalahbagian
dari kejahatan itu sendiri. Apalagi menikmati hasil¢jahatannya.
Rasanya kurang enak jika saya katakan, sebagW’ a akademist’,
yang mempraktikkan prostitusi intelektualjtasty@, hanya sekadar
menuruti nafsu hewaniyahnya. Inilah yan silkan sebagai ‘ulaa
ika kal an’aam’ (lebih sesat dari pada bingt@ng).

Senafas dengan fungsi teori kri 's%, penegakan sistem

hukum dan keadilan memerlukan pén tan dengan paradigma

baru, yakni dengan pendekatan iy, sbsial profetik. Dalam
pengertian ini, ilmu hukum termas ‘@ mnya. Dalam pandangan
ene

Kuntowijoyo, ilmu sosial profeti an pijakan etik ilmiahnya
dalam Al Qur’an, Surat Ali Imrop:11 amu adalah umat terpilih yang
keglida yang ma’ruf dan mencegah

Dikatakan, bahwa ilnfu sosialprofetik ialah humanisasi, liberasi

dan transendensi * Dalag! konteks misi KY untuk agenda reformasi

peradilan, maka tugasn ncakup juga bagaimana bersama

komunitas hakim, mgla n’gerakan liberasi atas praktik mafia
peradilan itu yang pad® hakgkatnya merupakan proses humanisasi
dan transendensi. N

Pengkonstr ukum dalam kerangka ilmu sosial profetik,
ukan oleh hakim dalam memaknai secara

dengan pendekatan filsafat nilai (aksiologi),
de gan transendensi, serta diikuti dengan moral

dalam arti khysus
seksama fakt

kemudian g
reconstructign padaghakim, keluarga dan sistem organisasinya, bukan

goaruh konstruktif terhadap putusannya, tetapi
olitik akan mampu bersikap tegas terhadap intervensi

7  Al-Qur’an.Al A’raf:179
8 Kuntowijoyo, Muslim Tanpa Masjid, Mizan, 2001
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Independensi yang diimbangi dengan transparansi dan
akuntabilitas publik menjadi penting bagi hakim. Berbeda dengan
polisi dan jaksa yang bersifat komando, hakim akgn me
makna independensinya jika terbebas dari buday.
Jangan sampai ia seperti sebagian ilmuwan i

mewarisi cara Orde Baru, yakni mencermin
antara ilmuwan sosial dan patronase n 2 Qklasi hakim
dengan atasannya adalah suatu kebutuhsm, tet@pi hendaknya
tidak mensifatkan hubungan patronase ta@j b hal ini sangat
berpotensi mendegradasi kehormatan im g harus sama-
sama dijaga.

Reformasi peradilan sebagai age emerlukan sejumlah

program.Antaralain, peningkatank hakim, peningkatan
sarana dan kesejahteraannya, serta
bisa mengakses pada berbagai
intelektualitasnya. Hal ini mengingat bahwa ia
berkewajiban membuat putu secara sadar dijiwai dengan
title/irah-irah: "Demi Keadilan Berdasarkan Ke-Tuhanan Yang Maha

Esa” yang menuntut kemaggpuan betanggung jawab kepada Sang

Khalik. Secara sosial iamjuga“hgrus mempertanggungjawabkan
putusannya kepada publ%na ia pejabat publik, bukan profesi,

meskipun dituntut haglis profggional.
Di sinilah, ungfix mor® menjadi penting. Bukan saja dalam

al (moral behavior) sehari-hari, tetapi
utusannya. Mengapa demikian? Karena

peningkatan spektrum
nti

jtulah terletak kehormatan dan keluhuran
Bas moral (akhlak) dalam bentuk intensitas
ritual beribadah dan harmonitas hubungan
puji dengan keluarganya akan berpengaruh
positif terlta litas putusannya. Hakim pasti mampu bersikap
tegas meno melawan setiap bentuk mafia peradilan, jika ia

di dalam putusan ha
martabatnya.
(kekhusyu’an){d

moralnya sfcard

9 Vedi R Hadiz dan Daniel Dhakidae: Ilmu Sosial dan Kekuasaan di Indonesia, Equinox
Publishing, 2006
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merasa berada dalam kontrol Tuhannya dan juga kontrol istri dan
anak-anaknya, serta kontrol publik, bukan sebaliknya.

Dalam kaitan putusan hakim, untuk memW’nana yang
benar dan salah, jelas masuk wilayah moral. Dalam#konteks ini,
supremasi moral perlu memperoleh porsi da r@ses penalaran
hukum dan pertimbangan hukum setelah Hakim %ggnemukan fakta
hukum. Dalam hubungan moral dengan huku pat dikutip: “The
binding or obligatory character of the lawfof. re lies essentially in
the moral worthiness of such a source of jpuman_rggulation to be obeyed
by men”.*® Dengan demikian putusan ha bagai judge made law
memerlukan sentuhan spirit moral.

Dalam konteks urgensi oralitas hukum dalam
putusan hakim, maka diperluka angan dari berbagai perspektif
secara luas yang terkait dengangvewendng dan tugas KY. Tinjauan KY
dari aspek moral secara kompgeheMsiffbaik yang bersifat komparatif
dalam kaitan dengan kewepan®an KY di negara lain, maupun yang
spesifik dalam kaitannya® dengd¥ pentingnya peran checks and
balances, perspektif sosigl, budaya dan politik, serta manajemen.

kesatuan yangut a memiliki potensi dan kemampuan yang
memancarkan ke dan kejujuran. Sedangkan menurut Kode
Etik dan Pedoman ifaku Hakim (KEPPH), integritas bermakna
sikap dan ke iagn yang utuh, berwibawa, jujur, dan tidak
tergoyahkag rifas tinggi pada hakikatnya terwujud pada sikap
setia dan - berpegang pada nilai atau norma yang berlaku
dalam melaksgnaléan tugas.

Komisi Yudisial Megijagalntegritas Hakim
Integritas berdrti mugy] sifat, atau keadaan yang menunjukkan
, sew

Intedyi tinggi akan mendorong terbentuknya pribadi
yang berdfggnenolak godaan dan segala bentuk intervensi, dengan
mengedepanKan tuntutan hati nurani untuk menegakkan kebenaran

10 John D. Finch dalam Introduction to Legal Theory
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dan keadilan, serta berusaha melakukan tugas dengan cara terbaik
untuk mencapai tujuan terbaik. Integritas merupakan gambaran
diri yang terlihat dari perilaku dan tindakan sehari-hari. Kagena hal
itu menunjukkan konsistensi antara ucapan dan i
tercermin dalam perbuatan. Orang yang memiliki
berpikir terlebih dahulu sebelum bertindak, sehi périlaku dan

tindakannya sesuai dengan apa yang diucagkan. Namun dalam
perjalanannya, integritas sering mengalami % cobaan baik
berupa uang, barang, jabatan, kesempatan h%:mita.

Berbagai modus penyalahgunaa ew g yang sering
terdengar merupakan gambaran begitu beragatmfra cobaan terhadap
integritas. Maka cobaan yang datang put akan menunjukkan
konsistensi yang bersangkutan pada %
akan berpengaruh positif atau neg ergafitung dari sejauh mana

nilai integritas tersebut menge
dan dalam perilaku yang diwuyj

Menurut Bagir Manan ada 10 njasalah dalam dunia peradilan,

yaitu '*: N
a)  Lack of propdrtiopglistm (kurangnya proporsionalitas),

b) Lack
: jAwab atau kepedulian sosial), misalnya,
bermewah- mewah.

9] ck of dignity (kurangnya kewibawaan). Hakim harus
ari bahwa profesi yang disandangnya adalah
jab3dn yang mulia.

11 Hukum Online, 22 Mei 2014
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d)  Lack of carefulness (kurangnya kehati-hatian). Hakim
kadang-kadang tidak hati-hati. Contoh: hakim yang
menghadiri acara diskusi atau deb@ag di t&evisi yang
berbicara kasus, padahal kasus sedan rproses di

pengadilan atau berpotensi m imperkara yang
ditangani hakim.

e) Lack of future orientation (kmgan orientasi masa
depan). Seorang hakim y utus seharusnya

sudah memaparkan putusgnya berdampak apa ke
depannya.

f) Lack of political carefj
kesadaran politik). Mas¥aldyang dihadapi peradilan
adalah kepercayaan pu ang rendah

gy awareness (kurangnya

g)  Lack of scientific sfnse ngnya kesadaran ilmiah).

h)  Lack of purit
hakim harus berpiki

rangnya puritanisme). Setiap
bahwa dirinya adalah manusia

yang legal %etiap pikiran dan badannya harus
berkaitanfengatyy hukum. Sifat puritanisme harus
disikapi h%gan berpikir impersonal. Hakim harus
memilifipjaraksdengan objek yang diadilinya, karena itu
i an dikenal doktrin konflik kepentingan.

arus menampakan kesederhanaan.

i) sense of justice (kurangnya rasa keadilan). Para
ap lemah mempertimbangkan rasa keadilan
yang adla dalam dirinya itu.

i) ackeof facilities (kurangnya fasilitas).

uluh persoalan di atas yang akhirnya membentuk
anggapan yafjg negatif dalam masyarakat ketika berurusan dengan
dunia peradilan, yaitu berbelit-belit, birokratis, mismanajemen,

membutuhkan biaya yang banyak, serta mengabaikan keadilan

Dua dekade menjaga dan menegakkan integritas hakim 11 [ﬁ ;'ﬂ
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bagi masyarakat. Padahal peradilan harusnya menjadi tempat yang
bermartabat, berwibawa, dihargai, dihormati dan dipatuhi semua
pihak. Seperti yang dikatakan Satjipto Rahardjo,’
lembaga peradilan adalah tempat untuk menyelesai

persoalan hukum agar tidak berkembang menjadi ik yang
membahayakan keamanan dan ketertiban masyarakef!
Fungsi itu hanya akan efektif apabila an memiliki

empat prasyarat: %
1.  Kepercayaan (masyarakat) b di"*€mpat itu mereka
akan memperoleh keadilan t1 Wfereka kehendaki;
2.  Kepercayaan (masya ahwa pengadilan
merupakan lembaga mengekspresikan nilai-nilai

y
kejujuran, mentalitasyyang tidak korup dan nilai-nilai
utama lainnya;

3. Bahwa waktu da
sia-sia;

4. Bahwa pengadiN\pakan tempat bagi orang untuk
benar-benar fhemperdleh perlindungan hukum.™

Menurut  Satjigto ardjo, kepercayaan masyarakat

dibutuhkan oleh dunia p jlan dalam sistem hukum manapun.

Pengadilan bukan h tempat dilangsungkannya penyelesaian

sengketa hukum dalam‘sisfem hukum modern, tetapi juga tempat
lahirnya sumbe um, tempat yang menentukan apa dan

II: 0 hdkum dilaksanakan. Bahkan peradilan dapat

ng mereka keluarkan tidak

et peradaban suatu bangsa.'* Kepercayaan
akim dan pengadilan tidak ditentukan oleh

sistem h apa yang digunakan, tetapi bagaimana sikap,

12 Satjipto Rahar um dan Perubahan Sosial, Penerbit Alumni, Bandung, 1986, hal 107

13 Amzulian Rifai dkk, “Wajah Hakim dalam Putusan”, Pusham-UII, NCHR dan Komisi Yudisial,
2007, hlm 31

14 Satjipto Raharjo, opcit
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perilaku dan kualitas putusan hakim itu dikerjakannya sehingga
mencerminkan keadilan yang substansial.

KY hadir sebagai respons terhadap kebutwk menjaga
harkat, martabat dan perilaku hakim karena peran pentihgnya hakim

r.
dalam menegakkan hukum dan keadilan yan ki wewenang
yang luas dalam menyelesaikan konflik dal% akat.
Membangun Perisai Dasar"

Memahami latar sosial budaya@ibentalnya KY, maka sejak
awal para komisioner (anggota) lembaga 1 lah memulai langkah
awal sebagai pengamalan amané Melalui beberapa kali
pertemuan, dipahami bersama, bahWaygosjsi masyarakat pasca Orde
Baru berada dalam masa transi litiK, dari sistem politik yang
anti demokrasi menuju yangfdemok#atis dan berkeadaban. Oleh
karena itu, KY dipahami d 1 an dalam kerangka menuju
proses terbentuknya masyaraRat madani. Konsekuensinya, harus
ada pengakuan dan pengharka terhadap masyarakat untuk

diberi wewenang luas b‘rpartisipasi aktif dan penuh untuk dapat

mengakses (access to justic da KY.

Sebelum peng%umpah di hadapan Presiden, tujuh
calon anggota terpilih KY agéngadakan beberapa pertemuan antara
lain di Kantor Bagdan ajian dan Penerapan Teknologi (BPPT)
oekotjo Soeparto dan di rumah Profesor

kesempatan tersebut mereka melahirkan
omitmen moral yang menjadi perisai dasar

yang merupakan

komitmen nilai

serta landa embagaan.

Kom ai terdiri dari dua hal pokok, yaitu bertanggung
jawab kefiada T™#han Yang Maha Esa dan rakyat, dan bekerja dengan
semangat serta komitmen kolektif dengan mengutamakan
keteladan pemimpinan yang jujur dan profesional. Sedangkan

15 Elza Faiz dan Nur Agus Sutanto, Busyro Muqoddas Penyuara Nurani Keadilan, Erlangga,
Jakarta, 2011
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komitmen moral terdiri dari tujuh butir, yaitu senantiasa jujur dalam
kata dan perbuatan, terbuka dalam menerima dan menyampaikan
pendapat, menjaga kebersihan hati, pikiran dan sumper rezeki, sabar
dalam melaksanakan segala proses pelaksanaan ke
tugas, amanah dalam menjalankan setiap tanggungs
dan individu, berani menyuarakan dan menegakka bénaran, dan

menghargai perbedaan pendapat baik di kala in
interaksi dengan pihak luar.

Deklarasi komitmen moral itu didasagrR®# pada kesadaran atas
krisis moral yang menerpa kekuasaan keh& risis itu membuat
tatanan sendi sendi kehidupan bernegase

situasi ketidakadilan masif yang m

keadilan, penegakan hukum, serta
Hal ini merupakan wujud dari krisis, a

erpfiruk, menimbulkan
i konstitusi dan rasa
puruk citra Indonesia.
dan code of conduct, serta
kepemimpinan di kalangan haki

Komitmenmoralberisitekadgntukmempertanggungjawabkan,
pelaksanaan tugas kepada n rakyat, bekerja dengan
semangat beribadah dan komitmen  kolektif pada pengutamaan
kejujuran, akhlak prof |, memiliki akuntabilitas, dan
keteladanan kepemimpijfian. misioner juga juga bertekad
menjalankan wewenan s%ansparan persuasif, edukatif, tegas,
tidak menyalahgunak. ewBflang, tidak melibatkan kepentingan

a betyuk hadiah, dan membuka akses seluas-
k mewujudkan kekuasaan kehakiman

luasnya bagi masyara
yang bersih dan b g

Komitmepsns ng dideklarasikan oleh KY itu merupakan
garansi atas kd dan kerja lembaga yang kami pimpin. Selain
itu, sejak awa disumpah, kami sudah membuat komitmen
moral dalanfgentuk tertulis yang ditandatangani semua komisioner.
Bahkan, kAmgi flinlya komitmen dalam menjalankan tugas tidak akan
melibatkan kel(8fga. Kalau ada yang memberikan hadiah akan kami

kembalikan baik-baik.
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Pada tanggal 2 Agustus 2005, Anggota KY yang terpilih
mengucapkan sumpah di hadapan Presiden Susilo Bambang
Yudhoyono selaku Kepala Negara. Mereka lah . Busyro
Mugqoddas, Irawady Joenoes, Zainal Arifin, Chat rrasjid Ais,

Soekotjo Soeparto, M. Thahir Saimima, d fa Abdullah.
Semenjak itu, kami bertujuh resmi sebagai Ahggota KY melalui
Keputusan Presiden Nomor 1/P/2005 ang Pengangkatan

Anggota KY Periode 2005-2010.

Pada awal berdirinya, KY menempati galah satu ruang di
Depkumham selama kurang lebih duaNejak 2 Agustus hingga
Oktober 2010. Selanjutnya mene anftor di Jl. Abdul Muis,
Jakarta Pusat, dan akhirnya memy mpat permanen di suatu
gedung yang baru dibangu di J1. Kram3Raya No. 57 Jakarta, sejak
Agustus 2009.

P d

Semua program KY hgkus embangkan dengan dijiwai
roh dan komitmen serta tangung jawab yang bertitik tolak dari
kesadaran bahwa siapa pun di benar-benar sudah memiliki
nawaitu (niat) dan kesadagran untuk mewakafkan dirinya secara utuh
dalam melakukan proseMan terhadap bangsa ini dimulai dari

lalui itu, rule of law akan mengalami

dengan law enforce

penegakan law enforcdme
penguatan sehingm ini punya peran sentral berkaitan

Komisioner gat menyadari peran fundamental untuk
ada lembaga baru itu berupa spirit, konsep,
yang kelak bisa diteruskan dan dikembangkan
kan saja menyandarkan diri kepada kesadaran
ang berhadapan dengan manusia semata, tetapi
juga membaRguRdpirit bahwa penegakan hukum pun terkait faktor
ketuhapan, Kedwanya memiliki keterkaitan antara satu dengan yang

lain.

memberikan la

KY harus memiliki andil untuk memperbaiki kondisi dunia
peradilan di negeri ini agar publik percaya kembali terhadap kerja

Dua dekade menjaga dan menegakkan integritas hakim 15 ﬁ._.-‘ e
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lembaga pengadilan yang selama ini dinilai merosot karena mafia
peradilan. Tugas suci KY untuk mengawasi kerja para hakim dan

dunia peradilan negeri ini. w
242y 16

Berbagai Kendala dalam Menjaga Marwah H

Di awal berdirinya KY banyak harapanyang\diberikan oleh
masyarakat agar lembaga ini tidak menjadi ompoRgyseperti lembaga-
lembaga lainnya yang hidup segan mati tak nflau. Kendala baik secara
institusional maupun personal juga dial eh Komisoner pada
awal menjalankan tugasnya. Misal ter% an praktik suap
yang diduga melibatkan ProbosutedjosRegkard yang menjadikan

j @ poisasihutan tanaman
industri di Kalimantan Selatan itu te epggelinding hingga kasasi

di Mahkamah Agun (MA). Probosute ang juga Direktu Utama

Probosutedjo sebagai terdakwakorups

PT Menara Hutan Buana divonis at tallun penjara di PN Jakarta
Pusat, di tingkat banding hukum@gnya @ikurangi menjadi dua tahun
penjara, dan di tingkat kasasigi s,empat tahun penjara (Rabu,
30/11/2005).

oleh Komisi Pemberan orupsi (KPK). Harini bermaksud
melakukan penyuapa lima pegawai MA sebesar Rp 1,5
miliar. Penyerahan i %@n setelah Harini menerima berkas
putusan yang isinya
Berkas putusan t

Perkara itu mencuat a Harini Wijoso, mantan pengacara
Probosutedjo, bersama % awan MA ditangkap tangan
a

askan terdakwa korupsi Probosutedjo.

perlu memanosutedjo. Probosutedjo didampingi ekonom
Sri Edi Swasgng asa hukumnya [ Wayan Mardhika, datang ke
KY memendRi panggilan lembaga itu. KY memeriksa Probosutedjo

Jakarta Pusat Pengadilan Tinggi Jakarta sebesar Rp 10 miliar.

16 Elza Faiz dan Nur Agus Sutanto, Ibid
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Pemeriksaan itu juga terkait dugaan perdagangan perkara di MA
yang antara lain disebut-sebut melibatkan Ketua Mahkamah Agung
Bagir Manan.

Setelah diperiksa oleh KY, Probosutedjo mengatakan, atas
permintaan pengacaranya, dia menghabiska
dengan harapan dirinya dibebaskan dari kagus pengelewengan dana
reboisasi. Sebagian uang itu ia keluar Ngkat pengadilan

digemghkan kepada hakim
nya, KY berencana

negeri untuk jaksa dan sebagian yang lai

i agendarencanapemeriksaan
sebuah peristiwa besar yang

menggulirkan agenda sele

KY telah mengigimkan surat kepada Ketua MA Bagir
Manan untuk memianasan secara tertulis dan terinci

kasus perdagangan pgr di” MA yang melibatkan lima pegawai

agir Manan menyatakan kepada publik

bahwa dia tak akan nuhi panggilan KY untuk diperiksa terkait
dugaan peril impang para hakim dalam perkara kasasi
Probosutedjg hadiran Bagir Manan dikhawatirkan akar

Bagir ManaW sebeglarnya akan menjadi teladan bagi 6 ribu hakim di

seluruh Midonesia terkait prinsip penegakan hukum.

danan ini penting ketika MA saat ini sedang dalam
keadaan kris#s keteladanan. Ketidakhadiran itu membeberkan ke
publik pihak mana yang sebenarnya menghormati hukum atau tidak.

Remuknya tatanan dan prinsip pemerintahan yang jujur disebabkan
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juga oleh keikhlasan yang rapuh. Hanya dengan jiwa ikhlas saja
lembaga-lembaga bisa menghormati konstitusi. Kami memanggil

Bagir Manan berdasarkan undang-undang soal
Pemanggilan itu wujud penegakan hukum formal. Jang
demoralisasi lembaga dengan mengabaikan sura
sah itu. Undangan kami mestinya direspons sec

Kalau datang, artinya menghormati UUD 194&
KY.

Dalam pemberitaan, Bagir Mana %gapi kesaksian
yang menyebut namanya dalam kasus di"MA terkait kasus

Probosutedjo dengan mengakui p

temui pengacara
Probosutedjo, yaitu mantan hakirg
Wijoso di ruang kerjanya. Harini dap li epawai MA yang diduga
terlibat suap demi kepentingan per. robosutedjo ditangkap
KPK. Menurut pengakuan Harinj dug dari 5 pegawai MA, ada
rencana penyerahan uang 300 #ipu r AS untuk Bagir Manan.
Transaksi itu menurut Harini ragkarsa Pono, pegawai bagian
kendaraan MA. Bagir Manan membafitah terlibat dalam kasus itu.

Kemudian, KY meminta M4{gegera mengganti majelis hakim kasasi
kasus korupsi Probosutedjg se Rp 100.931 miliar sebelum ada

Yogyakarta Harini

putusan atas perkara. Pe n itu dilakukan agar proses hukum
terhadap kasus tersebugbisa hggfalan baik dan penggantiannya perlu
dinyatakan kepada p

Karena putusan
perkaranya ter
masyarakat. Ketika

bersih, tanpa kontaminasi. Putusan
ar ada pertanggungjawaban kepada
pabila Bagir Manan bersedia mengganti
2 yang lain, maka langkah itu sangat terpuji.
Quriga, getapi justru agar kedudukannya sebagai ketua
hakim agungyda itusi MA tidak tercemar.

La rikut yang akan dilakukan KY, yaitu segera
memanggil selufygh hakim tinggi mulai dari tingkat Pengadilan Negeri
sampai MA yang terlibat kasus suap MA. Pemanggilan itu dilakukan

dengan majelig
Bukan karena
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secepatnya setelah mendapat data-data yang cukup dari KPK. Kasus
suap di MA merupakan representasilemahnya manajemen peradilan.
Padahal MA adalah puncak dari peradilan di tanglg air. S8leksi ulang
hakim agung merupakan upaya untuk menata manajomfn peradilan

dan meningkatkan kinerja hakim agar menjad fesional dan

bersih. Intinya, seleksi ulang itu agar haki mbaga peradilan

punya integritas dan dipercaya publik. K uap tersebut harus
dibongkar sampai ke akarnya, jangan sgiffpaj tefhenti pada orang
tertentu. Jika tak tuntas, peradilan tak d% masyarakat. Maka
bisa muncul street of justice karena percaya lagi kepada
peradilan.

kemukakan di atas, ada
fikukan oleh Hakim Agung
ang Anggota KY ke Sentra
jaya Selasa 7 Februari 2006
an nama baik. Laporan hakim agung
/2006/SPK Unit III tertangga'’
Februari 2006. Pencemaran nama‘baik terkait dengan pemberitaan
di beberapa media mas rtanggal 24 Januari 2006 yang isinya

menyatakan bahwa terffah menangani 13 hakim agung

bermasalah antara lalggMaliana Sutadi, Paulus Effendi Lotulung,

Artidjo Alkostar, daflrbijew. Laporan ini akhirnya selesai di tingkat
mediasi tanpa mejglui pr@gés hukum.

n Amputasi Kewenangan'’

e NSunter dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

gung dan beberapa pengacara yang berhasrat

“meniadfkan” KY mengadakan pertemuan di Hotel Danau Sunter,

Jakart, "pada tanggal 2 Februari 2006. Tujuan pertemuan
adalah unt enggugat keberadaan KY.

Selain kasus suap seperti y3
juga kasus laporan tindak pidan
Artidjo Alkostar melaporkan tuju
Pelayanan Kepolisian (SPK) P
karena dituduh telah mence
ini tercatat dengan nomo

i kepada KY terjadi pada tahun 2006 dengan
adanya per
Sejumlah

17 Elza Faiz dan Nur Agus Sutanto, Ibid
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Berawal dari media massa yang memuat tulisan mengenai
13 hakim agung yang diduga bermasalah. Media massa pula
yang menginformasikan adanya pertemuan di

menghukum” KY. Kebanyakan hakim agung yang
pertemuan itu mengeluarkan kata-kata pedas, ngi

untuk

n‘publik, dan

KY hanya mencari popularitas, melakukan pemboh

KY terus berjalan. Dengan mengajukan pr
di MK pada 10 Maret 2006 yang diajuka
dikuasakan kepada lima pengacara yai
Adji, S.H., Wimboyono Senoadji, S.H.,4
M.H., O.C. Kaligis, S.H., M.HL, daryJua
M.H., untuk mengajukan judicial re ndang-Undang No. 22
Tahun 2004 tentang KY kepada dengan registrasi Nomor 005/
PUU-IV/2006. Para pemohon lui Rflasa hukum meminta telah
mendalilkan inkonstitusionali erapa pasal UU KY dan Pasal 34
ayat (3) UU KY tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Adapun pihak pemo%ial review tersebut ialah 31 (tiga
puluh satu) Hakim Agun itu, Prof. Dr. Paulus Effendi Lotulung,
S.H.,Drs.H. Andi Syamsu%ﬂ., M.H., Drs. H. Ahmad Kamil, S.H.,
M.Hum., H. Abdul Ka p8¥g, S.H., Iskandar Kamil, S.H., Harifin
A. Tumpa, S.H., M. rof. Bf. H. Muchsin, S.H., Prof. Dr. Valerine
JLK., S.H., M.A, H. D1 S.H., Dr. H. Abdurrahman, S.H., M.H.
Prof. Dr. H. Kaim i e, S.H., M.H., Mansyur Kartayasa, S.H., M.
Prof. Rehngena Pur .» M.S., Prof. Dr. H.M. Hakim Nyak S.H.,
' H., M.H., H. M. Imron Anwari, S.H, S.Pn,,
hhaan Siagian, S.H., M.H., Widayatno Sastro
8e” Moegihardjo, S.H., H. Muhammad Taufiq, S.H.,
H. R, ImangHagjadif'S.H., Abbas Said, S.H., Andar Purba, S.H., Djoko
HY ., I Made Tara, S.H., Atja Sondjaja, S.H., H. Imam
Soebecy, S.H, M'H., Marina Sidabutar, S.H., H. Usman Karim, S.H.,
Drs. H Habiburrahman, M.Hum, dan M. Bahaudin Ouadry, S.H.

sebaiknya Ketua KY diganti orang yang profes%
Upaya hakim agung untuk terus memgert an keabsahan
séhukdm judicial review
3T"Hakim Agung dan
of.3Dr. Indrianto Seno
enny Kailimang, S.H.,
glix Tampubolon, S.H.,
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Inti permohonan judicial review adalah, agar hakim agung
dan hakim konstitusi tidak bisa diawasi oleh KY. Dalam petitum
juga disebutkan permohonan yang sama ata kim$Ykonstitusi.
Atas permohonan itu, MK memutuskan tiga hal ama, tidak
mengabulkan permohonan pemohon. Artiny. p berwenang

mengawasi hakim agung dan hakim lain di ling an MA. Kedua,
KY tidak berwenang mengawasi hakim itugl. Ketiga, pasal-

pasal dalam UU No. 22 Tahun 2004 tent sepanjang mengenai
pelaksanaan fungsi pengawasan hakimWdffhyafakan bertentangan
dengan UUD Tahun 1945 dan karena idaR¥ne
hukum mengikat.
MK mengabulkan sebagij % intaan para pemohon
an

yang justru memangkas kewen untuk memeriksa hakim
termasuk hakim konstitusi. Putusalydi atas disampaikan dalam
Rapat Permusyawaratan Hakj ihadiri oleh sembilan hakim
konstitusi, Prof. Dr. Jimly AsSBiddiqgie, S.H., selaku ketua merangkap
anggota, H. Achmad Roe ., Prof. H. A Mukthie Fadjar,
S.H. M.S., I Dewa Gede Palguna, S.H., M.H., Prof. Dr. H. M. Laica
Marzuki, S.H., Prof. H. A® atabaya, S.H., LL.M, Dr. Harjono, S.H.,

M.C.L, Maruarar Siaha#, S.H ¥erta Soedarsono, S.H., pada Rabu, 16
Agustus 2006, dan di af) dalam Sidang Pleno MK yang terbuka
s

untuk umum pada %’ Agustus 2006.
Tak pelak san MK tersebut memberikan pukulan berat
bagi perjalanan KY dglafif mengawal reformasi peradilan. Menyikapi

hal itu, secar, agaan KY resmi mengumumkan pada 25
Agustus 2006 untulRsfmentara tidak menerima laporan Masyarakat.

Namun ya ' malah kebanjiran laporan masyarakat.

kelembagaan KY berkedudukan di Jakarta sebagai
ibukota negam, dengan wewenang dan tugasnya menjangkau seluruh
Indonesia. Untuk mewujudkan salah satu alasan utama terbentuknya

mpunyai kekuatan
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KY, yaitu agar dapat melakukan monitoring yang intensif terhadap
kekuasaan kehakiman adalah dengan cara melibatkan unsur-unsur

masyarakat dalam spektrum yang seluas-luasnya d@ hanya

monitoring secara internal.

Pelibatan unsur masyarakat ini merupakan

strategis. Hal ini perlu karena saat ini sem
masyarakat pencari keadilan tentang kinerja

tidak tersalurkan. Bahkan media massa seolgh-g dak dapat lagi

menjadi media kontrol bagi lembaga perad#@n uhtuk melakukan
perbaikan. Timbul kesan bahwa pengadila% arusnya menjadi
benteng terakhir untuk melawan kegdakadian ternyata tidak

berbuat apa-apa bahkan terkesan sa @ dari tujuannya yaitu

untuk memberikan keadilan.

Pada masa itu KY juga membangun
baik itu bersifat kelembagaan
terdiri dari kelompok masyarakat
kemasyarakatan, perguruan ti

jaring ke beberapa daerah
rsonal. Jejaring tersebut
ipil (civil society), LSM, organisasi
pers. Peran Jejaring KY se-
Indonesia sebagai kekuatan, dem okratls yang proaktif melaporkan
praktik pelanggaran etik dwl hakim dan aparat peradilan di
daerah merupakan bagiafi'ya

rakyat.

elekat dalam prinsip kedaulatan

N ini merupakan jantung dalam hukum
isaflagi hanya dipahami sebagai produk
agai kontrak sosial antara masyarakat dan

tu, keberadaan jejaring KY bukan semata
befglampak nyata dalam mengontrol kekuasaan

Prinsip kedaula
modern. Hukum ti

kekuasaan, melainkan
pemerintah. Ole
simbolik, melain
dalam masyard

ejaring KY dilandasi semangat altruisme atau
entingan orang lain. Oleh karenanya, dengan
prinsip dan gat itu, KY dan jejaringnya akan berada dalam
suatu kesepakatdn bersama. Dengan prinsip dan semangat altruisme
tersebut diharapkan ada satu kesepakatan Bersama, yaitu problem

mengedepan
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penguatan demokratisasi dalam domain law enforcement dengan
landasan prinsip kesukarelaan, kesetaraan, kebebasan, peradaban,
transformasi, reformasi peradilan dan kepercay

Adapun kegiatan yang dilaksanakan oleh jejaring’ini meliputi

bidang **.
a.  Penelitian sesuai dengan t ik yang telah
disepakati oleh kedua pihak.
b.  Penelitian putusan hakim di meSingtmasing daerah.
c.  Investigasi perilaku haki asing-masing daerah.
d.  Pembangunan jaringan asyarakat.
e.  Pertukaran informas dilakukan atas dasar

kesepakatan kedua .

f. Bidang-bidang laingang didnggap penting dan disepakati
oleh masing-masijfg 4
Sedangkan hasil ya pkan dengan adanya jejaring
program-programnya adalah:
a.  Tersusun d sedianya database hakim (baik dalam
hal kualjfa adpun integritas) yang selanjutnya

dapat djja¥iKan sebagai informasi awal bagi KY pada
melak% eleksi calon hakim agung, pengawasan
haki

, dan pemberian penghargaan bagi hakim

inya gerakan antara negara dan kalangan
sipil yang mempunyai tujuan untuk

mafia peradilan.

18 Nunu na, Erma Rusdiana, Deni Setya Bagus Yuherwan, “Desain Aksi Jejaring
Komisi Yudisig¥ Dalam Monitoring Putusan Tindak Pidana Korupsi di Jawa Timur, Jurnal
Yustitia, Vol 2 No 1 Januari-April 2013

19 Asep Rahmat Fajar, Urgensi Dan Fungsi Pembentukan Jejaring Di Daerah Oleh KY, Dalam
Bunga Rampai Komisi Yudisial Dan Reformasi Peradilan, Komisi Yudisial, 2007
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C. Teradvokasinya masyarakat pencari keadilan (terutama
masyarakat korban) untuk dapat memperjuangkan

haknya .
Daftar Jejaring/MOU Komisi Yudisial RI Tahun 2005010 %

—
No. Nama Jejering Tahun Jumlah
2006 2007 2008 2009 2010
1  Universitas 31
2
3

Komisi Negara

15 0 5 N’ 57
LSM/NGO 57 20 2 82
Lembaga Negara/ 0 0 0 4 4
2 N 5 142

Jumlah 88 35

Pengadilan yang tersebar di bebergga daergh, terdiri dari:

Salah satu bentuk jejaring str. ang dilakukan oleh
KY adalah pembentukan Posko &K ordinasi) Pemantauan

1.

2.

Posko pemantauan pengadilap Aceh di LBH Aceh
Posko pemantauan pepgadilan Medan di LBH Medan
Posko pemantauan %n Padang di LBH Padang

Posko pemantaugn pengadlilan Palembang di LBH Palembag
Posko pemant engadilan Lampung di LBH Lampung
Posko pem e

ngadilan Jakarta di MaPPI FHUI

Posko p an pengadilan Bandung di LBH Bandung

Poskogpe an pengadilan Semarang di LBH Semarang

Pos ntauan pengadilan Yogyakarta di ICM Yogyakarta

20 Noor M Aziz, Laporan Akhir Penelitian Hukum Efektifitas Komisi Yudisial Dalam Rangka
Menjaga Harkat Dan Martabat Hakim, Badan Pembinaan Hukun Nasional, 2011
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10. Posko pemantauan pengadilan Surabaya di LBH Surabaya

11. Posko pemantauan pengadilan Samarjfida diy Pokja 30
Samarinda

12. Posko pemantauan pengadilan Banjarma ifanksi Borneo

Banjarmasin N
13. Posko pemantauan pengadilan %L H Manado

14. Posko pemantauan pengadilan Pa LPSHAM Palu

15. Posko pemantauan pengadils dari di MaPPI Kendari

16. Posko pemantauan penga aKassar di LBH Makassar

17. Posko pemantauan penga li di LBH Bali

18. Posko pemantauan Mataram di Somasi Mataram

Program dan kegigtan yang dilakukan oleh jejaring tersebut
tentunya akan sangat % KY untuk menjaga harkat, martabat
dan keluhuran hakim.(T'erlehih lagi pada saat sekarang ini tampaknya
semakin marak penangKapanjpara hakim karena menerima suap atau
lebih dikenal den
sudah lama deng
tetapi sulit dalam n¥¢mBuktikannya karena keterbatasan alat bukti
yang dimiliki.
sejumlah pergaagalalgn lain yang lebih besar yang ada di negeri ini.

igal corruption. Praktik judicial corruption

nbangannya jejaring KY yang tersebar di seluruh
dhan tidak diaktifkan pada saat era komisioner KY
nya. Akibat tidak lagi terkonsolidasikan tersebut,

pengadilan tfdak lagi dilakukan oleh jejaring, tetapi dilakukan
langsung oleh KY Jakarta.
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Penutup

Tak ada gading yang tak retak, begitu juga kami di periode
pertama KY 2005-2010 berbagai kendala, tantanWarapan
selalu silih berganti hadir dalam tugas dan tanggung jdjab kami
dalam menjalankan amanat reformasi peradi menjaga
marwah hakim.

Dalam berbagai aktivitas yang kami lagkuika ama 5 tahun
dalam mengemban amanah wajah peradil m begitu cerah
dan perlu terus menerus untuk membenghi dirigdi tengah korupsi
yudisial yang begitu tinggi. Oleh karena%i masa yang akan
datang harus terus berupaya untuk mepfibent@hi dirinya agar menjadi
lembaga yang tangguh, transparan,/8 Jel dan menghormati

HAM dalam seleksi hakim agung pelfgawasan hakim karena
rasa frustasi warga masyarakat, yapg jugaWarga negara, yang merasa
selalu dipecundangi oleh ulah irgkrasi (yang sipil maupun
k juga kunjung berempati pada

militer). Sementara para politisi

nasib warga yang bernasib r. > umdlah alih-alih kian berkawan

dengan mereka yang mapan, dapatlah diduga bahwa yang akan

terjadi adalah ekspresi-eks hdalam bentuk kekerasan.
Pengawasan ekstegna Iu ditingkatkan agar peran serta

masyarakat sebagai kongrol sogigl bagi semua pelaksanaan kebijakan-
kebijakan publik oleh Nik yang mengorganisasi diri ke dalam

elufn yang karena sifatnya informal dan tak
hanya dikualifikasi sebagai pengawasan

berdasarkan hak
manakala tak di

a yang ekstralegal malahan dianggap ilegal
goapy sebagai masukan oleh para birokrat akan

menambah-na @ ja rasa frustrasi dan sikap-sikap oposisional
yang mengarah%g gegdkan civil disobedience khalayak ramai.

u, di masa krisis multidimensi ini, masyarakat

berharap ag

hukum dan perfegakan etika dan tidak membiarkan pengabaian

Y, memberikan titik terang dalam upaya penegakan

terhadap hak asasi manusia.
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Kilas Balik Sejarah Pemkhyzlkan
Komisi Yudi&? ’
Dr. H. Hamdan Zoelva,%. .

Pendahuluan Q
ndang-Undang Dasar ( gara Republik Indonesia

l ' (NRI) Tahun 1945 nempdtkan kekuasaan kehakiman

sebagai kekuasaan yapg a untuk menyelenggarakan
peradilan guna menegakkan Nhukum dan keadilan.! Kekuasaan
merdeka yang melekat pdda asaan kehakiman atau dikenal
dengan independensi peradilan, yaitu kekuasaan hakim atau lembaga
peradilan dalam menja ngsi dan wewenangnya bebas dari

campur tangan pihalf’ m n. Independensi peradilan menjadi
prasyarat utama bagj t nya negara hukum.
Independensi p jlan dapat dimaknai dalam dua aspek,

yaitu independen
dan independensi k

sebagai pengadil dan pemutus perkara
agaan atau badan peradilan dari campur

kim dan badan peradilan untuk mengadili dan
ecara imparsial, tidak memihak dan tanpa rasa

menjalankan#ungsinya untuk menjaga tercemarnya norma hukum

1 Pasal 24 UUD 1945
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dan keadilan dari tindakan-tindakan yang melanggar hukum,
menjaga dan menjamin posisi lembaga peradilan dalam menjalankan
fungsinya sebagai pengawal dan pelindung hak-hak konstitusional
warga dan hak-hak asasi manusia, serta sebagaw terakhir
(ultimum remidium) atas setiap sengketa dala

sebagai pelindung dan pengayom masyarakat.

akat serta

Pengadilan adalah harapan terakhir d4n bersandarnya
masyarakat dari perbuatan sewenang-wenghg elanggar hukum
dari pihak lain. Independensi peradilan mef#pakah prinsip universal
sebagai benteng negara hukum (safeg e rule of law), yang
disahkan menjadi resolusi PBB No. 4@%g nggal 29 November
1985 dan No. 40/146 tanggal 13 De .@\ 985, yang mewajibkan

setiap negara untuk menghormatj dafeggmperhatikan (to respect
and observe) independensi peradilan.

Namun demikian, indep i peradilan bisa menjadi pisau
bermata dua. Pada satu sisi dapgt menjadi perisai bagi hakim atau
pengadilan untuk menegak dan keadilan dengan jujur dan
adil. Namun, pada sisi lain dapat pula menjadi alasan bagi hakim atau
lembaga peradilan untuk ela diri terhadap kritik atas kesalahan

dan kelalaian hakim ba peradilan dalam melaksanakan
wewenangnya. Hal den¥ik#an jlistru dapat menjadi ancaman untuk
ke

tegaknya negara hu an dan kebenaran itu sendiri.

Hakim dan
pembawa kebenaran

bagh peradilan dapat menjadi malaikat
n keadilan dan dapat pula menjadi monster
n kebenaran. Begitu rawannya posisi hakim,
diingatkan bahwa ada tiga kelompok hakim,
asuk neraka dan satu kelompok masuk surga.

yang masuk neraka itu adalah hakim yang

hak orang lain. Satu hakim yang masuk surga, yaitu hakim yang
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mengetahui kebenaran dan memutus perkara dengan berdasarkan
kebenaran itu.”

Pada posisi yang demikianlah hakim dan agd peradilan,
harus secara objektif dapat dijaga dan diawasi agaw tidak salah
memanfaatkan independensi. Independen agus dibarengi

objektivitas, transparansi, serta akuntabi hakim dalam
menjalankan fungsinya sebagai pengadil dan
dalam koridor untuk menegakkan huk eadilan serta rule
of law, maka harus ada mekanisme unguk menfaga dan mengawasi
hakim. Namun pengawasan hakim “t1 oleh mengakibatkan
j independen, sehingga
kara di bawah pengaruh
p memberi ruang kepada
a dalam memutus perkara
ayasan atas hakim dan lembaga
ng lingkup yang tidak boleh masuk
m memutus perkara.

hakim untuk tetap bebas dar, me
tanpa ketakutan atau ancama
peradilan harus tetap dalam
dalam wilayah kebebasan

Dari sinilah yanggmenjadi latar belakang sekaligus tujuan

pembentukan Komisi YudTSi ), yaitu kebutuhan adanya suatu
lembaga negara yang n dan profesional untuk mengawasi
hakim dalam aspe idak mengganggu kemerdekaan dan
imparsialitas hakinf, Yaigu pada aspek etika dan perilaku hakim untuk

menjaga keluhur. artaWat, serta perilaku hakim. KY juga menjadi
mencatat rekam jejak hakim sehingga dapat

agung yang dipercaya dan berintegritas.

Dalamy™®#8gem? ketatanegaraan Indonesia, KY menempati
kedudukan usional yang sangat kuat karena dijamin oleh

2 Hadis RasWlullah yang diriwayatkan oleh At Timidzi : 130l EUIES: Bluaclo i 10 x sGloa
i \JgGe YEOER (s U‘Cé’qgg; I G s 1001 s3lom U1 g s SO #3555 10los 5
s 105, Slpapims SIS G o 10z G

Artinya: “Haki itu ada tiga. Dua di neraka, dan satu di surga. Hakim yang memutuskan hukum
dengan tidak benar, sedangkan ia mengetahuinya, maka ia di neraka. Hakim yang tidak mengetahui
kebenaran (jahil), sehingga ia menghilangkan hak orang lain, maka ia pun di neraka. Hakim yang
memutuskan hukum dengan kebenaran, maka ia di surga” (HR at-Tirmidzi).
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konstitusi dengan kewenangannya untuk mengusulkan calon hakim
agung serta untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran
martabat, serta perilaku hakim. Pengaturan KYglalamUUD NRI
Tahun 1945 berada dalam lingkup pengaturan men i kekuasaan
kehakiman, berada tepat setelah pengaturan i, Mahkamah
Agung (MA) sebelum Mahkamah Konstitusi (nga lingkup

tugas dan wewenang KY berkaitan deng ANan kekuasaan

peradilan yang berada di bawahnya.?

Dengan pendekatan sejarah dan rr%matif, tulisan ini
hendak melakukan kilas balik atas pembw Y dalam perjalanan
pelaksanaan fungsi dan wewenangnyemmgenjdga dan menegakkan

kehormatan, keluhuran martabat dé lbku hakim, serta posisi
ketatanegaraan KY dan dinamika dalam pelaksanaan.

Sejarah Pembentukan Komi

Reformasi di Indonesia Yang dimulai sejak tahun 1998,

mengawali perubahan tata intahan yang sangat penting
di Indonesia. Sepuluh tahun masa akhir pemerintahan Soeharto
terjadi kemerosotan inde nsi dan integritas hakim paling parah

sepanjang sejarah Indog®8ia, yaifu hanya 40% hakim yang dianggap
independen dan berint as. $eperti disampaikan Harifin A Tumpa
menunjukkan bahw, ta*™fengenai kemerosotan independensi
peradilan yaitu magl palin®baik kualitas hakim terjadi antara 1945
sampai 1960 denga ntase 80%. Penurunan terjadi pada era

1960 hingga 197, 0%. Independensi dan kualitas hakim naik
kembali pada era 1 ampai 1980 menjadi 70%, dan kemerosotan
independensifd alitas hakim paling parah pada era 1980-1990-
an hanya 40° a

A~

3 Naskal rehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945, Buku uasaan Kehakiman, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah
Konstitusi, Edisi Revisi, 2010, hal. Putusan M716. ...

4 Harifin A. Tumpa, Ketua Mahkamah Agung RI 2009-2012, disampaikan pada Pembukaan
Rakernas Mahkamah Agung RI tanggal 7 Oktober 2009 di Palembang
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Pada era Presiden Soekarno, dalam rangka pelaksanaan
demokrasi terpimpin secara ketatanegaraan, MA berada di bawah

pemerintahan demokrasi terpimpin, Ketua angyketika itu
dijabat oleh Prof. Wirjono Prodjodikuro menjadi a ta Kabinet

Ampera I di bawah Presiden Soekarno sebaga ompartemen
Kehakiman. Keadaan tersebut dimungkinkan b§dasarkan UU No.
19 tahun 1964 seorang Presiden dengan& as kepentingan
nasional dan revolusi yang terancam, erbo

campur tangan dalam soal-soal pen ntuk kepentingan

revolusi, kehormatan negara dan s3¥ serta kepentingan
masyarakat yang mendesak.”

hkan turut atau

Masa pemerintahan Presidey
Kehakiman No. 14 tahun 1970
pada dua atap, yaitu organisatoyis, adiginistrasi dan finansial berada
di bawah kendali kekuasaan idey) sedangkan teknis yudusial
yaitu pengawasan tertinggi atdg perbuatan pengadilan di bawah MA
berada di bawah MA.° Pa isi yang demikian, para hakim di
tingkat pengadilan berada di bawdh pengaruh kekuasaan eksekutif
yang sangat kuat.

o0, dengan UU Kekuasaan
kan kekuasaan kehakiman

Dalam proses pgng

atan hakim agung dan ketua MA, maka

peran Presiden sanga tukan, yaitu DPR menyerahkan dua
nama calon hakim‘ epada Presiden untuk dipilih salah satu
oleh Presiden u ditefapkan menjadi hakim agung. Tidak ada

pengaturan mekani$gnePpengusulan hakim agung ke DPR, sehingga

dalam prakti lan diajukan oleh pemerintah dan/atau oleh

DPR dan MA ikian halnya dalam pengangkatan Ketua dan
Wakil Ket maka peran presiden sangat menentukan dalam
proses penetg akim agung dan peran menteri kehakiman sangat
menentyRan dalam menentukan jenjang karier dan jabatan hakim di
bawah ndisi demikian sangat memengaruhi independensi

5 Pasal 19 UU No. 19 Tahun 1964
6  Pasal 10 dan Pasal 11 UU No. 14 tahun 1970
7  Pasal 8 UU 14 Tahun 1985
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hakim dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dan berakibat
independensi hakim menjadi persoalan.

Pada sisi lain, pembinaan teknis yudisial halftgg dan peradilan,
sangat tergantung pada penegakan etika dan perilaku Thkim secara
internal melalui Dewan Kehormatan Hakim. rena posisi
hakim yang secara administrasi keuangan dagn or@@nisasi di bawah
kekuasaan pemerintah, terjadi ketidakperca’ apa pun yang
diputuskan oleh Dewan Kehormatan Hakim, ddlam memeriksa
pelanggaran etika dan perilaku hakim. TidaR#fidependennya lembaga
peradilan berdampak pada turunnya ke%< terhadap lembaga.
Apalagi jika ada perkara yang terkait demgg uasaan, masyarakat
kehilangan kepercayaan kepada le n peradilan. Para hakim
dianggap tidak independen dan tiga iliki kemampuan untuk

memutuskan yang berlawanan atau tiak sésuai dengan kepentingan
pemerintah.

Berbagai putusan yang m&resahkan dan merugikan tegaknya
hukum dan keadilan tidak an penyelesaian yang terbuka

dan transparan. Banyak kasus dalam dunia peradilan yang menguap
ul H

dan tidak terselesaikan a rselesaikan akan tetapi jauh dari rasa
keadilan masyarakat idak¥transparan. Penyelesaian internal
oleh hakim melalui Dei%)rmatan tidak memberikan kepuasan
kepada masyarakat tiddW¥'transparan. Masyarakat menganggap
bahwa tidak ada peigelesaidh independen yang mampu memberikan

sanksi atau koreks dap hakim yang melanggar etik atau

menyalahgunak saan
Pada S ormasi sebelum perubahan UUD 1945,
rekrutmen k gung berdasarkan UU No. 14 Tahun 1945

a usulan dari pemerintah. Seleksi calon dilakukan
oleh DPR den¥n terlebih dahulu mendengarkan pertimbangan dari
MA dan Pemerintah, kemudian DPR menyerahkan nama-nama calon
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hakim agung yang ditetapkan oleh pemerintah selaku kepala negara.
Proses tersebut dianggap tidak cukup memberikan jaminan untuk

mendapatkan hakim agung yang ideal. w

Reformasi 1998 dan Awal Pembentukan

Pada 1998 dan setelahnya, yang
reformasi dalam pemerintahan Indo apat dorongan
yang kuat dari masyarakat untuk mewgj embaga peradilan
yang independen, transparan, akuntgbe ih dan berwibawa.

. Seperti dikemukakan
oleh Prof. Dr. Sri Sumantri yang akan bahwa “kita semua
mengetahui betapa terpuruknya Rekua

Kalau semuanya, semula itu hanya meltda pengadilan tingkat pertama

dan tingkat tinggi, sekarang dgh merembet pada kekuasaan
kehakiman yang paling tinggi”:
£ ;uay

kehakiman di Indonesia.

Terkait isu tersebu al yang menjadi topik utama

pembicaraan dalam perahasan perubahan UUD 1945 adalah

mengenai rekrutmen ha an pengawasan terhadap hakim.
Perlunya rekrutmen( y ilakukan secara independen dan
transparan serta pengaWasanfterhadap hakim dan lembaga peradilan

ngganggu independensi menjadi bahan
tika¥ masa reformasi. Termasuk menghapus
atgs kekuasaan kehakiman, meningkatkan
hakim dan lembaga peradilan. Tuntutan
dengan tuntutan penguatan negara hukum

asaan peradilan harus menjadi panglima dalam
dan keadilan.

kualitas dan j
tersebut terkai

a§ kondisi tersebut lahir KY dalam sistem ketatanegaraan
Indon ngan fungsi pokok untuk melakukan proses rekrutmen

8  Disampaikan oleh Prof. Dr. Sri Sumantri dalam Rapat ke-7 PAH III BP MPR tanggal 13 Oktober
1999. Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, Buku VI Kekuasaan Kehakiman, Op. Cit., hal. 602
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calon hakim agung agar diperoleh hakim agung yang profesional dan
berintegritas serta untuk menjaga dan menegakkan kehormatan,
keluhuran martabat dan perilaku hakim. PembehtukamKY tidak
terlepas dari tujuan untuk memperkuat negara huanguatan
wibawa lembaga peradilan.

Pada Sidang Umum MPR RI tahun
pembahasan Perubahan Pertama UUD 19
menjadi sorotan anggota PAH IIT BP MPR
UUD)? adalah masalah mekanisme pengan®®atar) hakim agung dan
pengawasan terhadap hakim. Seperti di aikdn oleh Harun Kamil
(Wakil Ketua PAH III BP MPR) pads gat Ke-1 PAH III BP MPR
tanggal 7 Oktober 1999 menyampk Bsulan agar mekanisme

pengangkatan hakim agung yangpsenflg oleh Presiden atas usul
DPR diubah agar diangkat o@, mengingat kewenangan
do

Presiden yang menentukan a nan dalam pengangkatan
hakim agung.!® Kemudian pady rapat PAH III tanggal 9 Oktober
1999, Harun Kamil kembali kan pentingnya memperbaiki
proses rekrutmen hakim agung agar memperoleh hakim agung
yang memiliki integritasfginggi baik dari kalangan hakim karier
maupun dari kalangan nepkarfegfmisalnya dari advokat yang sangat
senior qualified dan m&mii#yjam terbang tinggi.'’ Demikian juga
disampaikan oleh Gregorius §gfo Haryanto (Anggota PAHIIIBP MPR)
yang mengusulkan pntulegdjatur tata cara dan prosedur persyaratan

mengangkat hakim iperberat agar supaya orang-orang yang
duduk di MA betul-betyl ferjamin dalam hal etika dan moral, betul-

9 PAH III BP MPR adalahf§Panitia Ad Hoc yang dibentuk khusus dalam Sidang Umum MPR
Pekegja MPR untuk melakukan kajian dan pembahasan mengenai usul-

usul perubhan DWB945 yang anggotanya berasal dari berbagai fraksi MPR. Pada saat itu

asan pada tahun 2000, dan PAH III diubah Namanya menjadi PAH I BP
7-50 orang perwakilan dari fraksi-fraksi MPR.

10 Ibid. hal. 598
11 Ibid., hal. 600
12 Ibid., hal. 599
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Adapun mengenai pengawasan hakim sejak awal pembahasan
perubahan UUD 1945 telah menjadi perhatian anggota PAH III BP
MPR. Seperti disampaikan oleh Hamdan Zoelva goty Panitia ad
hoc Perubahan UUD) pada rapat pertama PAH III PR tanggal
7 Oktober 1999 mengemukakan penting awasan atas
kinerja MA, khususnya kepada hakim agu an mengusulkan
pembentukan dewan kehormatan hakim an@gotanya berasal
dari kalangan hakim, kalangan ahli h malipun di kalangan
orang-orang yang memiliki integritasu%rang diatur dalam
undang-undang dasar ini. Dewan ke atd¥ inilah yang menilai
kinerja hakim serta merekomendasikamsgpa hakim itu termasuk
hakim agung yang diberhentikan dek.”®* Lembaga yang akan
nilai kinerja hakim ini tidak bergsal®dgtiflembaga politik misalnya
DPR, tetapi harus lembaga yang’ erfden. Pada Rapat ke-6 PAH
I1I, Hamdan Zoelva kembali egask@n perlunya pengawasan atas
hakim agung oleh lembagafinde en yang bukan merupakan
lembaga politik untuk menijtai pelaksanaan yudisial badan peradilan
baik terhadap hakim di MA maupuh hakim di bawahnya.™

Pada pembahasar%han UUD 1945 tahun 2000, dalam
Rapat PAH I BP MPRMke-3 t3nggal 6 Desember 1999, Pengantar
Musyawarah Fraksi %ulan Bintang menyampaikan secara
khusus pembent lemfbaga independen untuk melakukan
pengawasan terhg@dap m khusus terkait urusan yudisial, yang
untuk pertama ka engusulkan pembentukan sebuah komisi
embaga tinggi atau lembaga tertinggi negara

na lembaga-lembaga tersebut sarat dengan
i an Zoelva menyampaikan :

muatan pol
“Kam dapat bahwa untuk melakukan pengawasan atau

ol terhadap Mahkamah Agung termasuk terhadap para
[ m khususnya berkaitan dengan pelaksanaan tugas
erlu dibentuk sebuah komisi independen yang anggotanya

yudis

13 Ibid., hal. 598
14 Tbid., hal. 601
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dipilih oleh DPR dan disahkan oleh Presiden sebagai kepala negara
dari para mantan hakim, mantan jaksa, pengacara-pengacara

senior maupun profesor hukum dari pergurugh tinggiditambah
tokoh-tokoh masyarakat yang kesemuanyaw memiliki

integritas yang sangat tinggi."®

melakukan
idy6a melakukan
putusan yang

Komisi ini diberikan kewenanga
pemeriksaan terhadap hakim-hakim ya
penyimpangan termasuk keanehan dand p
dihasilkannya. Hasil pemeriksaan k il harus menjadi
pertimbangan dalam penentuan karie% hakim, termasuk
dalam penurunan pangkat atau hukumamgemerhentian jika komisi

merekomendasikannya. Hal-hal ya @ ngkut komisi ini perlu
diatur dalam UUD ini.*®

Hal berbeda disampaikan Pyof. Ddlan Ranuwihardjo yaitu ahli
hukum dan tokoh masyarakaty; iundang oleh PAH I memberikan
pandangannya yang berpendapag bahwa perlu ada pengawasan atas
perilaku hakim apabila put dak memberi keadilan kepada
para pencari keadilan yang dilakukan oleh lembaga MPR."’

Pembahasan intepsi enai KY dalam perubahan UUD
1945 oleh MPR berlangsu ldma dua tahun dalam dua kali masa
sidang, yaitu masa sg ang tahfin 1999-2000 dan tahun 2000-2001
dan disahkan dala an Ketiga UUD 1945 bulan November
tahun 2021. Masa R tahun 2000 dimanfaatkan oleh PAH I
BP MPR untuk mend an pandangan dari para ahli dan lembaga
A. Para ahli menyampaikan pandangan
atau pengawasan serta proses rekrutmen
dé&wa Gde Atmadja selaku ahli yang diundang oleh

gyampaikan pandangannya tidak setuju dengan
atau, kontrol terhadap hakim. Hal terpenting adalah

negara termas
terkait dengap
hakim. Prof. D
PAH I BP ME

pengawas

15 Ibid., hal. 604
16 Ibid.
17 Ibid.
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proses rekrutmennya yang harus dilakukan dengan transparan dan
terbuka dengan kriteria-kriteria yang betul-betul cermat di mana kita
akan mendapatkan hakim-hakim agung yang inwfx tinggi.'®
Usulan konkret mengenai pengawasan hakim ind' datang dari
MA yang menyampaikan pandangannya dalam atyPAH I tanggal
17 Februari 2000, yang menyampaikan rughusan€gyat 4 pada pasal
24 mengenai MA yaitu “Pada Mahkam dibentuk dewan
kehormatan yang mandiri dan bertugas{m nakan pengawasan
eksternal atas perilaku hakim dalam pepyelen
menyadari bahwa terdapat anggapan da syarakat terjadi tirani

judicial di dunia peradilan sehingg
pengaturan dewan kehormatan i

aan peradilan”. MA

pgahggap penting adanya
ma lainnya yaitu judicial
committee yang melakukan pengafzasan‘@eds perilaku hakim sehingga
tidak semau-maunya. MA jugg men@usulkan agar anggota dewan
kehormatan tidak berasal darj alhakim tetapi dari eksternal.*

Selama perdebatan dj PA| I masa sidang tahun 2000, PAH I
masih berkutat pada masalah kew@flangan dalam pengawasan hakim
yang dilakukan oleh dewan kehormatan atau komisiindependen serta

susunan dan kedudukanko dependenitudalamketatanegaraan

Indonesia. Apakah kognisi erada dalam lingkungan MA ataukah
lembaga tersendiri,,d agaimana syarat dan proses rekrutmen
anggotanya. Sampw hir masa sidang PAH I pada bulan Juli
tahun 2000, pen an mengenai KY tidak dalam bab tersendiri,
al)pada bab mengenai kekuasaan kehakiman
engusulkan calon hakim agung. Sementara
otaannya diatur dengan undang-undang.

8nai KY gagal diputuskan pada Perubahan Kedua
ybelum mendapatkan rumusan yang memuaskan.

yang kewena
susunan dag
Pengatura
UUD 1945,

Padimasasidang MPR tahun 2001, PAHIBP MPR secarakhusus
meng Tim Ahli untuk membantu mengkaji dan merumuskan

18 Ibid., hal. 605
19 Ibid., 606.
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berbagai pasal perubahan UUD 1945 termasuk mengenai kekuasaan
kehakiman dan KY di dalamnya. Jimly Asshiddigie yang mewakili
Tim Ahli Bidang Hukum menyampaikan usulan
I BP MPR tanggal 10 Mei 2001. Ia mengusulkan
wewenang untuk mengusulkan hakim agung. Jg yampaikan
bahwa hakim agung diangkat dan diberhenti

oleh Presiden

sebagai kepala negara dengan persetujuan atdy usul KY. Tim
Ahli Bidang Hukum setuju KY bersifat independen$gng diatur dalam
pasal tersendiri dalam UUD. Dalam men kewenangannya,
KY menampung dan memberi maglikan g secara sengaja
diajukan oleh masyarakat, yang menjadi an bagi KY dalam

melaksanakan wewenangnya untuk y

memberhentikan hakim agung.” U % ly yang mewakili Tim
Ahli Bidang Hukum tersebut tida ngufulkan pengaturan secara
tegas mengenai pengawasan terifadap hkim.

Dalam Rapat PAH I tang@gal ei 2001, Tim Ahli kembali
mengemukakan pandangan ng KY yang pada pokoknya
terkait dengan sifat dan wewenangnya, syarat menjadi anggota,
pengangkatan dan pembgghentian, serta susunan, kedudukan dan
keanggotaan. Sampai p % paripurna MPR SU MPR Tahun
2001, belum ada kesepa mengenai KY, khususnya susunan
keanggotaan dan wewgnan apakah hanya melakukan rekrutmen
atas hakim agung Nasuk juga pengawasan atas perilaku
hakim. Setelah mel rbagai simulasi dan perdebatan yang cukup

panjang disepakatilah diatur dalam Pasal 24B UUD 1945 yang
pada pokoknya

lkan mengangkat atau

iliki dua kewenangan, yaitu wewenang untuk
atas hakim agung dan wewenang untuk

melakukan rgk¥e
menjaga da @ akkan kehormatan, keluhuran martabat serta

perilaku h apf susunan dan kedudukannya diatur UU.
D suknya KY dalam UUD, posisi konstitusional
sangat kua m menjalankan wewenangnya yang diberikan oleh

20 Ibid., hal. 629

%. 70 42 BUNGA RAMPAI

-



Dr. H. Hamdan Zoelva, S.H., M.H.

konstitusi. Rumusan akhir tersebut menempatkan wewenang pokok
KY sebagai lembaga yang melakukan rekrutmen atas hakim agung

dan wewenang di bidang pengawasan hakim agalywewenang
komplementer dengan istilah “wewenang lain”, kemudian
setelah pembentukan KY wewenang inilah jadi sumber
perdebatan dan bersitegangnya antara le bag%ekuasaan negara

dalam lingkup kekuasaan kehakiman, yaitM dan Mahkamah

MA dan MK (Pasal 24C) adalah semat ifatnya teknis. Karena

wewenang KY terkait dengan MAKMgusfiya dalam pencalonan
hakim agung. Penempatannya % lingkungan kekuasaan
Y ah pelaksana kekuasaan

Konstitusi (MK)
Penempatan KY pada Pasal 24B d" antara péngaturan mengenai

kehakiman, tidak berarti bahw; e
kehakiman, karena menurut Pasal 2 at (1) kekuasaan kehakiman
merupakan kekuasaan yan dekd untuk menyelenggarakan
peradilan guna menegakkan hkum dan keadilan. Kemudian pelaku
kekuasaan kehakiman diriglei Pasal 24 ayat (2), sedangkan KY

tidak menyelenggarakan peradilan‘dimaksud.”

Dalam rangka ‘m kan ketentuan UUD tersebut

dibentuklah UU No. 004 tentang KY yang disahkan pada
13 Agustus tahun sebagaimana diubah dengan UU 18 Tahun
2011. UU No. 22 n /004 menegaskan dua kewenangan KY,

yaitu mengusulk engangkatan hakim agung kepada DPR dan
menegakkan kehoriqatdh dan keluhuran martabat serta menjaga
perilaku haki menjalankan wewenang rekrutmen calon
hakim agung, KY m®fpunyai tugas a) melakukan pendaftaran calon

hakim agudg, b) Relakukan seleksi terhadap calon hakim agung, c)
menetapkafgalon/hakim agung dan mengajukan calon hakim agung
ke DPR.YKY mengajukan 3 calon hakim agung untuk satu lowongan

hakim pada DPR.?® Dengan kewajiban KY mengajukan 3

21 Ibid., hal. 714.
22 Pasal 12 dan Pasal 13 UU No. 22 Tahun 2004
23 Pasal Pasal 18 ayat (5) UU No. 22 Tahun 2004
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kandidat calon untuk satu posisi, menjadikan wewenang DPR sangat
dominan dalam penentuan calon hakim agung.

Dalam rangka menjalankan wewenang mela n pehgawasan
terhadap hakim, UU No. 22 Tahun 2004 tersebut p satu sisi

Konstitusi.*
Tidak pernah ada pembahasan dalam perub 1945 selama

tahun 2000-2001 untuk memasukkan Hakim, kdnstitusi sebagai
objek yang diawasi oleh KY, sehingga pe ranyKY sendiri berada

tepat di bawah MA dan berkaitan deng

it membatasi wewenang
Ksi terhadap hakim, dan
si. Selama pembahasan
emiliki peran menentukan
yang terbukti melakukan

KY hanya mengajukan usul penjat
tidak memiliki wewenang menjat
perubahan UUD 1945, KY diharapkan

dalam memberikan sanksi kep, i
pelanggaran etika dan pedoyan perilaku hakim, walaupun
pengawasan terhadap peril im hanya sebagai kewenangan

lain dari KY. Tidak ada maksud dar1 para perumus perubahan UUD
1945 membatasi kewen%\l{ hanya untuk mengajukan usul
penjatuhan sanksi terhg@@p hakin. Dengan pembatasan tersebut KY
pada prinsipnya tidak m%«ewenang memberikan sanksikepada
hakim, karena kewe an f#fl pada hakikatnya hanya ada pada MA,
yang dengan UU Ng, 18
tersebut khususnya

Kehormatan H
terdapat unsur kea

n 2011 kewenangan penetapan sanksi
ggaran berat dialihkan kepada Majelis
aupun dalam Majelis Kehormatan Hakim
aan dari KY lebih banyak dan para hakim.

ahun 2011 dengan maksud memperkuat KY,
perkuat kewenangan KY sehingga mencakup

alam hubungan dengan MA. KY diberi kewenangan

menetapkan e Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH)

24 Pasal 21 danPenjelsan Pasal 21 UU No. 22 Tahun 2004.
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bersama-sama dengan MA, serta mengatur mekanisme pengawasan
etik dan perilaku hakim yang memberi kewenangan lebih kuat kepada
KY, antara lain pada komposisi keanggotaan Majelis Behormatan
Hakim mayoritas dari berasal KY yaitu 4 orang dafw orang dari
hakim agung. Majelis Kehormatan adalah IWengawas etik
dan perilaku hakim untuk memeriksa pelang®dran berat hakim
dalam rangka menjaga dan menegakkan im yang dapat
menjatuhkan sanksi pemberhentian kepa@® hakind.?

Walaupun putusan penjatuhan gsanksj gtas hakim oleh KY
hanya berupa rekomendasi kepada Napi rekomendasi KY
tersebut wajib dijalankan oleh MA. P€Mikgarf juga, dalam hal terjadi
perbedaan pandangan antara KY dgfag) dngenaipenjatuhan sanksi

terhadap hakim, yang tidak dap#t dise¥egaikan secara musyawarah
maka putusan KY yang harus djalan

Dinamika Perjalanan Konfisi Yudisial

Sebagai sebuah lembaga neg#fa baru hasil reformasi, kelahiran
KY disambut gembira olgh masyarakat. Ada harapan besar menjaga
dan menegakkan keho%keluhuran martabat serta perilaku
hakim serta memilih paragalof hakim agung yang ideal, profesional
dan berintegritas tj un, keberadaan KY yang progresif,
mengkritisi hakim‘Q an hakim di bawahnya membuat gerah
im agung. Terjadi ketegangan antara
enang KY yang dianggap mengganggu
A membawa masalah tersebut ke MK.

langan hakim dan hakim agung, diakibatkan
ang dilakukan oleh KY yang dianggap sudah
teknis yudisial kebebasan dan independensi
utus perkara. Sebaliknya dari sisi KY, pintu masuk

dengan meneliti putusan hakim. Paling tidak terdapat tiga isu pokok

25 Pasal 13 UU No. 18 Tahun 2011
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dinamika KY dalam menjalankan fungsi dan tugasnya yang berakhir
di MK, yaitu : 1) objek pengawasan KY, apakah termasuk hakim
agung dan hakim konstitusi, 2) kewenangan KY dalam melakukan
rekrutmen hakim apakah termasuk hakim tingka ama dan
hakim agung ad hoc, serta 3) serta hubungan K PR dalam
rekrutmen hakim.

UUD 1945 hanya secara singkat mene a kewenangan
KY, yaitu a) kewenangan mengajukan cafon ifh agung, dan b)
wewenang lain dalam rangka menjaga da e
keluhuran martabat dan perilaku h soalannya, apakah
wewenang rekrutmen hakim dari K ajuk pula terlibat dan
rekrutmen hakim pengadilan pertg hakim agung ad hoc
pada Mahkamah Agung, dan apakah menjadi ruang lingkup
wewenang lain dar KY dalam ran menjaga dan menegakkan
kehormatan, keluhuran marta erta jperilaku hakim. UUD tidak
memberikan penegasan ruangdipgkup dua kewenangan tersebut.

UU KY memperluas ki lain dari KY yang mencakup
pula seluruh hakim yaitu hakim di lingkungan MA, termasuk hakim
agung, hakim ad hoc da im di MK. Demikian juga, undang-
undang memperluas keff@nangafi rekrutmen hakim, yaitu pelibatan
KY pada rekrutmen h%da pengadilan tingkat pertama dan

d

pengusulan hakim a adMbc pada MA.

gakkan kehormatan,

Vah g

Dinamika pe
tahun 2006 ketika
Lotulung dan
pengujian ata

pélaksanaan kewenangan KY, terjadi pada
ang hakim agung, yaitu Paulus Effendi
su Alam dkk, mengajukan permohonan
pada MK yang mempersoalkan wewenang KY

gung, hakim konstitusi.?® Persoalan diawali oleh

% termasuk hakim agung di MA atas pemanggilan

mengawasi

gerahnya par

oleh KY, fékait putusan hakim yang dilaporkan oleh masyarakat
kepada akim Agung tersebut berdalih bahwa pengawasan
KY telah gganggu independensi hakim dalam memutus

26 Perkara Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006 tanggal 7 Desember 2006.
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perkara, sedangkan menurut para hakim agung tersebut KY tidak
berwenang mengawasi hakim agung, termasuk tidak berwenang
mengawasi hakim konstitusi dan hakim ad hoc. urufipara hakim
agung tersebut, Pasal 24B UUD 1945 yang member wewenang
pengawasan kepada KY hanya untuk hakim, asuk hakim
agung maupun hakim konstitusi.

MK dalam putusannya atas per. NQ ut tanggal 23
Agustus 2006 memutus menolak pe an para Pemohon
terkait kewenangan KY mengawasi h?him aguglg dan hakim ad hoc
dan mengabulkan permohonan terkait ngan KY mengawasi
hakim konstitusi. Putusan tersebu imBulkan pro dan kontra
dalam masyarakat terkait penol untuk mengawasi para

hakim oleh KY, dan telah megjadi n akademik di berbagai
kampus di Indonesia.

Terdapat dua pertimbghga um penting dalam putusan
tersebut, yaitu terkait pengdttian hakim yang menjadi objek
pengawasan KY dan posisf dan ktur ketatanegaraan KY dalam
hubungan dengan MA. Menurut MK, hakim yang dimaksud dalam
Pasal 24B UUD 1945 tida suk hakim konstitusi, berdasarkan
penafsiran original intgnt stematika UUD 1945. Menurut MK,
hakim Mahkamah Korf€titugl tidak termasuk hakim yang menjadi
objek pengawasan arena menurut para perumus UUD 1945
idak nlenjadi bagian dari hakim yang menjadi

¥ Oleh karena itu, di dalam sistematika
D 1945, KY ditempatkan pada pasal 24B
ngenai MA pada Pasal 24A.%7

penyusunan

setelah pengg

o

ewenangan KY dapat terganggu independensi
menjalankan fungsi dan wewenangnya, karena

lembaga lain®erperkara di MK. Sedangkan hakim agung menurut

27 Pertimbangan hukum dalam Putusan Nomor 005/PUU-IV/2006. hlm. 174
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MK adalah wilayah kebebasan pembentuk UU untuk mengaturnya.
Artinya jika UU menentukan bahwa hakim agung merupakan objek
yang diawasi oleh KY dalam pelaksanaan KEPPH, hal demdkian tidak
bertentangan UUD 1945. Hakim agung sangat terRaj
mengenai pengusulan hakim agung yang dila

norma sebelumnya.

Posisi KY dalam struktur ketatanegaria
sebagai lembaga negara dalam pengertign
and balances dengan MA, karena KY adaldsupgorting elemen dari
kekuasaan kehakiman atau termasuk st xilidlry yang merupakan
organ negara tambahan untuk mempe organ negara yang pokok
(main organ), dalam hal ini MA sebagg yal organ dalam struktur
ketatanegaraan Indonesia. Oleh hubungan MA dengan
KY, menurut MK lebih sebagai h anl kemitraan di mana MA
sebagai main organ dan KY seba@ai suppprting organ dari MA dalam

bidang pengawasan etik dan pétjlakufakim.?
Ikatan Hakim IndoneS¥® diwakili oleh Imam Subechi
dan Suhadi dkk, kembali menggugat kewenangan KY terkait proses

seleksi hakim tingkat % baik hakim pengadilan negeri,
pengadilan agama, dar%1 n Tata Usaha Negara yang harus
n

memiliki checks

dilakukan secara bers safha oleh MA dan KY, sebagaimana
diatur dalam UU 49
50 Tahun 2009 te
tentang Peradilan

9 tentang Peradilan Umum, UU No.
ng P&adilan Agama, UU No. 51 Tahun 2009
aha Negara.”® Akibat adanya ketentuan
proses seleksi secara bersama antara KY
terhambatnya proses seleksi hakim di tiga
arena sulit dicapai kesepakatan antara MA

dan MA mengakib

lingkungan p %

dan KY. Me AHI dalam kaitan dengan rekrutmen hakim,
kewenan @fentukan secara limitatif dalam UUD 1945 hanya
untuk rekr hakim agung dan tidak termasuk para hakim di
bawahnya. urut keterangan pemerintah selaku pembentuk

28 Pertimbangan hukum dalam Putusan Nomor 005/PUU-IV/2006. hlm. 182
29 Putusan Mahkamah Konstitusi No. 43/PUU-XIII/2015.
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UU, pelibatan KY dalam proses seleksi hakim adalah open legal
policy karena dalam UUD tidak mengatur bahwa MA atau KY yang

melakukan proses seleksi terhadap hakim. y

Putusan MK dalam perkara tersebut yang diputusipada tanggal
7 Oktober 2015 mengabulkan permohonan I aW memutuskan
bahwa pelibatan KY dalam rekrutmen ha a bertentangan
dengan UUD 1945. Menurut MK, kewen % elah ditentukan
secara limitatif hanya mengajukan calog haldign agung. Sedangkan

kewenangan lain, hanya terkait d.engjcI ewengngan dalam rangka

menjaga dan menegakkan kehormatan; uran martabat dan
perilaku hakim. Lagi pula KY dAlah ¥ pelaksana kekuasaan
kehakiman, tetapi hanya sebagai Supp g elemen dari kekuasaan
kekuasaan kehakiman, dalam ha ;

Burhanuddin seorang
kewenangan KY terkait proges i hakim ad hoc pada MA.3!
Menurut Pemohon, UU nya mengatur kewenangan KY
melakukan rekrutmen atas’hakim@fung. Tidak mengatur rekrutmen
hakim agung ad hoc, sehingga ketentuan Pasal 13 UU KY yang
mengatur kewenanganNgusulkan pengangkatan hakim ad
hoc pada Mahkamah fg bértentangan dengan UUD 1945. MK
dalam putusannya

kewenangan KY m lkan pengangkatan hakim ad hoc pada MA,

enurut MK, terdapat arah politik hukum
ng memperluas pengertian hakim yang tidak
gan UUD, yaitu tidak membedakan antara hakim
arena itu, proses seleksi untuk hakim ad hoc di

bertentang,
dan hakim ¥

30 Pertimbangan Hukum Perkara Mahkamah Konstitusi No. 43/PUU-XIII/2015.
31 Putusan Mahkamah Konstitusi No. 92/PUU-XVIII/2020
32 Pertimbangan Hukum Perkara Mahkamah Konstitusi No. 92/PUU-XVIII/2020
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Sebagai sebuah lembaga negara yang baru dalam struktur
ketatanegaraan Indonesia hasil perubahan UUD 1945 adalah
wajar KY mendapat tantangan dalam menjalagkan
wewenangnya menurut UUD 1945. Perbedaan pe
pelaksanaan kewenangan dan pengujian di
pentingnya posisi KY dalam struktur ketatan

Dari berbagai dinamika tersebut posisi dalayf pelaksanaan
kewenangan semakin jelas dan kuat sebagai satt™€émbaga penting
dalam mendukung kekuasaan kehakivn%g merdeka, agar
independensi kekuasaan kehakiman ityftidaksdisalahgunakan oleh
lembaga pelaksana kekuasaan kehaki%tapi pada sisi lain

penguatan wewenang KY terus men@ [(Ran tantangan terutama
dari MA.

Indonesia.

Tantangan dan Evaluasi Kewgnangan KY

Secara ideal, dengan eraddan KY seharusnya lembaga
peradilan telah tumbuh mehjadi lembaga peradilan yang sangat
berwibawa dan dihormati karena¥ terdapat pengawasan secara
eksternal yang dilakukanggleh KY dan hakim agung yang diangkat
adalah hakim agung ar- r profesional dan berintegritas.
Namun kenyataannya§ wif8wa lembaga peradilan masih tidak
membanggakan bahl@an ba terjadi dark justice dan permainan
di lembaga peradil di MA yang sangat merusak tegaknya
negara hukum. Ba m termasuk hakim agung yang terjerat
dalam kasus sua ap dan korupsi setelah KY hadir dan
menjalankan angnya. Lalu, menjadi pertanyaan bagaimana

sebenarnya
kehormatan

PAnthowi, tiga faktor yang menyebabkan KY
kontrol secara efektif. Pertama; berkurangnya
integritas Y, berdasarkan fakta bahwa salah satu Anggota KY
terlibat dalam praktik penyuapan. Kedua, kelemahan kepemimpinan
yang diterapkan di samping kepentingan inti KY sebagai kontrol
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internal. Ketiga, pengadilan konstitusi yang memimpin KY untuk
mengacaukan otoritasnya.*

Kewenangan terbatas dari KY hanya memWomendasi
penjatuhan sanksi atas hakim yang terbukti melakukanfpelanggaran
kepada MA, tanpa kewenangan menjatuhka i tampaknya
menimbulkan problem dalam praktik. Walagpun apat ketentuan
dalam UU yang mewajibkan MA menjalan a&:endasi KY untuk

menjatuhkan sanksi terhadap hakim darihagidmemeriksaan oleh KY,

hanya 11 rekomendasi yang diti
2021 KY merekomendasikan pegj
rekomendasi ditolak dengan
2021 MA hanya menindaklanj

knis yudisial, sampai akhir
mendasi % Pada tahun 2022

MA, tetapi MA menolak
karena dianggap masalah teknis yudisial.*

Paling tidak ada dua atan dalam pelaksanaan wewenang
pengawasan hakim ol aftu hambatan struktural keterbatasan
kewenangan KY da enjatuhkan sanksi terhadap hakim yang
terbukti melakuk anggaran KEPPH. KY hanya berwenang

enjdtuhan sanksi terhadap hakim, karena
sanksi itu ada pada MA. Walaupun Pasal
11 telah mengatur secara jelas bahwa jika
dangan antara KY dan MA mengenai sanksi

22E ayat (3)
terjadi perbe

terhadap aka putusan KY otomatis berlaku dan wajib
33 Jawahi , Kedudukan dan Fungsi Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jurnal Hukum
UIL, Np.2

34 Kompas® 30 Desember 2020.

35 Ratu Tasya Sal§abila, Dkk, Analisis Kewenangan Mahkamah Agung Dengan Komisi Yudisial
Dalam Pengawasan Hakim berdasarkan Peraturan Perundang-undangan, Online-Journal.unja.
ac.id., Vol.4 No. 1 (2024) hlm. 78

36 Siaran Pers Komisi Yudisial tanggal 29 Dedember 2022.
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dilaksanakan oleh MA sepanjang memenuhi syarat bahwa hakim
yang bersangkutan telah terbukti melakukan pelanggaran KEPPH.

Persoalannya, antara KY dan MA masih fegjadi perbedaan
pandangan mengenai pelanggaran KEPPH dengan ma$glah teknis

yudisial. Banyak rekomendasi penjatuhan san dap hakim
oleh KY yang ditolak untuk dilaksanakan oleh engan alasan
bahwa pelanggaran yang diputuskan oleh an’KEPPH, tetapi
terkait aspek teknis yudisial.

Walaupun telah ada Surat Kepytusan Bfrsama antara KY
dan MA mengenai mekanisme pemerik% penjatuhan sanksi
terhadap hakim, tetapi hal itu tidak lgukupi untuk efektifnya
pengawasan hakim oleh KY. § %. terdapat hambatan
institusional yang dialami oleh K¥gyaituerbatasnya infrastruktur

dan jumlah pengawas yang dirpiliki dibanding jumlah hakim
yang sangat besar jumlahnya e alah anggaran yang tidak
memungkinkan KY untuk bekerjg lebih maksimal.

Keterbatasan tersebut dia oleh Amzulian Rifai yang
berpandangan bahwa keferbatasan dalam kewenangan KY yang
secara langsung tidak %jatuhkan sanksi terhadap hakim.
Antara KY dan MA sgri rjadi perbedaan pandangan apakah
termasuk pelanggara PHJ dengan masalah teknis yudisial dan
keterbatasan dala ‘ENEES kelembagaan KY dalam melakukan

pengawasan, baik spek personil, organisasi dan anggaran.®’

tmen calon hakim agung, KY pun masih
memiliki keterbat alam melakukan investigasi atas rekam jejak
akim agung, data base dan pemantauan hakim
terbatas. Dua aspek yang harus dimiliki oleh
seorang calo agung adalah memiliki rekam jejak integritas
yang terjam! emiliki kemampuan profesional yang mumpuni.
Tantanga i KY adalah melakukan investigasi mendalam

37 Disampaikan oleh Amzulian Rifai (Ketua Komisi Yuidisial) pada Orasi Ilmiah, dalam rangka
Dies Natalis Universitas Sumatera Utara ke-71 tanggal 29 November 2024 di Medan.
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atas rekam jejak seorang calon hakim agung. Proaktif KY dalam
menjaring calon-calon hakim karier yang terbaik secara integritas

dan kapasitas dari rekam jejaknya sebagai halkim da¥ kalangan
hakim karier. Demikian juga, proaktif dalam menca¥yfalon hakim
yang memiliki integritas dan kemampuan ng baik dari
kalangan akademisi (nonkarier) menjadi tagntanygn bagi KY dalam
menjalankan wewenangnya menjaring c& m agung yang
terbaik.

Dengan putusan Mahkamah Kopstitusi No. 27/PUU-X/2013
telah memperkuat kewenangan KY éah Z)elakukan rekrutmen
hakim, yaitu KY hanya mengusulkap®Sataycalon hakim agung untuk
satu posisi, sehingga DPR hany, herikan persetujuan atau

menolak calon yang diajukan o YNPR tidak memiliki ruang
untuk memilih calon.

Sementara, berdasark 18 ayat (5) UU 22/2004
KY harus mengajukan 3 galoh hakim satu posisi hakim agung.
Ketentuan tersebut memb&r1 wew®hang besar kepada DPR memilih
dan menentukan calon ghakim agung. MK beralasan berdasarkan
penafsiran gramatika ‘Pa 4A ayat (3) menegaskan bahwa
kewenangan KY adalh usulkan calon agung kepada DPR,
sedangkan kewenanga®DPRJhanya memberi persetujuan atau tidak
memberikan pers as calon diajukan oleh KY, sedangkan
Presiden hanya ukam pengesahan secara administratif sebagai
kepala negara.

Dengan san MK tersebut, kewenangan KY sangat
menentukap@algm fpengangkatan hakim agung. Dalam rangka
KY mend % erselenggaranya kekuasaan kehakiman yang
berwiba arus diberi wewenang lebih kuat, selain pada

n rekrutmen dan pengawasan, KY perlu diberi lebih
up wewenang mewakili lembaga peradilan (Mahkamah
Agung dan péradilan di bawahnya) memperjuangkan anggaran dan
perbaikan remunerasi hakim dalam hubungan dengan pemerintah
dan DPR.
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KY harus menjadi penghubung antara lembaga peradilan
dengan pemerintah dan DPR dalam kaitan dengan anggaran dan
perbaikan infrastruktur lembaga peradilan. Hal seplerti itwtidak bisa
diserahkan kepada Sekretaris Jenderal MA yang mewdaRili WIA ke DPR

dan Pemerintah karena sangat rawan meng independensi
lembaga peradilan. Perjuangan badan peradi ehguatan dan
perluasan kewenangan KY harus terus dilak untyk menjalankan
amanat konstitusi.
Penutup %
Keberadaan KY yang dibentuk joemdasatkan perubahan UUD
enggaraan kekuasaan

5 =Izn hukum dan keadilan,

1945 sangat menentukan dala
kehakiman yang merdeka untuk
yaitu dalam menentukan haki g’ vyang berkualitas dan
menjaga serta menegakkan ke atanl] keluhuran martabat serta
perilaku hakim. Melalui prosesfS¢leksi¥ang dilakukan oleh KY secara
independen, telah mengurangi erensi politik Presiden dan DPR

dalam menentukan hakim agung.

Hal yang sangat bewtika pada pemerintahan Soeharto,
dan sebelum perubah#f* UUD¥1945. Peran presiden dan DPR
dengan preferensi poli yahg dimilikinya sangat menentukan
dalam pengangkata ki agung, yang sangat mempengaruhi
independensi pera
pengawasan ekstern
penyeimbang a
keterlibatan KY

ikian juga posisi KY dalam melakukan
a independen terhadap hakim, menjadi
wasan internal yang dilakukan MA. Dengan
mengusulkan penjatuhan sanksi terhadap
kewenangan yang kuat berdasarkan UUD dan
dang, telah memperkuat kepercayaan publik
si terhadap hakim yang melakukan pelanggaran.

ketentuan uRdang-
atas penjagihar

T nya adalah masih ada perbedaan pandangan antara
KY dan MA™#8lam menilai pelanggaran yang dilakukan hakim,
terutama terkait masalah teknis yudisial yaitu pelanggaran terkait
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dengan penjatuhan putusan oleh hakim. Perlu ada pengertian
yang jelas dan sama antara MA dan KY dalam memaknai masalah
teknis yudisial, yang perlu diatur dalam UU. ituglisebabkan
oleh satu masalah pokok, yaitu terbatasnya kewena KY dalam
menjatuhkansanksiataspelanggaranetikdan ngdilakukan
oleh hakim, serta menentukan promosi dan ®€mosi hakim. KY
hanya berwenang mengusulkan penjatuha%l ersebut kepada
MA. Hubungan kedua lembaga ini belugi $ependhnya mendukung
tegaknya kehormatan, keluhuran mart%ta perilaku hakim
demi terwujudnya kekuasaan kehakim% erwibawa.

Amanat konstitusi melalui 4€T8ahin UUD 1945 dalam
membentuk KY untuk menjadi |
mendukung tegaknya negara hu
kehakiman sebagai kekuasaa
menjadi motivasi untuk m
Indonesia khususnya lingku kekuasaan kehakiman. Oleh karena

itu, perlu memperkuat ka embagaan KY, agar lebih efektif
dalam menjalankan fungsi kewehangannya yang diberikan oleh

abaga rlegara independen dalam
menempatkan kekuasaan
nden dan dipercaya harus
KY dalam ketatanegaraan

UUD untuk mendukun aknya negara hukum dan pelaksanaan
peradilan yang indepgiden dipercaya. Kewenangan KY perlu
diperkuat dan diperl a menjaga dan menegakkan etik dan

perilaku seluruh in% g menjalankan kekuasaan kehakiman.

S

k%%
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Penguatan Kelembag&gl

Komisi Yudisia
Dinamika Tafsir Ko

Implikasi%
Prof. Dr. Aidul Fitriciad@H., M.Hum?
A. Pengantar Q

Komisi Yudisial Re i, Indonesia (KY) adalah lembaga

si dan

negarayang dibentuk berdagarkan Perubahan Ketiga Undang-

Undang Dasar Nggara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD
NRI Tahun 1945). Secasa hi s, KY lahir dari semangat reformasi
untuk menjaga indeRe i dan marwah peradilan Indonesia
yang dipandang mgrosot gglama masa Orde Baru. Kehadiran KY
menandai perubahan bagaan yang sangat signifikan dalam
dunia peradilan, i ahkamah Konstitusi Republik Indonesia

(MK) yang sama-sam%,dibentuk berdasarkan Perubahan Ketiga UUD
NRI Tahun 1

Nam jkian, dalam perkembangannya terjadi dinamika
ketatanega ang memengaruhi kedudukan dan wewenang KY
dalam si dtanegaraan Indonesia pasca amandemen UUD NRI
Tahun 49 ihamika tersebut bahkan terjadi tidak lama setelah

pembent KY melalui Putusan MK No. 005/PUU-IV/2006

1 Guru Besar Hukum Konstitusi Universitas Muhammadiyah Surakarta, Ketua Komisi Yudisial
RI 2015-2018 dan Anggota Komisi Yudisial RI 2018-2020
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tentang pengujian UU Nomor 22/2004 tentang KY terhadap UUD NRI
Tahun 1945. Setelah putusan tersebut, kedudukan dan kewenangan

KY praktis mengalami penurunan drastis yang mgnyebakkan KY
kehilangan perannya secara signifikan dalam pengwim.
Tulisan ini membahas tentang dinamika agaan KY
yang terjadi akibat putusan MK. Secara subgtans utusan MK
mengandung aspek penafsiran konstitusi, M pembahasan
akan memfokuskan pada aspek penafsirafi y erkait dengan

KY. Dari aspek penafsiran itu diproyeksi kepada penguatan
kelembagaan KY ke depan.

B. Dasar Konseptual
1. Badan Regulatori M
Pendukung

1 n Lembaga Negara

Secarakonseptual, KY termasu atulembaganegaradalam
UUD NRI Tahun 1945 yang dikat&gorikan sebagai Badan Regulatori
Mandiri/BRM (Independent Re, ency/IRA) atau sering disebut

Badan Penunjang (supporting organ) atau Lembaga Negara Pembantu
(the Auxiliary State OrgaWai Badan Regulatori Mandiri,

lembaga KY memiliki key€hanga’ untuk mengatur, melaksanakan,
dan mengendalikan tuga%gsinya secara mandiri. Dalam kaitan
tersebut, KY memper ewehangannya dari hubungan prinsipal-
agen antara lembaga geradildyy sebagai prinsipal dan KY sebagai agen
yang memiliki keman lam menjalankan wewenangnya. Relasi

prinsipal-agen ini engan konsep self-judicial governance atau
tata kelola peradilan mandiri.?

Sebagai a Negara Penunjang, kedudukan KY sering
dikaitkan depgdg Lembaga Negara Utama (the Main State Organ) yang
memegang K&kuasagn kehakiman, yakni Mahkamah Agung (MA) dan
MK. Ked dikategorikan sebagai Badan Pelengkap karena

2 Aidul Fitriciada Azhari, Antara Komisi Yudisial Dan Dewan Yudisial, 1st ed. (Yogyakarta: Genta
Publishing, 2021).

. %% 60 BUNGA RAMPAI

-



Prof. Dr. Aidul Fitriciada Azhari, S.H., M.Hum

hanya melaksanakan sebagian kewenangan dalam lingkup kekuasaan
kehakiman.® Kategorisasi sebagai Lembaga Negara Penunjang

menyebabkan KY diposisikan sebagai lembaga giggara #ang berada
pada lapis kedua yang sama dengan Komisi PemilihanW¥ghum (KPU).*
2. Pemisahan Kekuasaan Eksteynalian Internal

Dalam hubungan antarlembaga, asuk lembaga
negara yang berada dalam ranah keku yudisial. Sebagai
bagian dari lembaga yudisial, kedudykan KY jerada dalam relasi
pemisahan kekuasaan (separation of po ng bersifat eksternal
dan internal.” Pemisahan kekuasaapafg bérsifat eksternal terjadi
dalam kedudukan KY sebagai bagi % ;
dan kelembagaannya terpisah dgg badagl kekuasaan legislatif dan
eksekutif. Sementara pemisahgn kelygasaan yang bersifat internal
terjadi dalam kedudukan KY s i bafian dari kekuasaan yudikatif
yang fungsi dan kelemba nya terpisah dari MA dan MK

Kedudukan KY tidak bera h MA maupun MK, melainkan
sejajar dengan kewenangan yarlg mandiri. Bentuk pemisahan

dan yudisial yang fungsi

kekuasaan internal lai apat dalam ranah kekuasaan legislatif,
yakni pemisahan anta PR;WPR, dan DPD.

3. Pengujian KomStitusi

Konstitusi
dalam kehidupan s
sesuai denga
jarang mem

h téks hukum yang harus diterapkan sesuai
u Pegara. Penerapan tersebut tidak selamanya
eks konstitusi secara harfiah, tetapi tidak
penafsiran konstitusi agar sesuai dengan

3 Ahmad Basal eoritis Terhadap Auxiliary State’s Organ Dalam Struktur Ketatanegaraan
Indonesi asalah Hukum 43, no. 1 (2014): 1-8-8; Kelik Iswandi and Nanik
Prasetydhingsih, “Kedudukan State Auxiliary Organ Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia,”
JurnalfPene um Dan Keadilan 1, no. 2 (2020): 138-65, https://doi.org/10.18196/jphk.1208.

4 Basarah jian Teoritis Terhadap Auxiliary State’s Organ Dalam Struktur Ketatanegaraan
Indonesia.”

5 Alexandra Natapoff, “Misdemeanor Declination: A Theory of Internal Separation of Powers,”
Texas Law Review 102, no. 5 (2024): 937-1009; Neal K Katyal, “Internal Separation of Powers :
Checking Today’ s Most Dangerous Branch from Within,” Yale Law Journal 115 (2006): 2314.
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dinamika dan tuntutan perkembangan masyarakat. Secara prosedur,
kelembagaan penafsiran konstitusi tersebut dapat dilakukan melalui
upaya pengujian konstitusi (constitutional review)gmelaley badan
legislatif atau badan peradilan.

Pengujian konstitusi melalui badan legisl
(parliamentary constitutional review) merupakan b
konstitusi yang dilakukan di negara Belanda
Nordik - sehingga sering disebut model pgnguiji

parlemen
k pengujian
ePagian negara
n?konstitusional

Nordic, terutama Finlandia.” Model konstitusional
legislatif ini dilakukan secara ex-ante a ra-pengesahan (prae-
enactment). Di Belanda, sesuai ketent asa¥120 UUD Belanda
(Grondwet), melarang pengujian yudisié dap UU atau perjanjian
internasional terhadap UUD. Namunyset ncangan UU di Belanda

harus melalui pengujian konstitusion h Kamar Pertimbangan
ad van State).® Lembaga
gan Dewan Pertimbangan
ireduksi kekuasaanya hanya
n (Wantimpres). Sementara

Raad van State di Belanda ini
Agung (DPA) di Indonesia ya
sebatas Dewan Pertimbangan Presi
pengyjian konstitusional @i negara-negara Nordic, terutama di
Finlandia, memberlakukag, penBujfan oleh Parlemen yang bersifat
ex-ante (Parliamentary Ex view) dan secara terbatas pengujian
yudisial yang bersifat eg-post icial Ex-Post Review).?

6 Jurgen C.A. de Poorter, °

Utrecht Law Review 9, no. 2
7  Serkan Yolcu, “East i
Evidence from Finlan
Mirostaw Granat,

itutioflal Review in the Netherlands: A Joint Responsibility,”
4WO-105, https://doi.org/10.18352/ulr.229.

el of Pre-Enactment Constitutional Review: Comparative
d Sweden,” European Public Law 26, no. 2 (2020): 505-36;

onstitutional Adjudication: Institutions (Oxford University Press, March

10.1093/0s0/9780198726418.003.0005; Jaakko Husa, “Locking in
Constituti ontrol in Finland,” European Constitutional Law Review 16, no. 2 (2020):
249-74, https: hdrg/10.1017/51574019620000139.

8  Granat, Constitutionality of Law without a Constitutional Court: A View from Europe; de Poorter,
“Constitutional Review in the Netherlands: A Joint Responsibility.”

12, 2020),

9 Milka Sormunen, “Politicizing Constitutional Review: The Case of the Finnish Pushback Law,”
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Sementara itu pengujian konstitusional oleh lembaga peradilan
(judicial constitutional review) secara umum mengacu pada dua
model, yakni model Amerika Serikat yang dilakulfag oleh'§Mahkamah
Agung dan model Jerman yang dilakukan oleh peradilan
tersendiri, yakni Mahkamah Konstitusi. Pen nstitusi oleh
badan peradilan dilakukan secara ex-post revieSetelah suatu UU
disahkan.™

Pengujian konstitusional di Indogiesi
Jerman dengan dibentuknya MK se

enggunakan model
satu dari pelaku
ahun 1945. Namun
defi téydapat pengujian konstitusi
% PRyang secara normatif

erdwfran perundang-undangan

D dan UU. Kewenangan MK
U terhadap UUD NRI Tahun

kekuasaan kehakiman menurut UU
demikian, sebelum terbentuk MK su
secara ex-ante oleh MPR melalui K
masih merupakan salah satu je
yang secara hierarki berada di
hanya dapat menguji konstitu
1945 dan tidak dapat menguji'Retetapan MPR yang berada di atas UU.
Hingga saat ini masih terd apa Ketetapan MPR yang masih
berlaku yang menjadi dasar bagi pembentukan UU, seperti Ketetapan
MPR Nomor XVI/MPR/ tentang Politik Ekonomi dalam Rangka
Demokrasi Ekonomi gan tapan MPR Nomor IX/MPR/2001
tentang Pembaruan A, n Pengelolaan Sumber Daya Alam yang

menjadi dasar huk% tukan UU Cipta Kerja.
ikian, #secara teoretis negara Indonesia pada

a macam pengujian konstitusi, yakni
eh MPR yang bersifat ex-ante (parliamentary
gujian oleh MK yang bersifat post-ante (judicial

024, https://doi.org/DOIL: 10.59704/9088afe685d52f8d.; Yolcu, “East
Nordic of, Pre-Enactment Constitutional Review: Comparative Evidence from Finland
and Sweden.”

10 Lothar Determann and Markus Heintzen, “Constitutional Review of Statutes in Germany and
the United States Compared,” Florida State University Journal of Transnational Law & Policy 28,
no. 1 (2018): 95-118, https://doi.org/10.2139/ssrn.3228016.
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4. Penafsiran Konstitusi

Dalam pengujian konstitusional baik oleh parlemen maupun
peradilan, di antaranya digunakan metode penaffigan kJnstitusi
untuk menemukan makna konstitusi secara kontekstudterhadap
suatu norma yang menjadi objek pengujian? nya ada
empat metode penafsiran konstitusi, yakni, berd@sarkan bunyi
teks konstitusi (textualism), berdasarkan sli pembuat
konstitusi (originalism), menekankan pada pfoseggpembentukan dan
pelaksanaannya (proceduralism), dan konteks¥ferkdinbangan zaman
(contextualism).'*

Penafsiran konstitusi di
pembentukan peraturan perundang #

erkaitan dengan
(wetgeving) yang di

Indonesia dapat berupa Ketetapan WU. Beberapa Ketetapan
MPRmerupakan hasil dari penafsiran terh®dap UUD NRITahun 1945,
sebagaimana terdapat pada Kete Nomor XVI/MPR/1998

tentang Politik Ekonomi dalam Rangka Demokrasi Ekonomi dan
Ketetapan MPR Nomor IX/ tentang Pembaruan Agraria
dan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang menjadi dasar hukum
pembentukan UU Cipta Ke

Sementara itu perafsi onstitusi di peradilan dilakukan
dalam pengujian suatu melglui proses ajudikasi terhadap suatu
kasus dengan hasil a rypa putusan yang bersifat mengikat.
Putusan tersebut da a penemuan makna baru suatu norma
(rechtsvinding) atau me¥gbahtuk suatu norma baru (rechtsvorming)
sebagaimana dil leh Parlemen.”” Pembentukan hukum
pengujian yudisi ing disebut juga sebagai bentuk legislatif-

@ kkan keaktifan yudisial (judicial activism) oleh
idak hagya membatalkan suatu norma atau legislatif-

zhari, Tafsir Konstitusi Pergulatan Mewujudkan Demokrasi Di Indonesia, 2nd
a Publishing, 2017).

otivering Bij Rechtsvorming. Over de Motivering van Uitspraken Met Een

ed. (Yogyakarta:

12 J.C.A. de Poorter,
Rechtsvormend Element Door de Afdeling Bestuursrecht Spraak van de Raad van State (Den Haag:
Raad van State, 2009).

. %% 64 BUNGA RAMPAI



Prof. Dr. Aidul Fitriciada Azhari, S.H., M.Hum

negatif, melainkan juga membentuk hukum sebagaimana lembaga
legislatif.”® Sikap keaktifan yudisial tersebut dibedakan secara
dimateral dengan sikap pengekangan yudisial (jugdigial reStraint) yang
berupa sikap hakim yang membatasi pada putusam®gembatalkan

suatu norma saja. ?
C. Dinamika Penafsiran terhadap KN’ i Yudisial

Putusan MK tentang KY menunjikk inamika penafsiran
terhadap peran KY dalam sistem g ketatapegaraan Indonesia,
khususnya dalam sistem peradilan InN utusan MK pertama
adalah Putusan Nomor: 005/PUU-W/28Q6 &entang Pengujian UU
Nomor 22/2004 tentang Komisi Y’ @ n UU No. 4/2004 tentang
Kekuasaan Kehakiman. Pada pokgknyapdtusan a quo menyatakan:
(1) Pengawasan pelaksanaan ,kodegtik Hakim Konstitusi oleh
KY dinyatakan bertentang UUD NRI Tahun 1945.
Konsekuensinya, KY dinydtakan tidak berwenang mengawasi

pelaksanaan kode etik H stitusi. Pengawasan kode etik
Hakim Konstitusi hanya dapat dilaksanakan secara internal oleh

Majelis Kehormatan ) Pengawasan KY ditafsirkan sebagai
pengawasan eksternal@ntuk Mjelengkapi pengawasan internal yang
dilakukan oleh MA. aWlasan oleh KY tersebut terbatas pada

kode etik dan perﬂ% dengan tujuan dalam rangka menjaga

dan menegakkan gkeho an, keluhuran martabat, serta perilaku
hakim. Oleh kare tidak dapat melakukan pengawasan di
luar wilayah et erilaku karena akan menimbulkan tumpang
tindih dengan pe san wilayah lain yang menjadi wewenang MA

Putu tersebut berimplikasi pada perubahan UU KY
yang tidak gatur pengawasan terhadap Hakim Konstitusi
(vide UUWNomor 18/2011) dan Perubahan UU MA yang mengatur
secara edaan antara pengawasan internal oleh MA dan

pengawasafelsternal oleh KY. Pengawasan internal oleh MA meliputi

13 Peter Techet, “The Role of the Judiciary : Interpreting vs Creating Law — or How Hans Kelsen
Justified  Judicial Activism ,” Oriati Socio-Legal 15, no. 2 (2025): 580-601.
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pelaksanaan tugas yudisial, administrasi, dan keuangan, sedangkan
pengawasan yang menjadi kewenangan KY adalah pengawasan atas

perilaku hakim, termasuk hakim agung. Kemudian disebutkan pula
jika dalam rangka pengawasan diperlukan adanya ke a yang

harmonis antara MA dan KY (Vide UU Nomor 3/

Putusan MK lain yang berkenaan denga
Nomor 43/PUU-XIII/2015 tentang Pengujia
tentang Peradilan Umum, UU Nomor 50/2009 tentang Peradilan
Agama, dan UU Nomor 5/1986 tentang P . Dialam putusan a
quo, MK menegaskan kedudukan KY bu&e pakan pelaksana
kekuasaan kehakiman, melainkan hanyassegb supporting organ

ag
@ nangan yang bersifat
meéAgukung pelaku kekuasaan
kehakiman, yakni MA (Par. 2.8.2).

Atas dasar itu, KY tidak be ntuk turut serta bersama
MA dalam proses seleksi hakim pada lingkungan Peradilan Umum,
Peradilan Agama, dan Pera . Kewenangan KY dalam

menyeleksi hakim agung tidEk dapat diperluas menjadi kewenangan

atau state auxiliary organ yang memij
komplementer untuk membantu ata

dalam proses seleksi dan angkatan hakim pada lingkungan
Peradilan Umum, Peradifdh Agama, dan Peradilan TUN. Dengan
demikian, seluruh pros%si dan pengangkatan hakim di
lingkungan peradilan /dilaku oleh MA, sementara KY hanya

memiliki kewenanganfgerbat®dalam proses seleksi hakim agung saja.

ersebut, masih terdapat 3 putusan MK
, tetapi lebih banyak dalam relasi dengan
si Anggota KY dan hakim agung, serta
Rim agung. Dalam proses seleksi Anggota KY,

Selain 2 putusan
yang berkenaan
DPR dalam prgses
persyaratan ca
Putusan MK

Presiden. Kewenangan DPR ini sejalan dengan
Putusan MK No#or: 27/PUU-XI/2013 yang menetapkan kewenangan
DPR hanya memberikan persetujuan, bukan memilih, calon hakim
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agung yang diusulkan KY. Sementara dalam Putusan Nomor: 53/PUU-
XIV/2016 ditetapkan jika persyaratan calon hakim agung bagi hakim
karier cukup “pernah menjadi hakim tinggi” an Pengalaman
paling sedikit 20 (tahun) menjadi hakim. Sementar@yintuk calon
hakim agung dari jalur nonkarier hanya dibat rgelar doktor
dan magister di bidang hukum tertentu apahjla tuhkan oleh MA.

Dengan demikian, dari 5 putusan ut yang terkait
langsung dengan kedudukan dan kewegan adalah Putusan
Nomor: 005/PUU-IV/2006 dan Putgsan MK Nomor: 43/PUU-
XIII/2015. Dalam kedua putusan Nt, MK memberikan
penafsiran tentang kedudukan KY #€03gai érgan pendukung yang
bersifat komplementer terhadap /feg gan MA sebagai pelaku

kekuasaan kehakiman. Atas dasag,itu M§¢fmenafsirkan kewenangan
KY berdasarkan makna asli dagi penfhentuk UUD NRI Tahun 1945
n

yang membatasi kewenangan pada pengawasan eksternal

pada wilayah etik dan perilak
kewenangan KY hanya dal eleksi dan pengangkatan hakim
agung sebagaimana secara tekstdal disebutkan dalam ketentuan
UUD NRI Tahun 1945, é&kingga tidak memiliki kewenangan dalam
proses seleksi dan peftgangkdfan hakim di lingkungan Peradilan
Umum, Peradilan Aga af Peradilan TUN.

kim saja. Begitu pula MK membatasi

Putusan-put tersebut pada dasarnya berimplikasi

lemahan KY sebagailembaga negara yang
awalnya diniatkan memperkuat independensi dan marwah
» Pertama, MK menafsirkan KY sebagai organ
organ/auxiliary state organ) yang bersifat

anya, kewenangan KY pada dasarnya sama dan
sederajat an MA dan MK yang memperoleh atribusi dari UUD
NRI Tahun 1945 sebagai pelaku kekuasaan kehakiman. Secara
esensial, baik KY maupun MA dan MK, adalah lembaga ajudikasi

Dua dekade menjaga dan menegakkan integritas hakim 67 ﬁ._.-‘ .

— -



BAB I
Penguatan Kelembagaan Komisi Yudisial: Dinamika Tafsir Konstitusi dan Implikasinya

yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Perbedaannya
terletak pada norma yang dijadikan dasar ajudikasi. MA dan MK
menyelesaikan sengketa berdasarkan norma huk
dalam peraturan perundang-undangan dengan cara
dan menafsirkannya dalam suatu kasus. Semen
ajudikasi dengan berdasar pada norma etik yang
Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPP, a
pembentukannya oleh UU kepada KY dan M

Selain itu, KY diberi kewenangan olehUD NRI Tahun 1945
yang bersifat non-ajudikasi berupa kewﬂ elakukan seleksi
dan mengusulkan pengangkatan calon hakimg aging. Berbeda dengan
ajudikasi, kewenangan seleksi dan pengangkat@n hakim agung bukan
merupakan kewenangan yang diatrj
dalam kaitan dengan kewenangan® intwgenjadi tidak sepenuhnya
tepat jika dipandang sebagai @plerdenter bagi MA sebagai
pelaku kekuasaan kehakiman. &gwendhgan pengangkatan hakim
agung sebelumnya dilakukan esiden sebagai Kepala Negara
berdasarkan usulan dari DPR (vide No. 14/1985). Karena itu,
kewenangan KY dalam selelfgi calon hakim agung bukan merupakan

diatur

=]

idelegasikan

kewenangan kompleme W/ MA sebagai pelaku kekuasaan
kehakiman.

Kewenangan m kafM€eleksi hakim juga dimiliki oleh MA,
yaknihakim dilingkugigan pe#dilan umum, agama, dan TUN. Tetapi,

kewenangan MA terse k berasal dari konstitusi melainkan dari
UU. Ketentuan P yat (1) UUD NRI Tahun 1945 mengatur
dengan jelas tentang punyai wewenang lainnya yang diberikan
Karena pengaturannya didelegasikan
, secara yuridis kewenangan dalam seleksi
hakim oleh MA P#@® dasarnya merupakan kewenangan DPR untuk
belum Amandemen UUD NRI Tahun 1945,
kewenangan angkat dan memberhentikan hakim dilakukan
oleh Menteri Kehakiman untuk hakim Pengadilan Negeri dan
Pengadilan TUN dan oleh Menteri Agama untuk hakim Pengadilan
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Agama berdasarkan persetujuan Ketua MA (vide UU No. 2/1986, UU
No. 5/1986, UU No. 7/1989).

Hakim Konstitusi sendiri mengakui dalamw/lK Nomor
43/PUU-XIII/2015:

Pasal 24 UUD 1945 tidak menyeputka
mengenai kewenangan Mahkamah Agu

ecara tersurat
aldm proses seleksi
dan pengangkatan calon hakim f@ari lingkungan peradilan
umum, peradilan agama, dan per, taga usaha, akan tetapi
dalam ayat (2) dan Pasal 24 t& a tegas menyatakan
ketiga Undang-Undang [peraditag tafsebut] berada dalam
lingkungan kekuasaan ke u@ di bawah Mahkamah
Agung. Lagipula apabila dihubufgkaf dengan sistem peradilan
h,“seleksi dan pengangkatan
rtama menjadi kewenangan

“satu atap”, menurut Ma
calon hakim pengadilan
Mahkamah Agung” (Paff3.1

Dengan demikian, an MA dalam seleksi hakim

kat

pengadilan tingkat pertama pada dasarnya bukan kewenangan yang
diatribusikan oleh UU I Tahun 1945, melainkan kewenangan

yang sebelumnya dimjhiki oleWfeksekutif yang ditafsirkan oleh MK
sebagai kewenangan \%m pengertian lain kewenangan seleksi
dan pengangkatan Rakimagghgkat pertama itu pun pada dasarnya
dapat diberikan %, karena secara konstitusional KY telah

m seleksi calon hakim agung.

memiliki kewenan

kedudukan KY tidak sepenuhnya tepat
diposisikan sebagalgadan pendukung yang bersifat komplementer

terhadap ekuasaan kehakiman karena kewenangannya
berasal dari RI Tahun 1945, serta tidak seluruhnya merupakan
kewenan@an ajffdikasi yang dimiliki oleh MA dan MK. Kedudukan KY
adalah fadi ri kekuasaan kehakiman yang sama dan sederajat
dengan MK dengan kewenangan yang berbeda.

Kedua, pembatasan kewenangan KY hanya pada pengawasan
etika dan perilaku hakim yang bersifat eksternal dan tidak mencakup
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pengawasan terhadap MK. Selain itu, terdapat pembatasan
kewenangan hanya pada seleksi calon hakim agung saja dan tidak
mencakup hakim pengadilan pertama. Dalam kaitag itu, sikap MK

cenderung menunjukkan pengekangan yudisial denga batasi
penafsirannya sesuai dengan teks atau makna easligdibandingkan
dengan mengembangkan sikap keaktifan yudisial u embentuk

norma baru bagi penguatan kewenangan KY.
Berkenaan dengan pengawasan KY, sikéip pepgekangan yudisial
tersebut ditunjukkan oleh dasar pertimbanga yang merujuk pada
2

makna original dari para perumus norma UUD NRI Tahun
1945. Namun, sebaliknya MK menunjul ikap keaktifan yudisial

dengan membentuk norma berupa

gan pengawasan etika
hakim MK secara mandiri melalui ghormatan MK. Dalam
hal inj, alih-alih menggunakan keaktifdwgudisial untuk memperluas

kewenangan KY dalam mengawag akim secara keseluruhan,

MK justru memperluas kewenangan dirifiya dalam pengawasan etika.

Sementara itu, berken seleksi dan pengangkatan
hakim tingkat pertama, sikap pengekangan yudisial ditunjukkan MK
dengan berpegang pada ru teks Pasal 24B ayat (1) UUD NRI

Tahun 1945 yang menenjikan keWenangan KY dalam mengusulkan
pengangkatan hakim a , s@rta sistematikanya dalam urutan
pengaturan kekuasaa alihan dalam UUD NRI Tahun 1945,
yakni MA diatur pad , KY diatur pada Pasal 24A ayat (3) dan
Pasal 24B, serta MK ada Pasal 24C. Namun, pada saat yang
sama MK menunj ap keaktifan yudisial dengan menafsirkan
kewenangan MA dalatmggpelakukan seleksi dan pengangkatan hakim

sal

tingkat perta entara tidak ada rumusan teks yang jelas serta
perkembanga satu atap” dalam pengelolaan organisasi,
administrasj fuangan yang secara esensial pada dasarnya
merupakag k gan eksekutif.

Ketiga, memandang konsepsi pengawasan KY sebagai

bagian dari mekanisme checks and balances sebagai paradigma yang
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tidak tepat karena seolah-olah hubungan antara KY dan MA berada
dalam konteks pemisahan antarcabang kekuasaan (separation of
power). Akibatnya, terjadi kekisruhan dan keteg n aripara KY dan
MA terus menerus yang dapat meruntuhkan kepercayd@g/masyarakat
terhadap peradilan. Pandangan MK tersebu eranjak dari
konsep pemisahan kekuasaan yang bersifat eks¥rnal antarcabang
kekuasaan, tetapi tidak menggunakan k teftang pemisahan
kekuasaan secara internal di dalam satu gABang kekuasaan.™

Dalam sistem ketatanegaraan I %erdapat pemisahan
kekuasaan secara internal dalam caba saan legislatif antara
MPR, DPR, dan DPD yang di dalamp#fiya¥erlaku mekanisme checks
and balances. Begitu pula dala %; kekuasaan kehakiman
terdapat pemisahan kekuasaan sfcara THgfrnal antara MA, MK, dan
KY yang berlaku di dalamnya mgkaniStge checks and balances. Dalam
konteks ini, fungsi KY adalah
dan pemeriksaan terhadap

akumulasi kekuasaan yan
publik.

D. Penguatan Ke mn

Pelemahan KY t&fsebyt tentu saja membuat daya gerak dan
peran KY semaki tas dalam mempertahankan kemandirian

peradilan serta a dan menegakkan kehormatan, keluhuran

dagi mekanisme penyeimbangan
uasaan MA, sehingga tidak terjadi
lemahkan akuntabilitas kepada

idak mengalami disfungsi dan kehilangan
ertama, karena pelemahan KY disebabkan

gaturannya didelegasikan kepada pembentuk UU.

Dalam kai ni yang diperlukan adalah perubahan sikap MK yang

14 Katyal, “Internal Separation of Powers: Checking Today * s Most Dangerous Branch from
Within”; Natapoff, “Misdemeanor Declination: A Theory of Internal Separation of Powers.”
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sebelumnya cenderung berorientasi pada pengekangan yudisial
(judicial restraint) menjadi lebih progresif yang berorientasi pada
keaktifan-yudisial (judicial activism) dengan tafsirgteleologi
lebih mengutamakan tujuan pembentukan KY untu
menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, d

Kedua, penguatan KY dapat dilakuka
melalui proses amandemen oleh MPR.
melakukan perubahan ketentuan Pasal 24 NRI Tahun 1945
dengan menetapkan kewenangan yang y, ebil} tegas pada KY
dengan tujuan untuk memperkuat kewerﬁ . Beberapa model

m

dapat ditransplantasi oleh MPR unt rkuat KY dengan

Ketiga, penguatan kelembagaan KY dapat dilakukan melalui
proses legislasi oleh pembe sebagaimana yang tengah
dilakukan dalam pembentpkan UU Jabatan Hakim. DPR dan
Pemerintah sebagai pem%UU dapat mempertimbangkan
konsep self-judicial govegffance afau tata kelola peradilan mandiri
oleh lembaga non-ajudik3siffiukim seperti KY dengan memperkuat

e

kewenangan pada asp ganisasi peradilan sejak dari seleksi,
pendidikan, pelatihafi, asesffen jabatan hakim, promosi jabatan,

penegakan KEEPH, hi mberhentian hakim.

Keempat,
yang telah digaidiki
jaringan dalary

internal dapat memperkuat kewenangan
dengan memperkuat instrumen dan
K§anakan kewenangan tersebut. Dalam bidang

pengawasan a, KY dapat mengembangkan instrumen
pengawasarf fjang memanfaatkan teknologi informasi. Dalam bidang
seleksi d angkatan Hakim Agung dapat mengembangkan
instrumen ber assessment centre khusus untuk seleksi hakim

15 Aidul Fitriciada Azhari, Antara Komisi Yudisial Dan Dewan Yudisial.
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dan Hakim Agung. Sementara itu penguatan jaringan dan kerjasama
juga dilakukan baik kepada masyarakat sipil maupun lembaga negara

lainnya untuk memperoleh dukungan bagi pengfigtan k8lembagaan
bagi KY.

E. Penutup Q

Berdasarkan seluruh wuraian di atas at disimpulkan
bahwa penafsiran konstitusi tentang KY y. ilakukan MK telah
mengakibatkan pelemahan kedudukap dan fupgsi KY. Akibatnya,
peran KY cenderung melemah yang dN—.gamh pada disfungsi
kelembagaan yang tidak sesuai depgangaksud pembentukan KY.
Sikap Hakim MK dalam perkara pegg UU yang terkait dengan
KY cenderung berorientasi pada gengeRagfoan yudisial.

JUntuk menghadapi pglemah KY tersebut diperlukan
penguatan kelembagaan vy dilakukan melalui proses
pengujian yudisial kembali,U dengan mendorong Hakim MK
agar lebih berorientasi pada kealfifan yudisial yang memperkuat
kedudukan KY, amandemen UUD NRI Tahun 1945 yang memperkuat

kewenangan KY secar itusional, proses legislasi dengan
basis konsep self-judicia rnance, dan penguatan instrumen
kewenangan KY, ter manfaatkan teknologi informasi.

S
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Sebuah Catatan KritisnDua
Dekade Menjaga dan M akkan

Integritas H

aﬁ@
Prof. Susi Dwi Harijan %.M., Ph.D.

Pendahuluan
ari sejarah ketatangga ndonesia, Komisi Yudisial

D (KY) merupakan apaly reformasi di mana kehadirannya
n

tak dapat dilepa i fenomena ketidakpercayaan
masyarakat terhadap Mahkamah Agung (MA) dan lembaga peradilan
di bawahnya akibat t% praktik-praktik tidak baik, yang
tercermin dari ungkagan ° peradilan’.! Oleh karena itu, ketika
tuntutan melakukarn r&#8rma8i peradilan menjadi suatu keniscayaan,
yang terlaksana % ubahan ketiga Undang-Undang Dasar
Negara Republik dmdonesfa Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945),
pembentukan KY lkan dalam Pasal 24B UUD 1945.

1 Lihat, misalnya, Zainal Arifin Mochtar, Lembaga Negara Independen: Dinamika Perkembangan
dan Urgensi Penataannya Kembali Pasca-Amandemen Konstitusi, Jakarta: PT RajaGrafindo
Perkasa, 2016, hlm 106, 107.
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lembaga yang mempunyai tugas menjaga dan menegakkan
kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim”.? Kedua

persoalan mendasar tersebut berakibat pada pelezihwrhadap

independensi dan akuntabilitas kekuasaan kehakiman.

tahun 1968 muncul gagasan pendirian Majeli
Penelitian Hakim (MPPH). Majelis tersebutfber, i memberikan
saran berkenaan dengan pengangkata omgsi, kepindahan,
pemberhentian, dan tindakan atau hukM tan bagi hakim.?
Memasuki masa Reformasi melalui Bak uruf ¢ Ketetapan
MPR RI Nomor X/MPR/1998 ten ok-pokok Reformasi
Pembangunan dalam Rangka Penyeldmg

Kehidupan Nasional sebagai Haluan a, pemisahan tegas antara
fungsi eksekutif dan yudikatif s dilakukan, yang dilanjutkan
dengan pembentukan Undangfyndang Nomor 25 Tahun 2000
tentang Program Pembang agional (PROPENAS) Tahun
2000-2004 di mana istilah KY disebut#ecara eksplisit.* Tahun 1999,
Bagir Manan menyampaikafjgagasan perlunya mendirikan lembaga
eksternal untuk mengawgasj hakimg% Gagasan ini diakomodasi oleh
sebuah tim yang dibent residen B.J. Habibie dengan tugas
utama melakukan kajiai pemhallaruan UUD 1945 yang diketuai oleh
Jimly Asshiddigie, sgdan Bagir Manan menjadi koordinator

bidang pembaharuan 5. Tim ini mengusulkan pembentukan
sebuah komisi yang dib ma “Judicial Commission”.”

an dan Normalisasi

k “Judicial Commission” berlanjut saat Bagir
ahkamah Agung (MA) dengan membentuk
uai oleh Hakim Agung Abdul Rahman Saleh

Gagasan mem
Manan menjag
sebuah tim ya

%
O

A .Ahsin y s1 Yudisial dan Reformasi Peradilan, Jakarta: ELSAM, 2004, hlm 7.
Zainal Arifin , op., cit, hlm 105.

A .Ahsin Thohari, op, cit, hlm 11.

Bagir Manan, “Hubungan Ketatanegaraan Mahkamah Agung (dan Mahkamah Konstitusi)
dengan Komisi Yudisial (Suatu Pertanyaan)”, Makalah, 2006, hlm 7.

U N
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dengan tugas melakukan studi dan kajian, serta menyusunan
rumusan-rumusan substantif sebuah badan yang kemudian diberi
nama KY, dengan menggunakan pendekatan perpagdingdn beberapa
negara, antara lain Amerika Serikat, Belanda, Austr@l§f. Hasil tim
tersebut diserahkan kepada Badan Legisla Perwakilan
Rakyat (DPR) sebagai sumbangan pemikiran mengenai KY.°

Di luar Indonesia, pendirian lembaga se ini merupakan
fenomena global dengan mengambil n g beragam, antara
lain judicial council, Council for the Jydicia tau Council for the
Magistrature. Di tahun 2008, Tom dan Nuno Garoupa
mempublikasikan tulisannya dan akdn lebih dari 60 persen
negara di dunia memiliki lembgg

signifikan dibandingkan 30 tah

council merupakan salah sat
law.® Saba memberikan bebe contoh, misalnya pada tahun 1946,
Perancis menjadi negara p ng memiliki lembaga semacam
ini dengan mandat melakukan seleksi hakim dan magistrat, yang
dikenal sebagai Conseil rior de la Magistrature. Selanjutnya, di
tahun 1958, Italia iri lembaga semacam ini yang diberi
nama Consiglio Superi agistrature.’

Kembali pad |
pembentukannyafagerlih
lembaga, baik lembaga
dalam prakti
justru terjadiganta

onesia. Melihat kembali pada sejarah
dengan nyata keterlibatan berbagai
litik maupun lembaga peradilan. Namun,

a di masa-masa awal pendirian, ketegangan
dan MA karena adanya perbedaan tafsir

6 Ibid, him 7

7  Nuno Gatou m Ginsburg, “Guarding the Guardians: Judicial Councils and Judicial
ce”, (John M. Olin Program in Law and Economics Working Paper No. 444, 2008),
und.uchicago.edu/law _and economics, hlm 3, diakses 2 Agustus 2025

8 in Saba, “The Constitutional Role of Judicial Service Commission in Protecting
Independence @t the Judiciary”, KAS African Law Study Library — Librairie Africaine d’Etudes
Juridiques 6 (2019), hlm 105, Open Access - [F=Ik=zmmm- http://www.nomos-elibrary.de/agb,
diakses 6 Agustus 2025.

9 Ibid.
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mengenai ruang lingkup wewenang KY, terutama berkenaan dengan
wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan,
keluhuran martabat, serta perilaku hakim sebagaimafia diatyy dalam
Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 yang selanjutnya diela
No. 22/2004 tentang KY di mana Pasal 20 m
melakukan pengawasan dalam rangka menegak
dan keluhuran serta menjaga perilaku hakim. ini

pendapat Rifqi S. Assegaf yang menyatakan:

“Awal dan pokok persoalan yang megnicu pggfitegangan kedua
lembaga tersebut adalah perbedaan%an yurisdiksi tugas
pengawasan perilaku hakim. ggap bahwa yang
dimaksud pengawasan perilakyagidak termasuk pengawasan
putusan). Pengawasan

adalah wewenang MA.
eh KY dapat mengancam

alan dengan

terhadap putusan (teknis
Sebab, jika hal tersebut dil
independensi hakim. KY andang bahwa sudah selayaknya
pengawasan terhadap asuk dalam wilayah kerja
mereka. Pertimbangannya analdg dengan apa yang selama ini
sering diungkapkan im: hanya dengan memegang berkas
putusan seorang im ior dapat mengetahui apakah
hakim ‘main’ dala us perkara”.*?
Selain perbeda afsf® wewenang pengawasan, menurut
Dian Rositawati perfgalan MA dan KY berkaitan dengan seleksi
hakim tingkat pertam a ketiadaan aturan pelaksanaan serta

seleksi hakim agu aan dengan pencalonan hakim karier dan
nonkarier."

10 RifqiS. Assegaf, amah Agung vs Komisi Yudisial”, Opini, 2 Januari 2006, hukumonline.
com, diakses 6 Agutus 2025.

11 Ady Thea DA, “4 Rekomendasi Mengatasi Persoalan Relasi KY-MA”, Berita, 13 Oktober 2021,
hukumonline.com, diakses 6 Agustus 2025
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disebut MK) yang menghasilkan Putusan No. 005/PUU-IV/2006.
Dalam Putusan tersebut dinyatakan bahwa Hakim MK tidak dapat

diawasi oleh KY. Namun, KY kembali diberi fiigwendpg kembali
melakukan pengawasan Hakim MK melalui Perp o. 1/2013

tentang Perubahan Kedua UU No. 24/2003 ya

ian disahkan

menjadi UU No. 4/2014 tentang Penetapa erppu MK. KY
memiliki wewenang terlibat dalam pemb n Panel ahli dalam
rekrutmen Hakim Konstitusi, menyusun tapkan Kode Etik
dan Pedoman Perilaku Hakim, serta terh bersama membentuk
Majelis Kehormatan Hakim KonstitéSigyan®memiliki wewenang
mengawasi Hakim Konstitusi. Sayanga enetapan Perppu MK

ini kembali dibatalkan oleh MK 1y
PUU-XII/2014.%?

utusan MK Nomor 1-2/

Dalam perjalanan, meski,terdapat konflik, tetapi terdapat hal
lain yang menggembirakan. Reld8i
beberapa kolaborasi yang ctiRyp penting. Misalnya, tahun 2011,
2016, dan 2021 kedua lem, bentuk Tim Penghubung untuk
menjembatani komunikasi dan “menyusun berbagai peraturan
bersama, antaralain me i Kode Etik dan Perilaku Hakim (KEPPH),
penegakan KEPPH, sel@ksi hal§im, Majelis Kehormatan Hakim, dan
Pengawasan Bersama, galimana dijelaskan oleh Dian Rositawati."®

n MA mampu menghasilkan

Persoalan tid. jamuncul dari eksternal. KY pernah mengalami
guncangan serius akal@ salah satu komisionernya, yakni Irawady
Joenoes menerima syap#alam kasus pembelian tanah untuk Gedung
a, Jakarta Pusat, yang saat ini menjadi kantor
yang saat itu menjadi Koordinator Bidang

'gus Riwanto, “Implikasi Pembatalan Kewenangan Komisi Yudisial Dalam
Pengaw:. akim Konstitusi Terhadap Praktik Judicial Corruption”, Res Publica Vol. 3 No. 2,

13 Ady Thea DA, op,, cit.
14 “Anggota Komisi Yudisial Terjerat Suap”, 27 September 2007, antikorupsi.id, diakses 15
Agustus 2025.
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Perjalanan dua dekade KY melaksanakan mandat konstitusi
memperlihatkan dinamika yang menarik. Ada persoalan dengan
relasi eksternal, ada pula persoalan internal. Ad
mana ketegangan relasi muncul, tetapi di masa ya
sama menghasilkan kerja nyata yang menjadi la
kuat dalam rangka menguatkan relasi KY dan MANSgcata internal,

penguatan-penguatan terus dilakukan un menlastikan  KY
melaksanakan tugas dan wewenangnya sesyai deng@h asas, prinsip
dan kaidah UUD 1945. %
Tujuan utama di balik penerbit% ini yaitu untuk
S (]

adapsKY sebagai jabatan
dengan Rekuasaan kehakiman.

melakukan evaluasi dan refleksi kritis

kenegaraan yang memiliki kaitan erat
Dalam konteks Hukum Tata Negaga, € asi dan refleksi kritis
tersebut mengenai hal-hal fundamentdgengenai jabatan, meliputi:
siapa yang mengadakan jabat bagdimana cara melengkapi
dengan pejabat-pejabat; apa y. meéfjadi tugasnya (lingkungan
pekerjaannya); apayang menja ngnya; hubungan kekuasaan
satu sama lain; dan di dalam batas-bafas apa organisasi negara (dan
bagian-bagiannya) menjalggkan tugasnya, sebagaimana dikenal
sebagai ruang lingkup Hu egara menurut Logemann. Ahli
Hukum Tata Negara lai enjelaskan ruang lingkup Hukum
Tata Negara adalah Usgp Ra jaya, yang menyatakan bahwa hal-
hal yang diselidiki %badan-badan ketatanegaraan adalah
cara pembentukannygdiagusunan badan (jumlah anggota, jenis
anggota, perimbangan tan di dalamnya); tugas dan wewenang;

cara bekerja; hu n antara satu badan dengan badan-badan
lainnya; serta

idnalisme yang menekankan peran lembaga dalam

membentuk ksi para aktor. Dalam konteks ini, institusi yang

15 Usep Ranawijaya, Hukum Tata Negara Indonesia: Dasar-dasarnya, Jakarta: Ghalia Indonesia,
1983, hlm 30-31.
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mengambil beragam bentuk, misalnya aturan ataupun praktik-
praktik yang terorganisasi, dapat memengaruhi perilaku para aktor,

termasuk masyarakat. Dalam salah satu tulj yalg berjudul
“Historical Institutionalism and the Study of Law”, R s M. Smith
mengutip pendapat James March dan John OW menjelaskan
relevansi pendekatan “new institutionalist” terha&@dp legal scholarship
dengan mengatakan “Constitutions, laws, act8, and customary
rules of politics...develop within the conteyt of political institutions”.*®
Artinya, konstitusi, hukum atau perat pérundang-undangan,
kontrak, dan aturan kebiasaan dala#¥golit berkembang dalam
konteks institusi politik. Jika dikaitkamedeng®n evaluasi dan refleksi

kritis KY, terdapat banyak isu di g @
intervensi politik, korupsi, etik asikelémbagaan, dan lain-lain.

a, ge
Menjaga Negara Hukum @uasaan Kehakiman? KY
dalam Perdebatan Perubalian 1945

, misalnya tekanan atau

David Kosat, Katari
latar belakang pendirianlembaga semacam KY yang dituangkan dalam

konstitusi umumnya dﬂweh keinginan melakukan depolitisasi
n m

proses seleksi hakim ajukan profesionalitas manajemen

va, Ondrej Kadlec menyatakan

peradilan.’” Mengapa sthakim menjadi penting? Tom Ginsburg
dan Nuno Garoupgherpendapat bahwa seleksi hakim merupakan
faktor sentral dalain ba teori mengenai independensi peradilan.

pada mereka yang mengangkatnya tidak
anakan tugasnya secara netral, legitimate dan
yang berkualitas tinggi.'”® Meskipun secara
ingnya seleksi hakim dalam kaitan dengan

menghasilkan p

teori disepm

16 Rogers

gflistorical Institutionalism and the Study of Law” dalam Keith E.
n, et., al, The Oxford Handbook of Law and Politics, Oxford: Oxford University Press,

17 Davi arina Sipulova, Ondiej Kadlec , “The Case for Judicial Councils as Fourth-
Branch Instituffons”, JUSTIN Working Paper Series, No. 6/2023. Available at: https://justin.
law.muni.cz/en/publications/justinworking-papers-series, hlm 4, diakses 25 Juli 2025

18 Nuno Garoupa & Tom Ginsburg, “Guarding the Guardians...., op., cit, hlm 2, diakses 2 Agustus
2025
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independensi peradilan, tetapi praktik mekanisme seleksi yang
dijumpai dalam berbagai sistem hukum menunjukkan usaha-usaha
untuk menyeimbangkan antara independensi da akumgabilitas
melalui desain kelembagaan. Dari praktik yang bera
menunjukkan tidak ada satupun konsensus yan
menentukan mekanisme terbaik untuk menjamirNd

Dengan kata lain, mekanisme seleksi akan s t di%¢ntukan oleh
konteks yang melatarbelakangi pembentukasmy misdWfpembentukan
n

di negara yang mengalami transisi demo ana tidak ada
independensi peradilan akan berbeda a kanisme seleksi

di negara yang relatif demokratis di mana Pgihsip independensi
peradilan dilaksanakan secara konsist
Bagaimana dengan pembentykan Jika membaca ulang

perdebatan perubahan UUD 1945, apat tiga aspek penting
diskusi, meliputi posisi KY dala ktugketatanegaraan Republik
Indonesia, keanggotaan (termé§uk ng-orang yang dianggap
kredibel menjadi anggota kondigigtersebut), serta status KY dalam
ranah kekuasaan kehakiman.?® Pand&ngan fraksi-fraksi di Majelis

Permusyawaratan Rakyat %nya disebut MPR) menekankan
er

perlunya pengawasan e ndiyferhadap kekuasaan kehakiman
dalam rangka menjaga k , martabat, dan perilaku hakim.?!

Salah satupend anfnenarik berkenaan dengan kehadiran
KY dalam konteks k€kuasadyy kehakiman yang bebas dan mandiri
disampaikan oleh I ede Palguna dari F-PDI Perjuangan
sebagai berikut:

ilan dan penegakan hukum yang bebas
erta terlepas dari pengaruh eksekutif,

19 Ibid.

20 Sekretarid jderal dan Kepaniteraan Mahmakah Konstitusi, Naskah Komprehensif
Perubahan Undaf@¥ndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Latar Belakang,
Proses, dan Hasil Pembahasan 1999-2002, Buku VI Kekuasaan Kehakiman, Jakarta: Sekretariat
Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008, hlm 413.

21 Ibid.
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sudah lama dicita-citakan. Walaupun di dalam Undang-
Undang Dasar khususnya dalam penjelasan UUD 1945,

begitu juga dalam undang-undang ah yatakan
bahwa kekuasaan Kehakiman itu bebas merdeka
dari pengaruh kekuasaan lain, m praktik
sehari-hari pihak eksekutif se in%engintervensi
badan-badan peradilan, tidak hﬁ a hal-hal yang
bersifat administratif tetapi jliga a hal-hal yang
bersifat yudisial yang menya ewenangan para

t
hakim, akibatnya putusan p%’ sering dianggap

tidak adil oleh masyarakat..®tuk menghindarkan
intervensi kekuasaan eksek

' hadap para hakim, kami
mengusulkan pembentukarf S@atu Wadan yang mandiri yang
kami sebut Komisi Yudi ada?tingkat nasional maupun
daerah, sehingga kalaugdulu Hakim Agung diangkat oleh
Presiden dan hakim-hakim at oleh Menteri Kehakiman,
sekarang kami mengusilkan untuk Hakim Agung diangkat
oleh Presiden berdfsarkaffusul Komisi Yudisial Nasional
dan untuk hakim piasa...diangkat oleh Presiden berdasarkan
Komisi Yudisial " 22 (cetak tebal, Pen)

Jika Fraksi PDIP sulkan KY bersifat mandiri, Fraksi
Partai Golkar melalul” Agfin Gunanjar Sudarsa mengusulkan
pembentukan KY pa , tetapi usulan ini dipertanyakan oleh
Abdul Kholiq dari i PKB.” Pendapat menarik justru disampaikan
oleh Soetjipto dari Figks¥ Utusan Golongan yang berpendapat bahwa
pembentukan h untuk menghindari kekuatan para politisi
dalam penep

im agung.®® Suatu pendapat yang senada
¥, Katarina Sipulova, Ond#ej Kadlec di atas yang
menekanka gnya depolitisasi pengangkatan hakim. Dengan

22 Ibid, hlm 415-4186.
23 Ibid, hlm 417-418.
24 Tbid, hlm 419.
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Jika pendapat-pendapat di atas memperlihatkan respon positif
terhadap pembentukan KY, sebaliknya pendapat Ali Hardi Kiaidemak
dari Fraksi PPP memperlihatkan ketidaksepakatarg dengag alasan
sudah “terlalu banyak” komisi dan “semua tokoh-toko
vokal sudah tergabung di dalamnya”.?® Suatu p
bersifat pragmatis dan tidak konseptual karena t

keberadaan KY dengan prinsip-prinsip fu enty! bernegara,
seperti prinsip-prinsip negara hukum sertapkekuaS@fn kehakiman
yang independen dan akuntabel. %

Berkenaan dengan fungsi KY, un% enekankan pada
keterlibatan KY dalam proses seleksi calopdwakim dgung. Terdapat pula
pengawasan meskipun

cJainkan dalam kerangka
m agung.”®

usulan yang menyatakan KY melakukag
bukan berkenaan dengan tindakan yugdisia
memelihara kehormatan, martabat par.

Tim Ahli melalui Jimly As
BP MPR 2001, menyampaikan usitfan bahwa KY bersifat independen
yang beranggotakan 9 orang ngalaman di bidang hukum,
berintegritas dan kepribadian yang tidak tercela. Selanjutnya,
diusulkan bahwa KY m%g dan menghimpun masukan
masyarakat mengenai im on hakim serta mengusulkan
pengangkatan dan pemb tidn MA kepada Presiden.”

alam masa sidang PAH I

Perdebatan dan pe san mengenai pembentukan KY lebih
mengerucutdalamra atPAHIBP MPR 2001, yang berfokus pada
4 hal, meliputi: a). sifat &gn Wewenang; b). syarat-syarat keanggotaan;

) pengangkatan rhentian anggota; d). susunan, kedudukan

serta keanggota elfin itu, perdebatan juga berkenaan dengan
letak pengatu % apakah dimasukkan dalam Bab Kekuasaan
Kehakiman, 3tz adi bagian dari ketentuan-ketentuan MA.*

25 Ibid, hlm .
26 Ibid, hlm 424.
27 Ibid, hlm 436.

28 Ibid, hlm 438.
29 Ibid, him 438-439.
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Pembahasan pembentukan KY umumnya menyepakati bahwa
KYbersifat mandiri dengan tugas melakukan seleksidan mencalonkan
hakim agung. Harjono dari Fraksi PDI-P mengggulkailypahwa KY
tidak hanya melakukan seleksi calon hakim agufgyf melainkan
termasuk pula hakim karena menurutnya ha gkat I dan II

memiliki peran sangat penting. Jika keadilgn dayat diberikan pada
[&u

kedua tingkat ini, maka kasasi dapat berku ahnya.®
Berkenaan dengan dasar pengaturfin, Gunanjar Sudarsa
menyatakan bahwa KY semestinya djatur daldm Undang-Undang
Dasar mengingat peran penting KYNroses pengangkatan
dan pemberhentian hakim agung.’//Sé8apgkan mengenai susunan
keanggotaan, umumnya mengus,
misalkan mantan penegak h

perguruan tinggi. Pataniari Si
usul agar anggota KY berjum

rdasarkan unsur-unsur,
pgngacara, serta kalangan
ri Fraksi PDI-P memberikan
oyang yang berasal dari usulan
Presiden sebanyak 2 oran ngacara aktif; 2 orang jaksa aktif;
2 orang guru besar ilmu orang anggota yang dipilih dan
diusulkan oleh anggota DPR sendifi; serta 2 orang wakil dari daerah.

Dengan demikian, un nsurnya meliputi keilmuan, profesi,
politik, dan unsur dagfah.* asan ini tampaknya kurang sejalan
dengan keinginan u mbentuk KY yang bersifat mandiri
atau independen. Afginya,frhadap KY tidak boleh terbuka adanya
potensiintervensiginte si atau pengaruh-pengaruh tertentu yang
akan membahaya ksanaan fungsi-fungsi yang diemban oleh
KY. Intervensi erpotensi dilakukan, terutama, oleh badan

politik, sepert1

> dari Fraksi PDI-P juga mengajukan usul agar

keanggotaa¥ berdasarkan unsur-unsur yang mewakili praktisi
ataupunfpensiunan hakim atau pengacara, akademisi, serta tokoh
masyayaka terkemuka. KY mempunyai wewenang melakukan

30 Ibid, hlm 443.
31 Ibid, hlm 446.
32 Ibid, hlm 455.
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fit and proper test kepada para calon hakim supaya menghindarkan
terjadinya nuansa politik ataupun proses politik dalam pengisian

jabatan hakim.*?
Berkenaan dengan susunan, kedudukan, kwn, dan

hal-hal lain yang berkaitan dengan KY diusulka
dengan undang-undang, sebagaimana disa
oleh I Dewa Gede Palguna,® Zain Badjeber,**'s
Sudarsa.®*® Dengan demikian dapat dipghami, jika ketentuan-
ketentuan mengenai KY sebagaimana terdgpa®@alagh Pasal 24B UUD
1945 bersifat umum dan memerintahk gaturan lebih lanjut
dengan undang-undang.

Dari perdebatan-perdebatan ya an oleh Anggota PAH
I tersebut di atas, tampak dengan fgata Pgmbentukan KY kurang
dikaitkan dengan prinsip-prinsip, negar® hukum dan kekuasaan
kehakimanyangindependen. Jika unakan prinsip kekuasaan
kehakiman yang independen, namun penjelasannya kurang bersifat
elaboratif ataupun substansial. rdebatan kurang menyentuh

model kelembagaan KY ygg sesual dengan dengan kebutuhan

reformasi peradilan Indonedi®gal ini sejalan dengan pandangan yang
disampaikan oleh Rifqi ssegall yang menyatakan “...sebenarnya
pembahasan yang mend% tuntas mengenai Komisi Yudisial
ini belum pernah dilak oléWseluruh stakeholder di bidang hukum.
s, is Permusyawaratan Rakyat ‘memveto’
misi Yudisial di Indonesia”.*” Akibatnya,
menghasilkan konsep atau model yang
alah satu penyebab terjadinya penafsiran
ang diberikan oleh UUD 1945 kepada KY, yang
dalam beberapd gganggu pelaksanaan fungsi KY.

35 Ibid, hlm 459.

36 Ibid, hlm 461.

37 Wiem Voermans, Komisi Yudisial di Beberapa Negara Uni Eropa, Jakarta: Lembaga Kajian dan
Advokasi untuk Independensi Peradilan, 2002, hlm ix.
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Salah satu pertanyaan yang tidak dijawab secara komprehensif
dalam perdebatan pembentukan KY adalah bagaimana kedudukan

KY dalam struktur ketatanegaraan Indonesia, gigu lebth tepatnya
bagaimana kedudukan KY dalam sistem ketatanega Indonesia.
Penulis menggunakan istilah sistem ketatan?arena istilah
ini menunjuk pada sistem hubungan antara lemb&ga-lembaga negara
yang terdapat dalam suatu negara, bahk iste pemerintahan
merupakan bagian dari sistem ketatafi®garaa@ suatu negara.®®
Perdebatan-perdebatan memang men tkhn hubungan KY
dengan beberapalembaga negara yang% MA, DPR, MPR, dan
Presiden. Sayangnya, hubungan-hubuagg sebut tidak dijelaskan
secara rinci, terutama penekanan pé sip-prinsip penting guna

memastikan KY dapat menjala gsi, tugas dan wewenang
sesuai dengan pembentukan

Inya, dalam perdebatan
an fit and proper test dalam
ghindarkan terjadinya nuansa
ini nyatanya tidak terdapat dalam

muncul usulan bahwa KY melg
mekanisme seleksi hakim u
politik. Namun, prinsip pe
rumusan Pasal 24B UUD 1945.

Masih berkaitan wubungan kelembagaan, meletakkan
Ke

KY dalam Bab Kekuas iman juga menunjukkan kurangnya

perhitungan terhadap an akibat pengaturan ini. Masyarakat
awam yang tidak am ®fikum, dapat saja beranggapan bahwa
KY merupakan salah safwfpelaksana kekuasaan kehakiman karena

ian dari Bab Kekuasaan Kehakiman. Padahal
wenang KY sama sekali tidak memperlihatkan
iman, yaitu wewenang mengadili yang meliputi
ikSa, memutus, membuat ketetapan yustisial
dan untuk 3 perdata termasuk melaksanakan putusan. Oleh
karenanyé, mélesakkan ketentuan-ketentuan KY dalam Bab Kekuasaan
Kehakipna saja tidak tepat, bahkan “misleading”.*

pengaturannyamery
membaca wew
fungsi kekuasaan
wewenang gher

38 Sri Soemantri, Hukum Tata Negara Indonesia: Pemikiran dan Pandangan, Bandung: PT Remaja
Rosdakarya, 2014, hlm 302.

39 Bagir Manan, “Hubungan..., op., cit hlm 9.
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Hal penting lain berkenaan dengan sistem ketatanegaraan,
perdebatan intensif kurang muncul saat membahas hubungan KY
dengan MA. Jika berangkat dari fungsi-fungsi lembgga ne
terefleksi dari wewenang-wewenang, dapat dipastik
bukanlah lembaga negara yang bersifat ketatane
lembaga negara yang dapat bertindak untuk dan ndma negara
atas dasar wewenang-wewenang yang dimilikigyg,*° karena itu,
hubungan KY dan MA “bukanlah hubungan tané@draan sehingga
tidak bersifat staatsrechtelijke melainkan se%ungan atributif
yang bersifat menunjang dan bersifat adrfipistratif belaka”.*' Meski
demikian, hubungan-hubungan penunjadministratif sama

sekali tidak menunjukkan bahwa KY dikurang penting karena
tugas-tugas menegakkan disiplin dan/&% Jg menjadi ruang ling-
rubahan yang bersifat par-

kup mandat KY, bukanlah persoala

sial yang mengakibatkan lema sgin konstitusi yang tercermin
dari struktur atau sistematika dan mfateri muatan. Jika berangkat
dari fakta bahwa perubahagQUUD 1945 adalah wujud nyata dari re-
formasi konstitusi, semegtinya an perubahan diarahkan pada
penguatan prinsip-prinsi ukum, demokrasi, dan konstitu-
ikia ateri muatan, termasuk pendirian
pada tujuan tersebut.

Berkenaan dengan kuran
bagaan tidak dapat dilepaskan

sionalisme. Dengan d
lembaga negara baru,

matika dan materi muatan menunjukkan
ngsi konstitusi menjamin prinsip-prinsip

40 Bagir Manan, “Hubfingan..., op., cit, hlm 10.
41 TIbid.
42 Tbid, hlm 11.
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tusional. Meski tidak memasukkan Judicial Service Commission® se-
bagai lembaga negara pendukung demokrasi konstitusional, tetapi
sistematika dan penormaan konstitusi terhadafiplemb3ga-lembaga

tersebut memberikan pelajaran penting. Sebelum gatur tugas
dan wewenang masing-masing lembaga denga’ inci, prinsip-
prinsip pengaturan dijumpai dalam Pasal 181 yang berbunyi:
“181 Establishment and governing principles,
(1)  The following state institutions stre n Constitutional democ-
racy in the Republic: \
(a)  The Public Protector.
(b)  The South African Hu Commission.
[Para. (b) amended by s. 4 o onStitution Second Amendment
Act 0of1998.]
(c)  The Commission the Promotion and Protection of the
Rights of Cultu igigus and Linguistic Communities.

(d)  The Commissjpon for Gender Equality.
(e)  The Audito %

(f)  TheElecto ompnission.
(2)  These institu Mdependent, and subject only to the Consti-

d they must be impartial and must exercise

43 Judicial Service Commission diatur dalam Bab 8 mengenai Courts and Administration of Justice,
Pasal 178 Konstitusi Afrika Selatan.
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(5) These institutions are accountable to the National Assembly,
and must report on their activities and the performance of their

functions to the Assembly at least once a year”.
Konteks di balik pendirian lembaga negara N@ patut

diperhatikan, di mana saat itu terjadi ketidakp masyara-
kat terhadap lembaga-lembaga negara yang ada. Ha i terlihat dari
munculnya berbagai komisi. Namun yang me kan kemun-
culan ini ditanggapi oleh Ali Hardi Kiaidemalf dariFraksi PPP sebagai
“terlalu banyak” dan tidak mengaitkan d ethunculan komisi
sebagai “the fourth-branch institution”, seb&@aignand dijumpai di berb-

agai negara, terutama di negara-negara efgalami transisi dari

.' demokratis.
International IDEA mendefindsi -

tions sebagai: “These are public bodj cally neutral and indepen-
dent from the three main brancheg o ment, whose purpose is to

rezim yang otoriter bergerak menuju

o
=]

judiciary, responsible for no
ing judicial ethics and con
yang dikategorikan seba
beberapa prinsip perl

tika memutuskan lembaga baru
rth-branch diatur dalam konstitusi,

and indepe
of governigem
broadly

eral te

Atative of the society’s diversity, either in gen-
reference to specific minority populations.

44 Elliot Bulmer, pendent Regulatory and Oversight (Fourth-Branch) Institutions”,
International IDEA@ Constitution-Building Primer 19, 2019, hlm 6.

45 Ibid.
46 Ibid, hlm 21-22.
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. Professionalism and integrity: Members of independent
institutions must be professionally competent and must have the
skills, qualifications and experience needed t formYytheir duties
effectively. They must also demonstrate persona grity, moral
courage and a strong sense of public duty.

. Security of tenure: Members of indepkndent®jpstitutions must
have sufficient security of tenure and ot arantees (such as
protection against arbitrary variatiog o it salaries) to ensure

their independence.
. Mandate: Independent institutio ve a clear mandate and

sufficient powers to perform thg ded functions.

. Resources: Independent in
resources (in terms of staff, fin
autonomy over the mana

must have the necessary
s, facilities, etc.) and sufficient
t of these resources.

. Accountability: Withqut \compromising their neutrality or
independence, inde nstitutions must be publicly

accountable—with provision for public reporting and scrutiny of
their activities. N

Perdebatan d bahasan pembentukan KY dalam
perubahan UUD 194 berikan beberapa pelajaran penting.
Pertama; proses, pe an yang seakan-akan memperlihatkan

"patch-work” me
komprehensif yang

ilkan ketiadaan desain konstitusi yang
ervakibat pada lemahnya desain KY sebagai

dasar kelembagaan. Kedua; meski para
telah mengaitkan pentingnya pembentukan KY
kekuasaan kehakiman yang independen, tetapi

diatur dalanfyPasal 1 ayat (3) yang menjadikannya sebagai salah
satu prinsip utama penyelenggaraan negara, di samping prinsip-
prinsip lain, yaitu prinsip demokrasi dan republik. Ketiga; terdapat
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pertimbangan-pertimbangan yang bersifat kontekstual, yang sangat
erat berkaitan dengan situasi dan kondisi saat pembentukan KY
dibahas. Hal ini terlihat saat para anggota menyetuj ur lebih
lanjut dengan undang-undang. Terdapat beberapa
pengaturan tidak rinci, misalnya keterbatasan bahasan;
pertimbangan-pertimbangan politik tertentu, dan

Berbagai kekurangan tersebut di atasw
berakibat pada pelaksanaan fungsi, tuga wenang yang
terlihat dalam 20 tahun perjalanan KY. \

Elliot Bulmer dalam tulisan bef§ud dependent Regulatory
and Oversight (Fourth-Branch) Instityeigns” yang dipublikasikan oleh
International IDEA menjelaskan jika badalyindependen dibentuk dan

diberdayakan secara tepat, sumb ediakan secara memadai,
dandipercaya dapat memperbaiki %htas pemerintahan, memperkuat

20 Tahun Perjalanan KY

negara hukum, mendorong tr. dan akuntabilitas, mencegah
korupsi yang pada gilirannya akan memperkuat kualitas dan
ketahanan demokrasi.*’ L a-lembaga tersebut melakukannya
melalui mandat-mandat f{f&n erikan, baik melalui konstitusi
ataupun undang-undan %ya, ada lembaga yang melakukan
‘isolasi’ kegiatan negar g Bersifat partisan politik, seperti komisi
pemilihan umum, u leMpaga yang menyediakan mekanisme
pengawasan, seperti man, komisi hak asasi manusia, KY,
dipahami, lembaga-lembaga semacam ini

dan lain-lain. Na

bukanlah obat yang ri solusi atas persoalan-persoalan yang ada.

Beberap nyaan serius kerap muncul dalam praktik,
terutama p -negara demokrasi baru. Lembaga-lembaga
tersebut i kekurangan anggaran, minimnya sumber
daya, sta ahlian, untuk melakukan tugas mereka dengan

baik. Selain itU§fembaga-lembaga tersebut menghadapi persoalan

47 Elliot Bulmer, op., cit, hlm 7-8.
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kepemimpinan dan integritas, gagal melaksanakan tugasnya dengan
serius (lebih memilih bersifat pasif dan melakukan interpretasi

minimal terhadap perannya), persoalan penyua, befjindak atau
bertingkah laku partisan, ataupun merendahkan dukan dan
legitimasi lembaga.*® Selain memberi interpre igfmal terhadap
mandatnya, persoalan juga dapat berakibat se ada hubungan
antar lembaga jika lembaga tersebut m i Iterpretasi luas
terhadap fungsi, tugas dan wewenangny.

Persoalan-persoalan di atas di ;m% oleh KY. Tulisan
ini tidak akan membahas seluruh perso ng dihadapi oleh KY

mengingat keterbatasan-keterbatasa dari segi jumlah halaman
persoalan mendasar dan
an dianalisis, yaitu tafsir
seleksi calon hakim agung,

cafon yang diajukan pada tahun

menarik perhatian yang akan dij
terhadap wewenang, serta pel
terutama saat DPR menolak s
2024.

[l

Berkenaan dengan tdfsir terBadap mandat KY, Aidul Fitriciada
Azhari menjelaskan kedya wewenang tersebut mengalami “dinamika
sosio-yuridis dengan s Nang cukup lebar, baik pada tingkat
asi alui judicial review oleh Mahkamah

legislasi di DPR, aju
Konstitusi (MK) da
peraturan yang
dijelaskan oleh Ai
yang kemudian dibaga
material UU
tingkat regulasi
pengujian ¢

malipun tingkat regulasi pada peraturan-
rkan oleh KY dan MA”.*® Selanjutnya
endfsiran ekstensif terjadi di tingkat legislasi
n oleh MK melalui mekanisme pengujian
si yang tidak jauh berbeda terjadi pula di
Y dan MA, yang kemudian dibatalkan melalui
. Pasang surut tafsir terutama dipengaruhi pula

oleh pasang ubungan kelembagaan antara KY dan MA.*°

48 Ibid.

49 Aidul iada Azhari, “Harmonisasi Kewenangan Komisi Yudisial:Dinamika Tafsir
dan Perubahalyf Aturan” dalam Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia,
Optimalisasi Wewenang Komisi Yudisial dalam Mewujudkan Hakim Berintegritas, Jakarta:
Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2016, hlm 1-2.

50 Ibid, hlm 2.
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Wewenang KY mengusulkan pengangkatan calon hakim
mengalami perluasan makna, termasuk pula hakim ad hoc di MA serta
penguatan dengan dihapuskannya wewenang DPRguntuk
calon hakim agung dan hanya menyetujui atau tida
calon hakim agung yang diusulkan KY.*' Nam
untuk terlibat dalam proses seleksi dan pengangk

pengadilan tingkat pertama dibatalkan olghgy MK%/ Berkenaan
dengan wewenang menjaga dan me kkat kehormatan,
keluhuran martabat dan perilaku hakim mer:%erluasan makna
sekaligus pembatasan yurisdiksi.”> Melglui PugSan MK, makna
pengawasan diperluas, tidak terbatas pada awasan eksternal,
melainkan juga dalam pembinaan etik ional. Pembentuk UU
mengatur KY berwenang menerima d eriksa laporan dugaan

pelanggaran Kode Etik dan Pedoma ilakil Hakim (KEPPH), serta
mengupayakan peningkatan kapgsitas dan kesejahteraan hakim,

serta wewenang untuk melakukag e profesional dalam bentuk
analisis putusan hakim yang sydal memiliki kekuatan tetap.>* Bila
terjadi pelanggaran KEPPH aMMA melakukan pemeriksaan

bersama berkenaan dengap prinsip disiplin tinggi dan bersikap
profesional, sedangkan unMn pelanggaran hukum acara KY
hanya dapat mengusulkaft kepadaMA. Selain itu, terdapat larangan
bagi KY melakukan peW@awasan teknis yustisial berdasarkan
Putusan MK. Berdasa egulasi pada level KY dan MA, penilaian
terhadap pertimban uridis dan substansi putusan juga tidak
diperbolehkan.*®

Khusus m a1 seleksi calon hakim agung pada tahun
j n DPR menolak seluruh calon, baik calon
calon hakim ad hoc sebanyak 12 orang.>®

51 1Ibid, hlm 247

52 Ibid.
53 Ibid.
54 Ibid.
55 Ibid.

56 Tria Sutrisna, Fitria Chusna Farisa, “DPR Tolak Seluruh Calon Hakim Agung, KY
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Alasan yang disampaikan karena terdapat dua calon yang ternyata
tidak memenuhi syarat administrasi dalam Undang-Undang (UU)

MA. Bahkan, Muhammad Nasir Djamil menyatakan§pahwa KY
perlu diberi teguran keras. KY menyampaikan s klarifikasi
yang menjelaskan alasan dan pertimbanga loloskan 12
calon tersebut. Salah satu pertimbangannya aazah Putusan MK
Nomor 53/PUU-XIV/2016 yang menguba% an calon hakim

agung minimal berpengalaman tiga ta bagai hakim tinggi,

e
menjadi pernah diangkat sebagai hakim gi. Khusus untuk calon
d

hakim agung TUN kamar pajak, K% imana disampaikan
oleh salah satu komisionernya yakpimBinz§d Kadafi menjelaskan
adanya pertimbangan situasi emp ffka menerapkan diskresi.
oga kini tidak ada satu

Selengkapnya Binziad menjelaskan

Pengadilan Pajak yang meme
20 tahun. Hal ini terjadi k engadilan pajak adalah pengadilan
yang baru didirikan, baru dibentuk pada April 2002”.°" Selain itu,
KY mempertimbangkan Rutusan MK Nomor 6/PUU-XIV/2016 yang
menegaskan bahwa status jm pajak setara atau sejajar dengan
hakim pengadilan tifggigBinziad menambahkan “Intinya kurang
lebih adalah mempaerijelas us hakim pengadilan pajak itu sejajar
dengan hakim di Nn tinggi tata usaha negara, pengadilan
n

tinggi pada ling

eradilan umum, dan pengadilan tinggi

agama”.>®

hingga Singgung Putusan MK”, https://nasional.kompas.
09/08/10410081/dpr-tolak-seluruh-calon-hakim-agung-ky-minta-
ertimbangkan-hingga-singgung?page=all, diakses 18 Agustus 2025.

57 Ibid.
58 Ibid.

Dua dekade menjaga dan menegakkan integritas hakim 97 ﬁ._.-‘ e



BAB I
Sebuah Catatan Kritis: Dua Dekade Menjaga dan Menegakkan Integritas Hakim

mengapa meloloskan calon hakim agung pajak yang didasarkan pada
pertimbangan yang reasonable dan berdasarkan Putusan MK, apakah
DPR masih patut bersikukuh menolak calon tersebuff?

Dalam penyelenggaraan negara dan pemerimiskresi
tetap mungkin dilakukan sepanjang tujuannya dap
terdapat pertanyaan apakah diskresi yang dibujt ole
reasonableness, maka seyogianya para anggo
proporsionalitas antara pertimbangan melaku
dikaitkan dengan kebutuhan hakim dan d mgnolak yang akan
berakibat pada berkurangnya jumlah ha% etujuan ataupun

penolakan yang dilakukan oleh DPR h disdftai dengan alasan-

dalam melaksanakan mandat kogsgitusi Perkenaan dengan seleksi
calon hakim agung. Bagir Ma atakan memang terdapat
kebebasan menyetujui atau lon yang diajukan oleh KY,
“namun demikian sangat diharapkan#dapat timbul konvensi untuk

sunguh-sungguh memper%dam menghormati calon-calon

7 59

yang diusulkan KY”.
Bagaimana KY har%ntukan status dan kedudukannya

dalam sistem ketatan an"Mdonesia? Bagian di bawah ini akan
mencoba membahas Bgberap¥usulan.

Harapan Perbai

Perbaika
baik hukumma

KY dapat dilakukan melalui beberapa cara,
yn-hukum. Perubahan atau penggantian UUKY

idealnya terlebih dahulu dilakukan evaluasi

terhadap UU ang saat ini berlaku serta peraturan perundang-

59 Bagir Manan, “Hubungan..., op., cit, hlm 10.
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undangan lain yang relevan, misal UU Kekuasaan Kehakiman, UU
Mahkamah Agung, termasuk di dalamnya RUU di bidang kekuasaan
kehakiman (misalnya RUU Jabatan Hakim). Renga®y demikian
pembaharuan dilakukan dalam sebuah sistem besar, bagaimana

memperkuat sistem peradilan di Indonesia.

Pentingnya melakukan evaluasi tefsebuf§gi atas sejalan
dengan apa yang disebut sebagai legislative cy u siklus legislasi
sebagaimana dipublikasikan oleh OSCE e for Democratic

Institutions and Human Rights.®° &
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60 OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights, ODIHR Brief: Guiding Principles of
Democratic Lawmaking and Better Laws, Warsaw: OSCE/ODIHR, 2023, hlm 4.
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Dari siklus di atas, dapat terlihat pentingnya melakukan
monitoring dan evaluasi sebelum menetapkan tujuan kebijakan, serta
memilih pilihan-pilihan kebijakan (termasuk menjagab pegtanyaan
mengenai perlu atau tidaknya membuat sebuat undan ng baru

atau melakukan perubahan). Terdapat beberap engenai
pentingnya melakukan evaluasi:®*

Pertama; efektivitas undang-undang. \

Suatu undang-undang tidak efeRti rena beberapa
kemungkinan:
(1) Ketidaktepatan asumsiyang mend mentul{an undang-

undang.
(2) Undang-undang tidak tersusgn m ut tatanan normatif

yang tepat dan baik, sepertj ca r aduk antara rumusan-
rumusan normatif dan per n-pernyataan non-normatif.

(3) Didapati disharmonisasi antyra suatu undang-undang dengan

undang-undang lain.

(4) Didapati kesenjang antara ketentuan undang-undang
dengan berbagai kepyataafgéperti kenyataan politik ekonomi
dan lain-lain. Keny. i dapat terjadi —antara lain— karena
undang-undang
dibutuhkan (mgsya

eng sesuatu yang sebenarnya tidak
telah berubah) atau undang-undang

berorientasi te ke depan jauh dari realitas yang ada.

(5) Tidaktersedi ungyang memadaiuntuk melaksanakan
undang-undan erti sumber daya manusia, sumber daya

keuangaasuk ketersediaan sistem pengelolaan yang

menjam ng-undang terlaksana secara efektif dan
efisie
Kedua, uk mengetahui berbagai aktualisasi suatu UU

melalui berbagalpentuk penerapan hukum oleh administrasi negara

61 Bagir Manan, “Evaluasi dan Analisis Undang-Undang Peradilan”, Makalah, 2017, hlm 7-8.
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dalam bentuk seperti penggunaan diskresi, atau aktualisasi melalui
penegakan hukum (pengadilan), atau praktik masyarakat, misalnya
di lingkungan komunitas pedagang.

Ketiga; untuk mengetahui pendapat p raﬁ pengamat
terhadap suatu UU.

Keempat; untuk mengetahui kemungkipan t¥lah berkembang
berbagai hukum baru, baik domestik atg@interfifisional yang akan
memengaruhi efektivitas suatu UU.

Kelima; untuk mengetahui N ung UU terhadap
kebijakan negara membangun dan lol& sektor-sektor politik,
ekonomi dan lain-lain.

Selain perubahan me na pendekatan  hukum
sebagaimana dijelaskan di atas gperubdhan atau perbaikan-perbaikan
KY secara internal dapat dilaku ggunakan pendekatan non-
hukum. The International dation for Electoral Systems (IFES)

ﬁ_

telah mengidentifikasi tuf8

independensi dan akuntapilitas lembaga semacam KY, yang meliputi:
penguatan kapasitas k an; menciptakan sebuah kerangka

fmendasi untuk meningkatkan

kerja untuk menjami tabilitas anggota; melakukan pelatihan
untuk para anggota; m mih transparansi prosedur serta aktivitas-
aktivitas lembagaj nifffkatkan kerja sama dengan lembaga

peradilan; melin
sama dengan masy.

i datjf pengaruh politik; serta melakukan kerja
sipil.®?

abilajtidak diiringi dengan perubahan perilaku oleh

in, terutama DPR dan MA karena kedua lembaga
ini merupalag "ps

tner” utama KY. Dalam hal seleksi calon hakim

62 Judiciaries Worldwide, “Judicial Council”, judiciariesworldwide.fjc.gov, diakses 5 Agustus
2025.
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hakim agung yang berkualitas. Berdasarkan Putusan MK No. 27/
PUU-X1/2013, KY hanya mengusulkan satu calon hakim agung untuk

satu posisi ke DPR.
Dalam praktiknya, proses seleksi masih memwng bagi

DPR untuk melakukan fit and proper test yang a hanya
bersifat administratif dan persetujuan pglitiR{ Artinya, DPR
sebaiknya tidak lagi melakukan uji kelayakan te ap calon hakim
agung secara langsung, tetapi hanya mefigg apat bersama
KY untuk menerima penjelasan terkait n galon-calon. DPR
hanya boleh menolak jika ada inform% el yang belum
diverifikasi oleh KY terkait dengagy on jyang sudah lulus
i ,%u ini didasarkan pada
meé i tool yang ajeg yang

n‘hakim agung dan calon

dari KY, bukan sekadar alasan polit
praktik empiris di mana DPR tida

digunakan dalam proses uji kelayakan
hakim ad hoc. Akibatnya, yang le jol adalah tindakan DPR
melalui anggota-anggotanya ya emperlihatkan fenomena “ingin
menunjukkan ke masyarakat DPR memiliki wewenang” (for
the sake of power and exposure)’, di¥andingkan dengan tindakan
untuk memperkuat sistemeradilan. Dengan model ini, KY akan
lebih independen dala &eleksi hakim agung yang terpilih
betul-betul didasarkan p%tokrasi dan mendorong kredibilitas

iliki

MA, dan DPR tetap me enangan pengawasan.

Dalam kaitan
agung, KY disarankan
promosi dan mutgsi

an M, berkenaan dengan rekrutmen hakim
gfiki wewenang untuk ikut serta di dalam
konteks untuk mengembangkan talent
im agung nantinya dari sumber-sumber
itu, meski penerimaan hakim sepenuhnya
A, dapat dipertimbangkan keterlibatan KY
sistem penerimaan dan pengembangkan pola

pool bagi pemilihan
hakim Kkarier.
menjadi weweé
dalam hal pglyus®
karier.
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Penutup

Dalam peringatan 10 tahun Judicial Coungil, Pregiden Latvia
Egils Levits menyatakan:

“The Judicial Council should play a grea
problems that no one can solve other than t
thus also becomes a trust instrument, a fo
in relation to the judiciary, for the adifiinisgkation of justice, and as

an intermediary body between the yuBHC and the judiciary” .®®

Poin menarik daripidatodiatasa tingnya KY berfungsi

sebagai nstrument kepercayaan, fI!I!I kepercayaan bagi publik

dalam kaitannya dengan lembag an dan penyelenggaraan
peradilan guna mencapai keadilgn, sePaf sebagai badan perantara
antara publik dan lembaga per

ilan®

Perjalanan selama 20 gah ah saatnya digunakan oleh
KY untuk melakukan self-evalulition dan self-reflection untuk menilai
sampai sejauh mana dapatmematfkan peran penting sebagai badan
perantara antara publikydan lembaga peradilan guna mewujudkan
harapan publik, yaitu t inya keadilan melalui independensi
dan akuntabilitas pengadi

5

63 “Onaten- iversary of the Judicial Council its rolein strengthening the independence and
quality of the jidiciary is emphasized” Published: 12.08.2024. https://www.tieslietupadome.
lv/en/article/ten-year-anniversary-judicial-council-its-role-strengthening-independence-and-
quality-judiciary-emphasized, diakses 4 Agustus 2025
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20 Tahun Komisi YutﬁﬁJ:
Bergulat dengan Rin%ﬁan

.Si.

ua puluh tahun suda udisial (KY) berdiri. Usia
D yang belum panjang sePuah lembaga negara, tetapi

cukup untuk menyimpan banyak cerita tentang pergulatan,
tentang harapan yang me tentang rintangan yang terus
datang silih berganti. Dalam perjalanan itu, KY senantiasa berusaha
meneguhkan dirinya ai penopang negara hukum, dengan
kewenangan yang dibgwikan Repadanya.

Harapan yan atkan begitu besar: KY diminta menjadi
penyaring yang k ang mampu menjaga agar hanya mereka
yang berintegritagdan b@rkompetensi yang bisa menduduki kursi
hakim agung. Na alitas kerap tidak seindah harapan. Sulit
sekali menem n hakim agung karier yang memiliki modal
itas yang kuat. Para hakim dari jalur karier
idup dalam lingkaran yang keruh, di mana

ayat (1) UUD 1945 yang menjadidasar konstitusional
eksistensi daf wewenang KY, hanya berwenang mengusulkan calon
hakim agung ke DPR. Hanya itu: mengusulkan, bukan menentukan.
KY hanyalah satu tahap, sekadar pintu seleksi. Penentuan terakhir
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tetap berada di tangan DPR, dan kita semua tahu bagaimana ruang
politik di sana sering kali menjadi panggung drama yang penuh

intrik.
Selama dua dekade perjalanan, KY berkali—lmghadapi

kenyataan getir: calon yang diusulkan dikemba ifolak, atau
hanya diloloskan sebagian. Selebihnya kand alasan yang
sepenuhnyajernih. Disisilain, KYjuga diberi tuk menjadi

pengawas, untuk menjaga etika para hakimfNagun#lagi-lagi, jalan
itu bukanlah jalan yang lurus tanpa hambgatJ3#

Gelombang perlawanan datang darM arah. Mahkamah

: Mgan KY, baik melalui

Pagian dari UU No. 18

pembatalan UU No. 22 Tahun 2004
Tahun 2011. Dengan putusan-putus

Mahkamah Agung (MA) puntnengambil sikap serupa. Melalui
uji materi, MA membatalkan penjjbparan dua poin dalam SKB
Ketua MA dan KY tentang%k dan Pedoman Perilaku Hakim

(KEPPH), yaitu poin tentang @igiplin tinggi dan profesionalisme.
Meski kaidah induknya gly berlaku, keputusan itu tidak bisa
menutupi sikap dasar yangftidak berkehendak diawasi. Belum

dap kesepakatan bersama KY-MA
KY atau minimal memberitahukan

lagi proses uji mat
dilakukan tanpa m
terlebih dahulu.

ka

tingkat pertama bukan lagi ranah KY,
a menjadi wewenang MA. Putusan MK ini
it kewenangan KY, juga menandakan kacaunya

uji materi (para’hakim MA) yang menyelinap di balik badan para
pengaju, yaitu mantan-mantan hakim.
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Pada bagian lain, dalam urusan menjaga keluhuran martabat
dan perilaku hakim, KY dipersepsi dan diinginkan oleh para hakim

mengurusi pelanggaran perilaku nyata, antarafgin sudp, bertemu
salah satu pihak, menerima sesuatu, melakuka elanggaran
hukum dan atau moral. Sementara pe an perilaku
nyata di balik pertimbangan putusan ya ja%al tidak pernah
diterima, sehingga langkah KY memeriksa% akim dianggap
melanggar independensi hakim. Merekaftfienyeblit putusan hakim
itu mahkotanya hakim yang tidak bis%h, kecuali melalui
e

upaya hukum. Padahal kita tahu, da sejnlah putusan aroma
suap itu nyata ada.

Penolakan hakim terhadj driksaan putusan tidak
sepenuhnya diikuti oleh KY. Le ara produk reformasi itu
tetap saja melakukan pemerikgaan patusan dan memanggil semua
perkara (hakim, panitera,
enelisik dugaan suap atau perilaku
tusan janggal dimaksud.

D

pelapor) untuk diperiksa gu
tidak profesional lainnya

Cermin Wajah BangsN

KY yang hadir flen gas mulia: menyaring calon hakim
agung dengan ketat, “Imemhstikan hanya mereka yang benar-
benar berintegritawmpeten yang layak duduk di kursi yang
“suci” itu. KY i peryaring yang memisahkan gandum dari
sekam, menahan a%ar ¥lemen yang kotor dan tidak layak tidak

es ini tidak bisa dipandang sekadar sebagai
adalah ikhtiar panjang untuk menegakkan

ah pusaran politik dan sosial negeri ini, KY terus
bergulat deWgan mandat konstitusionalnya. Tugasnya bukan
hanya mengusulkan nama-nama ke DPR, tetapi juga menjaga
agar setiap langkah terbebas dari intervensi yang bisa mencederai
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independensi. Dalam cermin peran ini, sesungguhnya terlihat wajah
bangsa: sejauh mana kita benar-benar serius menjaga marwah

negara hukum yang adil dan berwibawa.
Seleksi hakim agung di KY mengalir melaan yang

penuh kehati-hatian: verifikasi administrasi, itas, dan
wawancara mendalam. Di sana, KY membuka guan
wawancara terbuka, menghadirkan transpafaisi
untuk melawan nepotisme dan intervensi Intgorifas calon diuji
melalui rekam jejak etika, sementara etehsi diukur dari
pengalaman hukum, pengetahuan kon% ngga kedalaman
analisis. Pada akhirnya, nama-nama y, olof diajukan ke DPR,

menandai puncak dari ikhtiar men ng terbaik. Namun,

jalan ini tidak selalu mulus.

Peran KY mengingatkan ki agasan Plato dalam The
Republic. Sang filsuf membayangka anegara sebagaiindividu
yang bijak dan adil, terpilih melalyi seleksi ketat, menjaga harmoni

masyarakat dari ancaman ti o menyebut mereka harus

memiliki jiwa emas, bebas dari godaan kekuasaan—seperti hakim
agung yang disaring KY agw tidak menjadi alat penindasan.
Socrates, menyebut empgdt*kuali@s hakim yang sederhana tetapi
mendalam: mendengar % sopan, menjawab dengan bijak,
mempertimbangkan n

kasih. Mandat KY s
menegaskan bahwa i

ang, dan memutuskan tanpa pilih

nggufhya sejalan dengan kualitas batin itu,
igas bukanlah sekadar sertifikat formal,

idup.

Betapa benarnya peringatan Martin Luther King Jr.: ketidakadilan

%. 7% 108 BUNGA RAMPAI

-



Dr. Suparman Marzuki, S.H., M.Si.

di satu tempat akan selalu menjadi ancaman bagi keadilan di mana-
mana.

Ruth Bader Ginsburg menegaskan bahwaw peradilan
bertumpu pada kepercayaan publik—dan kepercayaam itu hanya
tumbuh lewat seleksi yang ketat dan trans .#Di Indonesia,
Mahfud MD, mantan Ketua MK, berulan gatakan bahwa

KY harus berdiri sebagai benteng melaw orupsi yudisial,
memperkuat meritokrasi di atas segalafafiljmsi politik. Studi dari

Universitas Indonesia bahkan menupjukkan/bahwa disharmoni
regulasi sering melemahkan efektivMsehingga mekanisme

pengawasan internal dan eksternal ertis diperkuat.

ali

Jika ditarik ke horizon spi egritas hakim sejatinya
adalah perjalanan batin menuj na¥an. Al-Ghazali dalam Thya
Ulum al-Din menekankan bahya pemilpin, termasuk hakim, harus
memiliki akhlak mulia. Integrit ir dari pengendalian nafsu
dan kesetiaan kepada keadilaRf, ilahi. Hakim sejati adalah cermin
yang jernih, memantulkah ke ran tanpa noda ego. Menurut
Rumi integritas ibarat gunung yang kokoh, tak tergoyahkan oleh
angin godaan—angin am nafsu, dan keserakahan mungkin
mengguncang sampa itdrnya, tetapi gunung sejati tetap diam
dan teguh. Dalam kacaffiata ghilah, penyaringan calon hakim agung

bukan sekadar tek elainkan juga spiritual: memilih jiwa-jiwa
yang mampu me keadilan di tengah badai.

Namun,
sering kali m
intervensi.
2025, mem
kritik soal

tes objektif, #inemperkuat makalah seleksi, bahkan menegakkan
integritas di tubuhnya sendiri. Sebab, lembaga ini bukan mesin
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mati, melainkan organisme yang tumbuh dari kritik, menempuh
jalan panjang menuju peradilan yang lebih kokoh.

Dua dekade perjalanan menunjukkan capaia artiyRibuan
pengaduan diproses, ratusan nama hakim agung kualitas

tidak menjadi milik segelintir, melainka ntuk semua.

berat. Integritas
ainkan sarana untuk

Memandang ke depan, tugas
dan kompetensi bukanlah tujuan ak

disaring adalah cermin dari harapan kd¥ektif kita sebagai bangsa:
harapan akan hukum yang be menjadi wajah keadilan.
Dan di titik ini, bukan hanya ang dipanggil untuk berjuang,
tetapi kita semua. Sebab menj itas hukum adalah menjaga

jiwa bangsa itu sendiri—a‘%h&ikea ilan tetap menyala, memberi

terang di tengah gelap zam:

Realitas Tak Seindah Atufan

KY seakan berdirr@ihadapan tembok yang kokoh, mencari
celah untuk mene

hdkim agung yang benar-benar jernih
integritasnya dan tajanmNkompetensinya. Namun, tembok itu bukan
pulanrealitas yang mengeras: sumber daya
ier yayig terjebak dalam ekosistem lama, sarat noda
pudaya peradilan yang lemah dalam mengasah
itu, upaya menyaring calon yang murni ibarat
alam wadah yang keruh. Hambatan ini tidak
, melainkan cermin retak dari wajah peradilan kita
yang masih meWRtrisi godaan masa lalu—suap, intervensi politik, dan

jaringan kepentingan yang mengakar hingga ke pori-pori institusi.
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Korupsi di peradilan seperti sungai bawah tanah. Tidak selalu
terlihat di permukaan, tetapi alirannya merusak fondasi. Hakim

karier yang tumbuh dalam lingkungan ini sering Kgli terb¥asa dengan
norma tak tertulis: kompromi etik yang dianggap Wafjar. Operasi

tangkap tangan yang menyeret puluhan ha i pengadilan
negerihingga tingkat banding, memperlihatkan Bgtapa dalam sungai
itu mengalir. Sistem mutasi pun tak jaran ungsi bukan untuk

menyingkirkan penyakit, melainkan sekdd mindahkan luka

a

agar tak terlihat. Akibatnya, calon hakim#fguhg membawa beban

masa lalu, bayang-bayang hubungan%l n catatan etik yang
ita

abu-abu. Kenyataan ini menyadarkap wa korupsi bukanlah

semata kelemahan individu, tetapi ) struktur yang membuat
hakim lebih setia pada sistem dagipa®agpafla keadilan itu sendiri.

Lebih dari itu, absenpya t
membuat kondisi semakin

isi penguatan kompetensi
nyak hakim bekerja dalam
rutinitas padat, tenggelam m ribuan perkara yang menumpuk,
hingga kehilangan ruang buh. Pelatihan yang ada hanya
sporadis, sering sekadar formalitas, tidak menjawab tuntutan
zaman. Kultur feodal Miggkrasi peradilan lebih mengutamakan

senioritas daripada pp®stasi, $ehingga kreativitas dan keberanian
hukum terhenti sebe%kar. Maka ketika KY mencari calon
hakim agung, yapgyterlthdt adalah sosok dengan pengalaman
panjang tetapi se afgkal dalam menghadapi persoalan hukum
baru: digitalisasi, ipgkungan, atau keadilan restoratif. Di sini,
kesenjangan a ntutan publik dan kapasitas hakim terbuka

engok ke luar negeri, misalnya Amerika Serikat,
si hakim federal melibatkan presiden dan Senat
dalam pfses nominasi yang ketat, meski tak luput dari politisasi.
Di AS, im tertinggi melewati penelusuran latar belakang
oleh FBI omite yudisial Senat, memastikan integritas melalui
pemeriksaan publik yang mendalam. Tantangan korupsi ada, tetapi
kultur penguatan kompetensi kuat melalui asosiasi hakim dan
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program pendidikan berkelanjutan, seperti yang diselenggarakan
oleh Federal Judicial Center. Berbeda dengan Indonesia, di mana
lingkungan karir hakim sering tercemar suap, mengkankan
meritokrasi, dengan hakim federal diangkat seumur ¥ untuk
melindungi independensi, meski kritikus m i
politik dalam nominasi. Namun, realitas AS men an bahwa
bahkan dalam sistem yang sudah matang ih bergulat
dengan isu kompetensi, seperti dalam kasusmeminasf kontroversial
yang mempertanyakan netralitas, tapi pe a%an kongresional

membantu menyaring elemen tidak bers% ektif daripada di

engaruh

Indonesia.

Di Jerman, sistem peradilan
lebih stabil, dengan seleksi hakim kopstit®
Bundesrat, menuntut konsensus Iin
integritas. Hakim di Jerman tu
tinggi, didukung pelatihan in akademi yudisial negara
bagian, yang menekankan etj ompetensi sejak awal karir.
Korupsi jarang menyentuh peradilanJerman, berkat independensi
struktural dan pengawasafy ketat oleh dewan yudisial, kontras
dengan Indonesia di mapg haligi karir sering terkurung dalam
birokrasi korup. Di sanajb penguatan kemampuan mengalir
melalui program rotasi

an model lain yang
glelalui Bundestag dan
artai untuk memastikan
kultur profesionalisme

asi rutin, mencegah stagnasi yang
ipgan ini menyiratkan bahwa Jerman
em bersih melalui reformasi pasca-

lazim di Indonesia.
berhasil membangu
perang, sementara In
otoriter, di mana nnya pelatihan berkelanjutan memperlemah
kompetensi haks

yang mence, peradilan bebas noda, didukung seleksi hakim
ketat olehgprasi atas rekomendasi perdana menteri dan dewan
yudisial. Ku mpetensi di sana kuat, dengan hakim menjalani

pelatihan global’dan evaluasi performa tahunan, kontras dengan
kekurangan sumber daya di Indonesia. Realitas ini menekankan
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bahwa negara dengan komitmen anti-korupsi kuat, seperti
Singapura, berhasil membersihkan lingkungan peradilan melalui

transparansi dan investasi pendidikan, sepghgntaray Indonesia
menghadapi tantangan lebih besar karena skala dan"Sejirah.

Di negara-negara itu integritas dan k si bukanlah
anugerah yang jatuh dari langit. Keduanya gumb ari tanah yang
subur. Jika tanah itu keruh, pohon yang tum n bengkok sejak
dini. Hakim karier kita sering seperti Pibiggwang terhimpit angin
kencang korupsi, sulit kembali lurus gketi wasa. Begitu pula,
tanpa tanah yang kaya nutrisi berupa elajar, bibit potensial

layu sebelum berkembang. Maka rgfOrigsi bukan sekadar tambal
sulam, melainkan keberanian gagnggamti tanah—membangun

ekosistem yang baru.
Di era digital 2025, tagtanganysemakin kompleks. Perkara
siber, hak digital, dan kejah;an s negara memerlukan hakim

yang tidak hanya hafal yndagg-undang, tetapi juga peka pada
perkembangan ilmu pengetahuanm$hampu secara cerdas memahami
dan mengawinkan teksp(UU) dengan konteks (perkara). Namun,
realitas kita masih diwarn ran internasional tentang stagnasi
indeks persepsi koryps
cepat menjawab kehut®han Zaman. Mutasi besar-besaran memang
dilakukan MA, tet ktivitasnya masih dipertanyakan.

1, gdan’ peradilan belum mampu bergerak

Di titik ini,
melainkan jug
lain, mengado
membangu
kecil, sebal
yang mengal

ituntut bukan sekadar menjadi penyaring,
erubahan. [a bisa belajar dari praktik negara
independen untuk memperkuat seleksi, atau
i kompetensi berkelanjutan. Ini bukan perkara
antuh anggaran, komitmen politik, dan budaya
Amun, di situlah letak peluang transformasi.

sulli enemukan hakim agung ideal sebenarnya adalah
potret per an bangsa: kita sedang berjuang melepaskan diri dari
bayang-bayang lama. Jalan ini panjang, penuh duri, tetapi setiap
langkah reformasi membuka celah cahaya. Harapan itu tetap ada,

Dua dekade menjaga dan menegakkan integritas hakim 113 ﬁ._.-‘ e

— -



BAB I
20 Tahun Komisi Yudisial: Bergulat dengan Rintangan dan Harapan

meski samar, bahwa suatu hari integritas dan kompetensi tidak lagi
menjadi pengecualian, melainkan kebiasaan. KY tidak bisa berjalan
sendiri; bangsa ini pun harus ikut serta. Karena menfaga kelgersihan
peradilan bukan semata tugas lembaga, melainkan am olektif,
agar hukum kembali menjadi wajah terang keadi n cermin
retak yang memantulkan kegelapan.

Problem Laten \

KY sebagaimana diamanatkan Pas aydt (1) UUD 1945,
lahir sebagai penjaga pintu awal bagi p sel@ksi hakim agung.
ipumgesufigguhnya terbatas.

@ juang keras menguji
1Kamg, Wasil akhir ditentukan

insip meritokrasi.

Namun, peran yang tampak krusial
Menempatkan KY pada posisi dilemg
kualitas calon, namun tetap menyal
oleh logika politik, bukan semata ole

Realitas ini tidak dapat dilep3
tubuh peradilan Indonesia. Lingkungan peradilan yang masih
sarat dengan korupsi sistemi®™@3gsbsennya tradisi penguatan
kompetensi membuat jalur, karir hakim kerap melahirkan calon
yang membawa beban maswtika KY bersusah payah memilih
dari sumber daya yang tefCemar, Barapan itu semakin terkikis oleh
dinamika DPR, yang sehi
agenda politik. Celah fMggne
adil seperti bayanganf

angdari problem laten dalam

k3li mengorbankan substansi demi
dikan cita-cita negara hukum yang
jung jalan.

Pada Agustus
dan hakim ad h

transparansi dijadika

misalnya, 42 calon hakim agung
diuji secara terbuka. Publik dilibatkan,
risai untuk menangkal intervensi. Namun,

itu selesai, nasib para calon berpindah ke
ah persoalan kerap bermula. Penelitian dari

bermasalah justru lolos, sementara yang berintegritas tertahan.
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Dilema ini seakan menghidupkan kembali peringatan
Plato dalam The Republic. Ia membayangkan para penjaga negara
harus dipilih dari jiwa-jiwa yang bebas dari amfaisi priBadi, hanya
mengabdi pada kebaikan bersama. Namun, realita a berbeda:
DPR sebagai pemutus akhir sering kali tvalam drama
kepentingan, jauh dari kebijaksanaan yangNdiimpikan Plato.
“Kekuasaan tanpa kebijaksanaan mela rani,” tulisnya.
Peringatan itu relevan ketika persetuj kith agung berubah
menjadi arena tawar-menawar politi%n ruang mencari

4

kebenaran. Penolakan calon KY pad rena alasan politik,

bukan karena kekurangan kompetepsighatiyalah satu potret kecil
dari drama panjang ini.
Di Inggris, Judicial Appointfgents mission (JAC) beroperasi

secara independen. Rekomepndasi jarang ditolak menteri
kehakiman, kecuali ada al

aglg sangat kuat. Proses ini
menutup pintu bagi politisa ng berlebihan. Kanada mengadopsi
mekanisme serupa me isory Committee for Judicial
Appointments, di mana panel indepénden menjadi filter utama. Kedua
model ini menegaskan pesan: seleksi yang bebas dari tarik-
menarik politik memp®rkuatJegitimasi hakim dan meningkatkan
kepercayaan publik. I%, sebaliknya, masih meletakkan kuasa
terakhir di tangan 8RR yam§ terdiri dari ratusan anggota, masing-

masing dengan agénda sinya sendiri.

ika®akan Mahfud MD, masalah mendasar kita:
memang sejak awal tidak memberikan KY
. Kewenangannya terbatas pada pintu masuk,

Seperti yang
desain konsti

menjadi pintu belakang yang bisa dimanfaatkan untuk

DPR jus
melolog, idat bermasalah. Akibatnya, prinsip meritokrasi—
yang sehar@sflya menjadi jantung dari negara hukum—berulang

kali terpinggirkan oleh drama politik.
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Sistem kita membutuhkan reformasi struktural, bukan
sekadar perbaikan teknis. KY harus berani mendorong perubahan
mendasar, entah melalui amandemen konstitusi unfik me
kewenangannya, atau dengan menuntut transparan g lebih
ketat di DPR. Model Inggris dan Kanada m i n bahwa
peradilan yang bersih tidak lahir dari niat baik sedgdta,‘tetapi dari

desain institusi yang menjaga jarak dari poliftlg Tanpé perubahan
itu, KY akan terus menjadi penyaring yangpeaik, un hasilnya
b

erluas

tetap bisa diabaikan oleh tangan politik.

Masa depan menuntut ekosistem bﬁ ah ruang di mana
hakim agung benar-benar dipilih karenadmgorifas dan kompetensi,
bukan karena kedekatan politik. Seb m di mana KY bukan
hanya penjaga pintu awal, melainkan Peg¢ntu yang berwibawa.
Sebuah peradilan yang tidak lagi menjadj cérmin retak, melainkan
wajah jernih bangsa yang benar-bémgr meflegakkan keadilan. Untuk
itu, keberanian reformasi hard$ me
menuju negara hukum yang le oh.

Dua Dekade Menjaga Eti%ngah Rintangan
atu

KY berdiri denga
integritas peradilan. Seja it
lembaga ini dipandan ag®¥penopang kepercayaan publik yang
sempat runtuh akibaprak orupsi di tubuh yudikatif. KY diberi
i perilaku hakim, menegakkan etika,
t profesi dijunjung tinggi. Harapannya
sederhana tetapi : ketika rakyat mencari keadilan di

pengadilan, @ enemukan hakim yang bersih, berwibawa,

)

di obor, membakar jalan

rapan besar: menjadi benteng
ri semangat reformasipasca-1998,

mandat untuk men
dan memastikan

dan adil.

Setiapfahun, zibuanpengaduanmasukkeKY.Isinyaberagam—
dugaan s persidangan, nepotisme dalam putusan, hingga
perilaku hakimyang tidak netral. KY memprosesnya dengan
tahapan yang berlapis: verifikasi awal, klarifikasi, investigasi, hingga
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rekomendasi sanksi; dari teguran ringan sampai pemberhentian
tetap. Fakta ini menunjukkan komitmen KY menjaga agar ruang
sidang tidak ternodai. Namun, di balik capajag itu,$alan yang
ditempuh penuh batu terjal.

Sejak awal, KY memikul warisan ma yang rumit.

Korupsi telah lama mengakar di peradilagi. Ba hakim karier
tumbuh dalam kultur birokrasi yang ti am sehingga ketika

mereka naik ke posisi strategis, integrita§ segimgkali sudah tergerus.
KY hadir untuk memperbaiki, tetapi kgwena nya justru berkali-
kali dipangkas. Putusan Mahkamah Kor8titusi (MK) dan resistensi
Mahkamah Agung (MA) mencj lingkaran hambatan

struktural yang membatasi daya j .

KY di Persimpangan
Pemangkasan kewenapgan dilakukan oleh MK dan MA

membentuk pola: setiap kali berusaha memperluas kiprahnya,
muncul putusan atau resistensi Wang memangkas. Hasilnya, KY
sering dipandang seperty macan tanpa taring. Namun, di balik itu,
kerja nyata tetap berlangs skipun proses penanganan laporan
tidak bisa berjalan ¢ep yak rekomendasi sanksi tertunda
karena menunggu pers€tujugn MA. Publik yang menanti kepastian
sering kecewa. Man pun naik-turun, seiring dengan
sus

esar korupsi hakim. Di sinilah letak

dilema: KY menjadisim¥ol harapan, tetapi sistem tidak sepenuhnya

Di Inggris, il Appointments Commission bekerja independen.
Rekomendas hampir selalu diterima, minim intervensi
politik. da, Advisory Committee for Judicial Appointments
mema proses seleksi lebih objektif melalui panel independen.

Jerman memiliki dewan yudisial yang mengawasi etika sekaligus
mendukung pendidikan berkelanjutan. Singapura bahkan lebih
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ekstrem, dengan pengawasan ketat dan pelatihan global yang
menjadikan hakimnya simbol profesionalisme. Indonesia masih
jauh dari kondisi itu. KY masih harus berbagi kewegfiangamdengan
MA dan DPR, sehingga ruang politik terus memeng proses.
Akibatnya, integritas dan kompetensi sering kadingi
lobi dan kompromi.

Harapan dan Jalan ke Depan \

Meski penuh rintangan, harapan terlf#ap KY tidak pernah
padam. Masyarakat masih percaya bahw baga ini bisa menjadi
benteng peradilan. Setiap pengaduan g suk adalah tanda
bahwa rakyat masih menitipkan hargp la KY. Setiap teguran
gngingat bahwa sistem
elangkah lebih jauh,
da beberapa jalan yang
bisa ditempuh. Pertama, mendafigng atflandemen konstitusi untuk
memperluas kewenangan KY, dalam seleksi hakim tingkat
pertama. Kedua, memperkuat transpdransi proses DPR agar seleksi
hakim agung tidak lagi genjadi arena politik semata. Ketiga,
menegaskan kewenangape,san®eif diluar pemecatan sepenuhnya
menjadi kewenangan KY. t, memberikan kewenangan penuh
pada KY melakukan mytasi daggpromosi hakim. Selain itu, KY perlu
bertransformasi. Ti N hanya menjadi pengawas, KY juga
harus menjadi pusat idikan etika hakim. Program penguatan
kompetensi, audit etik\ufin, dan kerja sama internasional bisa

masih bisa dibersihkan. Namun, u

reformasi struktural mutlak dipéelukan.

memperkayakap engan begitu, KY bukan sekadar menindak,
tetapi juga me n €kosistem yang sehat sejak awal.
Refleksi A

Perjala selama dua dekade ibarat menempuh jalan
panjang badai. Setiap langkah maju diiringi hembusan

angin yang berUsaha mendorong mundur. Namun, keberadaan
KY sendiri sudah menjadi capaian: rakyat kini punya ruang untuk
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bersuara ketika hakim menyimpang. Itu adalah kemewahan
demokrasi yang tidak dimiliki banyak negara di masa lalu.

Kita bisa merenungkan kembali makna ke . Bfikan hanya
tentang putusan di pengadilan, tetapi juga keberanfan menjaga
proses tetap bersih. KY ada untuk menging ahwa hukum
bukan sekadar teks, melainkan wajah bangsa. ika hakim jatuh

i ketika hakim

dalam korupsi, wajah bangsa ikut terngda.
berdiri tegak, bangsa pun ikut terangkat

KY dengan segala keterbatasapgya, ih menyimpan api
kecil yang menjaga bara keadilan tetap mer¥mfla. Tugas kita bersama
adalah meniup api itu, bukan me % nnya. Dengan dukungan

masyarakat, reformasi politik, d& anian institusional, KY

bisa menjadi lebih dari sekadar wad! la bisa menjadi penuntun

jalan menuju peradilan yang persih, kokoh, dan berwibawa. Dan
1

mungkin, suatu hari nanti, ki

giberbicara tentang KY yang
terbatas, melainkan KY y. enjadi pilar sejati negara hukum
Indonesia. Semoga!

S
5
%

— -
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Memotret Organisasi Misi
Yudisial dalam Melak kan
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Dr. Farid Wajdi, S.%

A. Latar Historis dan Konsti

omisi Yudisial (KY
konstitusional pasca“
erupaya memban

demokratis setelah runtuhnya rezim otoritarianisme Orde Baru.
Krisis kepercayaan publi hadap lembaga peradilan pada masa itu

mencapai titik nadir bgraupa psi yudisial, praktik peradilan yang
diskriminatif, dan ko%ekuasaan eksekutif terhadap lembaga
kehakiman menjadjigukti sapuhnya prinsip rule of law di Indonesia.
Dalam konteks tgrseb embentukan KY melalui amandemen
ketiga Undang-U asar Negara Republik Indonesia Tahun
945) pada tahun 2001 merupakan langkah

menegakkan integritas dan akuntabilitas
iman. Pasal 24B UUD 1945 secara eksplisit

jonal

dari semangat reformasi
etika bangsa Indonesia tengah
li tatanan negara hukum yang

paradigmatik u

kekuasaan

menegaska % persifat mandiri yang berwenang mengusulkan
penganglata Kim agung dan mempunyai wewenang lain dalam
rangka j an menegakkan kehormatan, keluhuran martabat,
serta pe u hakim”.?

1  Daniel S. Lev, Peradilan dan Kekuasaan di Indonesia:... Op. Cit., hlm. 212.
2 Sekretariat Jenderal MPR RI, Naskah Komprehensif Perubahan UUD 1945: Latar Belakang,
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RumusankonstitusionalinimenunjukkanKYbukanlahlembaga
administratif biasa, melainkan organ konstitusional (constitutional
body) yang dibentuk untuk menjaga moralitas institugional
Ia berfungsi sebagai ethical guardian dalam sistem ki
Indonesia, yang memastikan agar kekuasaan kehagsi
bebas dari intervensi, tetapi juga bertanggung j ecara etik
kepada publik.? Kehadiran KY menandai per, an Mfendasar dari
paradigma judicial supremacy menuju judicigaccourt@hbility. Selama
era pra-reformasi, kekuasaan kehakiman\Wdi ah Mahkamah
Agung (MA) cenderung tertutup, hierarkis, damgtidak terjangkau
oleh mekanisme pengawasan eksternal. Hal"figmenimbulkan apa
yang disebut oleh Satjipto Rahardjo emandirian tanpa
kontrol”, karena independensi yudifa bah menjadi bentuk
kekuasaan tanpa akuntabilitas.* an KY dimaksudkan
untuk memulihkan keseimbangargterseb@ melalui mekanisme etik
yang menegakkan kehormatan lgakt pa mengganggu otonomi
profesionalnya.

Lebih jauh, KY merupakan refleksi dari prinsip checks and

balances dalam sistem kekggsaan kehakiman. Dengan adanya KY,
struktur peradilan Indo %( lagi hanya menekankan pada
kemandirian institusion Ntetapi juga pada kebutuhan untuk
menegakkan ethical trgnsparggfy dan moral responsibility. Dalam
kerangka ini, KY begper bagai lembaga co-guardian of justice,
bekerja sejajar denga uk menjaga legitimasi moral peradilan
di mata masyarakat.”\ Pémbentukan KY juga mencerminkan

penerapan nilai- eadilan substantif dalam konstitusi. UUD
1945 pasca-am en?menempatkan hukum tidak hanya sebagai

Proses, dan Hdsi an 1999-2002, Buku VII, (Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR, 2010),
hlm. 356.

3 Jimly As
hlm. 198.

4  Satjipto Rahardjo,
2009), hlm. 55.
5 Maruarar Siahaan, Hukum dan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia, Op. Cit., hlm. 143.

onstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2020),

ukum Progresif: Hukum yang Membebaskan, (Yogyakarta: Genta Publishing,

|
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instrumen kekuasaan, tetapi juga sebagai sarana moral untuk
mencapai keadilan sosial. Karena itu, keberadaan KY tidak hanya

bertujuan mengawasi perilaku hakim secara al, Yetapi juga
untuk menanamkan kesadaran etik yang berakar nilai-nilai
konstitusional seperti integritas, kejujuran, ggung jawab
publik.® Lahirnya KY merupakan respons mdgal konstitusional
terhadap krisis legitimasi peradilan, buka daf hasil reformasi

politik, melainkan simbol rekonstruksi
hukum untuk mewujudkan peradilan
berkeadilan.

B. Rasionalisasi Filosofis da @

Secara filosofis, keberad K erupakan refleksi dari
kesadaran konstitusional kuas®gn kehakiman, meskipun
independen, tidak boleh lepa i anisme akuntabilitas publik.
Mandat yang diberikan Pasal UUD NRI Tahun 1945 menegaskan
KY dibentuk untuk menjag gakkan kehormatan, keluhuran
martabat, serta perilaku hakim. Mandat ini bukanlah hasil kompromi
politik, melainkan ekspfesi nilai dasar rule of law yang menuntut
keseimbangan antarafmdepefidensi dan akuntabilitas kekuasaan
kehakiman.” %

Prinsip tersew ar pada teori klasik tentang checks and
balances yang dikesgukakén oleh Montesquieu, kekuasaan harus
dibatasi oleh kekuaSgarffain agar tidak terjerumus ke dalam tirani.?
Dalam kontek n, kontrol memiliki dimensi moral yang lebih
mendalam: menjagi¥bgar kekuasaan kehakiman tidak kehilangan

nya\Di sinilah hakikat filosofis kelahiran KY, bukan
sekadar lemgbaga

moralitaé\ konstitusional (constitutional morality) dalam ranah
peradi

garaan di bidang

a
£) er§ih, transparan, dan

atika Struktural

orientasi e
pengawas administratif, melainkan penjaga

6  Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), hlm. 122.
7  Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Op. Cit., hlm. 202.
8  Montesquieu, The Spirit of Laws, (Cambridge: Cambridge University Press, 1989), hlm. 156.
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Sebagaimana ditegaskan oleh Joseph Raz, konsep rule of law
bukan hanya menuntut kepatuhan pada hukum formal, tetapi juga
mengandaikan para penegak hukum bertindak sional,
transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
dipahamihanya sebagai aturan tanpa dimensi etik agi
normatifnya dan menjadi empty legality, yaitu sah ra

prosedural
tetapi hampa moral. Karena itu, KY berfun bagif mekanisme
moral institusional yang menjaga agar jekua kehakiman
berakar pada keadilan substantif, buk%dar keabsahan
formal. Namun, idealisme ini terhambaf olehagfalitas struktural

dan politik hukum yang kompleks. Selama dekade terakhir,
posisi KY mengalami reduksi signifika DAt tiga problem utama:
pembatasan konstitusional melalui % udisial, fragmentasi
sistem pengawasan, dan kelemaha sitag kelembagaan.
1.  Pembatasan Konstigis elalui Tafsir Mahkamah
Konstitusi

Problematika pertama ‘munculyakibat serangkaian putusan
Mahkamah Konstitusi (MK) yang menafsirkan secara restriktif
kewenangan KY. Putus omor 005/PUU-IV/2006 dan
Putusan Nomor 43/PUU- 015 menegaskan kewenangan
KY tidak mencakup pgngawasgn terhadap hakim konstitusi dan
pengawasan perilaku Narus dikoordinasikan dengan MA.'°
Putusan ini secara s nsidl mengikis sifat independent oversight

(pengawasan indepen ang sebelumnya menjadi ciri utama
KY, dan menjad;
rekomendasi etj

lembaga yang fungsinya terbatas pada
anpatlaya eksekusi yang kuat.

Secara
kekuasaan yids®

ional, kondisi ini menciptakan asimetri
A memiliki otoritas penuh terhadap hakim

9 Joseph Raz, The rity of Law: Essays on Law and Morality, (Oxford: Clarendon Press, 1979),
hlm. 214-218.

10 Mahkamah Konstitusi, Putusan Nomor 005/PUU-IV/2006 dan Putusan Nomor 43/PUU-
XIII/2015.
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di bawahnya, sementara KY kehilangan otonomi dalam melakukan
pengawasan. Padahal, dalam teori accountable judiciary, lembaga
pengawas eksternal dibutuhkan untuk mencegah kgnflik Repentingan
dan corporate bias di kalangan hakim." Karena itu, ta striktif MK
tidak hanya membatasi KY secara normatif, t?’ mengganggu
keseimbangan prinsip checks and balances galaranah kekuasaan
kehakiman.

2.  Fragmentasi Struktural dalarm$fsteth Pengawasan

Masalah kedua ialah fragmentasw al antara KY dan MA.
Sistem pengawasan etik di Indonesigs®aat in# bersifat dualistik: MA
melalui Badan Pengawasan (Bawa henjalankan pengawasan
internal, sedangkan KY menj pengawasan eksternal.
Namun, tanpa koordinasi berbasis ®ata dan protokol etik terpadu,
mekanisme ini cenderung ang)tindih dan tidak efisien.’?
Lebih jauh, hubungan kelefhpagaah antara KY dan MA sering
diwarnai ketegangan epistgimikisebab MA menekankan supremasi
independensi institusional, semehtara KY menekankan dimensi
moralitas publik.

Dalam kondisi iff1,'p asan etik sering kali terjebak dalam
tarik-menarik antaya“Rewgnangan” dan “kewibawaan”, bukan
h."™8ecara konseptual, hal ini menunjukkan

antara “benar” da .
lemahnya desain mbagaan yang seharusnya bersifat collaborative

accountability, yait pengawasan yang berbasis kolaborasi dan
pembelajaran bukan persaingan antar-embaga.™

Interdisciplin pproach, (Thousand Oaks: Sage Publications, 2002), hlm. 33-37.
12 Maruarar Siahaan, Hukum dan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia, Op. Cit., hlm. 182.

13 Mauro Cappelletti, The Judicial Process in Comparative Perspective, (Oxford: Clarendon Press,
1989), hlm. 277.
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perilaku hakim masih jauh dari memadai. Berdasarkan Laporan
Tahunan Komisi Yudisial 2024, rasio pengawas terhadap hakim
di Indonesia belum mencapai 1:200, padahal idgalnya eqninimal

1:50 untuk efektivitas pemantauan.'* Selain itu] angnya
infrastruktur riset dan data etik yang komprehegsi ebabkan
KY masih mengandalkan laporan masyarakat sebagajgurhber utama
pengawasan. Kondisi ini membuat pengawas Y b&fsifat reaktif,

bukan prediktif; menindak pelanggaran ela rjadi, bukan
mencegahnya melalui analisis perilaku dan% peringatan dini
(early warning system). Padahal, dalam pégadigmg modern judicial
ethics governance (tata kelola etika kehakima ektivitas lembaga

pengawas justru terletak pada kemamp
preventif berbasis data dan riset perilé

Amelakukan intervensi

Kombinasi problema terse enciptakan paradoks

kui gebagai penjaga integritas
peradilan, tetapi secara prakti\ kehifdngan otoritas moral dan
efektivitasnya. Ketegangan a itas dan moralitas membuat
KY perlu direkonstruksi secara #mormatif, konseptual, dan

institusional agar mampu %batani hukum dan etik dalam

kelembagaan: secara normatif K

menegakkan integritas a '® Transformasi ini menuntut
perubahan paradigma: d ga pengawas menjadi arsitek moral
peradilan (architect of juldicial mgfality).

KY bukan seka
yang menanamkan n
Dengan memban
perilakuyudisial, sert
model pengawdsan Werbasis bukti yang menekankan pencegahan

«

penjlga gawang etik”, tetapi “pendidik etik”
egritas sebagai budaya kelembagaan.
pembelajaran etik berkelanjutan, riset
isdataintegritas, KY dapatbergerakmenuju

14 Komisi Yudi
46.

ndonesia, Laporan Tahunan 2024 (Jakarta: KY RI, 2024), hlm. 45—

The Rule of Law, Judicial Accountability and the Separation of Powers:
Strengthening t diciary in the 21st Century,” Hastings International and Comparative Law
Review, Vol. 36, No.2 (2013), hlm. 222-225.

16 Jeremy Waldron, The Rule of Law and the Measure of Property, (Cambridge: Cambridge University
Press, 2012), hlm. 98-101.
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dan pembinaan, bukan hanya penghukuman.'” Rasionalisasi dan
perbaikan KY bukan sekadar memperkuat kewenangan formal,

tetapi membangun ekosistem etika kehakiman bégkelanjutan
agar hakim bertindak sesuai hati nurani konstitusidgl. KY harus
kembali pada jati dirinya sebagai lembaga mo jtusional yang

menyeimbangkan kekuasaan, kebajikan, hukum,\dan keadilan.

C. Landasan Filosofis dan Nor f:
Menuju Rule of Integrity

¥i Rule of Law

Secara filosofis, kehadiran KY mer an pengejawantahan
dari prinsip negara hukum (rule of J& ang menempatkan hukum
sebagai instrumen pengendali kek alam pandangan Joseph
Raz, rule of law menuntut agar m Derfungsi sebagai pembatas
kekuasaan negara, bukan selagai alat legitimasi kekuasaan itu
sendiri.’® Hukum, dalam keman sebut, tidak boleh berhenti
pada tingkat prosedural atay formalitas legalistik, melainkan
harus menjadi instrumen#rasiona untuk menjamin keadilan dan
melindungi martabat mapnusia.

Namun, dalam gkon ketatanegaraan Indonesia pasca-
reformasi, prinsip rule @f1 rkembangke arah yanglebih substantif,
yaitu rule of integrigy seb suatu paradigma hukum yang tidak
hanya menuntut %\ terhadap norma hukum positif, tetapi
juga integritas m i ‘para pelaksana hukum. Dengan kata lain,
rule of integrity adala ensi etik dari rule of law, yang memastikan

Y
di

kekuasaanke an dijalankan tidak hanya secara sah (legally right),
tetapi juga r (morally right). Paradigma ini menempatkan
integritas | Sekadar atribut individu hakim, melainkan nilai

19

kelembagaa g menjadi fondasi legitimasi kekuasaan yudisial

Dalam koRteks ini, keberadaan KY menjadi simbol institusionalisasi

17 OECD, Judicidliintegrity Network: Building Evidence-Based Judicial Oversight Systems, (Paris:
OECD Publishing, 2022), hlm. 14-17.

18 Joseph Raz, The Authority of Law: Essays on ..., Op. Cit., hlm. 210-214.
19 Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Op. Cit., hlm. 196.
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nilai integritas dalam sistem hukum nasional. KY hadir untuk
memastikan prinsip-prinsip etik tidak berhenti pada tataran ideal
moral, melainkan terinternalisasi dalam mekanisige kelegbagaan
peradilan. Integritas di sini bukan sekadar kejujuran p , tetapi
keselarasan antara nilai, norma, dan tindakan mbentuk
moral coherence dalam praktik kehakiman.?

1. Dari Rule of Law ke Rule of Integrj msi Filosofis
Peralihan konseptual dari rule of l%remasi hukum)
menuju rule of integrity (supremasi i ita8% dapat dipahami
sebagai respon terhadap kelemahan paradiem®egal-formalist yang

mendominasi sistem hukum Indonesje Sum reformasi. Dalam
paradigma legalistik, hukum diandgap esai ketika prosedur
hanformal terhadap aturan.

dipenubhi; keadilan diukur melalui k

Padahal, sebagaimana dikemukakgg oleh ¥on L. Fuller, hukum tanpa
moralitas internal akan kehilangan d®@#hormatifnya, sebab esensi
hukum terletak pada keteraturan yAng bermakna secara etis.?!

Rule of integrity mengoreksi pandangan sempit tersebut dengan
menegaskan legitimasi huk itentukan bukan hanya oleh validitas
normatif, tetapi juga oleh#ntegrit moral dari penegaknya. Seorang
hakim yang memutus p engan benar secara hukum, tetapi
cacat secara moral, se guh@ya telah melanggar rule of integrity.
Oleh karena itu, KY enjaga dimensi moral dalam hukum,
yaitu memastikan pr adilan dijalankan oleh pribadi-pribadi
yang tidak hanya i norma, tetapi juga menghayati nilai.
Dalam kerangka fils ukum modern, gagasan ini sejalan dengan
pemikiran Rong# DwgorKin, yang menegaskan integritas merupakan
prinsip funda @ dalam menafsirkan hukum. Bagi Dworkin,

Imgdstrintegritas adalah sistem yang koheren secara

keputusan hukum mencerminkan konsistensi

enja

sistem huk
moral, kargna s

20 Jeremy Waldron, Integrity and the Rule of Law, (Cambridge: Cambridge University Press, 2018),
hlm. 54-56.

21 Lon L. Fuller, The Morality of Law, (New Haven: Yale University Press, 1969), hlm. 42-46.
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antaranilai, norma, dan tindakan negara.” Karena itu, rule of integrity
tidak hanya melengkapi rule of law, tetapi juga menjadikannya hidup
dan bermakna dalam praksis peradilan.

2. Prinsip Integritas dalam Standar

Bangalore Principles of Judicial Conduct (200
nilai universal bagi profesi kehakiman: find
integritas, kepantasan, kesetaraan, dan ko

enetapkan enam
nsi, imparsialitas,
eten§i.”® Keenam prinsip
an fondasi moral bagi
itas, dalam kerangka

Bangalore Principles, menempati
prasyarat bagi nilai-nilai lainnya:
akan kehilangan arah, imparsialit
kepantasan kehilangan makn

sentral karena menjadi

ehilangan kepercayaan, dan

Dalam konteks Indonest§, prinsip-prinsip Bangalore tersebut
telah diadopsi ke dalam € dan Pedoman Perilaku Hakim
(KEPPH) yang disahkan gleh MA dan KY pada tahun 2009. Namun,
penerapan prinsip—prinMum sepenuhnya efektif karena masih
bersifat deklaratif da um terintegrasi ke dalam sistem tata kelola
kelembagaan. Oleh ka itd) KY memiliki tanggung jawab strategis
untuk mentransforMagikarPrinsip etik tersebut menjadi mekanisme
institusional, buk
mengatur perilaku

ekad#lr pedoman moral, tetapi sistem nilai yang
ilan secara sistematis dan terukur.

an dari Sistem Hukum Perbandingan

ndingan hukum, lembaga pengawas peradilan

serupa KY derkembang di banyak negara dengan beragam
nomenkla@turdanstruktur. Judicial Service CommissiondiAfrikaSelatan,
Consei de la Magistrature (CSM) di Prancis, dan Judicial

22 Ronald Dworkin, Law’s Empire, (Cambridge: Harvard University Press, 1986), hlm. 176-179.

23 United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), The Bangalore Principles of Judicial
Conduct, (Vienna: UNODC, 2002).
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and Bar Council (JBC) di Filipina merupakan contoh lembaga yang
menjalankan fungsi serupa: menjaga integritas dan profesionalisme

hakim.”* Masing-masing model menampilkan pehdeka yang
berbeda. Di Prancis, Conseil Supérieur de la Magistra emiliki
otoritas kuat dalam promosi dan disiplin hakim atkannya
sebagai penjaga independensi sekaligus akuntabilit

Di Afrika Selatan, Judicial Service Comm gedepankan

transparansi melalui proses seleksi terbukd da
Adapun di Filipina, Judicial and Bar Coungi[¥€rfugigsi memastikan
meritokrasi dalam rekrutmen hakim.? ingerbandingan tersebut
dapat ditarik pelajaran penting: kebegmasilan?lembaga pengawas
@ uasnya kewenangan
mo ntegritas prosedural,

ya. Lembaga seperti KY
iliki legitimasi ganda, yaitu
itusi, dan legitimasi moral

yudisial tidak semata bergantung
formal, melainkan pada kredibilita
dan efektivitas tata kelola kelembag
hanya dapat berfungsi optimal bi
legitimasi hukum yang dijamin
yang tumbuh dari kepercayaa

ki

26

4.  Menuju Konsepfgalisasi Rule of Integrity dalam Konteks

Indonesia
Rule of integrity d%)nteks Indonesia harus dipahami
sebagai proyek moral Man ins#fitusional yang berjalan beriringan.
KY berperan sebagai gthica rdian dalam sistem hukum nasional,

dengan fungsi utama
peradilan dan a

jaga keseimbangan antara kemandirian
itds publik. Reformasi kelembagaan KY,
karenanya, tidak erhenti pada perluasan kewenangan atau
revisi peratur. harus menyentuh aspek paradigmatik:

membangun b ik yang menjiwai setiap proses peradilan.

24 Brian Opeskin)\‘The Juficial Service Commission and the Appointment of Judges in South

Africa,” Cq gnwealth & Comparative Politics, Vol. 50, No. 1 (2012), hlm. 45-66.
25 Antoine Garapon ustice et le Gouvernement des Juges, (Paris: Odile Jacob, 2010), hlm. 132-
137.

26 Mauro Cappelletti, The Judicial Process in Comparative Perspective, (Oxford: Clarendon Press,
1989), hlm. 278-281.
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Sebagai lembaga konstitusional, KY memiliki tanggung jawab
historis untuk memastikan rule of law tidak berhenti pada hukum

tertulis, tetapi bertransformasi menjadi rul int8grity yang
hidup dalam kesadaran moral para hakim. Dalam gka inilah,

penguatan KY harus dipandang bukan seka asi hukum,

tetapi sebagai bagian dari pembangunan peradabgn hukum bangsa,

suatu ikhtiar untuk menjadikan keadila n hanya hasil dari

hukum yang sah, tetapi juga dari hati nu%g ujur.”’

D. Dilema Kelembagaan: A!& dependensi dan
Akuntabilitas

Salah satu tantangan terbg dlam pembaruan sistem

n duanilaiyang sama-sama

satu mata uang yang sama, ependensi tanpa akuntabilitas

dapat melahirkan judicial j sementara akuntabilitas tanpa

batas dapat menggerus otonomi peradilan. KY, sebagai lembaga yang

ditempatkan dalam pogigi “penjaga moral” kekuasaan kehakiman,
menjadi aktor utama dglam elola dilema tersebut.
Dalam konteks tarfegaraan Indonesia, dilema ini semakin

kompleks karena b b& bukan hanya dari problem konseptual,
tetapijugadarike
hukum konstitusio
yang memperlj

KY dalam tafsir

kseld¥asan desain kelembagaan dan interpretasi
g terus berkembang. Dua dimensi utama
etegangan ini adalah (1) batas kewenangan
titusional, dan (2) tumpang tindih fungsi
A.

ewenangan dan Tafsir Konstitusional
atif, Pasal 24B UUD NRI Tahun 1945 memberikan

jelas KY berwenang menjaga dan menegakkan
kehormatan, "keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Namun,

27 Satjipto Rahardjo, Hukum dan Perubahan Sosial, Op. Cit., hlm. 88-92.
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dalam praktiknya, makna kewenangan tersebut mengalami
penyempitan signifikan akibat serangkaian putusan MK yang
menafsirkan ruanglingkup pengawasan KY secara kefat. Pu
No. 005/PUU-IV/2006 menegaskan KY tidak memili
untuk mengawasi hakim konstitusi, dengan ar
independensi Mahkamah Konstitusi sebagai lemba

menjaga
udrdian of the

Putusan MK No. 43/PUU-XIII/2015 dan K No. 28/PUU-
XII/2014, semakin mempersempit per alam melakukan
fungsi pengawasan terhadap hakim di hawab . MK berpendapat
4@ dasi etik, sedangkan
ditaggAn MA melalui Majelis
idali serangkaian putusan
nangan konstitusional, yang

menjadikan KY lebih menyeruPai wdtthdog tanpa taring, karena
lembaga yang dapat memanta i tidak dapat menegakkan.

constitution.?® \
Tidak berhenti di situ, putusan-putufan beriKutnya, seperti
ut®€an
Y

KY hanya berwenang memberikan
pelaksanaan sanksi etik tetap berad
Kehormatan Hakim (MKH).?° Impli
ini adalah terjadinya reduksi

Fenomena ini menimbulkan apa yang disebut institutional

frustration, yakni kondisi
yang besar, tetapi dibatagf Secara Mormatif oleh desain hukum yang
kaku.’ KY secara ideolo podisikan sebagai pelindung integritas
kehakiman, tetapi sec uri@fs tidak memiliki alat yang memadai
untuk menjalankan fgandat§itu secara efektif. Akibatnya, banyak
laporan pelanggarane m yang berhenti di tingkat rekomendasi
jelas, menciptakan persepsi publik sistem
miliki kekuatan korektif yang nyata.®

berspeltif teori checks and balances, kondisi ini
mencerminkanWgetidagkseimbangan dalam sistem yudisial Indonesia.

Di satu sisi, WA megnegang kekuasaan penuh dalam hal pembinaan,

lembaga memiliki mandat moral

28 Mahkamah Ko i Republik Indonesia, Putusan No. 005/PUU-IV/2006 tentang Pengujian
UU KY terhadap UUB 1945, (Jakarta: Sekretariat MK, 2006).

29 Mahkamah Konstitusi, Putusan No. 43/PUU-XIII/2015 dan Putusan No. 28/PUU-XII/2014.
30 Daniel S. Lev, Judicial Authority and the Politics...Op. Cit., hlm. 145-147.
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pengawasan, dan penegakan disiplin hakim, sementara di sisi lain,
KY tidak diberi peran substantif dalam proses yang menentukan
integritas lembaga tersebut. Padahal, idealnya, bag® pengawas
eksternal seperti KY harus memiliki otoritas korelatif aBag@'mekanisme
pengawasan tidak bersifat formalitas adminis

2. Tumpang Tindih Fungsi dengaw ah Agung
Selain pembatasan kewenangaty, blem kedua yang
menghambat efektivitas KY adala mpang tindih fungsi
pengawasan dengan MA. MA memili an Pengawasan (Bawas)
g m

sebagai organ internal yang ber meriksa perilaku dan

kinerja hakim. Selain itu, KY
eksternal dengan fokus pada asp
teoretis, pembagian ini dimaksu
pengawasan berlapis (dual ov
mekanisme internal dan ekst®ynal.

an fungsi pengawasan
integritas moral. Secara
untuk menciptakan sistem
t system), yang menggabungkan

et

Namun, dalam pra istem ini justru menimbulkan
overlapping authority dan ketegangan fungsional antara dua lembaga.
Banyak kasus menunj uk%dan KY sering mengeluarkan temuan
yang berbeda terhad kara etik yang sama, menimbulkan
kebingungan publik siapa yang memiliki otoritas final.*
Dalam beberapa & A bahkan menolak menindaklanjuti

engaly alasan perbedaan persepsi mengenai
substansi pelangga' ik. Situasi ini memperlihatkan absennya
i dan komunikasi kelembagaan yang efektif.
kerja secara paralel tanpa sinergi substantif,
edua lembaga tersebut membentuk ethical co-
sm, yakni sistem pengawasan yang berbasis
ompetisi kelembagaan.*

31 Komfsi ial RI, Laporan Tahunan 2023, (Jakarta: KY, 2024), hlm. 78-80.
32 Mauro Cappellgtti, Judicial Review in the Contemporary World, (Indianapolis: Bobbs-Merrill,
1971), hlm. 199.

33 Hukumonline, “Konflik Kewenangan antara KY dan MA dalam Pengawasan Hakim”,
Hukumonline.com, 12 Mei 2022.

aty p
an

mekanisme ki

governance %

kolabora#i, buls
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Akibatnya, muncul persepsi publik hubungan antara KY
dan MA bukan kolaborasi etik, melainkan rivalitas institusional.
Rivalitas ini berakar pada perbedaan cara pandanggMA cegderung
memandang pengawasan etik sebagai domain w untuk
melindungi independensi hakim, sedangkan dangnya
sebagai domain publik untuk menjaga akuntabilita rdl peradilan.

Ketegangan epistemik ini memperlemah efekggitas Rgua lembaga
dan menurunkan kepercayaan publik geerha mekanisme

penegakan etik yudisial.® %
Dalam konteks tata kelola mo (jutlicial governance),

tumpang tindih semacam ini sehar elesaikan melalui
mekanisme koordinatif permanen, embentukan Judicial
Coordination Council (JCC) yang berfungStaggnyelaraskan kebijakan
pengawasan dan pembinaan.® J at menjadi forum etik
nasional yang memastikan setia omehdasi KY memiliki tindak
lanjut kelembagaan yang jelas
etik dijalankan secara koher
mengorbankan independensi hakim.

Jika ditelusuri lebih Wﬂema antara KY dan MA tidak
semata bersifat kelembg@8an, tétapi juga epistemologis. Dalam
tradisi hukum kontinentad#civl law) yang menjadi dasar sistem
hukum Indonesia, i nd®fisi hakim sering dimaknai secara
struktural, karena beBas darfjcampur tangan lembaga lain. Namun,
dalam paradigma hu odern, independensi harus disertai
responsible auton jtu kebebasan yang dijalankan dalam
koridor akuntabilitaswetik. Pengawasan etik oleh KY tidak boleh
dipandang sebfigal Wancaman terhadap independensi, melainkan
sebagai instru uk memastikan independensi itu dijalankan
al d@bertanggung jawab. Di sinilah letak pentingnya
ibiited model antara KY dan MA: keduanya bukan dua

, Serta menjamin pengawasan
sparan, dan akuntabel tanpa

34 Brian Opeskin, “Judicial Councils and the Regulation of Judges: Op. Cit., hlm. 671-694.

35 Jimly Asshiddiqie, Etika Konstitusi: Moralitas, Etika, dan Integritas Penyelenggara Negara,
(Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 158-161.
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entitas yang saling menegasikan, tetapi mitra sejajar yang saling
menguatkan dalam menjaga kemuliaan profesi kehakiman.*

Selain problema kewenangan dan koo i, Jkelemahan
mendasar KY juga terletak pada aspek kapasitas omganisasi dan
legitimasi publik. Dalam dua dekade terakhir, e¥operasi dalam
ruang tugas yang luas tetapi dengan su yang terbatas.
Berdasarkan Laporan Tahunan Komisi 24, lembaga ini
menerima lebih dari 1.500 laporan dugagn garan etik hakim,
namun hanya sekitar 10-15% yang gapat difindaklanjuti secara

substansial, terutama karena keterba personel, instrumen
atersebut menunjukkan
tara beban tugas dan
ernance, KY menghadapi
ondisi ketika suatu lembaga
, tetapi tidak diiringi oleh
kemampuan operasional ya emadai untuk melaksanakannya.*®
Akibatnya, pelaksanaan ngawasan etik sering bersifat
reaktif, bergantung pada laporan masyarakat (complaint-based

adanya ketidakseimbangan strulf
kapasitas kelembagaan. Dalam
apa yang disebut capacity defici

memiliki mandat normatif

mechanism), bukan berb@8ig pada riset, analisis perilaku, atau audit
etik yang sistematis.

Keterbatasan jkaPasita$ ini berimplikasi langsung terhadap
tingkat kepercayaa
institusional yan
tidak hanya ditent
juga oleh efek

KY mungkin&

36 Shimon hw&ial Independence: New Conceptual Dimensions and Contemporary
Challen (Leiden: Brill, 2010), hlm. 22-25.

37 Komigl Yullisi ublik Indonesia, Laporan Tahunan 2024 (Jakarta: KY RI, 2024), hlm. 73-

ik (public legitimacy). Dalam teori legitimasi

kakan oleh David Beetham, legitimasi
oleh dasar hukum (legal validity), tetapi
n moral justification dari tindakan lembaga.*
a konstitusional, tetapi efektivitasnya dalam

jike

38 Merilee S. Grildle, Good Enough Governance: Poverty Reduction and Reform in Developing
Countries, (Governance Journal, Vol. 17, No. 4, 2004), hlm. 526-527.

39 David Beetham, The Legitimation of Power, (Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2013), hlm. 16—
18.
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menjaga integritas hakim menjadi faktor utama bagi keberlanjutan
legitimasi publik. Ketika masyarakat melihat rekomendasi KY sering

tidak berdampak konkret terhadap perilaku peradiwcayaan

publik terhadap mekanisme pengawasan pun menuru

Untuk mengatasi hal tersebut, KY elakukan
rekonstruksi kapasitas kelembagaan melalui tiga straegi utama:
1. Penguatan Fungsi Investigasi dan An %

KY perlu membangun unit inves ';al%esional dengan

dukungan analis hukum, psikol6g“grepsik, dan auditor
integritas. Pendekatan multidj¢fP¥ger? ini penting agar
pengawasan etik tidak hanya % pelanggaran formal,
tetapi juga mampu mengidengifikasigpla perilaku dan risiko
etik sistemik dalam lingkungan pégdilan.*

2. Peningkatan Kompetensi dan ionalisme SDM.

SDM KY perlu dilatih erkelanjutan dalam bidang
judicial ethics, forensic audit,’ dan behavioral governance.

Penguatan kapasitagMigi harus dikaitkan dengan program
sertifikasi etik bersgma lenPaga pendidikan peradilan seperti
Pusdiklat MA atau itas hukum nasional. Langkah ini

e
tidak hanya me katken kualitas pemeriksaan etik, tetapi
juga membangun kredipflitas epistemik KY di mata hakim dan

publik.

3 Riset a Kelola Berbasis Data (Evidence-Based
Eth vergance)

Salah emahan historis KY adalah minimnya

pemagtfaa ata empiris untuk merumuskan kebijakan

40 Transparency ational Indonesia, Survey Persepsi Integritas Sektor Peradilan 2023,
(Jakarta: TI Indonesia, 2024), hlm. 29-30.

41 OECD, Strengthening Judicial Integrity through Multidisciplinary Oversight, (Paris: OECD, 2022),
hlm. 41-43.
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pengawasan. Padahal, penggunaan big data dan judicial
analytics dapat membantu mendeteksi tren pelanggaran etik,
mengidentifikasi pengadilan rawan risikqfggerta fpemetakan
hubungan antara beban kerja, integritas, da oduktivitas
hakim.*” Dengan pendekatan ini, KY
dari lembaga reaktif menjadi lembaga,pre

transformasi
tif dan preventif.

Transformasi berbasis data dan egionalisme akan
memperkuat legitimasi publik. Secara gosi
hanya ditentukan oleh hasil (output legitjm®€y), tgtapijuga oleh proses
(throughput legitimacy), yakni bagai lembaga menunjukkan
transparansi, partisipasi, dan ak ilitag dalam setiap tahap

pengawasan.*®

i§, legitimasi tidak

Jika KY mampu menerap tata Yelola terbuka, partisipatif,
dan berbasis bukti, maka kepercayaah publik akan tumbuh secara
alami tanpa perlu kampanye i
legitimasi publik merupaka a pilar yang saling menguatkan, KY
tidak akan dipercaya tan jtas operasional yang kuat, dan
kapasitas itu tidak akan perkembang tanpa legitimasi sosial sebagai

Kapasitas kelembagaan dan

dasar dukungan politik aran. Karena itu, reformasi KY harus
diarahkan tidak hanyafpada pefluasan kewenangan, tetapi juga pada
penguatan struktur rndl, profesionalisme, dan adaptabilitas
terhadap dinamika#%ik per¥dilan modern.**

1 Organisasi KY Ideal

i model organisasi KY yangideal tidak dapat
nya kewenangan formal yang dimiliki, tetapi
embaga tersebut untuk menanamkan nilai etik
ita kelola moral yang berkelanjutan dalam sistem

42 Europe twork of Councils for the Judiciary (ENCJ), Judicial Data Analytics and Ethics
Supervision, ssels: ENCJ, 2023), hlm. 10-12.

43 Vivien Schmidt, “Democracy and Legitimacy in the EU Revisited: Input, Output and
Throughput,” Political Studies, Vol. 61, No. 1 (2013), hlm. 2-4.

44 Jimly Asshiddiqie, Etika Konstitusi dan Reformasi...Op. Cit., hlm. 174-176.
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peradilan. Dalam konteks ini, pendekatan yang diperlukan bukan
sekadar power expansion, melainkan role redefinition, yaitu redefinisi
fungsi KY dari lembaga pengawas etik menjadi lembaga pemgbentuk
ekosistem integritas.* Model konseptual ini dapat diart®ligi
empat dimensi utama yang saling terkait: kele
epistemik, dan normatif. Keempatnya membenttk/ fondasi bagi

KY sebagai center of gravity dalam sistem tat ola %fik peradilan
Indonesia.
1.  Dimensi Kelembagaan: KY s@sat Keunggulan
Etik.

Dalam dimensi kelembagaan, Salnya berevolusi dari
lembaga pengawas pasif mef pysat keunggulan etik
peradilan (Center of Judicial giity Excellence). Artinya, KY
tidak hanya berperan memeg
pelanggaran, tetapi juga
budaya etik melalui rise
moral yudisial. Konsep ini dapa

stitusi yang membangun
idikan, dan advokasi nilai-nilai
ibandingkan dengan Judicial
College di Inggris, yang berfungsi tidak hanya sebagai lembaga
pelatihan teknis, tetap1 sebagai ethical learning hub bagi
seluruh aparat perfdilasmmg®
pelatihan hukumydengan gefleksi etik dan studi kasus putusan,
sehingga seti im tidak hanya menguasai hukum
efahami dimensi moral dan sosial dari

udicial College mengintegrasikan

positif, tetapi
keputusannya. P
melalui Na
ethical re
kapasita

atan serupa juga diterapkan di Kanada
icial Institute (NJI), yang menempatkan
agai elemen wajib dalam pengembangan

45 Komisi Yudisia
(Jakarta: RI3024), hlm. 45-46.

46 Judicial College Uf/Annual Report and Accounts 2023-2024, (London: Ministry of Justice,
2024), hlm. 8-10.

47 National Judicial Institute (Canada), Ethics and Professionalism in the Judiciary Program,
(Ottawa: NJI, 2023), hlm. 5-7.
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Jika ditransformasikan ke dalam konteks Indonesia, KY dapat
menjadi pusat riset etik yudisial yang menjalankan tiga fungsi utama:

1) Fungsi riset etik (ethical research): menger\w basis data
empiris mengenai pelanggaran etik, pola perilakuhakim, serta
dinamika moral dalam praktik peradil ata ini menjadi
fondasi untuk kebijakan pembinaan etik befgasis bukti.

2)  Fungsipelatihan etik (ethical trainin %sama dengan MA
dan lembaga pendidikan hukum u nyusun kurikulum

integritas yang memadukan teoyiggefleksf moral, dan simulasi
kasus etik.

3)  Fungsi advokasi etik (ethical ): mendorong partisipasi
publik dan komunitas hu 2 membangun kesadaran
etik kolektif, melalui publikd®i, diskusi publik, dan laporan
tahunan mengenai Judi

Dengan transformasi jni,
“hakim atas hakim” yang

menjadi mentor etik s;‘ temik yang berperan menginternalisasi

Y tidak lagi hanya menjadi lembaga
i pada penegakan sanksi, tetapi

nilai-nilai moral ke da truktur dan kultur peradilan. Dalam
perspektif institutiondl ethics #theory, perubahan peran ini akan
menggeser logika penBafasah dari punitive ethics menuju cultivated
ethics, yaitu etika t uh melalui pendidikan, keteladanan,
dan pembiasaan al, an semata ancaman sanksi.*® Selain itu,

perkuat posisi KY sebagai aktor epistemik

dalam governa ilan, yang berkontribusi dalam pembentukan
standar etik baru™agrdasarkan kajian empiris dan perbandingan
internasio bukan lagi pelengkap konstitusional, melainkan

bagaan, yang berfungsi mengharmonikan antara

48 Robert Audi, Moral Perception and the Ethics of Institution, (Oxford: Oxford University Press,
2013), hlm. 142-144.

49 Anne-Marie Slaughter, A New World Order, (Princeton: Princeton University Press, 2004), hlm.
191-193.
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2. Dimensi Struktural: Desain Organisasi yang Modular
dan Adaptif

Dalam membangun model kelembagaan KY id&al, salah
satu aspek paling krusial adalah desain struktumasinya.
Selama dua dekade sejak berdirinya, KY cev memiliki
struktur yang birokratis dan linier, sehinggaNgidak mampu
merespons kompleksitas persoalan etik yan kemibang secara
dinamis di dunia peradilan modern. Oleh fRarena Hu, diperlukan
desain kelembagaan yang modular dan % yaitu struktur
organisasi yang mampu menyesuaikan /digi té¥fadap perubahan
lingkungan hukum, sosial, dan teknologigtanp#kehilangan kohesi
fungsi utamanya.*

Desain organisasi KY yang giodu emungkinkan setiap
unit bekerja secara mandiri dalam lingkGpkeahlian tertentu, namun
tetap terintegrasi melalui sistem elgla etik terpadu. Model ini

dapat disusun atas empat pilar a
1.  DirektoratInvestigasiEtik, beraf@gotakan penyelidik profesional

dengan latar belakapng multidisipliner, hukum, psikologi
forensik, dan teknolSg ogmasi, untuk menelusuri dugaan
pelanggaran etik hakiga, s€cara komprehensif. Pendekatan
forensic legal investig8ion ghemungkinkan proses pemeriksaan
etik didasarkan bukti empiris dan pola perilaku yang
terukur, bukan dar Japoran subjektif masyarakat.>

2. Direktorat Pengelgbingan Etika dan Pendidikan Yudisial,
bertugas elenggarakan program pelatihan etik
berkelanj

Pendidika harus dirancang secara reflektif, partisipatif,
dan herbasis kasus nyata agar nilai moral tidak berhenti sebagai

50 Komisi Yudisial encana Strategis Penguatan Kapasitas Kelembagaan 2020-2024, (Jakarta:
KY RI, 2020), hlm. 78-31.

51 International Bar Association (IBA), Ethical Oversight in Judicial Institutions: Comparative Study,
(London: IBA, 2023), hlm. 55-56
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doktrin normatif, melainkan menjadi kebiasaan profesional
(ethical habitus).>?

3. Direktorat Kebijakan dan Riset Etik, emi ngsi strategis
dalam menyusun indikator integritas peradilan, seperti Judicial
Integrity Index (JII). Direktorat ini juga
periodik terhadap perilaku yudisialgbaik $ggara kuantitatif
(berdasarkan data pelanggaran etik) %ualitatif (melalui
survei persepsi publik dan analigis perilaku hakim).*?

Hasil riset ini dapat menjadi dasa penganibilan kebijakan etik

akukan evaluasi

nasional dan memberikan umpa langsung bagi ma serta
lembaga pendidikan yudisial.

4.  Direktorat Teknologi dan tik Yudisial, berfungsi
mengelola Judicial Ethics rmation System (JEIS), suatu
platform digital terintegrasi ydng mencatat laporan etik,
menelusuri status peglan ya, dan menganalisis tren
perilaku hakim berbagis Big data. Dengan sistem ini, KY tidak
hanya bertindak redktif te®fadap aduan publik, tetapi juga
mampu melakukaz analisis prediktif (predictive ethics analysis)

untuk mendeteksi p j pelanggaran etik sebelum terjadi.

yang menempatk iset, dan profesionalisme sebagai fondasi
utama.”® Pendeka i juga sejalan dengan teori institutional
kakan Elinor Ostrom, efektivitas lembaga

Desain modula i ini menandai pergeseran paradigma
KY dari lembaga a% f ke organisasi berbasis pengetahuan,
da

54 HerbertA. Simon, Administrative Behavior: A Study of Decision-Making Processes in Administrative
Organization, (New York: Free Press, 1997), hlm. 45-47.

55 Elinor Ostrom, Understanding Institutional Diversity, (Princeton: Princeton University Press,
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3. Dimensi Fungsional: Sinergi dan Kolaborasi
AntarLembaga

Selain desain internal yang kuat, efektivitasfKY jud® sangat
bergantung pada kemampuannya membangun sinergi bagaan
dengan MA, MK, dan lembaga lain dalam ek@gt
Sinergiini bukan sekadar koordinasi administratif, t&&pi merupakan
upaya membangun ethical governance ecosyste% uatu sistem

yudi

tata kelola etik yang terintegrasi antar-lemb 1.56 Salah satu

eradilan.

inovasi kelembagaan yang dapat diterapka aldh pembentukan
Joint Ethical Council (JEC), yaitu forum etiffagersdMa antara KY, MA,
dan MK.

ntuk: (1) Membahas
egyepakati standar etik
engelola Judicial Integrity
mendasi kebijakan etika

JEC berfungsi sebagai wadah def
pelanggaran etik lintas lembaga;
nasional dan pedoman perilaku hakjm;
Database bersama; serta (4) Men
publik peradilan.

Forum ini sekaligus mefijja anisme resolusi atas potensi

tumpang tindih yurisdiksi aptara MA dan KY, yang selama ini sering
memicu gesekan kelembaNalam kerangka konstitusional,
JEC akan memperkuat pfins red responsibility dalam menjaga
kehormatan peradilan,,s ggd pengawasan etik tidak dipandang
sebagai bentuk intw terhadap independensi yudisial,
melainkan ekspresi ung jawab kolektif terhadap kepercayaan

publik.

di Italia, ya @ ‘

masyarakat Ki Dy, dala
2005), hlg®

56 World Bank, En g Judicial Integrity through Institutional Collaboration, (Washington DC:
World Bank Governance Report, 2022), hlm. 39-41.

57 European Network of Councils for the Judiciary (ENCJ), Standards on Councils for the Judiciary:
Independence and Accountability, (Brussels: ENCJ, 2021), hlm. 11-13.

raktik Conseil Supérieur de la Magistrature
nsiglio Superiore della Magistratura (CSM)
atkan perwakilan hakim, akademisi, dan
m mekanisme pengawasan etik.”’ Prinsip
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utamanya adalah menciptakan keseimbangan antara independensi
yudisial dan akuntabilitas publik melalui kolaborasi institusional.
Melalui kolaborasi semacam ini, KY akan berpggan bukan sebagai
kompetitor MA, tetapi sebagai partner in integrity, yakBignitra sejajar
yang bersama-sama menjaga marwah perad inergi ini juga
akan memperkuat kepercayaan masyarakat,terhdflap peradilan dan
meneguhkan posisi KY sebagai moral com alaf sistem hukum

nasional. %
4. Dimensi Kultural: Etika s i tur Institusional

embangun KY yang
i, melainkan pada kultur
elembagaan. Reformasi
a hanya akan menghasilkan

kelembagaan tanpa transformasi
perubahan kosmetik, -meman
namun rapuh secara mo am konteks ini, KY perlu
menginternalisasi konsep adership, yaitu kepemimpinan
yang menanamkan nilai integ#itas bukan sebagai kewajiban
formal, tetapi sebagai jgntitas profesional. Pemimpin etik tidak
hanya menegakkan atpsan, i juga menjadi teladan moral yang
menginspirasi perila i seluruh tingkatan organisasi.®® Hal
ini sejalan dengan ghoasangfansformational ethics, karena nilai-nilai
integritas dan ta
budaya kerja seh
dan konsistensj

odern secara administratif,

gufpjawab publik ditransformasikan menjadi

j, melalui keteladanan, komunikasi moral,
60

Menurut d MD, kekuasaan kehakiman tidak hanya

soal wewendng, MRglainkan juga kepribadian moral.®* Pandangan ini

58 Bruce Ac erWew Separation of Powers, (Harvard Law Review, Vol. 113, No. 3, 2000),
59 Lind

60 James Rest arcia Narvaez, Moral Development in the Professions: Psychology and Applied
Ethics, (New York: Psychology Press, 2020), hlm. 135-137.

61 Mahfud MD, Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi, (Jakarta: Rajawali Press,
2010), hlm. 216.
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menggambarkan inti dari independensi peradilan adalah keutuhan
karakter hakim, bukan sekadar kemandirian struktural dari
kekuasaan lain. Tanpa fondasi moral tersebut, segfap mekanisme
hukum akan tereduksi menjadi sekadar ritual admin
makna substantif, karena kepatuhan etik hanya i
bukan keyakinan etis.

Untuk itu, KY harus menumbuhkan tik berbasis
learning organization, yaitu lembaga yang teffus belafar dari praktik
pengawasan, hasil evaluasi etik, dan intergkS®engan masyarakat.®?
Melalui pendekatan ini, KY tidak hanya jadI” penegak disiplin
etik,” tetapi juga produsen nilai-nilai j yang menular ke
seluruh sistem peradilan. Sebagaimanaf

kan oleh pengalaman
asilan reformasi etik
di lembaga yudisial tidak bergantun da’ besarnya kewenangan
hukum, melainkan pada sejauh nilapnilai etik terinternalisasi
menjadi DNA kelembagaan.®® Difiensi Rultural menjadi fondasi dari
semua upaya kelembagaan, s a integritas sebagai budaya,

setiap desain struktural dan mekanismie hukum hanya akan menjadi

“wadah kosong”. S
E.  Perspektif Globa% evansi untuk Indonesia
1

Dalam konteks al, petdebatan mengenai desain lembaga
pengawas peradilan selalu oros pada dua kutub konseptual: (1)
Judicial self-governan ity pengawasan internal oleh komunitas

hakim sendiri; da al oversight, yakni pengawasan etik oleh
lembaga independe uar struktur peradilan.®* Model pertama

63 European Netwo Councils for the Judiciary (ENCJ), Judicial Councils: Independence and
Accountability Reports 2022, (Brussels: ENCJ, 2022), hlm. 13-15.

64 M. Bobek & D. Kosat, Global Judicial Councils: The Rise of the Fourth Branch of Government,
(Oxford Journal of Legal Studies, Vol. 37, No. 2, 2017), hlm. 385-387.
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sosial dan profesional internal. Sebaliknya, model kedua diterapkan
di banyak negara pasca-transisi demokrasi, termasuk Indonesia,

karena faktor krisis kepercayaan publik teghgdap “peradilan.®
Indonesia mengadopsi model hibrid, sebab KY bePpgran sebagai
lembaga eksternal dengan mandat etik, tetawenghormaﬂ
independensi yudisial.

Keberhasilan model ini bergantyng tiga prasyarat
institusional utama:
S

jamigfan KY bebas dari
f maupun legislatif.

1) Independensi prosedural, yakpi
intervensi politik, baik dari
Tanpa jaminan ini, KY akan
penjaga etik dan terjebak da
politik.®

Fan kredibilitasnya sebagai
ik-menarik kepentingan

2)  Akuntabilitas profesion itu ghemastikan setiap keputusan
dan tindakan KY didagarkan pada standar etik objektif,
transparan, dan berbfasi i. Pendekatan ini memperkuat
legitimasi moral KY di mata publik maupun lembaga peradilan.

3)  Transparansi publifeygakni publikasi hasil pengawasan dan
sanksi etik secfr rténggung jawab untuk memperkuat
kepercayaan mas¥araliat terhadap peradilan. Transparansi
bukan hany. ajiPan administratif, tetapi juga instrumen
akuntabilit a

or

Laporan OE 2018) menegaskan efektivitas lembaga
pengawas eti ata ditentukan oleh regulasi formal, tetapi
oleh kekua ty systems, yaitu jejaring nilai, proses, dan

mekanismdyang nlenegakkan integritas secara sistemik.® Reformasi

67 Transparency International, Open Justice and Judicial Accountability Report 2024, (Berlin: TI,
2024), hlm. 28-30.

68 OECD, Integrity for Good Governance: Public Sector Ethics Review 2018, (Paris: OECD Publishing,

Dua dekade menjaga dan menegakkan integritas hakim 147 [ﬁ ;'ﬂ

— -



l

B,

BAB II
Memotret Organisasi Komisi Yudisial dalam Melaksanakan Tugas dan Fungsi

KY seharusnya berorientasi pada pembangunan sistem integritas,
bukan hanya restrukturisasi organisasi. Orientasi sistemik ini
mencakup pembenahan proses rekrutmen haking berbagis etik,
penguatan mekanisme pendidikan moral yudisial, sertangdigitalisasi
sistem pengawasan etik untuk meningkatkan

efisiensi.®® Jika prinsip ini dijalankan, maka KY tid3 fiarfya menjadi
lembaga pengawas, tetapi juga penjaga mor nstilisional yang
memastikan kekuasaan kehakiman beropeyasi seS8fi prinsip rule
of integrity, yakni hukum yang bukan hany. cara prosedural,
tetapi juga bermartabat secara moral. N

Adapun strategi implementasi sdag admap reformasi

kelembagaan KY menuju lembaga etikfyang b&wibawa memerlukan

langkah bertahap dalam tiga horizonywak

1) Jangka Pendek (1-3 tahun)y Kons
pada audit kelembagaan i

idasi Fondasi Etik. Fokus
, pembangunan Judicial
n peningkatan kapasitas SDM
melalui pelatihan etik esionalisme berbasis model

internasional.

2)  Jangka Menengah (3-5 ): Sinergi dan Standardisasi Etik.
Pembentukan JointEthi ouncil (JEC) antara KY-MA untuk
menyatukan kebjjakan etdk, penerapan Ethical Performance
Indicators (EPL) nguatan partisipasi publik melalui
Public Integrit tnefship serta penerbitan Judicial Integrity
Report tahunan.

3) Jangka Panj
Konstitugforahi

(5-10 tahun): Institusionalisasi dan
Integritas. Revisi UU No. 18 Tahun 2011

untuk las mandat etik berkelanjutan KY, serta
pembeht enter of Judicial Integrity Excellence sebagai
pusag rise latihan, dan inovasi etik nasional.

2018), hlm. 41-43.

69 World Bank, Judicial Reform and Integrity in Southeast Asia: Policy Frameworks and Digital
Oversight Systems, (Washington DC: World Bank, 2023), hlm. 55-58.
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Reformasi ini menegaskan etika harus menjadi roh sistem
peradilan, bukan sekadar pelengkap hukum. KY ideal bukan lembaga
koersif, melainkan berlandaskan otoritas moral. Sgtelah®ua dekade,
perannya dalam menumbuhkan kesadaran etik sudal™afata, namun
tantangan ke depan menuntut pergeseran d ga pengawas
menjadi arsitek integritas yudisial. PergeseranNghi adalah evolusi
moral kelembagaan, sejalan dengan gaga . Fuller hukum
yang baik tidak hanya soal kepatuhan,
menjiwai proses hukum.” Tanpa dimen
terjebak dalam legal formalism yang h

KY ideal harus menegakly
mengawasi dengan nurani, membiyig
bukan proyek administratif, me
yang menjembatani hukum
ditentukan oleh kemampuan enjddi penjaga nurani peradilan,
yang memadukan hukum,
konstitusional: rule of integfi

70 Lon L. Fuller, The Morality of Law, Op. Cit., hlm. 33-35.
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Reposisi Peran Komisi Mia]:

Sebuah Tantanga Wait
Relevansi Kele an

Miko Gintm&

ejak pendiriannya mel&lui ndemen Ketiga UUD 1945,
Komisi Yudisial (KY) geaRan tidak pernah berhenti berpendar
di antara dua kutub: kriti harapan. Kritik muncul karena

adanya kesenjangan an%ra harapan yang diekspektasikan dengan

I. Pendahuluan

kenyataan yang diterima o mangku kepentingan.

Salah satu pang dalah aspirasi terhadap posisi strategis
KY sebagailembagagiang diaglir dalam Konstitusi. Hanya KY, lembaga
yang menggunak Nkomisi diatur dalam Konstitusi.? Selain
KY, komisi lainnya iliki dasar pijakan pada level undang-undang
awah undang-undang. Oleh karena posisi

1 Advokat, Pegi
2023)

2 Lihat Pasal 24A dan Pasal 24B UUD 1945. Pengecualian terdapat “komisi pemilihan umum”
yang menggunakan huruf kecil sebagaimana termuat dalam Pasal 22E ayat (5) UUD 1945.

dan Praktisi Pembaruan Peradilan, Juru Bicara Komisi Yudisial RI (2021-
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memang KY bersifat mandiri ® atau tidak bergantung kepada/tidak
di bawah pihak lain. Meski demikian, jika diperhatikan lebih dalam,
dari sisi tugas dan kewenangan, KY sebenarnya begsifat
atau pelaksanaannya memiliki ketergantungan kepa
Tugas dan kewenangan KY yang bersifat depend qgsi
sebagai berikut:

Tugas & Kewenangan Dg%epada

Mengusulkan pengangkatan Mahka guhg dalam hal
hakim agung dan hakim ad hoc di pengafuan pegggintaan seleksi.
Mahkamah Agung kepada DPR untuk
mendapatkan persetujuan.

Menetapkan Kode Etik dan/atau
Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH)

bersama-sama dengan Mahkamah
Agung.
Melakukan pemantauan dan hkamah Agung dalam hal

pengawasan terhadap perilak tindak lanjut rekomendasi
hakim. N putusan KY.

Ketua Pengadilan atau Ketua
% Majelis Hakim dalam hal
pemantauan perilaku hakim di
persidangan.
Mengambil langkah hu / Penegak hukum dan Mahkamah
atau langkah lain t rang Agung.

perseorangan, kelomPak orang, atau  Mahkamah Agung, Pemerintah,
badan hukum yz ahkan dan DPR dalam hal perumusan
kehormatan da an martabat  kebijakan keamanan hakim dan

hakim. persidangan.

3 Pasal 24B ayat (1) UUD 1945.
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Mengupayakan peningkatan Mahkamah Agung dalam hal
kapasitas dan kesejahteraan hakim.  penentuan hakim yang mengikuti
peningkatan leh

Komisi Yudisial.

Mahkama emerintah,

dan DPR dal al'perumusan

kebija esejMfteraan hakim.
Meminta bantuan kepada aparat Penegak hukumi.

penegak hukum untuk melakukan
penyadapan dan merekam
pembicaraan dalam hal adanya
dugaan pelanggaran Kode Etik dan/
atau Pedoman Perilaku Hakim oleh
Hakim.

Menganalisis putusan yang hkamah Agung.
n

berkekuatan hukum tetap sebag
dasar rekomendasi untuk mela
mutasi hakim.

Hanya satu tuggs dan kewenangan KY yang bersifat
independen, dalam arti ergantung pelaksanaannya kepada
pihak lain, yaitu dal ajelis Kehormatan Hakim. Forum
Majelis Kehormata m diadakan baik atas usulan KY maupun
Mahkamah Agun% alam hal rekomendasi sanksi yang
diberikan kepaddhakin®y berupa sanksi pemberhentian. Dalam

Majelis Kehormata m ini, komposisi KY berjumlah 4 (empat)
orang dan M j

ah 3 (tiga) orang. Oleh karena itu, dengan
lat, maka putusan akan mengikuti keputusan

KY yang mg .‘ suara mayoritas.
LebihNgnjuy, benar bahwa analisis tugas dan kewenangan

ting ,sebagai sebuah pisau analisis. Namun, analisis

asumsi KY bersua

rekomendasiyperubahan peraturan perundang-undangan semata.
Simpulan demikian tidak dapat dijalankan oleh KY, melainkan oleh

pihak lain, seperti Pemerintah dan DPR.
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Benar bahwa KY dapat menerbitkan Peraturan KY dan
diakui sebagai salah satu jenis peraturan perundang-undangan.’
Namun, Peraturan KY hanya diakui keberadaannya gan megpunyai
kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan o
Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dib
kewenangan.’

Oleh karena itu, tulisan ini bermaksud Nli' enganalisis
beberapa aspek selain tugas dan kewenangayf yang diflarapkan dapat
K
n

memberikan perspektif yang lebih utuh t Meskipun tidak

secara langsung dalam analisis tugas dan afigan, tetapi aspek-

aspek ini sangat penting dan berkontrib
terhadap KY.

daPemenuhan aspirasi

II. Kerangka analisis

Dalam tulisan ini, penulis ¢
Weber dalam menganalisis suat®, relasi sosial. Dalam pandangan
Weber, suatu relasi sosial y. up atau diatur oleh aturan
di luarnya dinamakan corporate gfoup (verband). Weber tidak
menggunakan istilah assoffegion karena menurutnya pengertian

unakan pendekatan Max

“asosiasi” tidak memberi pemiPedaan antara “chief (pimpinan)”
dengan “ordinary membe gdpta biasa)”.® Oleh karena itu, dalam
pandangan Weber, terdgpat 3wiiga) kategori dalam suatu corporate

mémifers, dan administrative staff.” Dalam
edaan antara yang dinamakan chief
inistrative staff.

group, yaitu chief/he
analisis Weber, terda
atau head (leiter)

R

Selanjutnyz juga mengajukan konsep representative

ity (regierungsgewalt), yang berarti adalah
gmega

g posisi untuk memberikan arah atau fungsi

atau governing
mereka yani

.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
5 Pasal8ayat(2)

6  Max Weber, The Thedry of Social and Economic Organization, diterjemahkan oleh A.M Henderson
dan Talcott Parsons, New York: Oxford University Press, 1947, hlm. 145-146.

7 Ibid.

.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
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dari suatu corporate group. Dalam pengertian ini, Weber kemudian
menyatakan bahwa corporate action (verbandshandeln) adalah
tindakan dari administrative staff yang diarahkanleh repgensentative
atau governing authority atau, sebaliknya, tindakan darfmfembers yang

diarahkan oleh administrative staff.?
Oleh karena itu, kita dapat mengamgbil belgrapa kata kunci
dari pendekatan Weber dalam menganalist embagaan pada

tulisan ini, yaitu sebagai berikut:

Pertama, kepemimpinan (per; in sduthority). Menurut
pandangan Weber, eksistensi dari sebuah coPpghate group, tidak peduli
tipe organisasinya apakah tradisig Remunal, dan seterusnya,
hal yang menjadi penentu adalah@Mdakan dari person in authority.
Suatu organisasi modern dite n adleh bagaimana seseorang
yang memiliki otoritas bertindak. $ebenarnya, jika bersandar
pada pengertian Weber, hal/ni 18hilf’ dari kepemimpinan, karena
ukurannya adalah tindakan akt¥ dari mereka yang memiliki otoritas.

Kedua, sistem (authority of ©rder). Hal ini berkaitan dengan
karakter suatu corporatghgroup. Dalam pandangan Weber, terdapat

corporate group yang beskara autocephalous yang berarti otonom,
di mana order diatur leh members dalam otoritasnya. Selain
itu, terdapat pula coffgoratesggoup yang berkarakter heterocephalous, di
mana order ditentgkan iterapkan oleh agency dari luar corporate

perlu dipahami, bahwa menurut Weber,
yang memenuhi karakter tersebut secara
rganisasi modern, authority of order ini dapat
tahdard Operating Procedures (SOP), proses bisnis,
ckatnya, authority of order bermakna aturan main
pefate group.

group tersebut.

sekaligus.? D4la
terefleksikap/@®

ih lanjut pendekatan Weber mengenai hal ini dapat dikaji dari Max Weber,

italism, Bureaucracy, and Religion: A Selection of Texts, ed. Andreski Stanislav,
London: Allen@nd Uwin, 1983. Lihat juga George Ritzer dan Jeffrey Stepnisky, Sociological
Theory, SAGE Publications, 2018.

9 Lihat Max Weber, The Theory of Social and Economic Organization, diterjemahkan oleh A.M
Henderson dan Talcott Parsons, New York: Oxford University Press, 1947.
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Ketiga, selanjutnya, dalam konteks birokrasi, terdapat aspek
penting dalam pandangan Weber, yaitu kompetisi (competitiveness).
Weber memberikan pandangan bahwa dalam Wirokrasi unsur
kompetisi sangat penting. Untuk itu, Weber misalny atakan
promosi berbasis merit dan diatur dalam atu
penting karena birokrasi adalah organisasi yangNpdlifg rasional.

Kompetisi ini bermakna sesuatu yang berte si
relevan dalam suatu birokrasi (impersonal)mNa , Weber juga
a di

memberikan pembatasan, yaitu kompetisi irokrasi bersifat

eksis, tetapi bukanlah bersifat bebas ka

aturan yang baku.'’ N
Keempat, komunikasi (commu

birokrasi sebagai sebuah organis

Untuk itu, ia mengaitkan aspek kom

struktur dan organisasi birokra eng
dalam birokrasi bersifat formalf\top-

gar oleh aturan-

Weber memandang
asional dan efisien.
ikaSi dalam birokrasi pada
demikian, komunikasi
n, tidak bersifat personal

(impersonal), dan terdokumen nar, tentu ada kritik terhadap
komunikasibirokrasidalam pandanga® Weber ini, sepertiberjaraknya
birokrasi, kurangnya sentu manusia dalam komunikasi, hingga
potensi minimnya partisipasi piblik dalam birokrasi. Namun, aspek
komunikasi ini tetap penti relevan dalam menganalisis suatu
corporate group. \
III. Pembahasan

Pada aspek y; ama dalam analisis kelembagaan KY, yaitu

kepemimpinan (pe authority), pembahasan tidak diarahkan
pada titik tekan d demi individu. Apabila hanya bertitik tekan

pada individufp dividu, maka kamacata analisis kelembagaan
dalam hal i
penting unt
authority da

sempit (micro). Namun, sebaliknya, menjadi
at bagaimana individu per individu person in
konteks kolektif kelembagaan.

10 Lihat Max Weber, Economy and Society: A New Translation, ed. Keith Tribe, Harvard University
Press, 2019.
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Supaya lebih jelas, tulisan ini tidak bermaksud menyatakan
analisis terhadap individu person in authority adalah hal yang tidak

penting dan perlu dikesampingkan. Benar ba indigidu adalah
aspek penting, tetapi poinnya adalah bangun rancang organisasi

terkait bagaimana individu berkonfigurasi lektif dapat
membuka peluang analisis yang lebih kaya. Misahga, dalam konteks
ini terkait dengan KY. Apabila dilihat dala 195", sebenarnya

titik tekannya masih pada tataran individ#i mang dinyatakan:

“Anggota Komisi Yudisial harus filgempuigfai pengetahuan dan
pengalaman di bidang hukum sert miliki integritas dan
kepribadian yang tidak tercela.}

Hal yang menarik adalah ket1 bentuk undang-undang
mengintrodusir konsep konfigurasiPegsor in authority di KY. Disadari
sekuensi, di mana salah satunya
adalah saling cek dan saling ig¥pang (€hecks and balances) antar person
in authority. Dalam Pasal 6 -Undang Nomor 18 Tahun 2011
tentang Perubahan atas Undang-iIndang Nomor 22 Tahun 2004

tentang KY dinyatakan: N
“(1) Komisi Yudisial punydl 7 (tujuh) orang anggota.

atau tidak, hal ini membawa

(3)  Keanggotaan isi Yudisial sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) terdiria
a 2 (dua) oran n hakim;
b 2 (dua) ora rgktisi hukum;
C. oramg akademisi hukum; dan
d. , anggota masyarakat.”
kenfigurasi person in authority ini turut diperkuat
denga sensus di internal KY dengan mengusung kepemimpinan

yangbersifatKolektif kolegial dan forum tertinggi dalam pengambilan

11 Pasal 24 B ayat (2) UUD 1945.
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keputusan adalah Rapat Pleno.”” Memang muncul pula kritik
terhadap konsep kolektif kolegial ini, terutama dari sisi kecepatan
dan kesederhanaan pengambilan keputusan. Namg@in, di gjsi lain,
konsep ini memunculkan prinsip collective person in rities di
mana bukan berarti satu orang tidak signifikan, 1
pada kapasitas kepemimpinan yang didistribusikan
orang. Sukses atau tidaknya person in authghities i

bergantung pada kolaborasi dan usaha bersgma se®fta kolektif. Di

mana kemudian, pada akhirnya, tidak lagi ng semata pada

kapasitas tunggal individu. \
Premis dari collective person in authguitigs indbukan menegasikan

aspek individu dari chief dari suatu cog
proses seleksi (vetting mechanism) yang
individu pimpinan KY tetap sangat
berjalan secara transparan dan tabe) sehingga diperoleh pula

individu yang berkualitas.
Namun, hal yang sela ngkin luput dari perhatian

adalah bagaimana titik tekan pada individu ini turut dipadukan
dengan bagaimana konfigdfasinya pada aspek kolektivitas person

oup. Untuk itu, suatu

g

it untuk memperoleh
ing untuk didorong agar

in authorities. Undang-#ffdang #hanya mengamanatkan terkait
dengan unsur calon pinfpiffan JKY, yaitu mantan hakim, praktisi
hukum, akademisi hu daWfanggota masyarakat. Di sinilah titik

singgungnya, yaitu
berkualitas dengan ke

aima@la memadukan individu calon yang
an kolektifnya sebagai pimpinan.

Konfigurasi
dengan penega
KY. Untuk itula
diterapkan
cukup longfar adalah unsur anggota masyarakat. Unsur anggota
masyarak dipersyaratkan dalam undang-undang haruslah

person in authorities juga berkaitan erat
ndirian, dan, pada akhirnya efektivitas,
m konteks KY, setiap unsur pimpinan harus

12 Lihat Pasal 1 angka 4 dan 5 Peraturan Komisi Yudisial Nomor 7 Tahun 2013 tentang Susunan
Organisasi dan Pembidangan Kerja Komisi Yudisial.
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berasal dari masyarakat dan bukan berlatarbelakang MA (baik hakim
atau aparatur), praktisi hukum, maupun akademisi hukum. Secara
tegas, undang-undang sudah mengakomodir rgpgesent®si mantan
hakim, praktisi hukum, dan akademisi hukum (mdSiglg-masing 2

(dua) orang) sebagai pimpinan KY. Apabila uvw masyarakat
ini tetap diisi dari unsur berlatarbelakang ter8¢but, maka hanya
dibutuhkan satu orang yang lain saja aga& an bisa menjadi
mayoritas (4 berbanding 3 orang).

Dari perspektif ini, salah satu yapg menjadi keharusan adalah
soliditas di tingkat pimpinan (chief). Da ndekatan Weber, hal
ini dibingkai dalam pengertian img®r
group haruslah berbasis pada atura
pada standar objektif dan ber
legal. Semua dimensi person
personal mesti diminalisir at

pendekatan Weber, adalah s
dan rasional.

Lebih lanjut, apabila bisa mencapai soliditas yang objektif
dan rasional itu, kon%collective person in authorities ini
penting untuk menghfadi ejernihan (clarity) dari chief kepada
administrative staff, yaitg dalain konteks KY dipimpin oleh Sekretaris
Jenderal beserta fa nya. Dengan demikian, direction dalam

birokragi menjadi lebih jelas dan potensi konflik

Bgal’ yaitu suatu corporate
ebijakan yang disandarkan
otoritas yang rasional-
inter-personal yang bersifat
1. Untuk itu, soliditas dalam
itas dalam pengertian yang objektif

1Aa

abai organisasi yang terdiri dari 2 (dua) unsur,
) Kesekjenan, maka aspek kepemimpinan KY

tugas, keWenangan, dan kewajiban masing-masing lini, mulai dari
Sekret enderal, Kepala Biro, Kepala Bidang, dan staf.

Ditambah lagi, terjadi pula pergerseran birokrasi KY, dari
pendekatan struktural menjadi fungsional, dengan dibentuknya
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Jabatan Fungsional Penata Kehakiman melalui Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 84

Tahun 2020. Dengan demikian, konsekuensinya agalah ajiban
penguatan kepemimpinan pada setiap lini dan lapiw mulai
dari Ahli Pertama, Muda, Madya, hingga Utama.

Hal kedua adalah sistem (authority of ordey). D;g konteks KY
yang adalah corporate group dengan karakter pe utocephalous
dan heterocephalous, maka hal ini dapat trli ri order yang
disusun oleh members dalam otoritasnya sert®rderjyang ditentukan
dan diterapkan oleh agency di luar KY. nteks order yang
berasal dari luar, kita bisa melihat bagajpsemg péhgaturan sistem KY

dalam UUD 1945, undang-undang, g pemerintah, hingga
pada level peraturan menteri, dengan segMakglebihan dan kritiknya.

Namun, menjadi penting, juga melihat order yang
diciptakan diinternal KY sendiri om, mulai dari Peraturan
KY hingga Peraturan atau Keputysan Sekretaris Jenderal. Secara
hukum memang muncul per erkait siapa organ yang bisa
menetapkan suatu order beyupa peraturan di internal KY, apakah
terbatas pada pimpinan (c%u dapat pula oleh administrative

staff.

Salah satu upay
atau authority of ord,
bisnis internal (ent
ini mendekati pendekatgn
seharusnya obje

ddlam menerapkan sistem internal
dengan menyusun kembali proses
afchitecture). Penyusunan proses bisnis
eber bahwa suatu organisasi birokrasi
egal rasional. Suatu proses bisnis adalah

alur kerja yanggmgngKheksikan satu bagian dengan bagian lain
dalam suatu oy ', secara terpadu dan terintegrasi.

Dengafh d®midflan, suatu proses bisnis juga menghasilkan
kejelasan [ dan menghindarkan potensi hambatan silo

(kendala ko ikasi dan kolaborasi) dalam suatu corporate group
yang pada akhifnya dapat berujung pada situasi personal yang
dihindari dalam organisasi birokrasi modern dan rasional. Dengan
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adanya proses bisnis yang jelas, maka setiap members dalam suatu
organisasi birokrasi modern dapat diasumsikan mengerti apa yang
menjadi tugas, wewenang, dan tanggung jawabnyfgerta iterhubung
dengan siapa dan unit mana saja dalam pelaksanaan

Dengan adanya suatu proses bisnis solid, maka
pengelolaan organisasi akan menjadi lebihgteror8anisir, konsisten,
dan terstandard. Untuk itu, dalam organjgasi terhindar saling
silang tanggung jawab (duplikasi) ataufab ya tanggung jawab
serta hambatan komunikasi dan kolgborasi. $ingkatnya, kualitas
layanan publik akan terjaga sehingga %si publik akan terjaga

pula, sekurang-kurangnya dalam as seS pemberian layanan.

HEK

Dengan demikian, proses b
adanya peningkatan kualitas 1
manfaat dari KY akan mera
sebuah proses bisnis yang e
Hal ini akan mendorong re

gg solid akan mendorong
n térhadap publik. Penerima
nfaat secara langsung dari

tif%abjektif, rasional, dan responsif.
ta¥j positif bagi KY.

Di internal corporate group, Proses bisnis yang solid ini akan
mendukung pengambi keputusan (authority in order) juga.
Proses bisnis yang soligmaka mudahkan chief, members, maupun
administrative staff un gidentifikasi isu secara lebih tepat dan
cepat. Dengan demijkian, ua pihak dalam corporate group, dalam
konteks ini KY, a &tepat dan cepat untuk memetakan isu,
n indikator keberhasilannya, melibatkan
beNtafiggungjawab sesuaidengan perannya, hingga
i secara berkala. Dukungan teknologi informasi
juga mena ya’dukung terkait tujuan di atas, terutama untuk
kemudaharidalamdentifikasi dan monitoring dalam proses.

M

merumuskan sold
seluruh pihaky
melakukan e

ip erlihat sangat ideal, tetapi membangun proses
bisnis birokrasi tidak selalu mudah. Beberapa tantangan
bisa saja ul, misalnya, tantangan terbatasnya sumber daya,
mulai dari sumber daya manusia, anggaran, hingga minimnya
dukungan terhadap sistem informasi dan teknologi. Belum lagi,
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misalnya, terbatasnya dukungan sumber daya manusia, bukan
sekadar dari sisi kuantitas, tetapi dari sisi dukungan atau bahkan

resistensi karenanya adanya penolakan terhadap perubahgn zona
nyaman (comfort zone).

Dalam konteks Indonesia salah satu tant

regulasi. Dalam konteks KY, hal ini juga k
penyelesaiannya sangat bergantung pad
luar organisasinya, mengingat ciri organi
(otonom) sekaligus heterocephalous
menghambat bersifat internal dan bi :@
maka tidak selalu mudah, tetapi lepih Thugd
Hal ini berbanding terbalik apabila hanihgtan regulasi muncul dalam

tataran eksternal. Untuk hal ini,/diputubkan effort yang lebih dan
berkonsekuensi pada waktu danymberdaya yang lebih pula.

regulasi yang
aikan secara otonom,
untuk diselesaikan.

Selain itu, tantangan te m penyusunan proses bisnis
yang solid adalah kapasitas kepimpinan corporate group yang lemah.
Hal ini biasanya terman sikan dari kurangnya komitmen,

baik chief, members, hin admiflistrative staff, untuk melakukan
perubahan. Sebenarnya g Mibutuhkan dalam hal ini tidak
hanya kepemimpina ponsif, tetapi juga kepemimpinan

yang konsisten unt en. Dalam penguatan proses bisnis,

Kapasitas
pula. Visi terseb

inan yang kuat muncul dari visi yang jelas
kan menjadi nilai (values) organisasi, dan
Asampai tingkat setiap interaksi dan standard

operating proged Janpa adanya visi dan nilai dari kepemimpinan
yang kemu diejaqwantahkan menjadi visi dan nilai organisasi, bisa
jadi prose anya sekadar membakukan suatu proses internal

yang sudah ada;$finpa adanya daya respons terhadap perubahan dan
aspirasi pemangku kepentingan.
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Aspek ketiga dalam pembahasan di sini adalah terkait dengan
kompetisi (competitiveness) dalam sebuah corporate group seperti KY.

Dalam pandangan Weber, kompetisi dalam suat anis®si penting,
sepanjang dilakukan dengan impersonal dan berbasiSwgferit. Untuk
itu, pandangan ini menempatkan kompetisi i

mendorong rasionalitas suatu organisasi bjrok
seharusnya berlaku pada KY.

Kompetisi yang impersonal dan bdrbagisymerit idealnya akan
mendorong kinerja yang mengutamakan hasil (gesult-based oriented).

Oleh karena dituntut untuk menghasNu output yang bagus,
maka members dari suatu organisasi gRamgerumuskan inovasi, yaitu

cara bekerja baru yang lebih efekti

arana untuk

1en.

Untuk itu, dengan hadirn mpétisi, maka setiap members
diharapkan dapat bekerja segara op#imal untuk mencapai hasil
tertentu yang sudah disepak4ti alam bentuk key perfomance
indicator). Oleh karena itu, bidsanya kompetisi ini berkaitan erat
dengan sistem reward, niisalny
Dengan demikian, mempers dari suatu organisasi birokrasi akan

romosi jabatan atau insentif.

mendapatkan stimulus”u ekerja lebih produktif dan efisien
serta responsif terhgda rasi penerima manfaat dari suatu
corporate group.

Oleh karen
based oriented), m
kualitas sumber da

ntuk berbasis pada keluaran hasil (result-
petisi juga akan mendorong peningkatan
anusia. Di sini, akan muncul aspirasi dari
internal mem ntuk peningkatan kualitas, seperti pelatihan

maupun pe n Janjutan. Tantangan berikutnya dari organisasi
adalah unt

ploute.. ™
jalannya r.

laraskan kapasitas sumber daya internal dengan

a kesenjangan (gap), terutama apabila sumber
daya manWsjgnya merasa bahwa kapasitasnya terlalu besar pada
organisasi yang terlalu kecil, maka kecenderungan yang terjadi
adalah personil tersebut akan berhenti dari organisasi tersebut
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atau pindah ke organisasi lain. Hal ini tidak boleh dipandang secara
personal dan berhenti pada sinisme. Namun, terlebih penting untuk
mengidentifikasi persoalan di internal organisasi¢ terkaig faktor
mengapa hal itu terjadi dan bagaimana meresponsnya.

Kompetisi yang impersonal dan berbasis m akhirnya
juga mendorong munculnya regenerasi kepergimp . Kompetisi
ini akan menjadi tools untuk menemukan ta afu yang dapat
menjadi chief dari suatu corporate group. Dehga nya kompetisi
yang sehat, maka setiap members memiliki ®&empatan yang sama
untuk menonjolkan kemampuannya dan vw g sebisa mungkin
keterhindaran dari stagnansi karena se asiPnal terdapat ruang

dan kesempatan untuk itu.

nal;8potensi members akan
optimal. Members yang
patan kenaikan jenjang
, hingga penugasan pada posisi
an motivasi bagi members

Dengan adanya kompetisi i
dapat dipetakan dan dikembang
memiliki potensi akan mendapa
karir, pelatihan dan pengemban
strategis. Situasi ini akan
yang lain untuk menunjukkgn potensinya. Dengan demikian, terjadi
kompetisi internal yang se

Dari sisi penerim aat, kompetisi internal ini akan
mendorong profesionalisme ddn akuntabilitas suatu organisasi
birokrasi, seperti KY. tisi yang impersonal dan berbasis merit
akan mendorong se ers untuk bekerja secara profesional
ian, kualitas layanan pun akan semakin

rima manfaat.

Namun,

tantangan. Sal afu tantangan terbesar adalah munculnya
kompetisi ydng sehat yang kemudian membawa intrik dan
konflik antar s (office politics). Hal ini biasanya muncul karena

: !Hil engan idealitasnya, kompetisi ini juga memiliki

muncul perseps¥ kecemburuan dan persepsi ketidakadilan. Untuk
itu, tidak sekadar mengelola kompetisi secara impersonal dan berbasis
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merit, tetapi juga penting untuk mengelola persepsi dalam kompetisi
ini, terutama bagi chief.

Dalam pengamatan penulis, salah satu tw kompetisi
yang impersonal dan berbasis merit dalam_organisdsi birokrasi
ini adalah kecenderungan organisasi yan rhasis hirarkis,
e). hal, kompetisi

tidak mengenal
eber, organisasi

senioritas, dan suka-tidak suka (like or dis
yang impersonal dan berbasis merit atay o
tantangan tersebut. Bahkan dalam panlda
birokrasi adalah organisasi yang palin

asional

p rasionalitas dalam
erlu ditetapkan terlebih
36, objektif, dan terukur.

organisasi birokrasi seperti KY,
dahulu suatu indikator kinerja
Kemudian diikuti dengan tra dalam penilaian serta
evaluasinya. Dengan demikiang sistemyinternal harus menyediakan
faktor pemungkin (enabling fdcto
impersonal dan berbasis megit iRy

gi munculnya kompetisi yang

Selanjutnya, aspek terakhi¥ dalam pembahasan ini adalah
terkait dengan komu si (communication). Komunikasi dalam

organisasi birokrasi inementiliki dua dimensi yang saling terkait,
yaitu komunikasi int n komunikasi eksternal. Komunikasi
internal memiliki fengergign berupa pertukaran aspirasi secara
timbal balik di angara ers organisasi. Dalam konteks birokrasi,
dapat derajat ter omunikasi internal ini bersifat satu arah

komunikasi dén
berupa pengffag ndrasi terkait kinerja dan respons.

hnikasi internal, aspek yang paling penting
an visi dan nilai organisasi menjadi satu bahasa
setiap je eselarasan ini menjadi aspek penting karena akan
memuncu kejelasan dan soliditas pada internal organisasi.
Sekalipun bersifat top-down dan formal, tetapi komunikasi dalam
internal birokrasi harus dipastikan berjalan lancar. Apabila terjadi
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miskomunikasi dan diskomunikasi, dan hal tersebut tidak dikelola
secara baik, maka yang muncul adalah konflik.

Untuk itu, dalam komunikasi internal Majrokrai juga
diperlukan adanya sarana pengelolaan aspirasi yang ifat dua

arah, misalnya dengan model townhall, yang n secara
berkala. Hal ini dapat mengurangi adanya frjksi un potensi
konflik internal yang pada akhirnya menimb iginsentif pada

penerima layanan.
Komunikasi eksternal bagi orgghisasigJlirokrasi sangat
penting karena menjadi sarana akuntabil§ bagi penerima
e

layanan. Dengan demikian, komunika#él ek al menjadi sarana
untuk mendulang kepercayaan dan #gkungdn penerima layanan.
Ma organisasi birokrasi

Hal ini sangat bergantung pada s
dapat menarasikan program, capaian,Nan responsnya. Apabila
berhasil dan selaras dengan aspifa ima layanan, maka yang

muncul adalah partisipasi dan dukungan. Sebaliknya, apabila tidak
berhasil, yang muncul adalah

u bahkan pandangan bahwa
organisasi tersebut tidak ,relevan (irelevansi). Ditambah pula,
bukan menjadi tanda tan;wat skeptisisme publik terhadap
organisasi birokrasi. Olgfi"karend itu, KY juga berpendar dalam
pusaran arus skeptisism sebut, bukan pada ruang yang netral.

Salah satu titj
eksternal adalah ko
komunikasiregulerada
krisis, terdapat
Apabila suatu gugg

paling penting dalam komunikasi
ikas{ krisis. Hal ini bukan berarti bahwa

dak penting. Namun, dalam komunikasi
omentum dan aspirasi yang mendesak.
birokrasi tidak berhasil atau terlambat

di mana ganisasi birokrasi sangat baik dan kreatif ketika
mengelola ko ikasi reguler, tetapi menjadi terbalik seketika
ketika dihadapkan pada situasi komunikasi krisis.
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Salah satu tantangan bagi KY dalam pengelolaan komunikasi
krisis ini adalah hirarki komunikasi. Di mana karakter komunikasi

internal yang bersifat top-down dan formal fyga erlakukan
terhadap komunikasi eksternal. Dengan demikian, kofinikasi yang
muncul bersifat normatif, tidak responsif, d -tele. Dalam

—e

derajat tertentu, hasil dari komunikasi ini
persepsi irelevansi.

saienjadi kritik dan

Untuk itu, dalam konteks komunfkagiseksternal, diperlukan
adanya responsi internal birokrasi yang keluar/ari cici kaku, rigid,
dan sangat hirarkis. Selain itu, diperN a dukungan sumber
daya yang memadai, karena komup#K38ijekSternal terkait dengan
kepercayaan, legitimasi, dan relefian atu organisasi birokrasi.
ini diperlukan kapasitas

respons birokrasi yang kuat pu ga pesan yang tersampaikan
kepada penerima layanan tet

Untuk itu, terkait komunikasi

karena melimpah-ruahnya masi yang mana tidak lagi mampu
nyamgeHingga yang terjadi adalah kejenuhan

denganbanjirnyainformgi (floodingofinformation). Kondisiini terjadi

terhadap informasi (exHaustgd). Kondisi ini terjadi karena alamiah
dengan proses pe n penerimaan informasi di masyarakat.
Namun, dalam b a studi kasus, banjir informasi terjadi secara
kesengajaan. Dengah arff lain, untuk membuat kekaburan terhadap
suatu fenome ciptakanlah informasi sebanyak-banyaknya
lik dalam menerima informasi.

melebihi kapasi

Dari u, maka tantangan komunikasi eksternal suatu
organisagi b €1 juga meliputi relevansi dan sigfinikansi produk
komunijkaginyagKomunikasi yang bersifat konvensional menjadi
. Untuk itu, pemetaan terhadap kebutuhan komunikasi
layanan menjadi sebuah keharusan, salah satunya
adalah terkait dengan digitalisasi komunikasi.
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Dengan digitalisasi komunikasi, idealnya muncul kolaborasi
komunikasi dengan representasi penerima layanan. Apabila situasi

ini muncul, maka komunikasi eksternal akan menc
dengan aspirasi penerima layanan. Apabila didukun
yang juga optimal dari suatu organisasi birokrasi
eksternal ini sudah mencapai sebagian besar keber afinya.

IV. Penutup \

Dalam tulisan ini, dengan menggu a%ndekatan Weber
dalam memandang organisasi birokrasi,%él (empat) aspek
pembahasan yang dikemukakan, yait genympinan (person in
authority), sistem (authority in order @ tisi (competitiveness),
dan komunikasi (coomunication). Alih-alifNaggferak secara tersendiri

dan terpisah, keempat aspek di atas s

igg Berhubungan dan saling
dukung-mendukung satu dengan lai

Karakter KY sebagai organiasi birokrasi memang membawa
i/penerima manfaat. Namun,
ekuatannya, karena fondasi KY berada
n pada chief. Untuk itu, semua daya
nisasi birorasi agar tetap relevan

tantangan dalam merespons
sebenarnya di situ pulalah
pada administrative staff da
upaya menjadikan KY self@®ai or
perlu diperkuat. Perlu anlii, chief akan silih berganti, tetapi

administrative staff aka% enjadi tulang punggung organisasi.

XKk
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Politisasi Judicial Courwan

Pengangkatan Hak@lng:

Sebuah Perspektif P dingan

Dr. Idul Rishan, S‘HY

A. Pendahuluan

alam artikel ini, “\genulis akan menguraikan tren
perkembangan poJitisaSiy pengangkatan hakim agung di
Eropa Tengah. Pesan yang ingin disampaikan penulis melalui

artikeliniialah untukm alkan responsivitas Komisi Yudisial (KY)
terhadap isu-isu peleggahan 1fflependensi peradilan yang terjadi di
berbagai negara. Pen;%ta dan analisis akan dibangun penulis
secara kualitatif defigan ggunakan pendekatan konseptual dan
perbandingan. Ergpa TeMgAh menjadi fokus utama penulis di mana
Polandia dan Hun erupakan negara yang dijadikan sampel

perbandingan tikel ini. Teknik perbandingan dilakukan
dengan pendeka gsionalis.?

; Sodologis, Indonesia pascareformasi politik
@gamagh tren perkembangan demokrasi dengan Eropa

Tengah. Perbedaannya, Eropa Tengah seperti Polandia dan Hungaria

Secay
memiliki k

1 Pengajar Hu Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (idul.rishaneuii.
ac.id)

2 Mark Tushnet, “The Possibilities of Comparative Constitutional Law,” The Yale Law Journal 108,
no. 6 (1999): 1225-309, https://doi.org/10.2307/797327.
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transformasi politiknya dilakukan pasca komunisme, sementara
Indonesia di fase 1998 dilakukan pascaotoritarianisme Orde Baru.
Ada tiga titik persamaan antara Indonesia pascagtoritagianisme

dan Eropa Tengah pascakomunisme. Pertama, m masing
negara telah melakukan re-institusionalisasi eradilan
dalam perubahan konstitusinya. Kedua, jamin erdekaan
kekuasaan kehakiman dan pelibatan komi ardfindependen
(national judicial council) dalam mendorongmpercePftan reformasi
peradilan. Ketiga, 20 tahun pasca demokra litik, Indonesia,

Polandia dan Hungaria menghadapi is@, regregf demokrasi dan

politisasi peradilan yang dilakukan secara e if. Pengalaman dan

kasus-kasus politisasi KY dan pengan @ akim agung menjadi
O [)

data sekunder yang dianalisis secara aupun mayor. Upaya
erikan wawasan yang

perbandingan dilakukan agar da em
bermanfaat serta otokritiknya pada 20 takun praktik di Indonesia.

Hasil-hasil penelitian ak ang dilakukan dan terus
dikembangkan oleh para il ukum dan politik saat ini
terfokus pada fenomena pelemahan #ule of law (pelemahan negara
hukum) dan isu democratjg regression (regresi demokrasi). Aziz
Huq, Tom Ginsbur®, Rosali iggon, dan David Landau* ialah di
antara ilmuwan promine erilis risetnya terhadap dekadensi
supremasi hukum d e rasi yang terjadi secara global.
Bahkan, di awal tahyn regory Shaffer & Wayne Sandholtz
mengolah hasil-hasi i dengan topik Rule of Law under Pressure:
A Transitional Challen

bahwa negara-n
tekanan dan p

ajian ini hendak memberikan pesan
emokrasi berdasar hukum, mengalami
al yang justru dilakukan atas nama hukum
itu sendiri.’> Seolah-dlah rezim pemerintahan demokratis, tetapi

3  Aziz Z. Hug@d To sburg, “How to Lose a Constitutional Democracy,” SSRN Electronic
Journal 65,;0.% (20 79-169, https://doi.org/10.2139/ssrn.2901776.

4  Rosalind and David Landau, Abusive Constitutional Borrowing: Legal Globalization and
the Subversion o al Democracy (Oxford University Press, 2021), 11.

5 Gregory Shaffer and Wayne Sandholtz, eds., The Rule of Law under Pressure: A
Transnational Challenge, 1st ed. (Cambridge University Press, 2025), 3, https://doi.
0rg/10.1017/9781009460286.

%. %% 176 BUNGA RAMPAI



Dr.IdulRishan, S.H., LL.M

faktanya hukum digunakan sebagai alat untuk melegitimasi
otoritarianisme. Fenomena ini yang disebut Levitzky dan Way

sebagai rezim competitive authoritarianism.® i day eliminasi
oposisi, kriminalisasi lawan politik, pembungkamafgers, pemilu
yang tidak fair, sampai dengan kebijakan-kebi g dilegalisasi
secara otokratik.’

Dari isu-isu yang disebutkan di atag, a u benang merah
yang mengarah pada satu prakondisi. Unfuk uluskan kebijakan-

kebijakan otokratik atau anti demokzasi, rdekaan kekuasaan
kehakiman dirusak, dipolitisasi, ata ng-kurangnya dibuat

tunduk pada rezim. Upaya ini dila u uk mematikan fungsi

kontrol terhadap rezim.®? Tren y g masif dilakukan ialah
i terhadap Supreme Court
litisir pengangkatan calon
a Polandia dan Hungaria ialah
sampel konkret politisasi pefigangkatan hakim agung. Setelah rezim
komunisme berakhir ne but bertransformasi menjadi
negara demokratis di fase akhir tahun ‘80 dan awal 90’an. 20-25
tahun setelahnya, tep pasca kepemimpinan Andrzej Duda
di Polandia, demikianfhaln iktor Orban di Hungaria, masing-
masing negara dem%a mengalami kerusakan atau erosi

Perlefnbangan di dua negara tersebut cukup

(democratic eroding
relevan untuk diglas [éBif lanjut melalui artikel ini. Mengingat,
masing-masing ne enunjukkan tren politisasi pengangkatan

ter

dengan melakukan tekanan ata
(Mahkamah Agung) dengan ,mem
hakim agung. Eropa tengah

hakim agung ahan National Judicial Council.

6 Steven Levifsky and Lican A. Way, “Elections Without Democracy: The Rise of Competitive
Authoritaria: . rnal of Democracy 13, no. 2 (2002): 51-65, https://doi.org/10.1353/
jod.2002Q026.

7  StevedlLe Daniel Ziblatt, How Democracies Die, First edition (Crown, 2018).
8 Tom apd Tamir Moustafa, Rule By Law, The Politics of Courts in Authoritarian Regimes
(Cambridge ersity Press, 2008), 21.

9 Wojciech Sadurski, “How Democracy Dies (in Poland): A Case Study of Anti-Constitutional
Populist Backsliding,” SSRN Electronic Journal, ahead of print, Elsevier BV, 2018, 3-5, https://
doi.org/10.2139/ssrn.3103491.
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B. Pembahasan

Pada bagian ini, ada tiga kerangka pemikiran yang akan
diuraikan oleh penulis untuk mengolah dan m nalisps data.
Pertama, kaitannya dengan tren politisasi peradilan yang embang
di berbagai negara. Kedua, kasus-kasus kontrov terjadi di
Eropa Tengah, khususnya Polandia dan Hungarj , ialah lesson
learned atau refleksi yang perlu direspons K ughya ancaman
politisasi elit baik terhadap KY sendiri mfup rannya dalam
pengangkatan calon hakim agung (CHA).

1. Kemerdekaan Kekuasaan Nan dan Tren

Politisasinya

iko usional, kemerdekaan
kekuasaan kehakiman merupakan prasy®t tegaknya prinsip negara
hukum. Pada umumnya negaraya nakan konstitusi tertulis
menjamin kemerdekaan kekuasddg kehakiman sebagai konsekuensi
logis dari doktrin pemisah saan. Terpaan gelombang
demokratisasi pada tahun 90’an, turuf mendorong lahirnya lembaga
peradilan yang fair dan in den. Sebagai contoh, Eropa Tengah
pascakomunisme dan kebgmgkitaBfdemokrasi di Asia.

Dalam negara-negara demokr

Tak heran, jika s ohrJmenegaskan bahwa transisi politik
kerap menjadi mome aldm menjamin tegaknya kemerdekaan

kekuasaan kehakim
ke arah yang lebih
reformasi peradi satu upaya konkretnya ialah menjamin
adanya prinsip__kerffefdekaan kekuasaan kehakiman dalam
konstitusinya.}’ Ha umum, prinsip kemerdekaan kekuasaan
kehakiman di gar hakim bebas dari segala macam bentuk
intervensi déyi hg kekuasaan lain.™

erubghan suprastruktur politik otoritarian
atis digunakan sebagai peletak dasar

10 Anja Seibert Fo
(Springer Heidelber;

udicial Independence in Transition Judicial Independence in Transition

,2012), 7.

11 John Farejhon, “Independent Judges, Dependent Judiciary, Explaining Judicial Independence,”
Southern California Law Review 72, no. 353 (1999): 962-1039.
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Feld dan Voight membagi implikasi prinsip kemerdekaan
kekuasaan kehakiman dalam dua hal. Pertama, independensi personal
di mana jabatan hakim tidak ditentukan dengan Rgpentifigan politik.
Kedua, independensi institusional di mana kelem n institusi

peradilan terpisah dari organisasi pemeri ini untuk
menegaskan bahwa organisasi peradilan tidak era§'di bawah supervisi
pemerintah termasuk otonomi keuangan da% en organisasi.”

Jika membaca pendekatan konsgptusiydi atas, model dan
prosedur pengangkatan dan pemberhentian Jiakim, menjadi isu
yang sangat krusial bagi tegaknya prin emerdekaan kekuasaan
kehakiman. Studi Garoupa dan /8 r§ menegaskan bahwa
“the selection of judges is a centra % most theories of judicial
independences. Judges who are deglendentaigf some way upon the person

who appoints them cannot be relied updmthe deliver natural, legitimate,
and high quality decisions”."

Jabatan hakim seyogjan%a mendapatkan proteksi (insularity
principle) atau perlindungah bai am proses pengangkatan, masa
jabatan hingga pemberhentiannya. Dalam hal ini, pengangkatan
hakim tidak mengikutMAan politik praktis atau keinginan
rezim, termasuk day pegabethentiannya. Masa jabatan jabatan
definitif dan tida ngikuiti tenggat waktu masa jabatan di
pemerintahan. Ke t@an, hakim hanya bisa diberhentikan dalam

masa jabatannya an¥syarat-syarat dan prosedur yang diatur
secara rigid melalui tertulis.™

Praktik angkatan hakim agung di Amerika kerap
mendapatk itik¥ oleh para ilmuwan. Di antaranya Smith
12 Lars P. Egld a Voigt, “Economic Growth and Judicial Independence: Cross Country

Eviden sing a New Set of Indicators,” SSRN Electronic Journal, ahead of print, 2003, 497,

139/ssrn.395403.

13 Nuno d Tom Ginsburg, “Guarding the Guardians: Judicial Councils and Judicial
Independence,y/American Journal of Comparative Law 57, no. 1 (2009): 103-34, https://doi.
0rg/10.5131/ajc1.2008.0004.

14 Kristy Richardson, “A Definition of Judicial Independence,” The UNE Law Journal 2, no. 1
(2005): 75-96
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yang menilai keterlibatan Presiden secara langsung dalam proses
penunjukkan akan mengganggu independensi hakim dalam

memeriksa dan memutus perkara. Kalkulasi politiig Presiden yang
dominan, pemilihan hakim agung kerap menuai poMaginya,
pencalonan hakim agung di Amerika memicu berbagai
kepentingan politik. Pihak-pihak terkait, emerintah,

sep
parlemen, dan Mahkamah Agung (MA). Tak dipuyfgkiri praktik
tersebut mendorong Presiden untuk menomjmasikaiMeseorang yang
mempunyai latar belakang ideologi dan p% kebijakan yang
sama dengannya. Sejarah Amerika meng@tat tigg/ nominasi Ketua
MA sangat penting bagi sejarah perjalaasaan Kehakiman

dan berpengaruh besar terhadap penté ik di negara tersebut.
30 ar]l Warren pada 1953,

Mereka adalah John Marshall pada
dan Abe Fortas pada 1968.%

Berkaca pada praktik di Agf¥egika, tidak sedikit negara pasca
transisipolitik diera90’ankemu mefgadopsilembagaataukomisi
negara independen (judicial ¢ judicial commission) (national
judicial council) (komisi yudisial) di dalam perubahan konstitusinya

untuk memitigasi besarnya %gan politik dalam pengangkatan

hakim agung. Tidak hanya, pe i bidang pengangkatan hakim,
judicial council juga berpe gai organ independen yang bekerja
profesional dalam megiegak kehormatan dan profesionalisme

edel-model judicial council yang diadopsi
di Eropa bahkan me® ngsi administratif peradilan (judicial

Dalam pé lgangannya, positivisasi norma atas jaminan
ekuasaan kehakiman dan institusionalisasi
sejenis judicial council faktanya tidak selalu

Thomas (Praeger, ), 17.

16 David Kosaf et , “The Case for Judicial Councils as Fourth-Branch Institutions,”
European Constitutional Law Review 20, no. 1 (2024): 82-119, https://doi.org/10.1017/
51574019624000038.
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mampu menahan politisasi terhadap hakim dan peradilan. Isu regresi
maupun competitive authoritarian yang disampaikan pada bagian

awal artikel ini menunjukkan fakta bahwa pasca Wsasi 90’an,

negara-negara telah memiliki aturan-aturan formal lebih baku
dalam konstitusinya, tetap diterpa isu politisa jmd an peradilan.

Dixon dan Landau'” menguraikan poligisasi Malsim dan lembaga
peradilan (court capture) justru dilegitimas nama hukum.

Terdapat dua tren politisasi yang berkergib i'bawah pemimpin-

pemimpin populis saat ini. Pertama iFIa court packing dan kedua

ialah court curbing. Adapun secara kon Dixon dan Landau

membaginya dalam tipologi berikut;
PolitisasgPer n

Tren Politisasi Peradilan (Court Capture)

Court Packing Court Curbing

Mengurangi atau menamba
dari komposisi majelis hakim

Pemotongan anggaran peradilan

Pemberhentian hakim m masa Pengurangan fasilitas hakim dan

jabatannya karena alasagypolit peradilan

Mengubah usia pensiunm i Membatasi yurisdiksi pengadilan

Politisasi pengangka; hakiJ Mengontrol interpretasi hakim

Pendisiplinan melafiyi san Membatasi kewenangan

administratif peradilan dan lembaga negara
independen

Sumber: telah diolah oleh penulis

angnya ada tiga tujuan utama court packing
dilakukan ofel refim. Pertama, pemerintah atau parlemen memilih
hakim yagg loyal dan memiliki sikap politik yang sama dengan
merekd¥§Kedua, calon hakim sendiri merupakan anggota parlemen

17 Dixond and David Landau, Abusive Constitutional Borrowing: Legal Globalization and the
Subversion of Liberal Democracy, 92.

18 Adam Chilton et al., “The Endgame of Court-Packing,” SSRN Electronic Journal, Elsevier BV,
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dan aktif dalam partai politik. Ketiga, pemilihan hakim agung atas
dasar balas jasa politik. Tiga pola politisasi inilah yang menyebabkan
independensi hakim dan peradilan terganggu. Hakigh dan meradilan
dibuat tunduk pada kepentingan politik, sehingga ih-hakim

kehilangan independensi dan imparsialitas haki emutus
perkara.'® w
Sementara court curbing dilakukan N melemahkan
organisasilembaga peradilan dengan tujuan mfembuat Ketergantungan
yang tinggi dengan elit atau rezim. Mular™dari jpolitik anggaran
sampai dengan pelemahan peran dan kew an fembaga peradilan.
Pola ini dipakai dan diterapkan atas nagssmgebijkan hukum, untuk
mengganggu cara kerja lembaga peradj @ a teknik ini dilakukan
pada negara-negara yang secara nqtabé 2mbaga demokrasinya
alam konstitusi, tetapi
akukan secara eksesif.

2.  Politisasi Supreme Co andia

Kemenangan Andrejz Duda sébagai Presiden pada Pemilu
2015 dan 2020 silam, tur rpengaruh pada kualitas demokrasi
di Polandia. Duda merupgkan iden dua periode yang diusung
dari partai yang sama, y%tai Hukum dan Keadilan (PiS). PiS
sebagai ruling party dik¢gal se
Bagi mereka fungsi peradi ebagai alat kontrol kekuasaan dinilai

sebagai ancaman te populisme. Tidak heran kebijakan-
kebijakan yang djpilih Ris“lebih dominan untuk mensubordinasi

ai partai yang menolak yuristokrasi.

kemerdekaan kekua%a ehakiman.?
2021, 1-28, htty 0.2139/ssrn.3835502.

19 David Kosat and§ Sipulova, “Comparative Court-Packing,” International Journal of
Constitution, 0. 1 (2023): 80-126, https://doi.org/10.1093/icon/moad012.

20 Joshua Braver, th of Recurrent Court-Packing,” SSRN Electronic Journal 61, no. 8
(2019): 2 , https://doi.org/10.2139/ssrn.3483927.

21 Aleksandra Kustr. gatka, “The Hypocrisy of Authoritarian Populism in Poland: Between
the Facade Rhetoric of Political Constitutionalism and the Actual Abuse of Apex Courts,”
European Constitutional Law Review 19, no. 1 (2023): 25-58, https://doi.org/10.1017/
s1574019622000499.
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Sejak2015, partaiPiStelahmemanipulasikekuasaankehakiman
Polandia dengan undang-undang yang didesain untuk mengurangi
kemampuan organisasi peradilan dalam bertindalgsebag8i pengawas
terhadap kekuasaan pemerintah. Hal ini dilakukan an berbagai

cara, mereka telah memberlakukan atu!?edural yang
melumpuhkan pengadilan, termasuk mengangkatfakim agung yang
pro terhadap kebijakan PiS. Ada tiga bentu itisa81 yang dilakukan
pemerintah Polandia terhadap Supreme @ourt, Pe¥tama, pelemahan
lembaga independen Dewan Nasional I%an (judicial council)
dengan merekomposisi anggota jud% il Polandia melalui
perubahan undang-undang. Awalnyampgngdigkatan pengangkatan
hakim agung, dilakukan oleh ju ncil. Lembaga tersebut

terdiri dari 25 anggota yang terdiz1 a belas (15) orang hakim
dari berbagai majelis peradﬂ%n ara sisanya ditunjuk oleh

parlemen (sejm) dan Ketua Su e Colirt.??

Pada tahun 2017, iden Andrzej Duda mengesahkan
undang-undang yang me i emen (Sejm) wewenang untuk

menunjuk anggota judicial council. Undang-undang tersebut juga

segera mengakhiri masfgbatan hakim yang sedang bertugas di
judicial council sekaligf#® men@ganti 15 anggota baru yang dipilih
oleh PiS. Parlemen (Sgi cara efektif mengambil alih kendali
pengangkatan haki% i Polandia.?

mpésisi anggota judicial council, parlemen

pensiun hakim agung 67 tahun bagi hakim
i, kemudian diturunkan 60 tahun bagi hakim

and Gor Mkrtchian, “Court-Packing and Judicial Manipulation,”
Europea of Political Economy 83 (June 2024): 102536, https://doi.org/10.1016/j.

23 David Kosaf, “Beyond Judicial Councils: Forms, Rationales and Impact of Judicial Self-
Governance in Europe,” German Law Journal 19, no. 7 (2018): 1567-612, https://doi.
0rg/10.1017/52071832200023178.\\uc0\\u8221{} {\\i{}German Law Journal} 19, no. 7 (2018
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peran untuk mengangkat sebanyak 40% hakim baru yang loyal
terhadap PiS. Hakim-hakim yang melebihi batas maksimal usia,
dipaksa untuk pensiun dari Supreme Court. Tindakan sersebut
disambut dengan kritik tajam dari European Netwo ncil for
Judiciary (ENCJ). **

Supreme Court menolak keras hakim-hakim bar ahir melalui
hasil seleksi judicial council. Isu penolakan hakim-hakind Supreme Court
terhadap hakim-hakim baru membawa gejol®¥®besar. Merespons hal
tersebut, Sejm mengeluarkan kebijakan ko ersial bernama Muzzle

Law. Undang-undang ini menjustifikasi an hakim-hakim di
Supreme Court terutama yang menyuarg
Senjata sanksi disiplin telah menjadj
PiS. Di Polandia, sanksi disiplin haki

sebuah lembaga yang dibentuk olelfRiS sebagai ruling party pada tahun
2017. Majelis tersebut dipimpin jakSq'yang ditunjuk oleh Menteri

Kehakiman yang secara notabe at oleh PiS. %

Muzzle Law memberi yewenang kepada majelis disiplin untuk
mengajukan tuntutan hukuwap hakim yang mempertanyakan
platform partai yang begRfasa

pemerintah Polandia u emecat hakim, atau memotong

gaji mereka, karena ud¥@kan penolakan terhadap undang-
undang yang ditujulan kePdda lembaga peradilan, atau karena

engangkatan hakim baru.”®

tegral dari reformasi
ni oleh majelis disiplin,

ahkan, muzzle law melegitimasi

us menegaskan tren politisasi peradilan
hukum. Umumnya dilakukan untuk

dilakukan atamn

24 Caterina Chio, era Nalepa, “Democratic Backsliding in Poland in Light of Rule of
Law Accountghility t European Union,” Emory Law Journal 73, no. 5 (2024): 1291-316.

25 Laurent Pgch =
Action,”
s40803-021-00 4

26 Lukasz Bojarski, “Judicial Resistance: Missing Part of Judicial Independence? The Case of Poland
and Beyond,” Ofiati Socio-Legal Series 15, no. 2 (2025): 662-700, https://doi.org/10.35295/
osls.iis].1893.

and’s Rule of Law Breakdown: A Five-Year Assessment of EU’s (In)
ournal on the Rule of Law 13, no. 1 (2021): 1-43, https://doi.org/10.1007/
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mensubordinasi independensi supreme court.’” Melalui PiS sebagai

ruling party politisasi dilakukan dengan teknik court packing dan court
curbing. Court packing dilakukan dengan politjsgsi pebgangkatan
hakim agung, perubahan masa jabatan atau pensi@mfhakim dan
pendisiplinan paksa yang dilakukan kepa igf-hakim yang
menentang kebijakan PiS atau ruling party. ela§itu, Court curbing

dilakukan dengan pemotongan gaji dan p arf lembaga negara
independen seperti judicial council. %
3. Kasus Politisasi Supreme Cou% ria
Berawal dari hasil pemilu pada getag 2070, kemenangan Partai
Fidesz turut berpengaruh pada tat emasi hukum dan prinsip
konstitusionalisme di Hungaria. desz telah memenangkan
empat pemilihan umum berturut- t, terakhir pada April 2022.
Hasil studi Schepelle mengu kagl bahwa kemenangan Orban
dan Partai Fidesz dalam empé&§pemilt terakhir tidak bisa dilepaskan
dari tiga hal. Pertama, me i istem pemilu yang tidak fair dan
kompetitif melalui rekayasa pembentukan hukum negara seperti

halnya merekayasa jum}af kursi parlemen dan menentukan syarat
pemilih. Kedua, memeggang trol terhadap pers dan membatasi
peran pers khususny merawat isu-isu pemerintahan yang
kontra produktif teghadap kgbijakan pemerintah. Ketiga, mematikan
peran oposisi parl m

Politisasi pe

i’ yang dilakukan lebih dibanding praktik
di Polandia. kerusakan yang ditimbulkan jauh lebih
besar mengingat itisasi Supreme Court dilakukan atas nama
Fundamentgl LawNgtau konstitusi Hungaria.” Fidesz sebagai ruling

27 Xiao Wang, “In Defense of (Circuit) Court-Packing,” Michigan Law Review Online, no. 119

s://doi.org/10.36644/mlr.online.119.22.defense.

28 Kim Lan ele, “How Viktor Orban Wins,” Journal of Democracy 33, no. 3 (2022): 45-61,
https://doi.org#l0.1353/jod.2022.0039.

29 Timea Drinéczi and Agnieszka Bien-Kacata, “Illiberal Constitutionalism: The Case of Hungary
and Poland,” German Law Journal 20, no. 8 (2019): 1140-66, https://doi.org/10.1017/
£1j.2019.83.
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party bersama koalisinya, mengubah konstitusi pada tahun 2011
dengan menurunkan usia pensiun hakim dari 70 tahun menjadi
62 tahun. Pasca pemberlakuannya pada 1 Januari hakim
dipensiunkan paksa oleh pemerintahan Orban. Aturan
maksimum yang baru, juga menyebabkan pemec
20 dari 74 hakim agung Supreme Court. Termasu tda Supreme

Court Andres Baka yang juga menjadi ex offico a

Commission (lembaga sejenis judicial coun di ngaria. Baka
Loy
1.B

harus mengakhiri tugasnya akibat ketentua an yang timbul
akibat perubahan konstitusi Hungaria 2 dikenal sebagai
salah satu hakim yang vokal menyuarakan kr erhadap politisasi

kemerdekaan kekuasaan kehakiman y. ukan oleh Orban.*

asaan kehakiman di
atan hakim. Pemerintah
Orban membentuk Kantor Nasi kiman yang baru, yang
sebagian besar menggantikan p&ran

Perubahan undang-undang strasi peradilan memisahkan

tional Judicial Commission.

fungsi manajerial jabatan hakim ke Kafitor Nasional Kehakiman yang
anggotanya dipilih oleh pagai Fidesz. Politisasi terhadap National
Judicial Commission ber a%\tuk mengontrol independensi
hakim di bawah kuasa intah. Akibatnya National Judicial
n

Commission memiliki gera g sangat terbatas dalam menjaga
etika dan profesionalisme Wakijm.>!

Berkaca pada fe
yang juga dikenal
dan Fidesz secara

a di atas, politisasi Supreme Court atau
jstilah court capture dilakukan oleh Orban
oversial. Polanya hampir sama dengan
Mpacking dilakukan dengan mempensiunkan dini

para hakim da rbing dengan pelemahan peran judicial council
30 David Kos a Sipulova, “The Strasbourg Court Meets Abusive Constitutionalism:
Baka v. H and the Rule of Law,” Hague Journal on the Rule of Law 10, no. 1 (2018): 83—

110, https://doi. 0.1007/s40803-017-0065-y.

31 Gébor Halmai, “The Early Retirement Age of the Hungarian Judges,” in EU Law Stories, 1st ed.,
ed. Fernanda Nicola and Bill Davies (Cambridge University Press, 2017), 471-488, https://doi.
0rg/10.1017/9781316340479.024.
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dalam pengangkatan hakim agung. Bahkan, Hungaria melakukannya
dengan sempurna melalui praktik perubahan konstitusi secara
otokratik.*? Fenomena ini patut menjadi alarm a
elemen masyarakat. Sebagaimana ditunjukkan ole
Polandia, lembaga-lembaga peradilan dapat i
melalui rezim pemerintahan yang secara nqtabe
pemilihan umum yang diklaim demokratis!

lahir dari proses

4. Refleksi untuk KY dan Ancama itisasi

Konteks perbandingan di at emberikan pesan kuat
bahwa politisasi Supreme Court (courpes
kompleks. Dua konteks perbanding %
politisasi dapat dilakukan atas
Dua puluh tahun eksistensi KY sebd®aj lembaga negara independen,
tentunya perlu untuk meresp emitigasi bentuk politisasi
yang kemudian merusak prRgip-prinsip kemerdekaan kekuasaan

kehakiman. Minimal ada si kritis yang perlu direspons
KY terhadap isu politisasi dalam béntuk court packing maupun court

curbing. \

Risiko Politisasi Pen tan dan Pemberhentian Komisioner

re) berinvolusi jauh lebih
s justru memperlihatkan
m yang bersifat formal.

dan

Kemunculan Akomisi#komisi negara independen pasca
demokratisasi poMtik, anya menyisakan implikasi politis yang
turut memengaru ierja kelembagaan. Desain konstitusional
pengangkatan KY memberikan ruang yang sangat besar

i"secara tidak langsung membuat barrier dalam
nisioner. Berkaca pada pengalaman Komisi

32 Idul Ri , “Otokratik Perubahan Konstitusi: Perbandingan Di Hungaria Dan Risiko
Perul ndang-Undang Dasar: Autocratic Constitutional Change: A Comparative
View in ry and The Risks of Formal Change Indonesian Constitution,” Jurnal Konstitusi

2 001-019, https://doi.org/10.31078/jk2211.

33 Juan Diego Arregui Acosta, “European Union Backsliding in the Rule of Law: The Hungarian
Case,” Foro: Revista de Derecho, no. 40 (July 2023): 143-59, https://doi.org/10.32719/263124
84.2023.40.8.
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Pemberantasan Korupsi (KPK), pengangkatan komisioner melalui
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) merupakan titik rawan terjadinya

politisasi. Demikian halnya Komisi Pemilihan Umurg (KPU}, praktik
pengangkatan komisionernya menjadi bagian yang tida isahkan

dari paket politik partai koalisi di DPR.

i eksistensi
ya pengaruh
. Sungguhpun
prosedur pengangkatan komisioner telah atkan peran Panitia
Seleksi (Pansel), tarik ulur kepentingan % ak mungkin bisa
terhindarkan. Akibatnya dalam setiap pueseg seleksi hal yang sering
kali mengemuka ialah munculnya pq @: jasa atau deal-deal
politik tertentu antara DPR dengan Kk3mgdijdat calon komisioner.
Hemat penulis, ada relasi yang ter

persetujuan komisioner KY di D Mini
dalam hal relasi Pansel dan DP en

Artinya, implikasi politis yang paling pyata
KY sebagai komisi negara independen adalah‘t
penguasaan politik dalam proses pemilihagi di DP

t tara cara kerja Pansel dan
nya prinsip meritokrasi
abkan pengangkatan calon

komisioner KY justru lebih ba opninasi secara politis di DPR.**

anggota komisioner KY, merevisi Peraturan Tata Tertib

Bukan hanya soal pepgangkatan, dalam hal pemberhentian
Nomor 1 Tahun 2020 Te % Tertib DPR (Tatib DPR) dengan
menyisipkan kewenan a%ntuk mengevaluasi pejabat negara
yang sebelumnya mel i fit'®hd proper test dan ditetapkan melalui
rapat paripurna. Kefentua
mengganggu indepen iWKY sebagai komisi negara independen.

ini menebalkan posisi DPR untuk

Relasi kuasa demj
antara KY dengan p

mperlihatkan masih rentannya politisasi
p politik di DPR. Poin ini menjadi bagian
uhi performa kelembagaan atau pelaksanaan
kewenangan K
independe k¥emfbagaan KY, terutama dalam hal perannya
mengusullgan akim agung di DPR.

blem empirik tersebut jelas berpengaruh pada

34 Zainal Arifin Mochtar, Lembaga Negara Independen: Dinamika Perkembangan Dan Urgensi
Penataannya Kembali Pasca Amandemen Konstitusi, Cetakan ke-1 (PT RajaGrafindo Persada,
2016), 164.
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Membentengi Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman

20 Tahun lebih kiprahnya sebagai komisi negara independen,
KY memiliki peran dalam membentengi prifsip kdmerdekaan
kekuasaan kehakiman. Makna “wewenang lain” yan§ ditentukan
melalui konstitusi salah satunya ialah menja
menjaga kemerdekaan kekuasaan kehakim
bagi KY, karena dalam 10 tahun pertama,
konstitusionalitas kewenangan yang di
undang. Hemat penulis, energi KY cyk
rentetan putusan Mahkamah Konsti

berbagai kewenangannya. Eksistensj II idak begitu tampak dalam

terkuras banyak pasca
yang mengamputasi
menjaga isu-isu yang mengancg merusak kemerdekaan
kekuasaan kehakiman.

KY memiliki peran strategis dalal membentengi pembentukan
kebijakan pemerintah baik dada ahan ataupun pembentukan
undang-undang di DPR. Sebdgai contoh misalnya, praktik court
packing yang terjadi di bahan ketiga undang-undang
Mahkamah Konstitusi (JK) pada tahun 2020 dan pemberhentian
paksa hakim konstitus anto, KY sama sekali tidak berperan
dalam menjaga prinsifp kemerdekaan kekuasaan kehakiman. Benar
bahwa pasca ajudikast stifusional, MK telah mengeliminir peran

KY terhadap jaba a konstitusi.®*®* Namun, bukan berarti
melepaskan per. ggung jawab KY dalam membentengi
kemerdekaan kek kehakiman. KY tetap merupakan pihak
terkait dalam entuk kebijakan hukum pemerintah yang
berpotensi merus insip kemerdekaan kekuasaan kehakiman.

ya kaitannya dengan peningkatan kesejahteraan
i anggaran peradilan di MA. Peran KY sangat

itutional Court Regression in Post- Democratic Transition: A Comparison
of Court ing in Hungary, Poland, and Indonesia,” Constitutional Review 10, no. 2 (2024):
451-73, https:f/ doi.org/10.31078/consrev1026.

36 Idul Rishan, “Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Peradilan Terhadap Pengelolaan Jabatan
Hakim Setelah Perubahan Undang Undang Dasar 1945,” Jurnal Hukum Ius Quia Iustum 26, no.
2 (2019): 259-281, https://doi.org/10.20885/iustum.vol26.iss2.art3.
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diperlukan sebagai penghubung antara peradilan dan kebijakan
pemerintah. Peran KY sebagai penghubung merupakan peran yang
lazim diimplementasikan oleh lembaga independeyt sejenis, judicial
council di berbagai negara guna merawat isu-isu
kekuasaan kehakiman.®” Peran strategis KY igptimalkan
guna mengantisipasi pembentukan kebijakan dalathgolitik legislasi

pemerintah seperti misalnya perubahan UU
maupun Rancangan Undang-Undang J abata%kl

Politisasi Pengangkatan Calon Haki un
Sungguhpun Putusan MK QinoY omor 27/PUU-

XI/2013 menguatkan posisi konstitusj dalam pengangkatan
calon hakim agung. MK dalam pefka menyatakan bahwa,
keterlibatan DPR dalam pengangkdt@mhakim agung hanya dalam
bentuk memberikan persetujuan gerhadap calon hakim agung yang
diajukan oleh KY sebelum ditetgpkar™ei€h Presiden sebagai hakim
agung. Artinya kewenangan DPR b&kan dalam bentuk memilih calon
hakim. Penafsiran atas kewenangan untuk memilih calon hakim
agung merupakan pelanggagan serius terhadap konstitusi.

Dalam praktiknygeputu$gn ini tidak diimplementasikan
secara konsekuen oleh %ktanya, makna persetujuan tetap
dimaknai oleh DPR u m

terhadap calon haki
membaca terjadi perg

ukan pemilihan serta fit and proper
ang telah diusulkan oleh KY. Penulis
uasa pengangkatan calon hakim agung
dari KY kemudia e DPR. Original intent BAB IX UUD NRI
Tahun 1945, keha PR sebenarnya tidak diperuntukan untuk
melakukan su térhadap hasil kinerja KY. Ada kekeliruan

agu

dalam memal Bonteks checks and balances sebagaimana
eadtitusi. DPR bukanlah episentrum kekuasaan
proses seleksi calon hakim agung. Ada prinsip

didesain dalem

dalam mene

37 Idul Rishan and Abel Putra, “Model & Kewenangan Komisi Yudisial: Komparasi Dengan
Bulgaria, Argentina, Afrika Selatan Dan Mongolia.,” Jurnal Hukum Ius Quia Iustum 24, no. 3
(2017): 351-68, https://doi.org/10.20885/iustum.vol24.iss3.art1.
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kemerdekaan kekuasaan kehakiman yang juga melekat pada Pasal
24 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, yang seharusnya menutup ruang
partai politik untuk memilih dan menentukan n hdkim agung.
Tujuan utamanya ialah mencegah terjadinya redund@mgcy terhadap

cara kerja yang telah dilakukan oleh KY. Inten?’ n DPR dalam
konteks persetujuan sebenarnya tidak dalam kapeSitas memilih dan
menyeleksi ulang calon yang diusulkan OM fat persetujuan
itu dalam kapasitas “right to confirm” b alath bentuk “right to

select”.®8

Hemat penulis, terdapat tiga kMSi dalam memahami
makna persetujuan (right to confirm)/PDPReketika menerapkan fungsi
checks and balances sebagaimana difg
fungsi supervisi terhadap prosed

KY. DPR perlu melihat kepatuhan p
seleksi yang dilakukan sebagai

onstitusi. Pertama, ialah
yang telah dilakukan oleh
dur formil tahapan-tahapan
ditgntukan oleh undang-undang.
Kedua, melakukan supervisi tétRadap kesesuaian jumlah formasi yang
dibutuhkan MA dan realis leksi sebagaimana diajukan oleh
KY. Ketiga, fungsi kontrol terhadap kejadian luar biasa (force majeur).
DPR bisa menggunaka nya dalam hal calon hakim agung yang
diusulkan terbukti me% langgaran hukum, perbuatan tercela

ki

sebagaimana dimaks el konstitusi, kondisi kesehatan yang
menyebabkan calo immdgung tidak lagi memenuhi persyaratan
sebagai hakim agyto atalipfin meninggal dunia.

Tiga indikatoRdi#tas menunjukkan adanya garis demarkasi

n KY dan peran DPR. Di satu sisi makna
persetujuan merupakén fungsi kontrol lembaga perwakilan, tetapi

kehakiman dijunjung tinggi dalam proses seleksi hakim.
Hal ini @jperuntukan untuk menutup ruang politisasi dan tarik
menarj ngan antara koalisi partai di DPR dan figur hakim

38 Idul Rishan, “Relasi Kekuasaan Komisi Yudisial - Dewan Perwakilan Rakyat Dan Presiden
Dalam Pengangkatan Hakim Agung,” Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis Dan Investasi 7, no.
2 (2017): 54, https://doi.org/10.28932/di.v7i2.716.
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yang diajukan. Isu ini perlu menjadi perhatian penting seluruh
elemen masyarakat sipil. Hasil riset penulis dan Mochtar pada tahun
2025 menunjukan bahwa perkembangan partai politik dag sistem
kepartaian pasca reformasi tidak berkembang cukup Fagj
kelembagaan bahkan platform ideologi yang digu
cenderung pragmatis dalam memperebutkan ke adn tertentu

(rent-seeking) termasuk menetapkan pejaba% publik yang

dianggap loyal dengan kepentingan partai.* %
C. Penutup \

Berdasarkan penyajian data da
menitipkan pesan pengingat bahwa
capture) telah berkembang pada 1
Aturan-aturan formal yang mepjamin
kehakiman dan peran KY (judicj
independen, faktanya tidak sela
peradilan.

fanalisis’ di atas, artikel ini
isasi peradilan (court
9 jauh lebih kompleks.
emerdekaan kekuasaan
sebagai lembaga negara

ampu membentengi organisasi

Dua contoh negara geperti Polandia dan Hungaria yang
disajikan penulis menugju en politisasi yang dilakukan
pada dua wilayah. Pertatha, gmlitisasi melalui teknik court packing
dimana kebijakan-kebijakan pegherintah ditujukan untuk merusak
independensi jabata Nda semua level organisasi peradilan
termasuk hakim ag Pefubahan usia pensiun hakim menjadi
tren yang paling serin akukan untuk memberhentikan paksa
hakim-hakim ya dan tidak loyal terhadap pemerintah.

Kedua, politisasjgs ourt curbing dimana pelemahan dilakukan
dengan menggrdilka) organisasi peradilan dan lembaga sejenis

judicial coungl. ogi lembaga negara independen, judicial council
dipolitisir erekomposisi keanggotaannya dan membatasi
peran da ngannya. Tidak heran jika pintu masuk politisasi

39 Zainal Mochtar and Idul Rishan, “Relevansi Studi Politik Hukum Mahfud MD Dalam
Perkembangan Dan Kontekstualisasinya Pasca Reformasi,” Jurnal Mimbar Hukum 37, no. 5
(2025): 233-261, https://doi.org/10.22146/mh.v37i1.20145.
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pengangkatan hakim agung dilakukan dengan melemahkan cara
kerja lembaga sejenis judicial council. Menariknya tren politisasi
itu dikemas dengan aturan-aturan hukum foigpnal b3k melalui
pembentukan atau perubahan undang-undang, m3wpun dengan
perubahan konstitusi.

Dua puluh tahun kiprah KY sebagdi le
seyogianya perlu diikuti dengan refleksi krit1 adap tantangan
kemerdekaan kekuasaan kehakiman @a ntribusinya dalam
merespons isu court capture. Di Indongsia, tr. olitisasi di KY dan
MA perlahan berkembang sampai pachourt packing maupun
court curbing sebagaimana dilakukyfpadg Polandia dan Hungaria.
Bahkan tren dan kondisi faktual telah dilakukan dengan
sempurna terhadap MK. Domj hegemoni partai koalisi
pemerintah masih menjadi kemerdekaan kekuasaan
kehakiman dan secara tidak 1 engganggu kinerja KY dalam
pengangkatan calon hakim isadari atau tidak, dua puluh

tahun eksistensinya, KY miliki posisi tawar yang kuat
dalam menominasikan calon hakith agung. Posisinya dengan partai

miaga independen,

dan sistem kepartaian di sangat lemah akibat syarat pencalonan
komisioner yang masi#w diterffikan oleh hegemoni partai politik.
Perannya dalam menowmiffasikan calon hakim agung kerap dipolitisir

dengan kuasa DP amafemberikan persetujuan terhadap calon
hakim agung.

%
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Etika dan Integritas im

Prof. Dr. Shidarta, S.H&%C}
Pendahuluan \
tika dapat dimaknai dalam engertian. Secara umum
etika dapat disebut seba afat moral. Artinya, di dalam
refle
ia

etika, yang dijadikan obj inya adalah moral; dan moral

sendiri adalah kebaikan man i manusia.? Dalam menjalani
kehidupannya, seorang mapusi memiliki banyak status. Moralitas
seseorang tidak boleh dilihat aikannya secara parsial sebagai
penyandang status tertentu, melainkan harus sebagai manusia.
Sebagai contoh, moralifas ng hakim, bukan karena hakim itu
baik tatkala menjalanf pekegjadnnya sebagai hakim saja, melainkan
harus karena ia bai

tetangga, wargane

seBagai gekan kerja, orang tua, anak, menantu,
an sebagainya.

hukum di Universitas Diponegoro, Universitas Islam Indonesia, dan
Sumateya Utara, untuk mata kuliah filsafat ilmu, filsafat hukum, dan/atau metode

Menurut Jame§'Rachels, Filsafat Moral, terjemahan A. Sudiardja (Yogyakarta: Kanisius, 2004),
hlm. 40, secara minimum moralitas merupakan usaha untuk membimbing tindakan seseorang
dengan akal, yakni untuk melakukan apa yang paling baik menurut akal, seraya memberi bobot
yang sama menyangkut kepentingan setiap individu yang akan terkena oleh tindakan itu.
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setiap konsep dapat diberi makna yang jelas dan digunakan secara
tepat. Tugas penertiban konsep seperti ini, dalam kajian etika,

diserahkan kepada cabang yang disebut metaetika. fabangyni akan
mendukung kinerja cabang etika lainnya, yaitu etika tif dan

etika normatif.

Ketika seorang hakim dihadapkan pada,dile
membuat keputusan, misalnya apakah akan ukfim mati atau
jahatan berat,

maka ia perlu terlebih dulu mendeskripsik. ra @tis setiap pilihan

menghukum seumur hidup terhadap seorangfpel

keputusannya. Setiap pilihan memiliki a entasi etis tersendiri.
Hal ini adalah tugas dari etika deskripsifgDal@m tataran praktis,
etika deskriptif saja tentu tidak meny, 4@
konkret. Hakim harus membuat keputus3ng

dapat dituntaskan. Dengan demikia
dapat dijadikan pegangan agar s
Asas-asas seperti (1) in dubio puONeo; in dubio pro natura; (3) in
dubio contra fiscum; dan (4) ikh -ghwan, dalam kaca mata etika
merupakan contoh-contoh panduan di dalam etika normatif. Kita

dapat menyimpulkan bahw%apfofesi, termasuk yang termaktub
m

suatu permasalahan
ir agar suatu perkara
da etika normatif yang
a moral dapat diakhiri.

S

dil

dalam Kode Etik dan P erilaku Hakim (KEPPH), sarat

bermuatan ketentuan ya i etika normatif.

Berangkat dari an“t€rsebut, dapat dipahami keterkaitan
semua itu dengan tufitutan'ggar setiap penyandang profesi hakim
bersikap konsisten emegang teguh etika profesinya. Di
sinilah muncul k tegritas (dari kata “integer” yang berarti

utuh, lengkap, tida rpecah).® Penilaian terhadap moralitas,
dengan demikjfin, Dagu dapat disimpulkan setelah melalui kurun

3 Bandingkan

gan rumusan dalam the Bangalore Principles of Judicial Conduct (2002), yang
menyebut j i

a salah satu saja dari prinsip yang ada. Prinsip-prinsip yang dimaksud
terdiri dafi ndence, impartiality, integrity, propriety, equality, competence, dan diligence.
Integritas tidak 1 definisi, namun dapat disimpulkan bahwa penerapan integritas hakim
ditekankan pada dua hal: (1) menunjukkan penampilan yang bebas dari kecurigaan (bertolak
dari pengamatan yang objektif) dan (2) mendapat kepercayaan publik (tercermin dari keadilan
yang memang tampak dan nyata dilakukan).
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waktu tertentu yang relatif panjang. Integritas adalah karakter moral
yang telah lulus dalam berbagai ujian. Tolok ukur yang paling penting
terhadap integritas ini adalah kepercayaan publig(publie trust) dan
penerimaan publik (public acceptance).*

di Indonesia
ta yang selalu
“Demi Keadilan

Titik pangkal dari etika dan integritasN\ga
dapat ditemukan rumusannya dari rangkaian
tercantum pada kepala putusan pengadilan, Vai
Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Ega” h-irah putusan ini
dengan mudah dapat dilacak keterkaitagnnya defigan prinsip-prinsip
etika yang tercantum dalam KEPPH. igah ini menunjukkan
den g of€si ini terhadap seluruh
% annya, baik kepada diri
L teniPpatnya berdinas, komunitas
a pihak yang berperkara,
erta Tuhan Yang Maha Esa.

pertanggungjawaban moral penyan

proses dan isi putusan yang tela

sendiri dan keluarganya, instit
keilmuan hukum yang dite
masyarakat luas, bangsa dan
Tanggung jawab tersebut nfejsyaratkan keutuhan moral seorang
manusia sebagai manusia.

Tulisan ini sendirp akan mengangkat isu tentang etika dan
integritas hakim ini dalam ektif yang berbeda. Di sini pembaca
tidak akan diajak unfu kini tentang pentingnya etika dan
integritas bagi profesi mengingat pertanyaan retoris seperti
itu pasti akan sa satu kesimpulan jawaban yang sama.’
Namun, seiring an #perubahan nilai-nilai dalam kehidupan
bermasyarakat, te uncul pertanyaan mengenai seberapa
signifikan eti

egritas ini harus dituntut bagi profesi hakim

(Farnham: Ashgate, 2009), hlm. 23-25, 139.

5 Semula p is gliminta (di dalam kerangka acuan kerja) untuk mengangkat topik tentang
etika dan mordl. Etika adalah filsafat moral, sehingga kedua konsep itu pasti akan banyak
bersinggungan. Untuk itu, penulis memutuskan mengambil konsep baru, yaitu integritas
sebagai prinsip penting yang menjaga konsistensi sikap bagi setiap profesi luhur, khususnya

hakim.
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dibandingkan dengan profesi lain, sehingga ia memiliki keunikan

tersendiri?

Sistematika tulisan ini akan diuraikan denga minjam pola
dialektika sistematis sebagaimana pernah dicontohkan ol&f Thomas
Aquinas (1225-1274) dengan sejumlah modifik atika ini
dimulai dari pertanyaan utama (quaestio); diikyti defgan keberatan-
keberatan (objectiones); pernyataan otoritafi d Ycontra) yang

dikemas sebagai tinjuan literatur; tanggapan lis (respondeo
dicendum quod); dan terakhir jawaban ata ratan-keberatan (ad
objectiones).® Dalam contoh yang diberi olefl Aquinas, setiap
pertanyaan utama selalu dibagi ke erapa pertanyaan

turunan, sehingga kemudian terdap -artikel pendek yang
menopang keseluruhan jawaban Karena pertimbangan

o

rangkaian guna menjawab p
literatur dan tanggapan penulj
menjadi pembahasan, sedangkan jawaban atas keberatan-keberatan
dijadikan sebagai penutup télisan.

utama. Bagian tinjauan
tulisan ini akan disatukan

Pertanyaan Utama

Sebagaimana di u
pertanyaan yang ingj
dan integritas hakim i
sesama profesi

Hal ini perlu dipert

dalam bagian pendahuluan, satu
adalah tentang seberapa unik etika
dingkan dengan profesi lain, termasuk
gklaim dirinya sebagai profesi luhur?
an karena memang akan berimbas pada
turunannya, seperti di mana posisi rasio
(akal budi) ma am etika dan integritas profesi hakim, apakah

6 Metode diglekt atis ini dikenal juga sebagai metode quaestio yang pernah digunakan
oleh Thorfla inas untuk menguraikan persoalan filsafat dan teologi, yang ia kembangkan
terutama dalam a Theologiae dan Summa contra Gentiles. Metode ini berakar dari tradisi
skolastik Abad Pertengahan, di mana perdebatan dan penyelidikan akademik dilakukan
dengan mengajukan pertanyaan (quaestio; pertanyaan; masalah) lalu membedahnya secara
terstruktur.
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aspek heteronomi dan otonomi mengambil peran dalam etika profesi
dan integritas hakim, serta apakah keadilan berdasarkan ketuhanan
memiliki relevansi dalam etika profesi dan integyigas haRm?

Keberatan-Keberatan
Paling tidak terdapat tiga keberatafy un menempatkan

profesi hakim sebagai profesi yang perlu dibe nikan tersendiri,
terlebih-lebih ditambahkan dengan laHel t (professio nobilis;
munus nobile; officium nobile). Kebgratan-kgberatan itu dapat
ditelusuri dari tiga posisi berdiri yang da dalam menyikapi
keberadaan profesi hakim.

Pertama, terdapat pandan enyatakan bahwa hakim
bukan agen utama untuk meng hukiim. Hal ini karena hukum
adalah produk budaya yang gbergerak mengikuti perkembangan
masyarakat. Oleh sebab ityf a g disebut baik dan buruk
secara moral sepenuhnya perada di luar kapasitas hakim untuk
mengontrolnya. Hakim tdndu da otoritas heteronom di luar
dirinya, sehingga sebenarnya tidak ada etika dan integritas yang
khas dan spesifik harus di n pada profesi ini. Perilaku individu
hakim di ruang-ruang p lan, sesungguhnya ditentukan oleh
pola di luar dirinya, termgsuk norma, institusi, kelas, jaringan
kekuasaan, teknoldgigdan sejarah. Dengan demikian, tidak relevan
untuk memberi at Khusus bagi profesi hakim dengan cara
menyematkan etika¥anyhtegritas tersendiri. Etika dan integritasnya
tunduk pada emasyarakatan, sama seperti semua profesi
pada umum

in1 lain sejalan dengan pemikiran Durkheim (fakta sosial yang cenderung
memaksaterhadapypindividu), Marx (relasi produksi dan ideologi merupakan struktur sosial
Parsons (masyarakat merupakan sistem tindakan yang terintegrasi oleh
norma-no ng terjalin secara fungsional struktural), Althusser (hakim juga adalah
bagian dari apdfat ideologis negara dan hukum adalah arena ganda yang bekerja lewat represi
sekaligus ideologi), dan Merton (hakim berada dalam sistem yang sarat strain [ketegangan
struktural] dan harus mengambil berbagai sikap, termasuk yang terburuk adalah retreatisme
atau kehilangan integritas).
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Kedua, terdapat pandangan yang mengatakan bahwa
penyandang profesi hakim adalah kelompok sosial yang perlu hidup

berdampingan dengan kelompok sosial lainnya. Pgofesi igi harus
mempertimbangkan aspirasi berbagai pemangku ke gan di
sekitarnya, seperti penguasa (terutama yang men erjalanan
karir pekerjaannya), aparatur pemerintahan di p an daerah,

serta profesi yang langsung bersinggungan de tu
(kejaksaan, advokat). Di sini berlaku komp i- romi praktis
(modus vivendi) di antara kelompok-kelompo a, bukan karena
lainkgh karena keadaan

. ilitas yang muncul
adalah karena keseimbangan kekua @ kepentingan, bukan

konsensus normatif yang mendalam.?

Ketiga, terdapat realitas ba perilaku hakim kerap
ditentukan oleh hal-hal yang se ana)Dengan demikian, tidak
ada pegangan nilai yang dapat/Ndiprediksi berkenaan dengan apa
yang dapat diputuskan oleh i da perkara-perkara serupa.
Tidak tertutup kemungkinan susunan majelis hakim yang sama,

ketika mengadili dua atau lghih perkara yang serupa, menghasilkan
disparitas yang sangat begggla kang.’

Pembahasan
Pembahasan awallyfini ingin memberi jawaban tentang

sisi keunikan dari eti integritas hakim, sehingga ia memiliki

8 Bandingkan dengan pem bbes (orang tunduk pada Leviathan bukan karena setuju secara

moral, tetapi karep

kesepakatan mofal masyaraRat), Joseph Raz (hukum memperoleh legitimasi karena fungsinya
praktig’bagi warga untuk bertindak secara terkoordinasi), dan John Gray

(putusan hakim sefifg dipengaruhi psikologi pribadi, bahkan faktor-faktor sepele keseharian),
Llwellyn (hakim bisa bergeser interpretasinya tergantung pada konteks sosial, ekonomi,
bahkan suasana hati), dan D. Kennedy (hakim bukan pelayan netral norma, melainkan arbiter
yang seringkali membawa preferensi ideologis dan politisnya).
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tempat berbeda dengan etika dan integritas profesi-profesi lainnya.
Untuk itu, pembahasan akan mengambil tiga aspek. Pertama,
aspek “permainan” rasio (akal budi) yang me lihatfan adanya
keunikan tersebut. Kedua, aspek otonomi versus onomi dari
penyandang profesi ini dalam menjalankan ewajibannya.
Terakhir, oleh karena esensi dari etika dan 1Afegritas hakim di
Indonesia direpresentasikan pada frasa @Miggh-wah putusannya,
maka aspek ketiga yang akan dibahas gd3lah tefitang pemaknaan
“keadilan berdasarkan ketuhanan” yan %andang sebagai ciri
unik dari profesi hakim Indonesia.

1. Rasio (Akal Budi) Manusi

1
an

Para pemilik otoritas ilmia yoroti pertanyaan utama
dalam tulisan ini akan mulai dar1 keyakinan bahwa manusia berbeda
karakternya dengan mahluk l@ig di lflar dirinya. Para filsuf sejak
ratusan tahun sebelum Mas€hi di €fa Yunani Kuno telah mencari
genus terdekat dan perb sifik manusia, yang membawa
mereka pada kesimpulan bahwa madnusia adalah hewan yang rasional
atau berakal budi (zoonflggon echon).’® Akal budi dijadikan sebagai
ciri pembeda yang spgsifik o hanya dimiliki manusia sehingga

tanpa ciri itu manusial i sama saja dengan hewan-hewan pada
umumnya.
Frasa “akal udi” be#isal dari dua kata serapan, masing-masing

ab dan Sansekerta. Akal [\[Jg 3J] bermakna
ang, sedangkan budi [ggdf] yang bermakna
kecerdasan atau jaksanaan. Apabila kedua kata ini disatukan, ia
bermakna g€bagafkemampuan untuk menahan diri dari perbuatan

bersumber dari ba
menahan ata

emi emunculkan dua pandangan berseberangan mengenai posisi manusia
berhadapa dengap hewan. Kubu pertama berpendapat bahwa manusia dan hewan tidak
i 1 apapun (Descartes dan Spinoza). Kubu kedua berpendapat sebaliknya,
ja punya kewajiban moral terhadap hewan (Leibniz, Voltaire, Kant). Kubu
terakhir ini mémiliki pendukung ekstrem dari kelompok spesisisme (Peter Singer), yang
berpendapat bahwa manusia tidak lebih tinggi derajatnya daripada hewan. Mengenai hal ini
baca lebih lanjut Jenny Teichman, Etika Sosial, terjemahan A. Sudiardja (Yogyakarta: Kanisius,
1998), hlm. 47-57.
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yang keliru, yang menuntun manusia untuk berperilaku cerdas dan
bijaksana. Dalam diskursus filsafat, istilah yang sama digunakan
antara lain oleh Immanuel Kant dengan sebutan Fernumgt”, yang
berarti kemampuan praktis utnuk mengenali kew moral,
bukan sekadar berfikir logis.'*

tis; dalam arti
ecAra deskriptif.
Manusia memiliki kemampuan lebih daripfda j akni memiliki
kemampuan berpikir melalui rasio praktis.
mengarahkan dirinya mampu menyikapi

i manusia ingin
cara preskriptif.

erti Averroes (Ibn
danya universalisme
akal, yakni akal aktif bukan milik in elainkan satu kesatuan
yang universal (the unity of intelle al-‘aql; unitas intellectus).
Menurutnya, terdapat satu intel al yang dimiliki bersama
oleh semua manusia. Tubuh indivigu hanya menyuplai data inderawi
(phantasmata), tetapi aktivit al yang sebenarnya berasal
dari satu sumber universal.'? Sebagai contoh, di sebuah persidangan,
terdapat tiga orang haki bertugas dalam sebuah majelis,
sehingga dapat diasumsik@ifi bahwd mereka semua mendapat asupan
data yang sama dari piha aklang berperkara. Dengan keyakinan
bahwa terdapat satu i ufiersal, maka seharusnya kesimpulan
dari para hakim itu j sama tentang seperti apa perkara itu
akan diputuskan. Namu engapa hakim-hakim dapat berbeda
es, hal ini karena mungkin ada individu

hakim yang tidak sia
itu. Kesiapan il tid3 hanya bergantung pada kualitas phantasmata

aerlam memahami konsep “Vernunft” dari Immanuel Kant, yaitu
erkenal tentang kritik rasio murni teoretis dan kritik rasio murni praktis. Kata

uk berpartisipasi dengan intelek universal

bukunya ya:

“murni” (rgin) & si ifunakan untuk menunjukkan rasio yang dimaksud tidak berasal dari
pengala ersifat apriori, bukan aposteriori). Khusus ulasan tentang pemikiran Kant
terkait moral, bac@y§'P. Lili Tjahjadi, Hukum Moral: Ajaran Immanuel Kant tentang Etika dan

Imperatif Kategoris (Yogyakarta: Kanisius, 1991).
12 Averroes, Long Commentary on the De Anima of Aristotle, terjemahan Richard C. Taylor &

Thérése-Anne Druart (New Haven: Yale University Press, 2009), Book III, Chapter 5.
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yang tersaji, melainkan juga pada kejernihan imajinasi, dan disposisi
moral-intelektual hakim.

Persoalannya adalah, tatkala hakim takan, “Demi

»

Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha bE8a”, apakah
pernyataan ini didasarkan pada satu kesat ek universal
tersebut? Averroes memang tidak menghubuRlgkannya dengan
Tuhan. Dalam menjatuhkan putusan, paga haligyitu tidak sedang
bertindak mengatasnamakan Tuhan. (In universal adalah
prinsip kosmologis, dan bukan entjtas ilahfah. Dalam hal ini
Averroes ingin menunjukkan ada yaMt kebenaran objektif
itu karena kesatuan yang universal ttidak bergantung pada
subjektivitas individu.

Bagipara pengkaji penalar. kum?, posisi pemikiran Averroes
tidaklah terlalu keliru karena fakim m}¢mang seharusnya mengejar
kebenaran substansial dalagf s perkara yang ditanganinya.
Hanya saja, area dari kepen3ran substansial itu terletak pada
struktur kasusnya. Hakinf-hakimyharus punya pemahaman yang

terjadi. Pemahaman ini ikan mampu dicapai melalui rasio
teoretis (al-Baql al-naXari; theorétical reason). Asumsiyang sebenarnya

terbuka untuk dibagta
Bagaimana gpen hakim tatkala memahami struktur

normanya? Untu ta perlu menelusuri pemikiran Thomas
Aquinas. Bagi_Aquiga$, apabila hakim menggunakan hukum
positif buata usia (lex humana) sebagai dasar pengambilan
keputusan, ia?harus sadar bahwa hukum positif itu perlu
terlebih d lhraskan dengan hukum kodrat (lex naturalis).™
Persoala h bahwa bagi manusia, hukum kodrat itu tidak
sepenuhnfa mepnuat hukum alam yang dapat dideskripsikan melalui
rasio teOmgtis, tetapi juga mencakup hukum moral yang bersifat

sama tentang bagaimaﬁ duduk perkara yang sungguh-sungguh

13 Thomas Aquinas, Summa Theologiae, Pars Prima Secundae (I-II), Quaestiones 90-97, <https://
www.documentacatholicaomnia.eu>, akses 25 Juli 2025.
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preskriptif. Artinya, ketika hakim harus menstrukturkan norma dan
kemudian dipersiapkan untuk diterapkan ke dalam struktur kasus,
maka di sini ia akan lebih mengandalkan rasio praktis.
sebab-akibat yang dibangun dalam dalam dialektika a
itu memperlihatkan model kausalitas nond i
ternyata memerlukan rasio lain, yakni rasio

dalam rangka menjawab permasalahan konkrfggang¥ihadapi oleh
masyarakat. Model ini menjadi penting untykedigari§bawahi karena
menunjukkan peran strategis dari etika dan' as hakim dalam

menjalankan tanggung jawab profesinya.

ge

i
s ®an Aquinas telah
io menuntun hakim
eputusan itu dicapai
tiSuntuk menstrukturkan
rkan norma, serta rasio
ari silogisme-silogisme.

Para filsuf terkemuka seperti
memperlihatkan bagaimana “permaig

untuk sampai pada satu keputusansterb%
melaluiduamodalitasrasio, yaiturasio
kasus dan rasio praktis untuk

pragmatis untuk menghasilkan Kepklu

Di dalam praktik di p uatu putusan akan digiring
ke arah amar putusan dengagn memakai dua jenis silogisme. Setelah
struktur kasus dan strukt ma sudah dipastikan, maka setiap
unsur norma perilaku a didefinisikan menjadi premis mayor.
Premisini memuat terma ah{middle term) dan terma predikatum,
yang sebenarnya tidak l@igadat®h definiens dan definiendum. Sebagai
contoh, apabila hakifg ingifmemastikan bahwa terdakwa (dalam
perkara pidana) adala ek hukum yang memenuhi unsur “setiap
orang” di dalam r uatu pasal, maka unsur setiap orang itu
harus didefinisikan Silogisme kategoris seperti ini dilakukan

untuk setiap
silogisme kateg

proposisi logis, bahwa jika semua unsur tindak pidana terpenubhi,
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maka pelaku tindak pidana itu seyogianya dikenakan sanksi
pidana dengan jenis dan bobot pemidanaan tertentu. Bobot sanksi

akan melihat aspek yang meringankan dan berd¢kan. Kata
“seyogianya” sekaligus memperlihatkan faktor noRd€terministik
dari konsekuensi dari kemunculan suatu SW‘ elum sanksi
ditentukan, hakim harus terlebih dulu menceyma akah adafaktor-

m

faktor penghapus atau pemaaf pidana. Ba etika faktor-faktor

itu tidak ditemukan, keputusan politis % t mengintervensi
is8n

suatu putusan yang telah dijatuhkan, melalui grasi dan

amnesti dari kepala negara. N
Sampai di sini terlihat bahwa#BrO8gs Fahirnya suatu putusan

hakim mencatat pergolakan akal b
kemampuan rasio teoretis, ra
Sekalipun ketiganya dapat di
akan diskursif, dalam kenya

d gan mengerahkan segenap
s, dan rasio pragmatis.
di atas kertas dan seakan-
a tdak ada batas yang tegas di
antara rasio-rasio itu. Kine asio teoretis sangat mungkin akan
dipengaruhi oleh rasio pra sio pragmatis, atau sebaliknya,
pada saat bersamaan. Kita dapat meéngatakan bahwa tidak ada profesi
lain di luar profesi haki ang paling intens mengerahkan ketiga
modalitas rasio itu se am pekerjaannya.

Pemikiran Kapt,*fagi-lagi, sangat berguna untuk membantu
kita menjelaskan % ersebut. Dengan meminjam pemikiran
Kant, kita dapat@uagngatékan bahwa rasio teoretis berguna bagi

hakim dalam memDByat¥ategori-kategori untuk mengubah sensasi
empiris menj

sampai pada bata

hal-hal yarfg fisis transenden (seperti mencoba memahami
gagasan ;

putusanfRakim). Rasio teoretis hanya sah digunakan dalam ranah
fenom, snya dalam mencerna alat-alat bukti. Jika rasio ini
digunakan k menembusrealitas transendental itu, ia akan masuk
ke kontradiksi logis (antinomies of pure reason). Rasio akan menipu
dirinya sendiri karena terjebak dalam dialektika transendental.

{JC

igus

tahuan ilmiah. Namun, rasio teoretis hanya

arena rasio ini tidak akan sampai menyentuh

n Yang Maha Esa” yang ada dalam irah-irah
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Rasio praktis mempunyai tugas berbeda. Di sini ia tidak lagi
bertugas mengetahui (Erkenntnis), tetapi menentukan kehendak
(Wille), yaitu bagaimana hakim itu seharusnya bertigidak. Integritas
hakim berperan penting dalam rasio praktis ini karena, aKant,

tindakan hakim itu seharusnya dituntun oleh b o praktis
yang paling murni, yaitu “Bertindaklah hanya menurtgdsas yang dapat
engkau kehendaki menjadi hukum universal.” Asfigini t&Kenal dengan
sebutan imperatif kategoris. Tentu saja, ada pessyard®fn-persyaratan
yang diasumsikan ada agar rasio murni ini dapat hadir
(postulat rasio praktis). Syarat-syarat meRjadi p@€tulat itu adalah:
(1) kebebasan), (2) keabadian jiwa, dan m sebagai penjamin
terakhir. Dalam tulisan ini, postulat pe dan kedua akan dibahas

guomgi, sedangkan postulat
¥dasarkan ketuhanan.

f

nanti dalam aspek otonomi versus he

Dengan mengambil posisi
memasukkan juga rasio pr

dari Kant, kita dapat
suatu terminologi yang
ulisan Kant. Namun, kita harus
ga sering menggunakannya

sesungguhnya tidak dijumpai
akui bahwa hakim-hakim ternyata

dengan berbagai alasan. D pandangan penganut Kantianisme,
rasio pragmatis itu hanygepen secara utilitarian, tetapi bukan
dasar moralitas sejati §a iperjuangkan oleh rasio praktis.

Sebagai contoh, keadilgh restatif sangat mungkin dilakukan tidak
aéw

berlandaskan rasio pr tapi lebih sebagai rasio pragmatis,
sepertimengurangib epjara atau menjaga harmonimasyarakat.

2. Otonomi s Heteronomi

DiIndonesia, profesi hakim bukanlah puncak karier dari semua
profesi hukum. Kecuali untuk lingkungan peradilan militer, profesi
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hakim dari jenjang karier sudah dapat dirintis setelah seseorang lulus
sebagai sarjana hukum/syariah. Dilihat dari status kepegawaian,

mereka adalah pegawai negeri sipil. Apabila hakgm ini'pertugas di
peradilan militer, mereka adalah anggota Tentara Nast Indonesia.
Dari sisi ini saja terlihat ada struktur yang i komunitas
penyandang profesi ini. Ikatan komunitas adalalN¢alah satu sumber
nilai heteronom, di samping sumber—sumb% .

Isu yang muncul berkenaan dengah a
kebebasan. Dalam etika, kebebasan gnerupakgn variabel penentu

eteronomi adalah

bagi tanggung jawab. Seseorang yang t s untuk menentukan
tindakannya, sebenarnya tidak laya oral untuk dimintakan
pertanggungjawaban.

Dalam diskursus etika, te imbul pertanyaan bahwa apakah
struktur yang melingkupi kebgradaanYdan aktivitas profesi hakim,
seperti organisasi dan praghta uran perundang-undangan,
harus dimaknai sebagai gumber ketidakbebasan bagi hakim?
Struktur di sini, dalam “tataraftertentu, merupakan struktur
kekuasaan. Filsuf seperti Aquinas menganggap perlu terlebih dulu
membedakan antara keN pada satu sisi, dan legitimasi etis
penggunaan kekuasagh paga sfsi lainnya. Legitimasi ini melahirkan
wewenang. Menurytn
dirinya sendiri. Ke

, kekuasaan tidak dapat membenarkan
n hanyalah suatu kenyataan fisik dan sosial,
suat@h wewenang. Tiada seorang manusia pun
nyai wewenang atas manusia lain, karena
wewenang ini r dari Tuhan.' Dalam peraturan perundang-
undangan daggk , ternyata tetap ada kebebasan yang diberikan

kepada pengandang profesi hakim, terlepas kebebasan ini dapat saja
ebagdi kebebasan sosial,’® misalnya berupa jaminan

yang secara asali m

diberi labe

kemerdelgan kekuasaan kehakiman.

14 Franz Magnis-Suseno, Kuasa dan Moral (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1995), hlm. 5-6.

15 Franz Magnis-Suseno, Etika Dasar: Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral (Yogyakarta:
Kanisius, 1991), hlm. 21-30.
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Patut dicatat bahwakebebasan sosial diatas menjadikehilangan
makna apabila tidak berimbas pada kebebasan eksistensial, yaitu
kebebasan yang terhubung dengan otonomi diri, kesadagan, dan

tanggung jawab individu atas keputusan yang telah di Tatkala
konstelasi struktural tidak cukup kondusif unt eri ruang
gerak terhadap kebebasan sosial, maka akan adN}ecénderungan

1%, keberanian

yang sama terjadi pada kebebasan eksistensial. Sgtuk
dari penyandang profesi untuk menegakkagmnilai-Bifai luhur etika

dan integritas profesinya harus diberi tem elingga kebebasan
eksistensial akan tetap terjaga untuk % g hakim dalam

menjalankan tugas profesinya.

Etika dan integritas profe
memperbesar intensitas kebebasan

adi rujukan dalam
gial itu. Tatkala H.L.A.
n"antara kekuasaan dan
wewenang, ia mengambil conto ingan antara penodong
bersenjata dan petugas pajakf\Kedtdnya sama-sama memiliki
kekuasaan memaksa orang laj uk berbuat atau tidak berbuat
sesuatu, tetapi perbedaannya adalah#ahwa perampok sebenarnya
k itu. Orang yang ditodong mengikuti
ia berada dalam “the gunman
ekuasaan. Profesi hakim adalah

perintah si kriminal ha k
situation”*® Ia hanya
profesi luhur yang unj

antagg/ lain karena ia memiliki keduanya
na wewenang itu hadir tidak semata-
mata karena diberika dang-undang sebagaimana ditegaskan

seperti Aquinas arisbawahi bahwa wewenang itu seharusnya
juga datang
menyatakan
itu, utilitari
ukuran pra is,y yakni diterima luas karena mendatangkan

, sementara penganut mazhab sejarah
o itu berasal dari adat kebiasaan. Sementara
grpendapat wewenang tadi timbul dari ukuran-

16 H.L.A. Hart, The Concept of Law (Oxford: Oxford University Press, 1978), hlm. 18-25.
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Tarik-menarik antara otonomi dan heteronomi seperti itu
tidak hanya beririsan dengan tarik-menarik antara kebebasan
eksistensial dan sosial. Pendulum juga bergerak yigtuk mengarahkan
hakim ke pertimbangan rasio praktis dan ra pragmatis
sebagaimana telah diuraikan dalam pem sebelumnya.

Ketika dihadapkan pada kasus yang kompEks, kim tidak cukup
i e

hanya membuat pertimbangan berangka a deontologis,
yang mempromosikan imperatif kateg0¥is an ada tarikan
yang kuat berupa tekanan publik agar %nya direaksi secara
positif, kendati disadari bahwa di da a'*€rkandung kesesatan
argumentum ad populum. Jadi, an rasio pragmatis

terkadang juga diaksentuasi, bahka
yang [dipersepsikan] sejalan den aga keadilan masyarakat.

Etikadanintegritashaki ikikeunikandilihatdarisisiini.
Hakim yang menjunjung tingg1 &
takluk pada desakan heter ominasi struktur sosial, dan
pertimbangan rasio pragmpti berlebih-lebihan. Senyampang
integritas diukur dari konsistensi hakim dalam membuat keputusan-
keputusan yang dapa¥dipertanggungjawabkannya secara etis,
kendati harus melawgfiarus, Waka penyikapan yang berani seperti
itulah yang patut di%. Etika dan integritas hakim dengan

s

demikian berkonvgligensiadéngan etika dan integritas peradilan.

Masing-masing
peran kebebasan

meg kendali untuk pertama-tama menjaga
pada lembaga peradilan) dan kebebasan

idu hakim).

Benar bah idak semua filsuf sepakat bahwa penghormatan
kita terhaddp Baga peradilan (untuk mengganti kata “integritas”)
. g dibangun dengan moral. Pandangan demikian
, misalnya oleh Alf Ross (1899-1979), seorang realis

dilontar.
huku navia. Pandangannya berangkat dari konsep
keabsahan um. Menurutnya, keabsahan hukum tidak terkait

dengan kebenaran moral, juga tidak karena aturan itu dihasilkan
melalui prosedur formal tertentu, melainkan lebih karena dua
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hal. Pertama, aturan itu secara faktual memang berlaku (efficacy).
Kedua, ada perasaan sosial terikat pada ketentuan itu. Atas dasar
itu, setiap orang dapat memprediksi bahwa aturan tetsebuteuemang
akan digunakan oleh hakim dalam memutus per. i masa
depan.'” Tidak mengherankan apabila realisme ndinavia

dipandang sebagai pengusung teori prediktif kéabpgalfan hukum
(predictive theory of legal validity). Untuk itu tu% an, bersama
ban

dengan para hakim di dalamnya, adalah m kepercayaan
publik dengan memberi daya prediksi yan%atas penerapan
suatu aturan. Hakim tidak boleh mem ai aturan karena
hal itu berarti mencederai tingkat preé%um, yang dengan
sendirinya berarti mencederai tingk Bsahan hukum. Ruang

pahami sebagai bagian
abasan mutlak. Struktur

subjektivitas hakim tetap ada, namun4?®
dari struktur psikologis kolektif, b keb
psikologis tersebut menyerupai idgologi n@rmatif bersama bagi para
hakim. Argumentasi inilah yang m®njadi dasar keyakinan merka
bahwa peradilan berintegritas tida¥ harus karena alasan moralitas.

Para filsuf yang meyakini hukdm tidak perlu dibuat, tetapi
tumbuh bersama masyargkat, tidak akan mampu membantah
bahwa keteraturan perilalgy ya embentuk hukum positif harus
juga dirajut dengan kes sosial. Suatu kesepakatan akan
dapat bertahan jika gda kegbdikan bersama (bonum commune).
Kebaikan ini dapat arena pola perilaku yang berulang-
ulang itu memang al dan/atau memang secara empiris
sorang (kendati merugikan sebagian kecil
anut realisme hukum yang melihat aktivitas
ktif mikro pada titik ini bertemu dengan
rah yang beroptik makro, ditambah dengan

ise

menguntungkan mayor
kelompok lainny.
berhukum dengs

17 Alf Ross, and Justice (London: Stevens & Sons, 1958), hlm. 18, 34-38. Perlu dicatat
bahwa Ross sen dak pernah memberi nama teorinya sebagai teori prediktif keabsahan
hukum. Tampaknya penamaan ini muncul dari para analis hukum di berbagai buku teks filsafat
hukum. Juga lihat Olexij M. Metenikany¢, “Alf Ross and His Legal Philosophy,” Bratislava Law
Review 2/2018: 171-182.
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Jadi, terlepas apakah moral ikut berperan atau tidak dapat
tugas profesinya, tidak terbantahkan bahwa pada akhirnya selalu

ada otoritas di luar dirinya, yang disebut sebagajfaspek Reteronomi.
Persoalan apakah heteronomiitumoralataua-moral ana-moral
dengan immoral), tidak lagi relevan di dalam Taksis. Dalam
tataran praksis, tidak dapat dihindari ada keputuh@n pragmatis yang
harus ikut diperhitungkan. K

Bagi seorang hakim, etika profegi jadi penting untuk
menuntunnya mengikuti perjalanany suaty jkasus, sesederhana
apa pun perkara tersebut. Nilai-nila isuarakan dari aspek
heteronomi itu direfleksikan deng aik bermodalkan nilai-
nilai otonomi. Pada akhirnya p
kembali ke hadapan publik
profesi hakim menjadi unik
selalu berperan sebagai ruju

eksternalisasi nilai-nilai dala

3. Keadilan Berdasarkan Ketuhanan

Sekalipun hakim adilan adalah dua konsep yang

uflah untuk menjelaskannya. Dalam

ristoteles memberi perbedaan antara
mendistribusikan) dan keadilan dalam
8 Secara umum, sengketa di area
n banyak mengejar keadilan distributiva,
rea hukum publik akan lebih ke keadilan

demikian mungkin sedikit membantu, tetapi

n§ mengelaborasi pertimbangan etika dan integritas ini
denga menggunakan pendekatan rasional. Rasio praktis

18 Franz Magnis-Suseno, Tiga Belas Model Pendekan Etika (Yogyakarta: Kanisius, 1998), hlm. 35-
54. Lihat juga Budiono Kusumohamidjojo, Teori Hukum: Dilema antara Hukum dan Kekuasaan
(Bandung: Yrama Widya, 2016), hlm. 7-13.
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yang diperagakan oleh Kant berusaha menjaga jarak dari metafisika.
Keadilan, dengan demikian, tidak diukur dari tolok ukur ketuhanan.
Namun, menarik bahwa Kant menambahkan dug postwlat bagi
imperatif kategorisnya, yaitu keabadian jiwa dw. Dua
postulat ini dapat digunakan untuk menunjukkan ikan'etika dan
integritas hakim, yang secara substansial memperku sfstensi irah-

irah putusan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuh% Maha Esa”.

Ketuhanan dan Tuhan sesungguhn iki perbedaan
konsep. Ketuhanan mengandung makna ygn ihJabstrak daripada
Tuhan. Dalam pidato pada sidang perta apat besar tanggal 1
Juni 1945 di Badan Penyelidik Usaha-U
(BPUPK), Soekarno memberikan pg
dimaksudnya dengan prinsip “Ke

Perglapan Kemerdekaan

tentang apa yang
dalam bernegara. Ia
mengatakan: “Prinsip Ketuhanan! Bu aja bangsa Indonesia ber-
ia hendaknya ber-Tuhan.
Tuhannya sendiri.... Hendaknya Né@gra nesia ialah negara yang tiap-
tiap orangnya dapat menyembah dengan leluasa. Segenap rakyat
hendaknya ber-Tuhan secara kebudayaah, yakni dengan tiada ‘egoisme-

agama’. Dan hendaknya Nega%orze\sia satu Negara yang bertuhan!™®

Persoalannya tentgfl™ bagawhana menghubungkan konsep
ketuhanan dalam konte%gara seperti yang dimaksud oleh
Soekarno dengan ko s jatuhan putusan di pengadilan?
Untuk menjawabnyafkita at kembali ke tesis yang disepakati
terkait hubungan ne an agama di Indonesia. Ketuhanan
dalam kerangka

Tuhan, tetap masing-masing ora don

mencerminkan komitmen etis bangsa
nggarakan kehidupan publik-politik yang
ilai moralitas dan budi pekerti yang luhur.
dengang salah satu pokok pikiran dalam Pembukaan
Undang-Undang ®a€ar 1945, yaitu “negara berdasar Ketuhanan Yang
Mabha Esa sar kemanusiaan yang adil dan beradab” *°

Indonesia untuk me
berlandaskan
Hal ini sejalan

19 R.M.A.B. Kusuma, Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945 (Depok: Badan Penerbit Fakultas
Hukum Universitas Indonesia, 2004), hlm. 163.

20 Lihat uraian ini dalam Yudi Latif, Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas
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Putusan hakim adalah sebuah produk penyelenggaraan
kehidupan publik, sehingga putusan itu juga harus dihasilkan
melalui proses yang mencerminkan komitmen Agis par® hakimnya
untuk menyelenggarakan sistem peradilan yang ber[¥agaskan nilai-
nilai moralitas dan budi pekerti yang luhur. P kim, dengan
demikian, harus menghindarkan diri dari pyaktikgkezaliman, dalam

arti memberi hak yang tidak sepantasnya da pihak yang tidak
layak menerimanya, dan/atau meram hak ¥ang sepantasnya

diberikan kepada pihak yang laya enprimanya. Dengan
pemahaman seperti itu, menjadi logis la Pkok pikiran keempat
dari Pembukaan Undang-Undang Da 9 enggabung dua nilai
aitan dengan hubungan

ainnya berkaitan dengan

manusia dengan Tuhannya, dan 3
hubungan sesama manusia.

Oleh karena penyelef
penyelenggaraan  sistem

negara kita, termasuk
, tidak menganut tesis
sekuleralitas, maka nuan hanan Yang Mahas Esa menurut
dasar kemanusiaan yang adil dan beradab itulah dimensi aksiologis
yang terbilang unik bagi andang profesi hakim. Lagi-lagi di sini

terlihat bahwa dimengivketulfnan yang dalam segi-segi tertentu
cenderung transende%etaﬁsis, ternyata justru dipakai untuk
memperkuat keyakfigan m dalam menjatuhkan putusan yang
adil. Transendensidiuji an imanensi (kasus konkret dan faktual)!

Hakim tidak diara ntuk menghindar, tetapi justru didorong

untuk bekerja
etisnya dapat di tkan secara nyata. Komitmen itu juga perlu

pawa keadilan berdasarkan ketuhanan di sini tidak
lagi ditafsi & bagai egoisme agama tertentu, tetapi keadilan
yang dapAt a menurut pandangan agama manapun sepanjang
didasatka emanusiaan yang adil dan beradab. Untuk itu, etika
dan inte s hakim dalam penyelenggaraan peradilan di Indonesia
memiliki keuhikan berkat prinsip ini, bahwa hakim bekerja untuk

ansa demikian, semata-mata agar komitmen

Pancasila (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), hlm. 110.
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menjatuhkan putusan menurut dasar [pertama] Ketuhanan Yang
Maha Esa dan menurut dasar [kedua] kemanusiaan yang adil dan

beradab. w

Penutup

Tiga aspek yang ditampilkan dalam pembahasaf di atas, yaitu
rasio (akal budi) manusia, heteronomi vers
keadilan berdasarkan ketuhanan, telah nmfendudukkan keunikan
etika dan integritas hakim sebagai profesi , buBan sekadar etika
dan integritas profesi pada umumnya. % an itu diperkuat
dengan sanggahan terhadap tiga kebera i bafvah ini.

% ama dalam mengawal

pahkan hukum sebagai
produk budaya, tidak dapat dipungkiri bawa profesi ini menempati
peringkat utama sebagai pemega
makna teks hukum berhadapan
Proses ini harus dilaksanak

Pertama, sekalipun hakim buka
hukum menurut aliran yang m

itas dalam menentukan
gan kontekstualitas berhukum.
itikad baik. Artinya, etika
dan integritas hakim bakal menjadi penuntun yang dominan dalam
mendialektika teks dengan ks tersebut.

Kedua, walaupun pgny; g profesi hukum adalah kelompok

sosial yang hidup berdampin dengan kelompok sosial lainnya,
tidak berarti etika dan“Smtegritas profesi hakim tidak memiliki

keunikan. Hal ini k

hakim adalah profesi yang paling intens
mengimplementasikan %gtika dan integritas profesinya. Wewenang
kekuasaan untuk menegakkan keadilan,
agi (distributiva) maupun keadilan dalam
%a). Kekuasaan seperti ini jelas-jelas menuntut

integritas
bakal me

esi manapun, karena apabila diterapkan secara keliru,
subjek tertentu dalam “the gunman situation”.

Ketiga, kéndati terdapat realitas bahwa perilaku hakim
dalam membuat putusan kerap ditentukan oleh hal-hal yang sepele
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(mundane things), seperti sering disuarakan oleh kaum realis, bukan
berarti risiko seperti itu serta-merta menafikan keunikan dari etika
dan integritas hakim. Peluang untuk melahir puf®san tanpa
pertimbangan yang memadai, dapat saja terjadi, tetapigpembenaran

terhadap hal itu merupakan sebuah kese igto simpliciter.
Disparitas putusan tidak identik denga keRcumn integritas
sepanjang putusan dibuat dengan dukuM‘imbangan yang
memadai (motivering vonnis), tidak mehBgerusfkepercayaan dan

penerimaan publik.
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Sinergi Komisi Yudisial'dan
Advokat dalam Mew an
Peradilan Befsi

Dr. Luhut M.P. Pangarib&s ) LL.M*

A. Pendahuluan

dvokat dan Komisi Yudi ), dalam banyak hal sejauh
ini, setidaknya dalarp p&ngalaman kami baik sebagai advokat
aupun Ketua U di, selalu bersinergi. Apa yang

dimaksudkan dengan sipergi itu ialah usaha terus-menerus dari
Peradi sebagai organis%kat maupun sebagai praktisi agar
senantiasa dalam visifan mis¥dalam berpraktik. Dengan kata lain,
bagaimana agar senar#sa ferus menerus ikut serta mewujudkan
peradilan bersih. ujuldnya peradilan bersih dan berwibawa
merupakan kewajflgan prdfesi sebagaimana diatur dalam Kode Etik

Advokat Indonesia

, standar profesi advokat di Indonesia.

Secara agaan, berdasarkan UU No 18 Tahun 2011
tentang Korpi

adalah unt

hakim. Kalaujtidak ada informasi, laporan atau bahkan pengaduan,

1 Ketua Umum DPN Peradi dan Dosen FHUI
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maka kewenangan yang sudah ada berdasarkan UU KY itu tentu
tidak akan bisajalan. Itu adalah salah satu sinergi konkret fungsional

antara advokat dan dengan KY.
Advokat (baca: organisasi advokat) dalam man 9]9)

No 18 Tahun 2003 (UU Advokat) memang telah
“Bahwa kekuasaan kehakiman yang bebas dari seggla ca
pengaruh dari luar, memerlukan profesi advok.
dan bertanggung jawab, untuk terselenggararfya sygtu¥peradilan yang
jujur, adil, dan memiliki kepastian hukum b mud pencari keadilan
dalam menegakkan hukum, kebenaran, kea& ak asasi manusia.
Dengan demikian sinergi KY dan advg itufadalah merupakan
kewajiban hukum masing-masing. De n@ ta lain, dalam rangka
menjalankan UU sektoral masing- TandAn untuk tujuan yang

sama, yaitu menjaga dan menegakkan ke dtan, keluhuran martabat,
serta perilaku hakim”.

keadaan kehakiman dewasa
ban dengan menggunakan

Bagaimanakah sinergi
ini? Pertama-tama disampai

pendekatan problematic reqsoning. Pertanyaannya, bagaimanakah

keadaan peradilan saat ini %pandangan masyarakat? Apabila

disebut peradilan maka tu mlaksudnya tidak terbatas hakim,

tetapi juga fungsi lain yav%itan dengan kekuasaan kehakiman,
0

seperti polisi, jaksa da

Menurut cata survei terhadap badan peradilan pada
Juni 2024, tingkat k&puadSan masyarakat digambarkan sebagai
berikut: (i) atas tasan KKN hanya 59,1%, (ii) menjamin
perlakukan hukya ama kepada semua warga hanya 59,1%, (iii)
menuntaskan erasan oleh aparat/pelanggaran HAM hanya
55,2%, (iv) afitas suap dan jual/beli kasus hukum 43,2%,
(v) menuntf8kan kasus hukum hanya 56,1%.? Kemudian nilai citra

buruk un 75,7%, kemudian panitera 55,4%.3

2 Kompas, Jumat, 11 Oktober 2024: 16
3 Kompas, Senin, 6 Juni 2016: 5
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Dengan merujuk pada angka-angka itu, maka jawaban
singkatnya ialah keadaan peradilan kita tidak baik-baik saja. Dengan
kata lain, usaha mewujudkan peradilan dan at engjdilan yang
bersih dan berwibawa sampai hari ini, meminjam ba pendidikan
failed.* Padahal lembaga pengawas ada, baik { an eskternal.
Pengawas internal dalam setiap lembaga 3da j&ga seperti Komisi
Kepolisian Nasional (Kompolnas), Kom ejalsaan (Komjak),
Badan Pengawasan Mahkamah Agung A) dan pengawas
eksternal ada KY, serta dvokat.

Pertanyaannya mengapa mas ? Faktor-faktor apa

sajakah yang menyebabkannya 8 erfiudian bagaimanakah
seharusnya ke depan agar peradilg Q

ersih dan berwibawa itu

senantiasa dapat dipertahankan?
Alasannya ialah selain kakena gaji rendah, setidaknya ada dua
per

faktor lagi, yaitu faktor siste n yang belum terpadu sesuai
amanat Konstitusi dan mogel kekrutmen hakim yang masih belum
tepat. Kedua hal ini, menudrut hef§at saya, sebagai penyebab utama
yang belum pernah diperhatikan, kecuali masalah gaji saja. Kedua

faktor ini yang nanti akan @¥jglaskan lebih lanjut dalam tulisan ini.
KY dibentuk a rena ada judicial corruption. Sampai
hari ini, hal itu bdlum higd dihilangkan atau dikurangi, apalagi

dihilangkan. Ko
pengawasan ekste
belum berhasil j
judicial corruptio
perhatian s

ret sekalipun KY sudah terbentuk untuk
ama 20 tahun sampai sekarang, ternyata
hilkan judicial corruption. Dengan kata lain,
terus berkelanjutan sehingga perlu menjadi

4 Dalam matriks nilai, berdasarkan bobot di Universitas Indonesia misalnya bila kisaran nilainya
60-64% maka bobotnya adalah 2,3 sehingga nilainya adalah C dan nilai ini masuk kategori
failed.
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advokat ikut menjalankan checks and balances terhadap kemandirian
kekuasaan kehakiman dalam konsep negara hukum Indonesia.Sebab
secara struktural kemandirian kekuasaan kehakimag sebaggi unsur
dari negara hukum senantiasa memerlukan advokat uat dan

mandiri agar dapat dipertahankan.
B. Advokat dan Kekuasaan Kehaki%;sa Hukum
Si

dengan Status Penegak Hukum da Peradilan
Uraian ini dimulai dengan profesi, a at) yang berkaitan
dengan materi tulisan, yang secara si ik Tkut mewujudkan

peradilan yang bersih dan berwibawa.

Q
jadi a-cita” adalah karena
baik fresh graduate maupun pepsiunah, berbagai profesi adalah
“pelamar” calon advokat. Hal ilibdt dari rekrutmen calon
advokat yang dilakukan OrganiSgsi Advokat (OA). Karena tidak
ada pembatasan jumlah, per jumlah advokat cenderung
meningkat dari waktu ke waktu. Seiring dengan itu jumlah OA
juga bertambah banyak leak ada pembatasan juga untuk

pembentukan OA.

Dengan peningkatan jurglah advokat yang tajam dan dari
sumber beragam, p Mserta yang baru lulus pada waktu
yang singkat, perha A Semakin tertuju kepada hal ini karena
berimplikasi pada berbdgawhal. Dengan kata lain, pada saat yang
sama, perhatian mah pada bagian lain seperti bersinergi
dalam usaha n peradilan yang bersih dan berwibawa

karena sibuk @ si internal.
Menugit

Advokat, kewenangan mengangkat advokat

Dewasa ini, menjadi advokat s
sarjana hukum. Dimaksudkan m

jadi “cita-cita” semua

ena OA itu semua berdiri sendiri dan belum ada
a,berapa jumlah advokat dewasa ini yang direkrut
tidak ada yang taliu pasti. Pengawasannya pun menjadi kurang efektif
karena dengan mudah pindah OA bila dikenakan sanksi organisasi.
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Tentang jumlah, kemungkinan MA mengetahuinya
berdasarkan laporan yang disampaikan OA. Karena menurut UU
Advokat, ada kewajiban OA untuk menyampai daftyr advokat,
apakah ada pertambahan dan perubahannya setiap n pada MA

dan Menteri Hukum.
Menurut UU Advokat, tujuan OAL ada meningkatkan
UN

kualitas profesi advokat (vide ps 28 ayat ( kat). Bagaimana
kualitas advokat itu secara etis dirumuska h jauh dalam Kode
Etika Advokat Indonesia (KEAI). Hal ipi disepakati OA dan berlaku
untuk semua advokat di Indonesid] N?arkan Pasal 33 UU
Advokat. Intinya ialah advokat sehaftishyga fidak saja benar, tetapi

lebih jauh lagi etis dan bertangguy Oleh karena itu, apabila
menjalankan jabatannya

kedua hal itu terpenuhi maka adygkat t&
sebagai officium nobile.
Ada seorang advokat pggna yatakan dalam sidang pidana

pengadilan dirinya “... sajg tiflgk mendalankan fungsi saja sebegai
pembela kalau saja mementingkan @iri sendiri”. Kutipan ucapan ini
adalah dari advokat Yap Thiam Hien. Ucapan itu disampaikannya
dalam sidang pidana di Pen@agilan Istimewa Jakarta pada tahun1967.
Menurut Advokat Y. iam’Hien bahwa “Seorang advokat yang
menghargai diri dap pPotesiglya ... tidak akan menjual kehormatan
dan prinsipnya ki klien. Ia tidak melaksanakan tugas atas

5 Dr. Luhut M.P Pangaribuan, SH. LL.M, David v Goliath, Ketika Advokat (Yap Thiam Hien)
Menghadapi Sistem Peradilan Pidana Belum Terpadu, Papas Sinar Sinanti, Jakarta, 2025:5
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Hien. Dengan demikian menjalankan fungsi lain dalam kekuasaan
kehakiman, yakni advokat ikut menjaga dan “bertanggung jawab,
untuk terselenggaranya suatu peradilan yang jujur, adil, danypemiliki
kepastian hukum bagi semua pencari keadilan dalam mene hukum,

kebenaran, keadilan, dan hak asasi manusia” aka ih perwibawa
adalah kewajiban profesi.

Advokat adalah jasa hukum yang bis efdtuk bantuan
hukum. Namun, bantuan hukum bukan iban advokat,

tetapi adalah kewajiban negara. Negara berRe#ajibhn menyediakan
dana bantuan hukum untuk warga nega% iskin (vide UUD
NRI Tahun 1945). Bantuan hukum itu adetal m@rupakan akses pada
keadilan dari warga negara yang tiddl pu. Sebagai ilustrasi
dalam frasa kutipan dari Miranda Rul ave the rights to have
a lawyer and if she/he could not affor the state will provide one”.
Negara yang akan menyediakan tuan Jhukum untuk yang tidak
mampu itu. Dengan substansi yafyg sama sudah diatur dalam UU No
16 Tahun 2011 tentang Bantu um. Negara telah menyediakan
dana bantuan hukum untuk orang miskin yang berperkara melalui

BPHN. Akan tetapi dala aktik bantuan hukum dan pro bono
publico yang ada dalam K% dikacaukan atau tertukar.
a

Secara normatif, fu adyokat itu diatur dalam UU Advokat
adalah untuk membeyi% um baik di dalam maupun di luar
pengadilan (ps 1 b 1). Béntuk jasa hukum yang merupakan
fungsi advokat, yaitu: sultasi hukum, (b) bantuan hukum, (c)
menjalankan kua wakili, (e) mendampingi, (f) membela, (g)
tindakan lain untuk ntingan klien (ps 1 butir 2 UU Advokat).
Semua fungsi i ah berkaitan dengan kepentingan klien, bukan
u sendiri. Sementara klien adalah penerima

Ba%okat, yakni (1) orang, (ii) badan hukum, (iii)
1 butir 3 UU Advokat).

KemudiaMgtatus advokat dalam Pasal 5 ayat (1) UU Advokat
dinyatakan sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin
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oleh hukum dan peraturan perundang-undangan. Ketentuan ini
menunjukkan bahwa advokat adalah bagian dari officer of the court.
Advokat sebagaimana penegak hukum lainnya mefgpuny3jtugas yang
sama, yakni menjaga dan melindungi hak-hak seseora emastikan
berjalannya proses peradilan yang adil dan tid ihak (fair trial)

dan mewujudkan supremasi hukum (rule of [aw) &Indonesia. Status
sebagai penegak hukum ini tidak hanya se&l 1, tetapi sebagai
pendekatan konseptual hukum untuk pghBuatanfhak-hak dan atau
wewenang advokat dalam menjalankan t%fesi sehingga setara
dengan aparat penegak hukum lainny% radilan terpadu.
Dalam UU Advokat, diatur lejsffi¥agjut dari Pasal 14 sampai
dengan Pasal 20 UU Advokat, tg @ pa “Hak dan Kewajiban
Advokat.” Sebagai hak dan kewajj d¥ekat ialah® i) Advokat bebas
mengeluarkan pendapat atau pern
yang menjadi tanggung jawab
tetap berpegang pada kode profesi dan peraturan perundang-
undangan (Pasal 14); (i t bebas dalam menjalankan

tugas profesinya untuk membela“perkara yang menjadi tanggung
jawabnya dengan teta rpegang pada kode etik profesi dan

peraturan perundang-#dangdl (Pasal 15); (iii) Advokat tidak dapat
Qa?
n

an dalam membela perkara
i daJam sidang pengadilan dengan

dituntut baik secara maupun pidana dalam menjalankan

tugas profesinya d% ad baik untuk kepentingan pembelaan
e

klien dalam sida n lan (Pasal 16); (iv) Dalam menjalankan
hak memperoleh informasi, data, dan

profesinya, advo
dokumen lain dari instansi pemerintah maupun pihak

lain yang berkar ngan kepentingan tersebut yang diperlukan

untuk pe képentingan kliennya sesuai dengan peraturan
perundang an (Pasal 17); (v) Advokat dalam menjalankan
tugas prgfes ilarang membedakan perlakuan terhadap klien
berdasarkan jeifis kelamin, agama, politik, keturunan, ras, atau

latar be osial dan budaya (Pasal 18 ayat 1);(vi) Advokat tidak

6 Hak-Hak Advokat ini juga telah diakui secara Internasional, antara lain dalam Basic Principles
on the Role of Lawyers, 7 September 1990.
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dapat diidentikkan dengan kliennya dalam membela perkara klien
oleh pihak yang berwenang dan/atau masyarakat (Pasal 18 ayat
2); (vii) Advokat wajib merahasiakan segala sesuatygyang diketahui
atau diperoleh dari kliennya karena hubungan profe kecuali

miiii) Advokat
n) termasuk
penyitaan

ditentukan lain oleh undang-undang (Pasal 19 ay
berhak atas kerahasiaan hubungannya dengan
perlindungan atas berkas dan dokumenny. ha

atau pemeriksaan dan perlindungan terhgdap adapan atas
komunikasi elektronik advokat (Pasal 19 a%an (ix) Advokat
wajib memberikan bantuan hukum secara a-cugfia kepada pencari
keadilan yang tidak mampu (Pasal 22 aya&
:@ uk semua jasa hukum
D "hubungan hukum”
klien. Hubungan hukum
m sgtu surat perjanjian yang

Dalam pelaksanaannya, jasa ady,
diuraikan di atas dituangkan dala
antara dua subjek hukum: advoka
atas hal-hal di atas dituangkan
bentuknya tergantung tentang a dan atau kebutuhannya.
Bisa sangat sederhana tapi bis lebih panjang. Secara hukum,
hubungan hukum itu terjadi setelah¥ada peristiwa hukum, yakni
kesepakatan yang kemudigg dituangkan dalam suatu perjanjian

(kesepakatan) yang berigi, at enimbulkan perikatan antara
keduanya. Perjanjian ini ga lam praktik disebut dengan istilah
engangemenet letter (EW). Padg £aat EL disetujui, kemudian diikuti
dengan penandatang &t kuasa khusus (SKK). Kedua EL dan
SKK selanjutnya me ifikasi dengan rinci hubungan hukum itu.
Secara lebih khusus defdgad EL dan atau SKK itu, maka telah ada

"hubungan prof ula.” Artinyam pelaksanaan EL dan SKK itu
selain suatu pepf@jian yang harus ditaati juga harus tunduk pada

ubungan profesi lebih jauh akan tunduk juga
pada saat vy ama pada KEAI Artinya, OA ikut mengawasi
pelaksanaannya.” Ketentuan yang terakhir ini sebagai tambahan
khusus pada advokat yang sebagai bagian OA. Semua harus ditaati
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yang sebagai standar profesi dalam pelayanan klien. Standar profesi
yang digariskan dalam KEAI adalah sebagai parameter apakah
professional responsibility dijalankan advokat dglgan s®andar atau
tidak.

Sebagaimana sudah disinggung di atas, péadvokat wajib
menjadi anggota OA. Tujuan OA itu sendjti adalah meningkatkan
kualitas advokat. Peningkatan kualitag 1 rmasuk melalui
penegakan KEAI oleh Komisi Pengawss (4 was”) dan Dewan
Kehormatan (“DK”). Komwas dan DK adalahy pengawas internal
advokat. Secara eksternal dalam OA, secara bersama-sama
ying berkaitan dengan
kekuasaan kehakiman. Bagaimgiag Juasaan kehakiman itu
berjalan dan atau dijalankan ses@ai pdn UUD NRI Tahun 1945.
Konkretnya bagaimana ikut j
keluhuran martabat, serta peril,

menjalankankan fungsi pengawas

bertanggung jawab, un terselenggaranya suatu peradilan
yangjujur, adil, dannfemilikikepastianhukumbagisemuapencari

keadilan dalam mz kkan hukum, kebenaran, keadilan, dan

daviluar, memerlukan Frofesi Advokat yang bebas, mandiri, dan

hak asasi manusia™NAdvokat berdasarkan UU Advokat, pertama,
bertanggung ja untuk terselenggaranya suatu peradilan
yang jujur; kedua, 8gatyperadilan itu memiliki kepastian hukum
bagi semua keadilan dalam menegakkan hukum,
kebenaran, k dan ketiga, peradilan memberi perlindungan

dokat yang bebas, mandiri, dan bertanggung
jawab dip&rlukam untuk mewujudkan ketiga hal diuraikan di atas,

KY terkendald antara lain karena “dinamika”, advokat terkendala
karena masalah internal. Masalah konsolidasi antar OA dan pada
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saat yang sama secara eksternal sistem peradilan yang belum
terpadu khususnya dengan advokat belum terwujud, sebagaimana

amanat Konstitusi menjadikan peran pengawasan whwwnjadi
nihil.

Peradilan terpadu di mana advokat ada

NRI Tahun 1945 bahwa (i) Pasal 24 ayat (1) kehakiman
merupakan kekuasaan yang merdeka urftu elenggarakan
peradilan guna menegakkan hukum da dilah, (ii) Pasal 24
ayat (2) Kekuasaan kehakiman dilakuka% uah Mahkamah
Agung dan badan peradilan yang da di bawahnya, (iii)
Pasal 24 ayat (3) Badan-badan lai @ ngsinya berkaitan
dengan kekuasaan kehakiman diatufSdglam undang-undang.
UU Advokat secara sektoral menja
kewajiban konstitusionalnya. Pa ng sama, fungsi lainnya
juga melakukan penjabaran toral. Sekarang badan-
badan lain yang berhubunga ap kekuasaan kehakiman itu
menuangkan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya dalam UU nya
sendiri atau sektoral. Frasgdiatur dalam undang-undang dari pasal
24 ayat (3) UUD 45 dintggpret3ilfan secara berbeda-beda. Konsep
“unifikatif dan kodifikatif{ mi®®nya yang dinyatakan dalam KUHAP
yang mengatur kewendngan ua kewenangan fungsi lain yang
berkaitan dengan kekuasa hakiman itu belum pernah terwujud.
Secara konseptual ya usnya itu harus dilakukan agar semua
fungsi termasuk penga dapat berjalan efektif. Tapi bukan itu

yang terjadi tapi sektoral sebagaimana UU Kepolisian, UU
Kejaksaan, UU avakatan serta Advokat.

an’ posisinya itu sebagai

aat
ara

Kemudi 48Tahun2009tentangKekuasaan Kehakiman
(UU Kekuagaan akiman) pada bagian pertimbangan huruf b
tindakan lgnj UUD NRI Tahun 1945 itu menyatakan: “bahwa
untuk mew an kekuasaan kehakiman yang merdeka dan
peradilanyang bersih sertaberwibawaperlu dilakukanpenataan

sistem peradilan yang terpadu.” Selanjutnya, Pasal 38 ayat (1) UU
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Kekuasaan Kehakiman itu mengatur bahwa badan-badan lain yang
fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman ialah: “Selain

Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahniig sertd§Mahkamah
Konstitusi, terdapat badan-badan lain yang fungsinya itan dengan

kekuasaan kehakiman.” Pasal 38 ayat (2) UU Kehakiman
itu menyatakan bahwa: “Fungsiyang berkajtan dg¢ngan kekuasaan

kehakiman sebagaimana dimaksud pa t {1) meliputi: a.
penyelidikan dan penyidikan; b. penfifitutanj c. pelaksanaan
putusan; d. pemberian jasa hukum; da enyelesaian sengketa
di luar pengadilan.” Konkretnya agdifhana penjelasannya

“badan-badan lain” antara lain kepolisian, R¥jaksaan, advokat, dan
lembaga pemasyarakatan”.
Kembali ke masalah “ter ” se i konsep normatif sistem

pa
peradilan dalam UU Kekuasagn kiman. Apakah seharusnya
dengan metode UU Sektora kall “unifikasi dan kodifikasi”?
Secara sistematis seharusnya‘d§lam satu UU, kolektif bukan sektoral.
Secara historis interpret ama sudah pernah dilakukan.

Bandingkan, dengan Reglement op’de Rechterlijke Organisatie en het
Beleid Der Justitie In 1%1848 (RO) yang pernah berlaku di
1

Indonesia zaman kolgffial. Sefjlua badan yang fungsinya berkaitan
dengan kekuasaan ke%l diatur dalam RO, dan pada saat yang
sama tidak ada lagi @l sekedral. Akan tetapi, polisi, jaksa dan hakim
serta bapas/lapasgadvoR@fjuga sama, semua diatur dalam undang-
undang sektoral. kata lain, tidak terjadi sistem peradilan
yang tidak ter jalan sendiri-sendiri.

Dalam_gia karena ketidakterpaduan itu menimbulkan
| teknis termasuk kecenderungan untuk koruptif.
eknis diatasi dengan “musyawarah” temporer
antara ARH an dengan Hakim dalam bentuk SKB dan lain
sebagaj imana dengen kecenderungan koruptif itu? Apakah
cukup misaMfa dengan imbauan agar jangan pamer atau jangan
hedonis yang artinya dilakukan dengan formalistik. Karena di mana

ada kekuasaan yang besar tanpa akuntabilitas yang sesuai, maka akan
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cenderung koruptif. Apalagi bila kekuasaan besar, tetapi gaji kecil
maka akan lebih tinggi lagi kemungkinan menerima suap. Secara
teoritis, jika peradilan terpadu itu terwujud artinga akumgabilitas
dan transparansi akan terjadi sehingga kecenderunganN?tif akan
semakin rendah. Tapi bukan itu yang terjadi, ta ikhya yakni
justru semakin menambah kekuasaan itu. Itu yang defnah disinyalir

Prof. Den S Lev dalam bukunya “Hukum dan P@litik donesia”.”
Advokat mempunyai hak imunitaf d menjalankan
profesinya, sebagaimana diatur dalam Adyokat. Imunitas

profesi advokat ini dipertegas dan a% uat lagi dalam
Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) MNemor 26/PUU - XI1/2013
atas pengujian Pasal 16 UU Advokat, @ engatur hak imunitas
ituu MK menyatakan bahwa: “Advol dak dapat dituntut

baik secara perdata maupun pid m menjalankan tugas
profesinya dengan itikad baikfuituk kepentingan pembelaan
klien di dalam maupun di lu engldilan.“ Namun demikian,
berdasarkan pada berbagai pr alam proses peradilan pidana,
advokat masih sering mengalami tinflakan-tindakan yang “buruk”

dalam menjalankan profesifiga dan menghadapi berbagai kesulitan

dalam mengakses dan ja n hak-haknya sebagai advokat.

Pengalaman menunjukk a ini adalah salah satu akibat dari

amanat Konstitusi y. b dijalankan, yaitu mewujudkan

peradilan terpadu dj %tiap subsistem kedudukan setara
d

adalam sistem peradi

Salah satu ra konkret dihadapi advokat antara lain

i . i okat yang sedang menjalankan profesi
dengan mudahgkanMendapatkan serangan prosekusi hukum dengan
tuduhan meng alangi (merintangi) penyidikan. Selain hal ini
tidak sesuaifdeng®hak dan kewajiban serta perlindungan advokat
. Kriminalisasi ini juga bertentangan dengan
sar tentang Peran Advokat (Basic Principles on

Prinsip-Prin

7  Daniel S Lev, Hukum dan Politik di Indonesia, Kesinambungan dan Perubahan, Jakarta 1990
LP3ES
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the Role of Lawyer dari PBB)?, yang dalam Paragraf 16 menyatakan:
“Governments shall ensure that lawyers (a) are able to perform all of

their professional functions without intimidation, hifadranceparassment
or improper interference; (b) are able to travel and to ¢ t with their

clients freely both within their own country and d (c) shall not
suffer, or be threatened with, prosecution or admbgistrative, economic
or other sanctions for any action taken in ncé with recognized

professional duties, standards and ethics.”

Perlindungan Hak Asasi Manusja adalah salah satu
agenda penting Reformasi 1998 yang ke ian dilanjutkan dengan
j gart HAM nasional antara

penguatan berbagai instrumen per[iffdt
ak Asasi Manusia dalam
enjadikan hak-hak asasi
taran perundang-undangan,
9 tahun 1999 tentang Hak

lain dimasukkannya Bab Khusus i
UUD 1945 (Pasal 28 A- 28J)
sebagai hak Konstitusional. Dalam
Indonesia juga telah memilikj
Asasi Manusia serta pengak dan penerimaan Indonesia tentang
standar HAM internasion lain dengan UU No. 12 Tahun
2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political

Rights (Kovenan Intern al tentang Hak-Hak Sipil dan Politik).

Standar Internfsio entang perlindungan HAM dalam
proses peradilan pigaf® telgh diatur dalam berbagai pasal dalam
Pengesahan Kove@rnasional tentang Hak-Hak Sipil dan
Politik, antara lai Pagal 7 terkait dengan larangan penyiksaan;
(2) Pasal 9 dan 10%erRfit dengan orang-orang dalam penahanan;

dan (3) Pasal g hak-hak orang yang menghadapi tuduhan
dan peradilapgpidate] termasuk hak-hak tersangka, terdakwa dan

terpidana didampingi penasihat hukum dan hak-hak terkait
dengan hubwngan/lengan advokatnya, serta mendapatkan bantuan
hukum a-cuma (to have legal assistance assigned to him, in any case
where g1 ts of justice so require, and without payment by him in

any such cas@iffhe does not have sufficient means to pay for it).

8 UN Basic Principles on the Lawyers, adopted on the Eight United Nations Congress on the
Prevention of Crime and the Treatment of Offenders, Havana, Cuba, 07 September 1990.
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Dengan sistem peradilan terpadu yang belum terwujud itu maka
advokat sulit melakukannya. Padahal dalam konsiderans UU Advokat
sebagaimana dikutip di atas sudah menyatakang “bertanggung
jawab, untuk terselenggaranya suatu peradilan yangyyjur, adil,

dan memiliki kepastian hukum bagi semua i, keadilan
dalam menegakkan hukum, kebenaran, keadiw hak asasi

manusia’.

C. Judicial Corruption dan Judicial C%lda Hubungan
Sebab-Akibat N
BDa

Dalam kriminologi, ada satu fe ng menjadi objek
kajian, yaitu tentang judicial capric e adalah perubahan
mendadak negatif seketika yang tid Bugd dari seseorang ketika

Q

yang tadinya positif menjadi ne lengkapnya dikutip satu
perbuatan hakim di pengadil i berikut, “...Caprice — the
personal preference of the judge — is an dvailable and legitimate basis for
judicial decision. On certain sions, neither law nor morality provides
a decisive ground for decisigg an that is left is the judge’s taste or
inclination. Here, she has b gal power and the legal right to decide
whichever way she wishes”.” Jad#, ilustrasinya hakim, tetapi karena
peradilan bukan hanya o kim, caprice ini juga pada subsistem
yang lain di mana n mendadak yang tidak terduga itu

pada semua organ kek n kehakiman dan proses hukum yang
dijalankannya.

i perubahan mendadak itu, karena hakim
derkara pertama “neither law nor morality
provides a dggisive®bund for decision and all that is left is the judge’s
taste or inghindgi an kedua decide whichever way she wishes, maka

terdakwa da irnya masyarakat menjadi tidak percaya seketika

9  Eric J Miller, "Judicial Caprice”, dalam emile33@slu.edu, St. Louis University Scholl of Law
2006: ii
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pada pengadilan atau hukum itu. Dengan kata lain, seseorang
mendapatkan perlakuan atau hukuman yang tidak sesuai dengan
kebenaran perkara sehingga hilang kepercayagigy, Daldn konteks
penegakan hukum dewasa ini putusan mungkin garuhi apa

yang disebut dengan "judicial corruption”. T

Jadi, salah satu akibat judicial corrugtion i terjadi judicial
caprice. Konkretnya masyarakat kehilanga percayaan pada
peradilan akibat putusan hakim tidak begar giggk konsisten dengan
hukum sebelumnya dan dirasakan kagena fakgor koruptif. Adanya
kehilangan kepercayaan ini memang %ngan berbagai survei
secarayangsecaraberkesinambungapfSeBagafmanasudahdisinggung
di atas. Peradilan yang belum tgg sebagaimana seharusnya
menurut konstitusi, hemat saya ga salah satu faktor pada
perilaku koruptif. Jadi, ada masalah"pada sistem itu sendiri. Sebab
dalam sistem peradilan yan akan ada transpransi dan

akuntabilitas yang lebih tinggN Dengan hal itu, maka kemungkinan
korupsi akan lebih renda annya, judicial corruption selain

exist juga tinggi.

Sebagai ilustrasi Mengutip pendapat Prof. Yusril Izha
Mahendra pada sua atan bahwa perilaku koruptif itu
katanya bisa kareng si§tem.)JDia mengilustrasikan pengalamannya
dalam pengurusan % na diberi tawaran kalau beri uang pelicin
KTP bisa keluar dighggi yadg sama, sementara bila ikut prosedur bisa

2 minggu karena hayus$¥nenunggu blankonya dikirim ke kelurahan

penerimaan hakim sudah lebih baik daripada sebelumnya. Sekalipun
begitu, penilaian masyarakat sesuai pengalamannya juga tetap tidak

Dua dekade menjaga dan menegakkan integritas hakim 237 ﬁ._.-‘ e

— -



BAB III
Sinergi Komisi Yudisial dan Advokat dalam Mewujudkan Peradilan Bersih

berdampak, artinya masih tetap koruptif. Adanya ancaman hukuman
mati dalam hukum korupsi kita, angka koruptif juga tetap tinggi.

Oleh karena itu, faktor individual ini perlu juga at pegrhatian
selain perlunya peradilan terpadu itu. w‘

n bentuk
rekrutmen
difannya tinggi
ri¥negara. Sebab
berapa gaji yang akan diterima dan menj#at gdlanti transparan
dari berbagai sumber. Dengan tetap me% anjut untuk ikut
rekrutmen menjadi hakim dengan gaji remeal), seharusnya seseorang

Q dah siap menerima
tefjadijustrukekurangan

Salah satu kemungkinan ada hubungann
rekrutmen yang tidak tepat guna. Artinya pr
gagal menemukan calon hakim yang tingka
menyesuaikan dengan apa yang akan ditegima

yang melamar menjadi calon haki
keadaannya. Tapisetelah menjabata

selain gaji yang ada hubunga
kata lain memberi putusan ses
berdasarkan pertimbangan h
judicial caprice sebagaimana diuraik

n karena suap dlsb bukan
an moral. Akibatnya terjadilah
di atas yang mengingkari

perbaikan sistem pera ka perbaikan rekrutmen adalah
lebih diutamakan unt ma calon yang tingkat kesediannya
ajl ygng masih rendah. Kelak jika diterima
idak akan jadi faktor pembenar menerima

semua keluhuran peradilan%
Oleh karena itu, uk mencegah judicial coruption, selain
dNadf,
en

menjadi hakim gajiren
suap. Tentang kapasi
pendidikannya. Apa ari perguruan tinggi tertentu, misalnya

eknis, secara teoritis bisa merujuk asal

K8gi penilaian, bukan pada gelar tetapi tempat
perguruan tingg

ana yang bersangkutan memperoleh gelar.
Penulisan mfakald™#an atau wawancara hemat saya tidak memberi
informasi ga ibdituhkan menjadi hakim yang akan berintegritas,

sehingga ti gsional mencapai hakim yang ideal itu.
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D. Advokat: Seharusnya Checks and Balances Kekuasaan
Kehakiman yang Merdeka, tetapi Advokat dalam
Keterbatasan

Hakim dalam memutus perkara dimulai dengan irah-irah
"Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang asa”. Irah-irah
ini sekaligus bentuk pertanggungjawabanindividmal hakim atas
setiap putusan yang dibuat, pribadinya N\ Secara teknis,
pertanggungjawaban hakim adalah secarg p ional dalam bentuk
upaya hukum, banding, kasasi dan agau PK.
secara professional hakim ini, termas ah satu entry untuk
pengawasan yang dapat diharapk i ddvokat dalam bentuk
melekat (build-in). Sebagai salah si dalam peradilan, jasa
hukum advokat dalam persidangan, m eksepsi, pledoi dalam
perkara pidana. Semua ini adal

ertanggungjawaban

sek@}jgus wujud pengawasan itu.

Namun, apakah hal mpatkan demikian dalam
sistemnya? Apabila dikonjraskan dengan pertimbangan hukum

(ratio decidendi) dalam sufitu pu

tidak bersambung secara materil. Pertimbangan putusan berjalan

an, substansi pledoi itu sering

sendiri atau sekadar sesUBizdgngan surat tuntutan. Apabila ada

klausula dalam sist lan terpadu bahwa pertimbangan

putusan hakim harys @irespbns atas setiap hal dalam pledoi yang
diajukan, maka huNesponsivitas itu akan terjadi dan secara

teadi checks and balances sebagai bagian

tidak langsung
pengawasan melekdt. Walam praktiknya, respons putusan atas
pledoi pro fo k materil. Mengapa itu terjadi? Karena hal
itu amanat kog if yaitu sistem peradilan terpadu belum pernah
femberikan kesetaraan termasuk dalam proses

perkara itu.

balances” dengan sistem itu akan terjadi. Advokat dapat menjalankan
perannya dan secara tidak langsung, dinamika KY dan MA akan terus
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mengarah pada hal produktif; survei kepuasan masyarakat nilainya
nanti akan berubah dari failed ke succeed . Nilai itu bahkan mungkin

dengan kualifikasi summa-cum-laude.
Namun, sekali lagi penataan sistem peradilai®(pidana)

terpadu itu sampai sekarang masih “cita-cita.”
RUU KUHAP dewasa ini misalnya pesimis algan
itu. Ada pernyataan hal itu bahwa yang ak i
RUU KUHAP, hukum acara yang akan mefida

mulai berlaku pada tahun 2026 adalah sjs péradilan terpadu,
tetapi kecenderungannya adalah mempe% apa yang sudah
ada. Kalau benar itu yang terjadi, makaseeakithan kita akan lebih
bersih dan berwibawa sesuai cita

; @ nya memberi tidak
saja kebenaran melainkan keadilap befdgsdrkan Pancasila, yang

berdimensi religiusitas, berperik usian, berkebangsaan,
berkhidmat kebijaksanaan dan keadilan sosial, sebagaimana
grund-norm dalam UUD NRI Ta 1945"

Advokat dalam hubung n bisa berperan efektif dan
melekat. Advokat sudah diatur dalam UU Advokat yang dalam

konsiderans butir b meny "bahwa kekuasaan kehakiman yang
bebas dari segala campur gdhgan dén pengaruh dari uar, memerlukan
profesi Advokat yang beb%diri, dan bertanggung jawab, untuk
terselenggaranya suatu ild#%yang jujur, adil, dan memilikikepastian
hukum bagi semua fgencariYkeadilan dalam menegakkan hukum,
kebenaran, keadilan, asasi manusia” akan terjadi. Pada saat
yang sama, lafaz s a yang menyatakan, ”... bahwa saya dalam

melaksanakan tugas p i di dalam atau di luar pengadilan tidak akan
memberikan atq

% njikan sesuatu kepada hakim, pejabat pengadilan

gar memenangkan atau menguntungkan bagi
gegeliang atau akan saya tangani ...” akan dilakukan
konsekwen.

Terkait di satu sisi advokat harus bergabung, tetapi di
sisi lain yang terjadi “pelemahan” OA, sehingga advokat pun lemah.
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Kenyataannya, OA hampir tidak bisa menjalankan fungsinya sebagai
mitra dalam mewujudkan kekuasan kehakiman yang dicita-citakan

Konstitusi itu. Ada keterbatasan yang luar biasa fimandyOA dewasa
ini untuk menjalankan peranannya, baik secara ind®jflual apalagi
secara kelembagaan dengan OA. Karena pelem mighahkan untuk
menegakkan standar profesipun, yakni KEAI nyafis OA “lumpuh.”
Tidak mengherankan ada kasus aneh belut% 1, yaitu tiba-tiba
ada advokat naik ke atas meja dalam sjddng di®pengadilan dalam
menyampaikan pendapatnya. Apalagi ak%alankan yang lebih

jauh, mengawasi eksternal daya OA le erb®fas lagi.

Seorang advokat yang menjadi asifat hukum dalam suatu
perkara di pengadilan, tiba-tiba najl
adalah pelanggaran kode etik
harus ditindak. Hal itu adalah pe
sama adalah pelanggaran h
bukanlah perilaku advokat statusnya penegak hukum. Apalagi
mengklaim jabatan advo cium nobile. Sekali lagi kepada
yang bersangkutan tepat jika dikenakan sanksi terberat, disbar
(pembekuan BAS). Tapi tivitasnya tidak terjadi sampai dengan
Pengadilan Tinggi yatakgin mencabut BASnya, salah satu

dokumen yang dipaka beracara di pengadilan.

a§ meja, apapun alasannya
m sekaligus, karena itu
garan KEAI, pada saat yang
aligus. Perilaku seperti itu

4

ishar? Singkatnya, karena perilaku dan
i ituftidak sesuai dengan KEAL' Dalam UU
Advokat sudah mewgafir bahwa dalam menjalankan profesinya
ang pada kode etik profesi dan peraturan
perundang-ungda (vide ps 14,15 UU Advokat). Kemudian dalam
KEAI telah ditegaSkan bahwa adalah kepribadian advokat ”... dalam
menjalanka®y tugagnya menjunjung tinggi hukum, UUD NRI Tahun
1945, Kéde Etik Advokat serta sumpah jabatan” (vide KEAI ps 2).
Selain kat dalam menjalankan profesinya harus bersikap
sopan terh semua pihak ...” (vide ps 3 butir h KEAI).

10 Luhut M.P Pangaribuan, Advokat, Organisasi dan Kedudukannya Dalam Kekuasaan
Kehakiman, Papas Sinar Sinanti, Jakarta 2021.
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Kemudian, dalam cara bertindak menangani perkara antara
lain KEAI menekankan advokat memang “bebas mengeluarkan

pernyataan-pernyataan .. dalam sidang pengadilan yang
dikemukakan secara proporsional dan tidak berkele L. (vide
ps 7 butir g KEAI). Akan tetapi menyampaikan bil naik

ke atas meja bukanlah cara proporsional. Apapum\glasannya cara

menyampaikan protes dengan naik ke atas/mgja 18 berlebihan.
Selain itu, pada saat yang sama melangggar sympa atan advokat,
antara lain yang sudah dinyatakan di had%ang Pengadilan

Tinggi ... akan menjaga tingkah laku ... dgg menjafankan kewajiban
... sesuai dengan kehormatan, martab tanggungjawab ...

a
sebagai Advokat” (vide ps 4 UU Advok
Tentu saja jika ada kemarahan ata eratan apapun, setiap
advokat harus taat pada UU AdvoKat;NKEAI dan Sumpah Jabatan.

Ketiga instrumen UU Advokat, dag) Sumpah Jabatan adalah
parameter utama untuk men¥ai ah dalam menjalankan
jabatannya sebagai advokat erfindak dan atau berperilaku
sesuai standar profesi atau tidak. Orgédn dalam OA yang melakukan
penilaian atas pelanggaraf, ketiga isntrumen itu ialah Dewan
Kehormatan Advokat (DK aNtiap OA seharusnya ada DK, baik

tingkat pertama (DKD) d ingkat banding dan terakhir (DKP).

Apabila advoka h @hyatakan melanggar KEAI itu oleh
i i i, misdihya disbar, maka pengurus OA harus
ksi) DK itu. Adapun jenis tindakan

OA terhadap advokat sebagaimana
: (a) teguran lisan, (b) teguran tertulis, (c)

lui Komwas atau langsung dengan pengaduan
atan (vide bab III jo bab IX UU Advokat). Terakhir
setelah adanya pltusan DK, OA baru melaksanakan putusan DK itu,
termasuk pemecatan.

ke Dewan Ke
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Dewasa ini di sini akan muncul masalah, eksekusi sanksi oleh
OA itu tidak akan efektif. Karena advokat tersebut bisa dengan
mudah pindah OA yang jumlahnya banyak. Berjiggai b&atuk usaha
bagaimana sanksi DK ini efektif seperti penyatuan semua OA
belum berhasil karena musyawarah mufak ara internal

belum membuahkan hasil. Karena itu, ulyranN@angan dari supra
struktur diperlukan, tetapi hal itu belum te% ena itu, advokat
saat ini saya menyebutnya OA dibiar sepefti "layang-layang
putus”. Advokat seperti tidak bertuan d%em peradilan, yaitu
"tidak berstatus penegak hukum” da is peradilan. Padahal
seharusnya sub-\sistem dalam pe erpadu, sebagaimana

aturannya dalam UU Kekuasaan @ an. Akibatnya banyak
ekses yang terjadi, termasuk efekti Q/A, untuk mengawasi dan

a UU Advokat, KEAI dan

mengadili advokat yang tidak fa
Sumpah Jabatannya.

Keadaan ini adalah pa ks di mana menjadi advokat menjadi
tujuan akhir semua sarjan Dengan advokat sudah menjadi
tujuan akhir, seharusnya pembiaran advokat seperti layang-layang
putus ini perlu menjadi tian dan jangan dibiarkan. Dibutuhkan
langkah-langkah konkget, khu§fisnya bantuan dari supra-struktur in
casu MA. k%

Ketika berbi rofesi advokat, maka harus selalu satu
tarikan dengan

OA dan OA adalah
jika ada dugaa

ebab semua advokat harus menjadi anggota
unya "mandat” mengawasi dan mengadili
aran KEAI. Namun masalahnya, OA sekarang
anisasi advokat''. Semua OA itu diterima PT

ersangkutan tidak memenuhi syarat UU Advokat.
Dengan su memiliki KTA dan BAS (2 dokumen ini diperlukan

11 Kontatasi Kantor Kemenkopolhukam dalam dokumen percepatan reformasi hukum 2024.
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praktik di pengadilan), sekalipun sesungguhnya tidak pernah
memenuhi syarat untuk diangkat sebagai advokat, berpraktik sebagai
advokat di pengadilan. Dan terjadilah sesuatu yang tiflak maguk akal,
aneh, memprotes dengan naik ke atas meja dlsb. Ini

mendasar OA saat ini, sehingga perlu sekali lagi p i
dari MA sebagai supra struktur.

Advokat sendiri terus menerus berfis
keluar. Sebagai respons temporer atas perghas
PERADI yang saya pimpin, Kemenkopolhyk3# dalam pokok-pokok
percepatan reformasi hukum sudah pern at konsep solutif,
yakni agar dibentuk Dewan Advokat ‘DAN”)."? Inti dari
konsep DAN ini ialah biarkan OA b
tetap tunggal (single). Sebab banyak

afl itu, atas usul

Pusat Bersama (DKPB). Apa
OA-nya akan kuat dan pengawasannya juga efektif. Jika penasihat

ini sudah terbentuk, maka

hukum yang naik ke atas i pengadilan itu misalnya, ditindak
oleh salah satu OA di bs #erdaftar, maka tidak bisa loncat
lagi ke OA lainnya. Kare tusan DKPB adalah bersifat final and
binding. Advokat bisa t O'lain dengan mudah adalah masalah

paling krusial dan ma

efektivitas penegakan

OA dewasa ini. Dengan kata lain
menjadi nihil. Tapi sayang DKBP ini

13 Setidaknya ada 2
Organisasi Advokat dan Kedudukannya Dalam Kekuasaan Kehakiman, Penerbit Papas Sinar
Sinanti Jakarta, 2021 dan (2) Single Bar, Standar Profesi Yang Tunggal, Penerbit Papas Sinar
Sinanti Jakarta, 2022.

u yang saya terbitkan untuk mendukung gagasan ini yaitu (1) Advokat,
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sampai hari ini belum terwujud. Menteri Polhukam, Prof Dr. Mahfud
MD telah diganti. Sekalipun begitu, PERADI yang saya pimpin dengan

beberapa OA lainnya masih tetap berusaha mewWKPB ini.

Profesi advokat dewasa ini oleh karena itu masih#tetap seperti
ialah bahwa
D NRI Tahun

"layang-layang putus.” Apa maksudnya? Ma
dalam perspektif kekuasaan negara berdagarka
1945 seharusnya advokat tidak boleh lepas lah satu cabang
kekuasaan negara, yaitu kekuasaan kehaKimamgatdu MA. Oleh sebab
itu, dalam literatur selalu dikatakan yntik mepjaga independent of
the judiciary senantiasa diperlukan pM/okat yang bebas dan

mandiri. Keduanya selalu satu tarj !H: ntik checks and balances

dalam mencapai keadilan yang 3 dl. Karena itu, sekalipun
profesi advokat independen sama d®mgdn kekuasaan kehakiman
yang disebut bar association
iary independent state organ.
ect civil seperti pengangkatan
advokat untuk seseoran tted to the bar yang kemudian
berpraktik dengan status sebagai penegak hukum dalam peradilan

(vide ps 2 ayat (2) jo psﬁ ayat (1) UU Advokat), memberikan legal

opinion (“LO”) yang megupa agian prasyarat.
Karena itu di b%negara, OA diwujudkan dalam bentuk
nak:

law society yang antara lain sebagai qualifying board,
atau menyusun gtandafbrofesi sebagaimana konsep DAN yang
direncanakan kan nkopolhukam itu, yang sekarang kami
lanjutkan dala KPB. Dalam law society di Malaysia, ketua
MA ex-officio me air-person untuk Malaysia Law Society dengan
anggotaRe |||I ggutuan Tinggi dan Presiden Bar Association. Konsep

dan yang dikualifikasi MK se
Karena kewenangan OA me

ini sama defpgan DEPB nantinya sebagaimana diuraikan di atas.

alel, sesunguhnya pengalaman yang sama sudah
an juga di Indonesia, peradilan zaman kolonial.
Praktik in agaimana yang diatur dalam RO, yaitu advokat satu
kesatuan dalam pengaturannya dengan penegak hukum lainnya
termasuk pengadilan (hakim). Apakah setelah hampir seratus tahun
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peradilan kita termasuk advokat di dalamnya tidak bisa lebih maju
dari RO itu? Jawabannya jelas seharusnya sudah lebih maju dari RO

itu.
Pengaturan sebagaimana yang pernah dilakNam RO

adalah konsep yang sejalan dengan maksud UU un 1945,
peradilan terpadu. Konsep ini sebagaimana, dia lebih lanjut
dalam UU No 48 Tahun 2009 tentang Kekua$a elfakiman (UU
Kekuasaan Kehakiman), yaitu peradilan itufhdryg “t€rpadu”. Selain
fungsi advokat terpadu dengan MA seb ela§sana kekuasaan
kehakiman itu juga dengan fungsi lainn% penyidik (polisi),
penuntut umum (jaksa) (vide ps 38 a 48 tahun 1999).
Oleh karena itu, secara konseptual ka @ U Omnibuslaw Cipta
Keadilan sangat normatif sesuai maksud'pagal 38 ayat (2) UU No 48
Tahun 1999 (UU Kekuasaan Kehaki

Dalam UU No 48 Tahun 1
konsiderans butir b, telah di
mewujudkan kekuasaan keha

tafig Kekuasaan Kehakiman,
atakan bahwa “bahwa untuk
g merdeka dan peradilan

yang bersih serta berwibawa perlu dilakukan penataan sistem
peradilan yang terpadu.” Jw NRI Tahun 1945 menghendaki
adanya peradilan yang te uitu.Karena UU Kekuasaan Kehakiman
ini adalah UU organik at;%jmaan langsung dari pasal-pasal 20,
21, 24, 24A, 24B,24C 2 D NRI Tahun 1945. Dengan kata

lain, peradilan terpadfgitu adalah constitutional imperatives.

Namun, peradila
terwujud karena
hukum masih mergar

efpadu ini sampai sekarang belum pernah
buk dengan UU sektoralnya. Atau politik
pada jurusan lain. Hal ini adalah kausa

anti-korupsi. Karena itu, MA diharapkan sekali
sebagai supra ktur kekuasaan kehakiman perlu turun tangan,
sesuai konsep UU Kekuasaan Kehakiman itu agar profesi advokat juga
tidak dibiarkan secara berkelanjutan sebagai "layang-layang putus”
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dan supaya bisa ikut ikut berpartisipasi dalam mewujudkan peradilan
"merdeka dan peradilan yang bersih serta berwibawa”. Apalagi
membentuk sistem peradilan terpadu adalah meJaksana®an maksud
UUD NRI Tahun 1945 itu.

MA bisa memberi uluran tangan dalam b alibentuk, tetapi
setidaknya dalam bentuk pengarahan dari MA uuk fasilitasi atau
dukungan konkret untuk dapat bersatun % dalam satu DKP
melengkapi KEAI yang sudah satu untuk ge . Secara konkret,
usaha pembentukan DKPB yang se?ng djugahakan yang sama
maksudnya dengan DAN dalam konSe or Menkopolhukam.
Usaha mewujudkan DKPB ini masily€€d8gg Berjalan sebagai konsep
temporer mengatasi masalah-mas at belum bersatunya OA

setidaknya dalam satu standar yafg turfagal.
Praktik advokat yang kurgng merlukung "martabat, keluruhan
a

dan wibawa peradilan secara a hubungannya dengan tiada
"keterpaduan” dalam kekuagaaf\kehakiman itu. Dalam waktu dekat,
harapannya DK OA bersatli dalarffkonsep DKPB (DAN) yang mirip
sebagaimana dipraktikag di Malaysia di mana ketua MA secara ex-
officio menjadi chairperson. an demikian, bila hal itu terwujud
maka bisa diharapka

a ddnya saling mendukung secara timbal
balik akan peradilanyyaffg segantiasa bersih dan berwibawa.

Sekali lagi, &gai supra struktur dalam menjalankan
kekuasaan kehaki i mana advokat adalah fungsi yang berkaitan
dengan kekuasgan kehakiman karena itu sungguh perlu turun tangan

cito atas masala ewasa ini. Hal ini bukanlah suatu intervensi

atas indepep@®mgi profesi advokat, tetapi konkretisasi peradilan
terpadu se: @ ep dalam UU Kekuasaan Kehakiman dan UUD
NRI Tah 94

up: Terwujudnya Peradilan yang Bersih

Terwujudnya peradilan yang bersih adalah merupakan
amanat Konstitusi dan yang sudah dinormakan dalam perundang-
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undangan. Salah satu faktor pendukungnya ialah keterpaduan
sistem yang mengatur hakim dan fungsi-fungsi lain yang berkaitan
dengan kekuasaan kehakiman itu. Tujuannya agargdengasq sistem
terpadu checks and balances terjadi secara build-in, sehin
yang bersih dan anti korupsi terjadi. Sekaligus,

itu membantu pelaksanaan sumpah jabatan pene@glf hdkum, yang

semuanya mengamanatkan hal yang sama

yang bersih.
Untuk memastikannya, maka tidak %gan pengawasan
baik internal maupun eksternal tetapi le& gi dengan sistem

itu sendiri secara keseluruhan.

Karena peradilan terpadu b i
peradilan yang bersih itu belum
tetap adanya judicial corruption.
bahkan muncul akibat ikutan gu
tidak bersih, maka masyarakat m

hukum. Sebagaimana sudah

ah terwujud, maka
Kenyataannya masih
lebih jauh daripada itu,
aprice. Karena peradilan
jadi tidak percaya seketika pada
banyak hal sebagai faktor
yang memengaruhinya. Faktor-faktor yang memengaruhi itu antara
lain: Pertama, advokat yav&kekuasaan kehakiman berfungsi
menyelenggarakan jasa h

sistem peradilan belum d

m dedgan status penegak hukum dalam
pafkan sebagaimana seharusnya.

Sistem peradil
belum terwujud sam
dengan mekanisme lengka

u sebagaimana amanat Konstitusi
i. Karena itu, Peradilan yang objektif
alam sistem peradilan itu tidak terjadi.
Advokat misaln di “tersingkir” dalam sistem sehingga
tugas dan funggimya njadi tidak dapat terlaksana. Salah satu
yang secara dihadapi Advokat karena penataan sistem
peradilan belu DA
menjglankan profesi dengan mudah mendapatkan
serangan s1 hukum dengan tuduhan menghalang-halangi
(merintangi) péRyidikan. Padahal sesuai dengan hak dan kewajiban
serta perlindungan Advokat dalam UU Advokat, kriminalisasi ini juga

du itu justru kriminalisasi. Posisi Advokat
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bertentangan dengan Prinsip-Prinsip Dasar tentang Peran Advokat
(Basic Principles on the Role of Lawyer) dari PBB.

Kedua, adanya judicial corruption selain e add saat yang
sama juga mengakibatkan judicial caprice. Konkretnya masyarakat
kehilangan kepercayaan pada peradilan akibat hakim tidak
benar, tidak konsisten dengan hukum ydng akan langsung

karena faktor koruptif. Adanya kehilangag ke aan ini memang
sejalan dengan indikasi berbagai survey{se berkesinambungan
dimana sistem dapat dikualifikasikanyfailed, Jebagaimana sudah
diuraikan tingkat kepuasan masyaraMurvei yang dilakukan
pada Juni 2024 (i) atas pemberapfaShyg N hanya 59,1%, (ii)
menjamin perlakukan hukum yang % pada semua warga hanya
59,1%, (iii) menuntaskan kasus . oleh aparat/pelanggaran
HAM hanya 55,2%, (iv) mepberahgas suap dan jual/beli kasus
hukum 43,2%, (v) menunt kafus hukum hanya 56,1%.'*

Kemudian nilai citra buruk akim 75,7%, Panitera 55,4%,
Advokat 68,1%, Kejaksaan

Semua itu terjadi, selain karena sebab sistem peradilan terpadu
belum terwujud faktonen individual hakim juga turut
memengaruhi. Judicial corgugtidn itu ada hubungannya juga dengan
bentuk rekrutmen, yantg tidak tepat guna. Dengan kata lain, proses
rekrutmen gagal mNn calon hakim yang tingkat kesediaannya
tinggi menyesuai
Sebab berapa gaji

dengan apa yang akan diterima dari negara.
kan diterima bila sudah menjabat adalah

ap? meneruskan lanjut untuk ikut rekrutmen
gngan gaji rendah, seharusnya seseorang yang
alon hakim itu sudah siap menerima keadaannya.
menjabat apa yang terjadi justru kekurangan

14 Kompas, Jumat, 11 Oktober 2024: 16
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Dengan kata lain memberi putusan sesuai pesanan karena suap dlsb
bukan berdasarkan pertimbangan hukum dan moral.

Akibatnya terjadilah judicial caprice sebagai diurgikan di
atas. Perbuatan hakim itu mengingkari semua keluhurarMperadilan

itu. Karena itu untuk mencegah judicial coruptionerbaikan
sistem peradilan, maka perbaikan rekrutmen hakimWYuga dilakukan.
Calon yang diterima agar lebih diutamakan yaM kesediannya
tinggi menerima gaji yang masih rendah. Tgnt pasitas teknis
dari perguruan tinggi mana yang bersan n lflus sudah lebih
dari cukup sebagai indikasi penilaian; bu%gelar tapi tempat
perguruan tinggi darimana yang bersapghmtan¥memperoleh gelar.

@ saya tidak membantu
banyak memberi informasi yang dibutullgy menjadi hakim yang
akan berintegritas.

9

Penulisan makalah dan atau wawancay

bisa memerankan checks
n kehakiman yang merdeka
aktik advokat yang kurang

mendukung mengawasi "mj;tabat, keluhuran dan wibawa peradilan

Ketiga, advokat yang selfa
and balances terhadap kekuas
tatapi advokat dalam keterb

secara praktis ada hubung dengan tiada "keterpaduan” dalam
kekuasaan kehakiman igff™ UntuK itu, harapannya pada DK OA
bersatu dalam konsep DI%\V). Konsep yang mirip sebagaimana
dipraktekkan di MalaySig, di f¥na Ketua MA secara ex-officio akan
menjadi chairperson. fika ittyerwujud, artinya OA didukung sebagai
i MA karena advokat adalah fungsiyang
an kehakiman selain perlu juga sesuatu

mikia, bila halitu terwujud maka akan bisa
8aling mendukung dan atau mengawasi secara

bar association. Dukun
berkaitan denga
yang normatif. Deng

timbal balik u adilan yang bersih dan berwibawa.
Sekal A sebagai supra struktur dalam menjalankan
kekuasaan man di mana advokat adalah fungsi yang berkaitan

dengan kekuasa®f kehakiman karena itu sungguh perlu turun tangan
cito atas masalah OA dewasa ini. Hal itu bukanlah suatu intervensi
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atas independensi profesi advokat tetapi konkretisasi peradilan
terpadu sesuai konsep dalam UU kekuasaan kehaklman dan UUD
NRI Tahun 1945.

Y/
S
S
-
S
5
%
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Memperkuat Jembatan Mraan:

Fondasi Penting Hubun omisi
Yudisial - Mahka ung
dalam Mewujudkan Ggpendensi

Peradi

Muhamm@iezi1

Pendahuluan A

R:formasi tahun 1398 berhasil membawa wajah baru peradilan

Indonesia dengan s at utama menghilangkan pengaruh
ksekutif terhdda aga peradilan guna menghadirkan
peradilan yang lebih in®€pengden. Hal ini ditandai dengan pengalihan
ragam kewenangarw t terhadap pengadilan guna diorkestrasi
secaralangsungo ahkamah Agung (MA) sebagai badan peradilan
tertinggi di Indonesth, yajig dikenal dengan ‘sistem satu atap’ (one-roof
system). Nam

ini memunculkan kekhawatiran baru akan

terjadinya momopoMypengelolaan lembaga dan personel peradilan
oleh MA sgbagai dministrator tunggal seluruh lembaga peradilan
di Indonesia, Dal kondisi ini, Komisi Yudisial (KY) kemudian
dilahirka) guna menjadi penyeimbang kekuasaan sekaligus men-
suppor. pengelolaan lembaga dan personel pengadilan,
utamanya gai pengawas eksternal bagi lembaga pengadilan.

1 Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan (LeIP)
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Mahkamah Agung dalam Mewujudkan Independensi Peradilan

Dalam perjalanannya, hubungan KY dan MA ternyata
cenderung lebih banyak diwarnai dengan kompetisi daripada
kolaborasi dalam mewujudkan independensi peradflan. Pegbedaan
pandangan mengenai objek pengawasan perilawm dan
hakim agung hingga pernyataan-pernyataan y jung pada
laporan kepolisian merupakan ragam hal yang arhai pasang
surut hubungan KY dan MA. Dalam kondisi fmj, dip&flukan suatu
pendekatan baru, setidaknya pembaruapm pendekatan, dalam

pelaksanaan tugas KY guna dapat menghadigkaly kolaborasi dan
jembatan kemitraan yang lebih konstrukif dengdn MA agar lebih

dapat mewujudkan peradilan yang indepen bagaimana dicita-
citakan saat reformasi.
Tulisan ini hadir untuk mengga an pendekatan baru

dalam pelaksanaan kewenangan

utamanya dalam upaya
independen dan berintegritas
ke depannya. Hal ini akan d¥abar dengan mengacu pada
setidaknya 3 (tiga) hal, yaitu umum tujuan pembentukan
KY, semangat pembentukan KY Indonesia, dan tantangan
dalam hubungan KY dan selama ini. Harapannya, tulisan ini

dapat menghadirkan perggektif¥garu, setidaknya mengamplifikasi
&

menghadirkan peradilan yang lepi

perspektif serupa sebelu Wyang dapat menjadi acuan bagi KY

untuk mengidentifikagi ti n-tindakan yang perlu dilakukan
dalam pendekatan yang I8hily kolaboratif dan konstruktif dengan

MA ke depannya.

1. Profesion

Pada da %

an Independensi Peradilan: Benang
isi Yudisial

eberadaan lembaga seperti KY merupakan

hal yang lazjin di'¥efbagai negara, bahkan merupakan suatu tren di
setiap pe demokrasi modern.? Namun demikian, KY di
setiap negar. ifat unik karena dipengaruhi oleh perkembangan

2 Mahkamah Agung RI, Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang tentang Komisi Yudisial,
(Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2002), hal. 3.
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budaya dan sistem hukum yang berakar pada perkembangan historis,
kultural, dan sosial dari negara tertentu. Artinya, KY di suatu negara

sangat ditentukan oleh konteks sosial dan kefatanegdyaan suatu
negara serta perkembangan kultural negara tersebut.

menghasilkan fungsi kelembagaan KY
negara. Hal ini setidaknya terlihat dari f i i beberapa negara
sebagai berikut:*

1) Di New South Wales, pembeq
Commission) dilatarbelakangj
penjatuhan hukuman antaraf
lain dalam perkara sejenis.
di New South Wales me
pengadilan-pengadilan gun

1ka (bernama Judicial
banyaknya inkonsistensi
atuhakim dengan hakim
kar#na itu, Judicial Commission
si memberi bantuan kepada
enjaga konsistensi putusan.
Salah satunya adalagh \dengan memperkenalkan Judicial
Information Researc JIRS) yang menyediakan akses
yang cepat dan mugdah terhadap statistik penjatuhan hukuman,

prinsip-prinsip dan ik penjatuhan hukuman, dan pola
serta tren penjatu ukuman, dalam rangka membantu
pejabat peradilaff’ (tefutama Hakim) mengambil putusan
untuk menja 1dana®;

2)  Di Belanda ndia, pembentukan KY dipengaruhi oleh
kondisi ian Kehakiman yang tidak melakukan
fungsinya n baik dalam hal perencanaan, pengalokasian

asén keuangan pengadilan, sehingga anggaran
pengddilan seringkali tidak memadai. Dengan begitu, KY di

ans, Komisi Yudisial di Beberapa Negara Uni Eropa, (Jakarta: LelP, 2002), hal. 133.

itawati, “Building Walls Rather than Bridges: The Judicial Commission vs the

t in Indonesia”, dalam Constitutional Democracy in Indonesia, ed. Melissa Crouch,

niversity Press, 2022), hal. 116.

4 Mahkamah Agung RI, Naskah Akademik..., Op. Cit., hal. 5 - 6.

5  Astriyani, dkk, Kertas Kebijakan Manajemen Pengetahuan di Sektor Peradilan, (Jakarta: LelP,
2016, hal. 55.
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Belanda (bernama Raad voor de Rechtspraak/RvdR) dan Irlandia
(bernama Court Service) menjalankan fungsi perencanaan,
pengalokasian, dan pengawasan keuangan pengadila

3) Pembentukan KY di PFrancis (bernama Conseil Supé®eur De La
Magistrature) dilatarbelakangi pengalaman jadi
politisasi dan skandalisasi dalam pr
promosi hakim oleh eksekutif. Denganb

De La Magistrature diberikan kewenafiga
dan promosi hakim;

4)  Pembentukan KY di negara bagNifornia (bernama
Commission on Judicial PerformfinceJlahir karena adanya
erilaku hakim, baik di

arena itu, Commission on
iliki fungsi pengawasan

es

Copseil Superieur
erKait rekrutmen

permasalahan-permasalahan méhg
dalam maupun di luar sidang
Judicial Performance di Califgrnia
terhadap perilaku hakim.

Meskipun begitu, pembghasan mengenai fungsi KY di suatu
negara tidak dapat sepenuhnya diffpaskan dari perkembangan
kelembagaan KY di negara fain. Hal ini disebabkan perkembangan
KY di suatu negara dapat ng pengalaman, informasi, dan
argumentasi yang bermaffa i pembahasan KY di negara lain,
seperti pengalaman KY gnodel Dgmstolsverket di Swedia yang menjadi
inspirasi pembentuk i Denmark.® Dengan begitu, perbedaan
desain fungsi dan ke KY di suatu negara seharusnya tidak
menjadi faktor pengh t, bahkan dapat menjadikan praktik
baik dari KY ne sebagai acuan, bagi suatu negara dalam

en

pembahasan KY,di

Terlepas drbedaan-perbedaan fungsi tersebut, terdapat
benang meggh #h pembentukan KY di setiap negara Eropa,
yaitu menjage independensi lembaga peradilan dan/atau untuk
meningka fesionalisme melalui efesiensi manajemen dan

administrasi orfanisasi pengadilan. Guna mewujudkan tujuan

6  Wim Voermans, Komisi Yudisial di Beberapa Negara Uni Eropa..., Op. Cit., hal. 134.

%. %% 256 BUNGA RAMPAI

-



Muhammad Tanziel Aziezi

tersebut, negara-negara di Eropa merancang KY sebagailembaga yang
bersifat mandiri dan berfungsi sebagai perantara antara lembaga
peradilan dengan para administrator politik gg@ang Dprtanggung

jawab di pemerintahan atau parlemen’, seperti ya tujuan
pembentukan RvdR di Belanda.? Selain itu, pe n KY sebagai
lembaga yang mandiri bertujuan untuk mengurahg@i ketergantungan
pada cabang kekuasaan eksekutif, seperti nr¥ark di mana KY
dapat menghadap parlemen secara langsfiffg apabila eksekutif tidak
memperjuangkan anggaran pengadilan %kan KY.?

Tidak hanya di Eropa, tren pe n KY juga terjadi di
Amerika Latin, meskipun dengan @67 afig cukup berbeda dari
engalihkan kekuasaan
eksekutif terhadap pengadila KY.' Di wilayah ini,

bahwa pengambilalihan an tersebut dilatarbelakangi
ketidakpuasan masyarakat terhadap manajemen administrasi

pengadilan, seperti bur pengelolaan anggaran pengadilan yang
menyebabkan tidak tg#penuhijlya kebutuhan anggaran pengadilan
sehingga menghambatifferja pengadilan.™

7 Ibid., hal. 3dan 11.
8 Mahkamah Agu
9  Wim Voermans, Ko

Akademik..., Op. Cit., hal. 6.
ludjsial di Beberapa Negara Uni Eropa..., Op. Cit., hal. 141.
g Papers: Do Judicial Councils Further Judicial Reform? Lesson from

10 Linn Hamme o7

Latin Ameridn gton: Carnegie Endowment for International Peace, 2002), hal. 2.

11 Ibid., hal. 4

12 Ibid., h ergreen menambahkan bahwa salah satu faktor yang menyebabkan
buruknya jerpen anggaran pengadilan adalah keengganan pengadilan mengeluarkan
uan; ik staf administrasi yang munpuni untuk itu atau meningkatkan sistem
administ i gengah kondisi personil pengadilan yang biasanya sama sekali tidak memiliki

keterampilan dflministrasi. Akibatnya, para hakim di pengadilan, khususnya di Mahkamah
Agung, menerapkan semacam manajemen mikro yang tidak efektif dan memberi mereka
kendali atas berbagai keputusan yang tidak penting, seperti cuti bagi staf administrasi dan
pengangkatan personel pendukung tingkat terendah.
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Selain itu, faktor lain yang mendorong perpindahan
kewenangan administrator pengadilan ke KY tersebut adalah adanya

campur tangan yang signifikan oleh eksekutif, legiskatif, dap partai
politik terhadap pengadilan, utamanya dalam hal rek hakim

pengadilan tingkat bawah. Meskipun rekrutmen

engadilan
tingkat bawah merupakan kewenangan MA, te ihak-pihak
tersebut menggunakan kewenangannya dal jlihan hakim
agung dengan cara memilih hakim-hakim aguymg yan@apat merekrut

)

hakim pengadilan tingkat pertama yang dapa k, bahkan dapat
diintervensilangsung, oleh aktor-aktor terggbut. Ha¥ini menyebabkan
banyak lembaga peradilan Amerika Latin y diisi oleh hakim-
hakim yang tunduk pada kekuatan pg fertentu dengan tanpa
kompetensi dan kualitas etik yang mé Kondisi ini kemudian
semakin memburuk pada dekade t ad ke-20 karena aktor-
aktor politik semakin memiliki kepentingdn pada pengadilan untuk
menghasilkan putusan yang beypi a mereka secara politik,
sehingga meningkatkan kepepti

tersedianya hakim-hakim yang’dapat¥yenghasilkan putusan-putusan

yang diinginkan tersebut.’®
Dalam perkemban thor—faktor tersebut kemudian

n
menghasilkan gerakan refo i peradilan yang lebih luas dengan
tyjuan memperkuat p% ang dimulai pada tahun 1980-an.

an aktor-aktor tersebut akan

Gerakan ini diinisiasj ole ompok ahli hukum dan masyarakat
sipil yang mengusulk
akan berfungsi sebagal\administrator pengadilan dengan tujuan
meningkatkan i ndensi peradilan, meningkatkan kualitas
hakim secara kgs , dan untuk menyelesaikan masalah salah
urus administ @ membebaskan para hakim dari pekerjaan-
pekerjaan admifsrapt guna dapat fokus pada tugas utama mereka
(mengadili péxkara)y* Selain itu, lembaga ini juga diharapkan dapat

ntukan sebuah dewan seperti KY yang

membant ecahkan hambatan kelembagaan dan membuka jalan

13 Ibid., hal. 5.
14 Ibid., hal. 6.
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bagi pendekatan reformasi yang lebih inovatif dan nontradisional, dan
menawarkan keuntungan struktural dalam menangani tugas-tugas
reformasi yang lebih konkret."

Dari jabaran di atas, terlihat bahwa terdapat perbedaan
situasi yang melatarbelakangi pembentukan 1 Megara-negara
Eropa dan Amerika Latin. Pembentukan di a lebih banyak
dilatarbelakangi faktor keinginan m N\ independensi
peradilan dengan memisahkan kekuasaa isial dan eksekutif agar
lembaga peradilan dapat bebas dari pengaruh Kekuasaan eksekutif.
Sedangkan, di negara-negara Amerika La rongan pembentukan

KY lebih banyak disebabkan ketidak asyarakat atas kinerja
pengadilan yang tidak memadai

PlUd
ilihan hakim yang tidak
menjadi tidak berfungsi

kompeten sehingga membuat adil8
secara optimal.'®
Namun demikian, terldpas ¥ perbedaan tersebut, jabaran

di atas juga menunjukkan hendpg merah tujuan pembentukan dan
fungsi kelembagaan pada‘ragam9KY di wilayah-wilayah tersebut.

Apabila dicermati, dapi‘ disimpulkan bahwa terdapat setidaknya

dua tujuan pembentukan itu: 1) meningkatkan independensi
pengadilan; dan 2) (mepiggKatkan profesionalisme pengadilan,
khususnya dalam mgndf€meq personel dan administrasi pengadilan.
Tujuan-tujuan terswmdian diwujudkan dengan pelaksanaan

Y sébagai perantara/penengah (intermediary)
antara lembaga p n dengan cabang kekuasaan eksekutif,

politik lainnya dalam memperjuangkan
kepentingan lgmba®afperadilan. Konteks tujuan pembentukan dan
KY inilah yang akan menjadi rujukan utama
bagian-bagian selanjutnya.

15 Ibid, hal. 1.
16 Ibid, hal. 6-7.
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2. Era Baru Peradilan Pasca Reformasi: Pembentukan
Komisi Yudisial di Indonesia

Dalam sejarahnya, ide pembentukan lemb emapam KY
di Indonesia sudah tercetus jauh sebelum kelahirannya Bfda masa
reformasi tahun 1998. Usulan pembentukan tersebut
setidaknya dimulai sejak pembahasan Ranca

tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuas
tahun 1968 dengan nama Majelis Pertimbghga

efelitian Hakim
(MPPH). Lembaga ini didesain untuk m rikagh pertimbangan
dalam pengambilan keputusan mengenai% /atau usul terkait
pengangkatan, promosi, kepindahan, pez etian, dan tindakan/

hukuman jabatan para hakim, baik ya :@' an oleh MA maupun

Menteri Kehakiman.’
tidak berposisi sebagai

forum konsultasi antara

Pada saat itu, MPPH yang
lembaga yang independen, teta
pemerintah dan MA untuk menerfukan hal-hal terkait administrasi
peradilan. Pimpinan MA mengusulkan agar MPPH
beranggotakan Ketua MA, Menteri Kehakiman, hakim agung senior,
perwakilan IKAHI, dan p ilan organisasi advokat. Selain itu,

parlemen juga mengusulkAf MPPHuntuk beranggotakan perwakilan
parlemen dan Kejaksaarf%18 Namun demikian, pembahasan-
pembahasan tersebut m Berhasil melahirkan MPPH karena ide
tersebut tidak dimasgkkan K&/dalam undang-undang yang akhirnya
disahkan pemerintah arlemen, yaitu Undang-Undang No.
14 Tahun 1970 etentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan

Kehakiman.'®

17 Mahkamah Agung RI, Naskah Akademik..., Op. Cit., hal. 1.
18 Dian Rositawati, “Building Walls Rather than Bridge..., Op. Cit., hal. 117.
19 Mahkamah Agung RI, Naskah Akademik..., loc. Cit.
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fungsi-fungsi yudikatif dari eksekutif*°. Hal inilah yang kemudian
mendorong lahirnya konsep penyatuan atap (one-roof system) yang
mengalihkan kewenangan pengelolaan admjfajstrasty personel,
keuangan, dan organisasi pengadilan dari Departe ehakiman

ke MA. Namun, lahirnya konsep one-roof syst ut kemudian

menimbulkan kekhawatiran terjadinya mpnopeli kekuasaan MA

atas pengadilan dan ketidaksiapan MA u& ksakan seluruh
a

tugas dan wewenang barunya terseb ecara¥ maksimal akibat
bertambahnya beban kerja MA secara k3n pasca penyatuan

atap.” N,
Pada dasarnya, kekhawatirgfi-Re@khdwatiran dari konsep
@ a sebab. Dalam konteks

as-t0gds baru pasca penyatuan
akibat pelaksanaan mutasi
gawasan hakim yang belum
emampuan MA dalam manajemen
i kantor MA sendiri. Selain itu,

penyatuan atap di atas tidak mug
ketidaksiapan MA menerima t
atap, kekhawatiran tersebut
promosi hakim yang belum o
efektif, serta masih lemahn
personel, keuangan, dan

masih terdapat pula keraguan ata$ kualitas dan integritas sebagian
personel MA untuk sanakan tugas-tugas tersebut dengan

baik.?

Hal serupa j i pada kekhawatiran akan terjadinya

monopolikekuasaa terhadap pengadilan, khususnya terkait

r tangan politik. Hipotesis bahwa pengadilan
apabila ada penyatuan atap tersebut mungkin

akan lebih iﬂ

i musyawaratan Rakyat No. X/MPR/1998 Tahun 1998 tentang Pokok-
rmasi Pembangunan Dalam Rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan
aluan Negara, Lampiran, Bab IV, angka 2 huruf c. Lahirnya ketentuan
ini tidal epas dari perjuangan para praktisi hukum, akademisi, dan para hakim untuk
mewujudkan flependensi peradilan di Indonesia. Lihat Ibid.

21 Lihat Mahkamah Agung RI, Naskah Akademik..., Ibid., hal. 1 -2 dan Dian Rositawati, “Building
Walls Rather than Bridge..., Loc. Cit.

22 Mahkamah Agung RI, Naskah Akademik..., Op. Cit., hal. 6.
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benar dalam konteks independensi kelembagaan, tetapi belum tentu
tepat independensi internal hakim terhadap kolega dan atasannya.
Hal ini setidaknya terlihat dari beberapa pernyatagh upayg hakim
senior dan petinggi MA untuk memindahtugaskan iyh-hakim

yang kritis terhadap sikap dan kebijakan MA isj’ tersebut
merupakan ilustrasi adanya potensi penyalahgun wenangan
yang mengancam independensi personal haki abil§fkewenangan
mutasi atau promosi diberikan kepada MA tagmpa a a sistem yang
baik.? %

Berkaca dari kondisi-kondisi terseN la

]
pembentukan lembaga independen b ma Dewan Kehormatan
Hakim (DKH) yang berfungsi meresmbahan beban kerja

dan penyalahgunaan kewenangan o

h rekomendasi

lalui kewenangannya

mengawasi perilaku hakim, membe rekomendasi mengenai

rekrutmen, promosi dan mutasi hakig, sera menyusun kode etik bagi
hakim.?* Dalam perkembangan kort®ep DKH tersebut kemudian
bertransformasi menjadi “KY” Undang-Undang No. 25 tahun

2000 tentang Program Pembangunaf Nasional (PROPENAS) dan

Rancangan Undang-Undang{(RUU) MA versi Pemerintah.”” MA juga
pada dasarnya mendukupg, pe tukan Komsi Yudisial tersebut

dalam pembahasan am n UUD 1945, khususnya untuk
melaksanakan pengawgsan ekgfernal terhadap etika dan perilaku
hakim. Dukungan ini juga teglihat dari penyusunan naskah akademik
dan RUU tentang K yang menyebutkan kekhawatiran MA

23 1bid., hal 6 - 7. Lihat'ju im Voermans, Komisi Yudisial di Beberapa Negara Uni Eropa..., Op.
Cit., hal. viii.

24 Lihat Mahkamal

yang Tegas ra Fungsi-fungsi Yudikatif dan Eksekutif yang diketuai oleh Ketua Muda MA
dan beranggot:

25 Mahkam
fungsi Komisi Yu
fungsi Komisi Yudisial lebih fokus di bidang pengawasan, sedangkan RUU MA menekankan
pada aspek pengawasan dan pemberian rekomendasi serta pertimbangan kebijakan peradilan
kepada pimpinan MA (dalam aspek non teknis yudisial).

al menurut kedua aturan tersebut. PROPENAS mengamanatkan agar
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atas ketidaksiapannya melaksanakan seluruh kewenangan baru MA
pasca penyatuan atap, sehingga KY dibutuhkan untuk itu.?

Secara umum, konsep pemisahan k ary eksekutif
terhadap lembaga yudisial dan pembentukan tersebut
sejalan dengan rekomendasi International 1s§ion of Jurists

(ICJ) pasca pelaksanaan misinya di Indogesia a tahun 1999.

Hal ini dilatarbelakangi pandangan Nwa pengelolaan

organisasi, administrasi, dan keuangan(pe ilan oleh eksekutif

menimbulkan potensi konflik kepentjngan pengadilan dalam

meninjau tindakan-tindakan eksekM membuka peluang
aki

intervensi eksekutif kepada karir haR im yang menjatuhkan
% eksekutif.?” Untuk itu,

putusan yang tidak sesuai dengg
ICJ merekomendasikan Indong melakukan pemisahan
if, eksekutif, dan peradilan,

kekuasaan yang efektif antara, legis!s

yang didukung dengan pembgitgkan Sebuah dewan yang bertugas
mengawasi kinerja lembaga
kepada pemerintah terkaft
reformasi lembaga peradilan.?®

ja une

hadilan dan memberikan rekomendasi
gan operasional, anggaran, dan

Dalam perkemban , tanpa memperhatikan konsep
kelembagaan dan fyngsi yang digagas sebelumnya, MPR
melahirkan amand keglga UUD 1945 yang mengatur fungsi
KY yang secara u% atif lebih sempit daripada fungsi KY
lumhya. Dalam Pasal 24B ayat (1) UUD
a KY memiliki fungsi: 1) mengusulkan

yang diusulkan
1945, disebutkan
ung; dan 2) kewenangan lain dalam rangka
kan kehormatan, keluhuran martabat, serta
ada prinsipnya, fungsi ‘dalam rangka menjaga
ehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku

26 Dian ati, “Building Walls Rather than Bridge..., Op. Cit., hal. 119.
27 International @¢mmission of Jurists, Ruler’s Law: The Report of the International Commission of
Jurists Mission to Indonesia, (Geneva: International Commission of Jurists, 1999), hal. 38 dan

43.
28 Ibid., hal. 55 dan 58.
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hakim’ berpotensi ditafsirkan secara lebih luas, misalnya termasuk
pula melakukan rekrutnen dan mutasi/promosi hakim. Namun
begitu, menurut penjelasan anggota MPR terkaft kesepakatan

saat pembahasan ketentuan tersebut, maksud dar1 fuliggifersebut
lebih mengarah pada tugas pengawasan dan pemdisiplinan hakim
(termasuk hakim agung), serta tugas lain yang langsung

dimaksudkan untuk mendukung kehormata luh®Whan martabat
serta perilaku hakim.?

3. Kolaborasi vs Kompetisi: Tanta%%rungan Komisi

Yudisial - MA

Dari jabaran-jabaran di atas, te u@ wa hubungan antara
KY dan MA seharusnya lebih banyak“egggorak kolaborasi yang
sinergi dalam mewujudkan indepen
khususnya pasca penerapan siste

i peradilan di Indonesia,
ap (one-roof system) pada
wendtigan KY seharusnya lebih
banyak diarahkan kepada dangimaknai sebagai dukungan lembaga
eksternal kepada institusi MA dan Wadan peradilan di bawahnya
dalam mewujudkan peradildg yang lebih independen, berintegritas,
dan profesional. Namun kenya ya, hubungan KY dan MA lebih
banyak diwarnai konflik ga petisi sejak awal pembentukan KY
hingga saat ini, yang bgtdampalf pada kegagalan fungsi pengawasan
eksternal serta akun Nakim dan peradilan, termasuk pula
tidak terpenuhinya h

MA. Pelaksanaan fungsi dan

ublik atas integritas pengadilan.®

Konflik a dan MA mulai muncul ketika KY
menginvestigasi be hakim dan staf pengadilan yang diduga
terlibat dala korupsi pada Desember 2005. Bahkan, KY
pada saat itul dian memanggil Ketua MA karena adanya
salah satu pensi#h hakim yang tertangkap tangan oleh Komisi
Pemberangas upsi (KPK) ketika membawa uang tunai yang
disinyalir un etua MA. Namun, saat itu Ketua MA menolak

29 Mahkamah Agung RI, Naskah Akademik..., Op. Cit., hal. 7 - 8.
30 Dian Rositawati, “Building Walls Rather than Bridge..., Op. Cit., hal. 115.
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panggilan KY untuk diperiksa terkait keterlibatannya dalam kasus
tersebut.?

Konflik selanjutnya berlangsung pada J a\WG di mana

KY bermaksud untuk mengevaluasi 49 orapg hakin® agung dan
memberhentikan hakim agung yang ditemuka! aK berintegritas
dengan mengusulkan hal tersebut untuk giaturdalam Peraturan
oleh Presiden.

Pemerintah Pengganti Undang-Undang,(Pe

Usulan ini ditolak oleh MA dan IKAHI gan gklaim bahwa ide
tersebut merupakan penghinaan terhagdap n parlemen karena
hakim agung dipilih oleh parlemen. SaNarlemen juga menolak
ide tersebut karena bertentangan defgamhukum dan dapat memicu

konflik antara KY dan MA di ma parldmen meminta KY untuk
fokus pada seleksi hakim agung

Setelah itu, konflik terjadi kembgli pada Maret 2006 di mana

KY mengeluarkan daftar kompjlas ang hakim agung bermasalah
di mana daftar tersebut kepudian dipublikasikan oleh media. Saat
itu, MA menyatakan bah aftafftersebut disusun secara ceroboh
tanpa investigasi secara formal. Bahkan, beberapa hakim agung saat
itu berencana untuk mela komisioner KY ke kepolisian.*
Selain konflik- ersebut, terdapat setidaknya 3 (tiga)
konflik lain yang arnaigfubungan antara KY dan MA, termasuk
para hakim, antara lain®
1)  Pada Juni 204IMIA melaporkan Ketua Bidang Pengawasan

Hakim tigasi KY, Suparman Marzuki, ke Kepolisian.
ilatarbelakangi pernyataan Suparman Marzuki
edia massa yang menyebutkan ada keharusan
seseogang uptuk membayar uang sebanyak ratusan juga untuk

j akim, termasuk raturan juta rupiah lainnya agar

1 ebut ingin menjadi pimpinan pengadilan di Jakarta.

31 Ibid., hal. 120.
32 Ibid.,, hal 120 - 121.
33 Ibid., hal. 121.
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Saat itu, pelaporan oleh MA tersebut diwakili oleh Kepala Biro
Hukum dan Humas MA, Nur Hadji;**

2) Pada Maret 2015, Hakim Sarpin Rizal@iy, mel@porkan
Komisioner KY, Taufiqurrahman Syahuri dan $lparman
Marzuki, kepada Kepolisian. Hal ini
pernyataan Taufiqurrahman Syahuri dag Sup
terkait putusan praperadilan Komiéa Janderal Budi
Gunawan yang dijatuhkan oleh SarpinfRizaldi. 8aat itu, Sarpin
Rizaldi melaporkan hal tersebut ke polisian karena
menilai pernyataan-pernyataan te t h mencemarkan
nama baik serta merusak harkat g amabat dirinya secara
pribadi maupun dalam profesi s lakim;>°

3)  Pada September 2018, haki
Ketua Umum Persatuan Tenis
bersama dengan sejumla kim}l melaporkan salah satu
Komisioner atau juru bicadfg KY Ke Polda Metro Jaya terkait
dugaan fitnah atau penc ma baik. Hal ini ditenggarai
akibat pernyataan juru bicara K¥ di media yang menyebutkan
bahwa terdapat pungugan liar kepada setiap pengadilan tingkat

banding sebesar ratysan upiah untuk menyelenggarakan
pertandingan tenis%jengadﬂan di Denpasar.*
1at

Kejadian-kejadi i enunjukkan bahwa konflik antara
MA dan KY berlangsung te enerus di setiap generasi komisioner
KY, setidaknya hingg 020. Konflik ini diduga terjadi karena
tumpang tindih turan kewenangan serta perbedaan

interpretasi dan apaan kewenangan MA dan KY, mulai dari

aspek pengade di mana terdapat perbedaan pelaksanaan

WKY ke Mabes Polri”, https://news.detik.com/berita/d-1679056

misi -ky-ke-mabes-polri , diakses pada Kamis, 23 Oktober 2025.

a, “Laporkan Komisioner KY, Hakim Sarpin Diperiksa Polri”, https://

sia.com/nasional/20150330130132-12-42943/laporkan-komisioner-ky-

hakim-sarpin-di a-polri. , diakses pada Kamis, 23 Oktober 2025.

36 Aida Mardatillah, “Hakim Agung Dkk ‘Polisikan’ Jubir KY, Begini Pandangan Pakar”, https://
www.hukumonline.com/berita/a/hakim-agung-dkk-polisikan-jubir-ky--begini-pandangan-
pakar-lt5bal28ee381d2/, diakses pada Kamis, 23 Oktober 2025.

yang menjabat sebagai
rga Pengadilan (PTWP)

34 “MA Laporka

35
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kewenangan penegakan etik oleh MA dan KY hingga beberapa hasil
investigasi KY tidak ditindaklanjuti oleh MA¥, aspek rekrutmen
hakim dan hakim agung, aspek kewenangan admfipistra$y peradilan,
dll. Hal ini pula yang kemudian diakui pula oleh isioner KY
sebagai faktor yang menyebabkan belu inya tujuan
pembentukan KY.*® Q l

4. Jembatan Kemitraan: Pend menting Demi

Independensi Peradilan

Sepertidisebutkan sebelumnya, Nﬁ bentukan KY secara
umum adalah meningkatkan indepemdensty dan profesionalisme
pengadilan, yang diwujudkan deng Rsanaan fungsi KY sebagai
perantara/penengah (intermedia afembaga peradilan dengan
cabang kekuasaan eksekutif, legisla tau aktor politik lainnya. Hal
serupa pada dasarnya juga b u difindonesia mengingat tujuan
utama pembentukan KY ad meflyeimbangkan dan mendukung
pelaksanaan tugas MA pas atuan atap yang diharapkan dapat
menciptakan lembaga peradilan yang lebih independen dari campur
tangan politik. Dalam kglageks itu, maka KY seharusnya memainkan
perannya sebagai mitrgMA m meningkatkan independensi dan
profesionalisme peng Ntermasuk sebagai perantara/penengah

antara MA dengafi cab kekuasaan negara lainnya dalam
memperjuangkan gkepeéRtiggan lembaga peradilan agar pengadilan

dapat lebih indep ri campur tangan politik.
Saat ini t anggapan bahwa pengawasan kode etik
merupakan tugas enting KY mengingat pengawasan internal

terlalu subjektif. Namun, konflik-konflik di
atas setid menunjukkan bahwa KY masih mengalami
tantang #M pelaksanaan fungsi pengawasan tersebut, yang
oleh Djan itawati digambarkan sebagai tantangan KY dalam

MA yang

37 Alfeus Jebabun, dkk, Garis Demarkasi Pengawasan Teknis Yudisial dan Perilaku Hakim, (Jakarta:
LelP, 2024), hal. 62 - 63.

38 Dian Rositawati, “Building Walls Rather than Bridge..., Op. Cit., hal. 126.
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menyeimbangkan naluri penegakan aturan dan penjatuhan hukuman
kepada hakim dengan upaya menampilkan wajah sebagai mitra
lembaga peradilan secara simultan. Dian Rositawatgmena
bahwa pelaksanaan kewenangan pengawasan K
pemberantasan korupsi di pengadilan masih meng kritikan
tajam sekaligus menaikkan ketidakpercayaan dariNgglarffgan hakim

kepada KY.** \
Dalam konteks ini, Dian Rositawati Kemydiad mengusulkan

agar KY perlu berefleksi tentang pendekat

aiklyang seharusnya

digunakan dalam pelaksanaan kewena
mencapai tujuan pembentukannya. Seb
untuk mendukung fungsi peradilan

-kewenangannya agar
si yang dilahirkan
&lu berperan sebagai
ermasuk pula melalui
kolaborasi secara proaktif dengan MA utyk rheningkatkan integritas
dan profesionalisme hakim sek s tefap menjaga kepercayaan
publik terhadap peradilan.*

mitra kerja yang konstruktif bagi M

Selain itu, guna mem bih banyak dukungan dan
kepercayaan dari hakim dan pengadilan, KY juga perlu mengorientasi
ulang perannya ke arah p naan tugas dan kewenangan yang

manfaat dan hasilnya d dirasékan secara langsung oleh hakim
danpengadilan. Halini tia%pas dari perkembangan di Australia
di mana para hakim ubd¥ pandangan mereka menjadi positif
terhadap KY sejak eka emperoleh manfaat dari pelaksanaan

tugas KY. Padahal, pa yim tersebut awalnya memberikan reaksi
negatif terhadap
‘polisi baru’ yang

an KY karena dianggap dianggap sebagai
ngawasi dan mengganggu para hakim.*

Berdasay

perlu mulai&n

39 Ibid., hal.
40 Ibid., hal. 129.

41 Penjelasan dari Emest Schmantt, Ketua Komisi Yudisial Australia dalam diskusi kecil yang
diadakan oleh Tim Studi penyusunan Naskah Akademik dan RUU Komisi Yudisial tahun 2002.
Lihat Naskah Mahkamah Agung RI, Naskah Akademik..., Op. Cit., hal. 8.

paran-jabaran tersebut, terlihat bahwa KY
mbangkan untuk memperbarui pendekatan
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dalam pelaksanaan fungsinya agar tidak hanya berfokus sebagai
lembaga pengawas eksternal hakim, tetapi juga berperan lebih
banyak sebagai mitra MA dalam meningkatkagiindepépdensi dan
profesionalisme lembaga peradilan. Pendekatan ini t dilakukan
dengan mengubah arah pelaksanaan tu kewenangan
KY menjadi lebih berorientasi setidaknya ppadaNdu hal, yaitu: 1)
berperan sebagai perantara/penengah amM< dengan cabang
kekuasaan negara lainnya dalam mergperjuangkan kepentingan
lembaga peradilan; dan 2) pelaksanaan ;%1 kewenangan yang
manfaat dan hasilnya dapat dirasaka% angsung oleh hakim
dan pengadilan. Pendekatan dan guigntaSy yang lebih bercorak
kemitraan ini diharapkan dapat j gkatkan kepercayaan para
hakim dan MA akan kemampua k berperan lebih banyak
dalam mendukung pelaksanaa €mbaga peradilan. Dengan
begitu, seluruh pelaksanaan s dal} wewenang Komisi Yudisial
diharapkan tidak lagi dipandang gai kompetisi atau gangguan
1

oleh para hakim dan peng tetapi menjadi sebuah kolaborasi
yang sinergi dalam mewujudkan Peradilan yang lebih independen

dan professional, terma%im pelaksanaan fungsi pengawasan

hakim dan pengadilan.

Seperti disebu!%elumnya, Pasal 24B ayat (1) UUD
1945 mengatur d entell kewenangan KY, yaitu mengusulkan
pengangkatan hakim g dan wewenang lain dalam rangka
menjaga dan men kehormatan, keluhuran martabat, serta

perilaku haki anjut, Undang-Undang tentang KY mengatur
lebih rinci tugas rkait kewenangan menjaga dan menegakkan

kehormatapfkel@huran martabat, serta perilaku hakim, antara lain
kewenanga! @ t pengawasan perilaku hakim dan mengambil
langkah Huk dn/atau langkah lain terhadap orang perseorangan,
kelompek atau badan hukum yang merendahkan kehormatan

dan ke martabat Hakim.*? Selain itu, Undang-Undang

42 Undang-Undang No. 22 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 18 Tahun 2011 tentang Komisi
Yudisial, Pasal 20 ayat (1).
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tentang KY juga mengatur tugas tambahan KY, yaitu mengupayakan
peningkatan kapasitas dan kesejahteraan hakim.** Masing-masing
tugas KY inilah yang perlu dijabarkan lebih lanjut gugla mendgpatkan
gambaran yang lebih jelas mengenai pelaksanaan s-tugas
tersebut dengan pendekatan dan orientasi y. ih,"bercorak
kemitraan antara KY dengan MA.

Secara umum, KY relatif dapat dinfag, tflah berhasil
melaksanakan kewenangan mengusulkanf pe katan hakim
mglalui pendekatan
itethukan tantangan-

agung dan pengawasan perilaku hakim, terma
kemitraan dengan MA, terlepas dari m

mengupayakan peningkatan ka
Oleh karena itu, penjabaran beri alam bagian ini hanya akan
difokuskan pada gambaran p agn kewenangan-kewenangan
selain pengangkatan hakim agung dan perilaku hakim tersebut
dengan mengacu pada pendgkatan kemitraan antara KY dan MA.

Lebih dari itu, enangAn-kewenangan tersebut masih
diatur secara sangat luas a pengaturan lebih lanjut, tidak seperti
pengaturan terkait p ngketan hakim agung dan pengawasan
perilakuhakimyang télah diat¥fr secararinci. Menurut Wim Voermans,

jenis pengaturan kew seperti itu pada dasarnya merupakan
hal yang positif dapat melaksanakan kewenangannya
secara fleksibel dan & is sesuai dengan kebutuhan pengadilan
setiap saat.** J A begitu, penjabaran contoh atau gambaran
pelaksanaan

terjadi di Swedia na Komisi Yudisial Swedia melaksanakan kewenangan yang belum diatur
secara rinci dengan berorientasi pada pelayanan, di mana Komisi Yudisial menguji sejumlah
pelayanan dan fasilitas (pelatihan, adrninistrasi, dan sebagainya) atas permintaan pengadilan,
sehingga dapat berkontribusi penting terhadap keberhasilan dan kepuasan kinerja Komisi Yudisial.
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langkah lain terhadap pihak-pihak yang merendahkan kehormatan
dan keluhuran martabat hakim serta mengupayakan peningkatan

kapasitas dan kesejahteraan hakim dapat le flek8ibel untuk
disesuaikan dengan pendekatan kemitraan dan disi serta
kebutuhan peradilan saat ini tanpa terbatasi turan-aturan
yang lebih rinci dan teknis. 6

Dalam praktiknya, peradilan Indgne eringkali masih
diwarnai dengan tindakan-tindakan yangim hkan kehormatan
dan keluhuran martabat pengadilan. Hal in1 terg#asuk pula serangan-
serangan fisik terhadap personel dan fasi gadilan dalam proses
peradilan. Peristiwa pemukulan haJdinM®Rengadilan Negeri Jakarta
Pusat ketika membacakan putusag % prang advokat,* perilaku
advokat yang naik ke atas mejgfketikygersidangan di Pengadilan
Negeri Jakarta Utara,*® hingga gksi téfgkan yel-yel aparat kepolisian

geri Surabaya®” merupakan

ketika persidangan di Peng
sebagian dari tindakan-tinfl@kan yang jelas-jelas merendahkan
t hakim dan pengadilan.

kehormatan dan keluhura

Dalam kondisi tergebut, KY perlu mengambil peran sebagai

garda terdepan dalam ungi kehormatan dan keluhuran
martabat hakim dan fpe ilan. KY perlu secara aktif dan tegas
mengambil tindaka urd atau tindakan lain yang diperlukan
terhadap pihak-pi ng secara nyata merendahkan martabat
hakim dan pengd@ilan séperti kasus-kasus di atas, bukan hanya
sekadar berkoordi engan pihak-pihak yang terkait dengan

itu-peleceha

Kongres Advokat Indonesia Pecat Firdaus Oiwobo yang Naik Meja di
otman Paris”, https://www.tempo.co/hukum/kongres-advokat-indonesia-
, diakses

dan Phytag Kurniati, “Aksi Sekelompok Polisi Teriakkan Yel Saat
Sidang Kanjuruhan Dianggap Menghina Pengadilan”, https://surabaya.kompas.com/

read/2023/02/16/122616978/aksi-sekelompok-polisi-teriakkan-yel-saat-sidang-kanjuruhan-
dianggap. , diakses pada Kamis, 30 Oktober 2025.
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pelaku. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan pelaporan
hukum kepada pihak berwenang, melakukan gugatan perdata, dan/
atau pelaporan kepada atasan, lembaga, atau organisasi
serta mengawal seluruh proses yang bertujuan un
pertanggungjawaban atau menghukum pihak-pi

ini diharapkan dapat menunjukkan pelaksanaan ehangan KY
yang lebih konkret dan lebih dirasa bermanfagt se®fra langsung
untuk hakim dan pengadilan, yang dengangsendirM§a diharapkan
dapat menaikkan kepercayaan dan dukunga erta pengadilan

kepada KY.

Selain itu, KY juga dapat melaksgmailgg
yang bermanfaat langsung bagi para
kehormatan dan keluhuran martapat
kapasitas hakim. Secara umum
melaksanakan kewenangan ini
pelatihan-pelatihan hingga te 00 orang hakim setiap
tahunnya. Namun, pelatihan- tersebut masih lebih banyak
diisi dengan materi-materi terkait Kode Etik dan Pedoman Perilaku
Hakim (KEPPH).** Padahdl, hakim-hakim juga perlu diberikan

n Kewenangan lainnya
alam upaya melindungi
, yaitu peningkatan
dapat dianggap telah
an Paik melalui pelaksanaan

pelatihan-pelatihan temagi it perkembangan hukum dan
peradilan yang dapat e aat bagi pelaksanaan tugasnya,
seperti penggunaan buykti elgkffonik, penanganan kejahatan yang
melibatkan mata uan &tau kripto, dIL

Untuk itu, KY p
kapasitas hakim
yang berkaitan deng

eran lebih banyak dalam peningkatan
pemberian pelatihan-pelatihan tematik
rkembangan hukum dan peradilan kepada
apat dilakukan dengan mengidentifikasi
perkembangart bangan hukum secara berkala guna dapat

Meskipun terdap
tersebut menunjukkan bahwa pelatihan-pelatihan dengan materi KEPPH masih mendominasi
peningkatan kapasitas hakim oleh Komisi Yudisial. Lihat Laporan Tahunan Komisi Yudisial
Tahun 2022, hal. 96 - 99 dan Laporan Tahunan Komisi Yudisial Tahun 2023, hal. 20 - 21.

informasi mengenai pelatihan tematik, namun dokumen-dokumen

|
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menentukan materi pelatihan yang perlu diberikan kepada hakim
untuk mendukung pelaksanaan tugasnya, khususnya untuk materi-

materi yang belum menjadi bagian program pefagihan“pakim oleh
MA melalui Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdi eknis MA.

Dengan begitu, selain bermanfaat bagi par jmy peningkatan
kapasitas hakim tersebut diharapkan dapat,merfjgmin ketersediaan
hakim yang dapat menghasilkan putusan- andberkualitas yang

sesuai dengan perkembangan hukum, selfiffg at meningkatkan
kepercayaan publik kepada hakim dan pe ilah sekaligus menjaga
kehormatan dan keluhuran martabat Walg

Terkait dengan tindakan me
di atas, pada dasarnya tindakan t
dalam bentuk serangan secara
lain yang tidak menghormatj, pen
secara sengaja tidak mela
merupakan produk utama®Rakim dan pengadilan. Sayangnya,
pengabaian terhadap put adilan ini justru beberapa kali
dilakukan oleh pemerintah padakasus-kasus yang bertentangan

8lkah martabat pengadilan
idak hanya dapat terjadi
pi juga tindakan-tindakan
ilan. Salah satunya adalah
putusan pengadilan yang

dengan kepentingannyaf@sgperti menerbitkan keputusan atau izin
baru yang serupa deng@n yangytelah dibatalkan oleh peradilan tata
usaha negara®. Bah am suatu perkara perdata, seorang
kepala daerah sec erb dan tegas menyatakan kepada ketua
pengadilan bahwagia ti kan perintah dalam putusan pengadilan

meskipun perinta
Kembali®. Hal
menghormati pe
mengabaik
pengadilan

but dikuatkan hingga tahap Peninjauan
ntu perlu dilihat sebagai tindakan yang tidak
jlan karena pemerintah telah dengan sengaja
tildak melaksanakan perintah dalam putusan

“The Supreme Court: Reformasi, Independence and the Failure to Ensure Legal

e Politics of Court Reform: Judicial Change and Legal Culture in Indonesia, ed.

, {Cambridge: Cambridge University Press., 2019), hal. 42. Hal ini seperti yang
terjadi pada kagus konflik internal Partai Persatuan Pembangunan dan kasus Petani Kendeng
vs. Semen Indonesia.

50 M. Tanziel Aziezi, dkk, Kertas Kebijakan Penguatan Sistem Eksekusi Sengketa Perdata di Indonesia,
(Jakarta: LeIP, 2019), hal. 112.
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Namun demikian, pengadilan pada praktiknya tidak dapat
berbuat banyak untuk mendorong pemerintah melaksanakan
putusan-putusan pengadilan. Hal ini tidak terlepagtdari
instrumen hukum bagi pengadilan yang dapat memak
untuk menjalankan putusan pengadilan dan kep

untuk menjalankan putusan pengadilan sepenulgga ‘diserahkan

kepada pemerintah. Konsep ini terlihat peraturan
internal MA terkait pelaksanaan putusan gpengad#én tata usaha
negara yang hanya dapat mengatur kewen%ngadilan untuk
menginformasikan tidak dilaksakannya futusamf’pengadilan oleh
pejabat pemerintah kepada Presiden da% Kondisi tersebut
pada dasarnya dapat dipahami megfgingay pemerintah sebagai
salah satu representasi kekuasaan negang Arusnya menghormati

pengadilan, setidaknya dengan m nak@n putusan pengadilan
tanpa perlu adanya upaya paksa, yang maga hal ini seharusnya juga
a

dapat menjadi contoh bagi m agar dapat menghormati
putusan pengadilan. E s
Berkaitan dengan hal-hal terebut, KY perlu mengambil

tindakan-tindakan yang di%agar pemerintah mau mematuhi
p

dan melaksanakan putu dilan. Hal ini dapat dilakukan
dengan mendorongpejab intah untuk melaksanakan putusan

pengadilan dan/atau ngenga asikan hal tersebut kepada atasan
pejabat pemerintah, 'Nikasikan daftar pejabat pemerintah
u

yang tidak melaksan

san pengadilan,®? atau cara-cara lain
yang dianggap patut dathdiperlukan oleh KY. Harapannya, tindakan
tersebut dapat s n mendorong pemerintah untuk mematuhi
dan melaksan utdsan pengadilan, yang pada titik tertentu
diharapkan pdla dappt menjadi contoh bagi masyarakat untuk

uda Tata Usaha Negara No. 01/KM.TUN/HK2.7/Juklak/VII/2024 tentang

Petunjuk Pelal ngawasan Pelaksanaan Putusan Peradilan Tata Usaha Negara yang

um Tetap, Lampiran [ bagian V. Prosedur Eksekusi Upaya Paksa, hal 3 - 5.

52 Khusus untuk perl@fa-perkara peradilan tata usaha negara, hal ini dapat dilakukan dengan
menganalisis pejabat pemerintah yang tidak menjalankan putusan pengadilan melalui data
dan putusan yang disajikan oleh Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi
Peradilan TUN melalui laman “MonEksTUN”. Lihat https://eksekusi-ptun.djmt.id/ .
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melaksanakan putusan secara sukarela. Selain menjaga kehormatan
dan keluhuran martabat pengadilan, kepatuhan menjalankan
putusan pengadilan tersebut tentu bermanfagi bagiypengadilan
karena pengadilan tidak perlu lagi melaksanakan e si putusan
secara paksa sehingga dapat lebih banyak akan tenaga,

waktu, dan pikirannya untuk menjatuhkan putusag@i dan memberikan
pelayanan yang lebih baik kepada masyara\&

Pada dasarnya, permasalahan ddla laksanaan putusan
pengadilan tidak hanya terkait dengangketidakpatuhan pemerintah.
Dalam pelaksanaan eksekusi putusan a paksa, pengadilan
sangat membutuhkan aspek keama a fnemastikan kelancaran
eksekusi putusan tersebut. Nag
yang masih sangat menggantu
pada kepolisian faktanya belum
pelaksanaan eksekusi putusa

mpu menjamin kelancaran
ragpaksa.’® Padahal, di sisi lain,
ketergantungan pengadilan?®erhadap keamanan dari kepolisian
tersebut menyebabkan pe enderung berkompromi dengan
perkara-perkara yang melibatkan®kewenangan kepolisian, seperti

praperadilan, guna me ikan kepolisian tetap bersedia menjaga
keamanan hakim dafpersi@fngan>*. Bahkan, dari kasus-kasus
serangan terhadap p 114n di atas, terlihat bahwa pengadilan
belum memiliki aspek keamfanan yang memadai guna mendukung

pelaksanaan tug
menunjukkan ba

[¢]
=}

an yang maksimal. Kondisi-kondisi ini
ak terpenuhinya aspek keamanan bagi
idak hanya berdampak pada keselamatan
n pelaksanaan tugas pengadilan, tetapi juga
ehormatan dan martabat pengadilan, bahkan
dalam memutus perkara.

pada ketersediaan waktu dan agenda kepolisian dimana pengadilan akan
menun ksanaan eksekusi jika di saat yang sama polisi juga sedang melakukan tugas
pengamanan 4¥ tempat lain. Bahkan, terdapat pelaksanaan eksekusi yang ditunda karena
kepolisian menarik personilnya ketika pelaksanaan eksekusi dan pihak kepolisian tidak
merespon permintaan bantuan pengadilan untuk mengamankan eksekusi.

54 RifqiS. Assegaf, “The Supreme Court..., Loc. Cit.
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Untuk itu, KY perlu melakukan tindakan-tindakan yang
diperlukan untuk memperjuangkan pemenuhan aspek keamanan
bagi personel pengadilan, utamanya para hakim. Dajam kongeks ini,
KY dapat berperan sebagai mitra yang bersama-sam
dalam mengidentifikasi dan menyuarakan peme

ek-aspek
keamanan yang dibutuhkan pengadilan. KY jugaN\dépdt berperan
sebagai perantara/penengah antara MA de pelferintah dan
legislatif dalam memperjuangkan pemenyhan aSpek keamanan
tersebut, setidaknya dengan mendorong%lemerintah dan
legislatif menggunakan kewenangannya dglam bidghg penganggaran
dan pembentukan peraturan untuk me ung pemenuhan

aspek keamanan bagi pengadilan. Ha penting dilakukan guna
menunjukkan peran KY yanglebih kors®

dan substansial dalam
pemenuhan aspek keamananyangd ebil

enjamin keselamatan
personel dan kelancaran pelaksanagn tugagpengadilan, perlindungan

kehormatan dan martabat pengadi erta independensi hakim
dalam memutus perkara.

Terkait dengan peran sebagai perantara bagi MA, bagian
sebelumnya telah menjelagkan bahwa peran tersebut merupakan

salah satu pendekatan kemitraa g perlu dilakukan oleh KY. Salah
satu tujuannya adalah ag ilan lebih independen dari campur
tangan atau intervensg politikg/ Hal ini tidak terlepas dari masih
terjadinya intervensi &leh eksekutif dan legislatif terhadap
pengadilan melalui u ‘t

penentuan anggaran,

ar guling’ kewenangannya dalam hal

entukan undang-undang, penunjukan
an pemenuhan kebutuhan-kebutuhan MA

enjatuhkan putusan yang sesuai dengan

hakim agung, dl

agar pengadilapsdaga

kepentingan p @ dan/atau lembaga eksekutif dan legislatif>®.
Bahkan, intgrvé g1 ditunjukkan secara jelas baru-baru ini ketika

emanggil para hakim agung ke Istana Negara untuk

akan dilakukan Pemerintah, meskipun hakim agung dan presiden

55 1Ibid., hal. 41 - 42.
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memiliki posisi yang sederajat pada cabang kekuasaan negara
yang berbeda.’® Peristiwa-peristiwa tersebut menunjukkan bahwa
intervensi politik dari pemerintah dan legislatif fglah m&endahkan
kehormatan, bahkan mengganggu independensi pen an.

Berdasarkan hal tersebut, KY perlu be W lebih banyak
dalam membentengi, setidaknya mengasisglensi, Yegabaga peradilan

pengadilan, utamanya yang berdimensi
penganggaran. Dalam konteks legislasi
dengan menjadi perantara bagi MA,

sama dengan MA, dalam memberj !i!!! pastikan atau mendorong

eperti legislasi dan
i dapat dilakukan

penyusunan peraturan perund
untuk menjamin kelancaran pela§sanadfgugas pengadilan. Terlebih,
ketidaklengkapan aturan hukum rupakan salah satu faktor
penyebab tidak maksimalny sghaan tugas pengadilan dan/
atau membuka celah terjadi korupsi yang dapat meruntuhkan
keluhuran dan martabat ta pengadilan.”” Namun, peran
KY untuk mengusulkan sendiri

gan yang dibutuhkan

ini perlu tetap mengakomodir sika

dan/atau memprioritas turan hukum yang dinilai dibutuhkan
oleh pengadilan. Har. nya, KY dapat lebih banyak berkontribusi
melahirkan peratura erfindang-undangan yang mendukung
pelaksanaan tugas adildn, termasuk dengan menjaga lembaga
pengadilan darii olitik yang terlalu besar dari pelaksanaan

kewenangan legisl erintah dan DPR.

n Advokasi Independensi Peradilan, “Siaran Pers: “Back-up” untuk
Bukan Alat Eksekutif!”, https://leip.or.id/rilis-media-back-up-untuk-
im-bukan-alat-eksekutif/ , diakses pada Kamis, 30 Oktober 2025. Lihat
juga Vedro Imghuel Girsang, “Prabowo Kumpulkan Hakim MA dan Beri Arahan, Pakar: Itu
Intervensi”, https://www.tempo.co/politik/prabowo-kumpulkan-hakim-ma-dan-beri-arahan-
pakar-itu-intervensi-1210283#google vignette , diakses pada Kamis, 30 Oktober 2025.

57 Mahkamah Agung RI, Naskah Akademik..., Op. Cit., hal. 31.
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mendukung tugas pengadilan hingga pengadilan terus bergantung
pada dukungan pemerintah dan dunia usaha, seperti menerima
perumahan gratis dari Freeport dan fasilitas mobil gari Pemgerintah

Daerah Surabaya.”® Selain itu, para hakim masih untuk
melakukan gerakan cuti bersama untuk memin aian hak
keuangan sebelum akhirnya pemerintah meme ermintaan

tersebut® meskipun masalah kesejahteraan hakign meyfipakan salah
satu penyebab terjadinya pelanggaran perilakmoleh Hakim.®° Namun,
fenomena ‘tukar guling” pemenuhan kebut%gadilan dengan
kepentingan-kepentingan personel dan/gtau lemgbaga pemerintah
dan DPR menunjukkan kebutuhan akan peran ntuk mendukung
MA dalam memperjuangkan pemenu garan pengadilan, baik
terkait pemenuhan hak fasilitas maug gan para hakim.

merigambil peran sebagai

Dalam konteks ini, KY pe
dakny

perantara bagi MA, atau se bersama-sama dengan
MA, dalam memperjuangkan #Pementihan anggaran pengadilan
kepada pemerintah dan DPR. ini pada dasarnya merupakan
pelaksanaan kewenangan KY dalam #menjaga keluhuran martabat
hakim dan mengupayakan feningkatan kesejahteraan hakim yang
lebih bercorak kemitraanaden elindungi lembaga pengadilan
dari intervensi pengangga emerintah dan DPR yang terlalu
ka pat menunjukkan kontribusi KY
gadilan meskipun tidak mengelola
gadilan tersebut sebagaimana ide awal

ia.bt

besar. Peran ini diha
dalam bidang keuapgan
secara langsung keua
pembentukan KY di In

58 RifqiS. Asse me Court..., Op.Cit., hal. 42.

59 Lembaga okasi Independensi Peradilan, “Negara Tidak Serius, Hakim Tidak
Terurus: aten Yang Perlu Segera Diselesaikan”, https://leip.or.id/rilis-media-negara-

tidak-serius- ak-terurus-masalah-laten-yang-perlu-segera-diselesaikan/, diakses
pada Kamis, 30 Oktober 2025.

60 Mahkamah Agung RI, Naskah Akademik..., Op. Cit., hal. 30.
61 Wim Voermans, Komisi Yudisial di Beberapa Negara Uni Eropa..., Op. Cit., hal. ix.
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5. Kesimpulan

KY merupakan produk dari kesadaran ,akan  pentingnya
meningkatkan independensi dan profesionw)engadﬂan
pasca reformasi Indonesia tahun 1998. Namun, kanflik-konflik
antara KY dan MA masih menjadi faktor pen
tujuan pembentukan KY. Pembaruan pgersp
tugas dan fungsi KY melalui jembatan kemit engan MA yang
lebih orientasi pada perlindungan peng%.ari campur tangan

politik dan pemberian sebanyak-banygknya faat langsung bagi

t tercapainya
if pelaksanaan

pengadilan merupakan hal yang pat igeytimbangkan agar KY
dapat lebih banyak berkontribusi d judkan peradilan yang
lebih independen dan profesional.

Meskipun begitu, selaya sebfiah jembatan, diperlukan
peran dari dua bilah sisi untulgsaling Yerhubung dan berkontribusi
satu sama lain guna mempegko at jembatan. Dalam konteks

ini, KY dan MA perlu salin
menyeimbangkan masing-masi

jembatan kemitraan yang lebih tehubung dan kokoh guna mencapai

terbuka untuk bekerja sama dan
perannya demi mewujudkan

tujuan utama. Semoga A ke depannya dapat lebih banyak
mengedepankan aksifaksidgldborasi dengan menjadikan jembatan

kemitraan yang diban@8n bgrsama sebagai fondasi penting dalam
ik;

mewujudkan ind ensi dan profesionalisme pengadilan

Indonesia yan&
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Menjaga Cermin Keaﬁﬂqzl:

Dua Dekade Relasi Ko Wudisial
dan Med%,
Susana Rita Ku asanti

'96\/

a yang berada di ranah
p dari sejauh mana publik
isi Yudisial (KY), kepercayaan publik
ayaan adalah fondasi legitimasi
ika dan akuntabilitas hakim.

O

etiap lembaga negara,
pengawasan dan integ
mempercayainya. Bagi

bukan sekadar angka survgi
untuk bertindak dalam kerangka

Namun, kepercayadigjty tak dapat tumbuh dalam ruang
tertutup. la memerlulfan publik yang hidup, dan media adalah
cahaya yang me encerminkan kerja lembaga kepada
masyarakat luas.

kelembagaan, 1 tantangan persepsi publik. Apa sebenarnya
fungsi KY? APakgh idmengintervensi kekuasaan kehakiman? Untuk
menjawab seperti itu, media menjadi arena pertama di
mana nagas disampaikan, diuji, dikritik, dan dikoreksi.

as hubungan KY dengan media selama dua dekade
bukan se melihat perjalanan lembaga, tetapi menghadirkan
catatan empiris dan pelajaran kritis yang dapat menjadi bekal bagi
perbaikan ke depan. Di tengah arus informasi yang semakin cepat
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dan kompleks, bagaimana KY mempertahankan keseimbangan
antara keterbukaan dan kehati-hatian, antara respons publik dan
prosedur etik, menjadi bagian penting dari tulisan igi.

a. Fase Awal (2005-2010): Memper w
Eksistensi
Pada periode awal pembentukan, taw terbesar KY
adalah mengenalkan dirinya kepada publikfan aga peradilan.
Tidak banyak pihak yang memahami peta sébagai pengawas
etik dan perilaku hakim. N
Di awal keberadaannya, harapaff be isematkan kepada

g gerak para mafia

gkapfoleh Koalisi Pemantau
rganisasinonpemerintah
an penegakan hukum di
segera memeriksa hakim-hakim
ntroversial dan tak sesuai

lembaga ini untuk dapat memba
peradilan. Setidaknya hal tersebut
Peradilan (KPP) yang terdiri darisej
yang memiliki perhatian terhad
republik ini. Ada permintaan un
yang diduga menjatuhkan p
dengan rasa keadilan.

Harapan ini disematka sPundak” KY karena Mahkamah
Agung (MA) dinilai gagal ersihkan praktik-praktik mafia
peradilan. Pemeriksaaryterhadap hakim oleh MA dilakukan tertutup
dan kurang transpar N
bakal terjadinya pra
3.

ingga hal itu menimbulkan kecurigaan
olusi (Kompas, 20 Agustus 2005, halaman

Kehadiran le ini juga langsung “disambut” dengan

¢ Désgr Yang kontroversial, hanya beberapa hari
@ d 1 dilantik. Kasus pertama yang ditangani

Ogaafl pelanggaran etik hakim Pengadilan Tinggi
engan pembatalan hasil pilkada Kota Depok,
500.000 dollar AS terkait kasus korupsi dana
antan Selatan yang melibatkan pegawai MA, dan

reboisasi di Kali
lainnya.
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Di bulan-bulan pertama eksistensinya, KY bisa dibilang selalu
muncul dalam pemberitaan media arus utama. Dalam lima bulan

sejak pelantikan Pimpinan KY periode perta adady2 Agustus
2005, nama KY disebut dalam 153 berita dan ar di Harian
Kompas atau sekitar 30 tulisan per bulan. BerW’ tersebut juga
mencakup pula laporan pengaduan terhadap sejiilah hakim agung
di MA. Ketikahalitu terpublikasi secaram alltersebut memicu
hubungan kedua lembaga yang mema ng¥sempat berujung
pada rencana laporan pidana. Dapat di %engapa para hakim
agung kala itu meradang, menginga afama hakim terlapor
s

terpublikasi meskipun belum ada tuk menindaklanjuti
laporan yang masuk.

Belum ada aturan baku
dipublikasikan ke publik, apakah
sudah ada kesimpulan apakah
Pola komunikasi publik KY k
siaran pers, dan wawanc
dapat diwawancarai, tanpa juru

an a seorang hakim dapat

ika diadukan ataukah ketika
tegsebut terbuktiataukah tidak.
iturelatif sederhana: konferensipers,
pimpinan. Semua komisioner
icara. Media menjadi jembatan

yang menjelaskan bah engawasan hakim bukanlah sabotase
terhadap independengfmelaiffkan bentuk penguatan kepercayaan
publik pada peradilan

Dalam fase isinterpretasi dan miskomunikasi acap
terjadi. Ada kasu ika publik lebih cepat mendengar versi media
soal dugaan pelang tik dibanding klarifikasi KY. Pada momen-
momen seper belajar bahwa membangun hubungan media

bukan sekad ampaikan informasi, tetapi membangun

Fase Peneguhan Eksistensi (2010-2015)

eriode ini, gaya komunikasi KY makin terkonsolidasi
dan kian ter®ata. Di era ini, KY sudah memiliki juru bicara yang
begitu “friendly” dengan awak media. Almarhum Asep Rahmat Fajar
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menjadi Juru Bicara KY pertama yang sangat komunikatif, begitu
tanggap terhadap permintaan konfirmasi ataupun permintaan
komentar terkait isu-isu seputar pengadilan. jugay sangat
membantu awak media yang mencari sejumlah da’N hal-hal

yang berkenaan dengan hakim dan pengadilan.

Meskipun ada jubir, para komisioney pu¥ tidak alergi
berhubungan langsung dengan wartawan teN ntuk isu-isu
spesifik yang berkaitan dengan bidang masfng-masinhg. Kerja sama
yang baik dengan pemahaman terkait denga®Ketegbatasan masing-

masing pihak, misalnya informasi apa dapat dibagi ataupun
ua pihak, sudah

bagaimana menuliskannya agar ama i S i
tertanam di sebagian media.
Meskipun demikian, pada peglede kép¢mimpinan komisioner

jilid 2 ini, sebagian komisioner §Y harfys bersinggungan dengan

aparat kepolisian. Ada lapora encemaran nama yang
dilakukan KY terhadap hakim. Inya, Suparman Marzuki selaku
salah satu komisioner pada t, dilaporkan ke Bareskrim

Polrikarenalontaran pernyataan-pernyataan yang dinilai menghina
MA. Kasus ini pada akhirn;&kberlanjut karena MA secara resmi

mencabut laporan tersebyf
Dalam periode jni, medfa mengikuti kerja-kerja KY baik

di bidang pengawas serta seleksi calon hakim agung. Ada
kesadaran di kalan edfa bahwa seleksi calon hakim agung
yang digelar oleh lembaga
peradilan di ma

i menentukan wajah benteng terakhir
ang. Isu seleksi calon hakim agung pun

, seleksi calon hakim agung sempat menjadi
dl besar-besaran ketika salah satu calonnya,
galami slip of tongue saat menjelaskan tentang

kepada Daming?yang juga Ketua Pengadilan Tinggi Palembang.
Namun, MA berpendapat lain. MA menyetujui sanksi diberikan
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kepada yang bersangkutan, tetapi bukan pemberhentian karena
dinilai terlalu berat serta tidak sepadan dengan pelanggaran yang
dilakukan. Apalagi MA menilai kinerja yang befigangkian selama
ini baik.

Sama halnya dengan periode pertama, ki pada periode
kedua ini juga menjadi magnet pemberifaan i media. Boleh
dibilang, kerja-kerja KY yang kemudian &n melalui media
dinilai “mengganggu” sejumlah pihak. Be a pihak meradang

atas lontaran-lontaran pernyataan yang mengegnhuka di media.

Tak hanya MA yang sempat maporan resmi, hakim
pun melaporkan atau mengancary \ melaporkan komisioner
KY kala itu atas pernyataan-perdyatgangya. Misalnya, salah satu

inanvkamar di MA juga sempat
o

hakim agung yang merupakan
melontarkan niat untuk membgwa komlisioner KY ke pihak berwajib.
; in Rizaldi, pada tahun 2015

Selain itu, hakim tingkat perflam

atau di uyjung masa kepemimpinan komisioner KY jilid dua, juga
melaporkan dua komisioer ke itu. Bahkan, keduanya sudah
ditetapkan sebagai tersgngka. Meskipun demikian, kasus itu tak
dilanjutkan.

Berkaca pada dah pemberitaan mengenai KY dan
seputar kinerjanyafdapategdisimpulkan bahwa publik kian sadar
dengan eksistensjplem ini. Jumlah pengaduan meningkat dari

tahun ke tahun, dengan makin pahamnya publik dengan
tersebut.

ishubungan dengan media sesekali memasuki
terutama ketika media mengangkat isu hakim
Y harus menjawab ekspektasi publik. Media
an agar KY segera menyikapi laporan-laporan
a KY perlu memastikan proses etik berjalan tertib

Dalam periode ini, media berfungsi sebagai katalis bagi
tuntutan transparansi dan konsistensi lembaga peradilan.
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Setiap rekomendasi KY menjadi tajuk pemberitaan, dan tidak
ditindaklanjutinya rekomendasi itu oleh MA sering menjadi sorotan.

KY di satu sisi mulai memperkuat sistem komunikagi intesgal agar
mampu merespons pemberitaan media dengan lebi , tetapi

tetap menjaga prosedur verifikasi.

c.  Fase Digitalisasi dan Tantang%masi Cepat

(2015-2022)

Era media digital mengubah dinamji engan cepat. Media
daring, bloghukum, mediasosial,dan disM lik diruang maya
menciptakan pola penyebaran informaga dak lagi terkendali

entuk dalam hitungan
gersepsi sebelum fakta

seperti media tradisional. Opini dapg
jam, dan pemberitaan awal sering
lengkap diverifikasi.

KY merespons perubaha gan memperluas kanal
komunikasi: laman resmi, me§ia sosial (Twitter, Instagram,
YouTube), publikasi infografis ydialog digital. Namun justru
di sinilah tantangan terbesay muncul: berita sensasional atau rumor
bisa viral sebelum klariﬁk%)kan. Ketika KY dituntut untuk
cepat menanggapi, risik ersi

meningkat.

ifikasi atau misinterpretasi pun

Di sisi lain,
sebagai sumber beri
mulai meminta data
pelanggaran eti

Na mulai melihat KY bukan hanya
tapf sebagai mitra pengetahuan. Jurnalis
edat, statistik laporan masyarakat, tren
akta proses internal — bukan hanya

Y merespons dengan mulai menyajikan
atasan yang proporsional), misalnya jumlah

ditindaklanjuti'gleh MA. KY juga menerima ratusan laporan serta
surat tembusan dari masyarakat.
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d. Fase Kolaborasi dan Pematangan (2022-...)
Memasuki dekade kedua penuh, KY dan media mulai

memasuki fase kemitraan strategis. Hubunga n Jagi semata
pengawas dan terpantau, tetapi kolaborator diskursus publik
tentang keadilan etis. KY menyelenggarakan media, media
gathering khusus hukum, dan membang uidefjpe bagi jurnalis
tentang etika peliputan kasus peradila gy pada saat yang
sama, semakin menyadari pentingny ahami mekanisme
pengawasan etik agar pemberitaan ga eppeksploitasi rumor,
tetapi mampu menyorot proses da uensi institusional.

KY pun menyesuaikan gaya naras
menjadi “ajak masyarakat memalfag
transparansi yang disesuaikan dggganRefahasiaan prosedural.
Fenomena paling mencolgk dalarh fase ini adalah kasus Ronald
Tannur yang menjadi momeg re tajam dalam hubungan KY-

media. KY mengusulkan sank$j etik terhadap hakim-hakim yang
memvonis bebas Tannur di tingkK§f PN Surabaya (3 hakim) dengan

rekomendasi pemberhentian tetap (termasuk diusulkan ke Majelis
Kehormatan Hakim). Mirnya, KY juga merekomendasikan
satu hakim kasasi dafla rKara Tannur untuk diberikan sanksi
etik, meski MA mgnyatakah tidak ada pelanggaran etik dalam
pemeriksaan inter asus ini menjadi sorotan media besar

dan debat publik ng Keseimbangan antara independensi hakim,
kontrol etik, dan talgg@hg jawab publik.

LN {4 . ”»
ri “memberi laporan
ses etik,” dengan ukuran

Contoh
rekomendasi

epanjang 2021, total 85 hakim menerima

dari KY dari sekian banyak laporan
riwulan I 2023, dari 566 laporan diterima, KY
#an laporan dan merekomendasikan sanksi. Di sisi
a 2023 KY merekomendasikan penjatuhan sanksi

masyaraka

MA. Kasus baru-baru ini: pada September 2025, KY bersama MKH
dan MA memutuskan pemberhentian tetap (dengan hak pensiun)
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terhadap seorang mantan Ketua Pengadilan Negeri yang diduga
terlibat praktik gratifikasi dalam pengurusan perkara terkait MA.
Kasus ini kembali membuka ranah pemberitaan dangefleksitentang
hubungan lembaga pengawas, lembaga peradilan, dan iA.

Dinamika, Tantangan, dan Pembelajaran W

KY dan media memiliki hubungan simbfegik yang tak dapat
dielakkan. KY membutuhkan media unt enydinpaikan hasil
pengawasan, rekomendasi, dan refleksi ins%l kepada publik.
Media membutuhkan KY sebagai sum red#bel dalam isu-isu
etika peradilan. Hubungan ini mendatangka tangan: siapa yang
“lebih dulu,” siapa yang “lebih doming y di mana letak batas
antara akuntabilitas dan kebebasan

Contoh kasus Ronald Tan
Media menyorot vonis bebas di P
merespons dengan rekomendasi $3
pertama, KYmenyatakanadany

wperlihatkan dualitas ini.
t KY bertindak cepat; KY
1. Terhadap tiga hakim tingkat
ggaranetikberatyangdilakukan

ketiganya dalam menangani perkara té€rsebut. Khusus untuk perkara
kasasi yang ditangani MA mengungkap hasil pemeriksaannya
bahwa satu di antara tigafsakim dgung tersebut terbukti melakukan
pelanggaran. Namun, MA%pendapat dengan hasil pemeriksaan
etik yang dilakukan Berddsarkan pemeriksaan internal yang

dilakukannya, MA menega tidak adanya indikasi pelanggaran.
Kesimpulan yang berb gan hasil kerja pengawasan KY.

Dalam di

rsebut, publik menyimak dua narasi
olak belakang, dan hubungan KY-media
Reberanian, dan penyesuaian terhadap fakta.
Dalam hubung isiko misinterpretasi sangat mungkin: media

osedural yang tak selalu menarik narasi utama
publik. Dari s h KY belajar bahwa komunikasi publik tidak bisa
hanya reaktif — ia harus merancang skenario klarifikasi, respons
krisis, dan edukasi berkelanjutan.
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Arus digital memunculkan tekanan baru: kecepatan unggah
berita, viralitas, rumor, dan tak jarang hoaks. Dalam beberapa kasus,

pemberitaan awal terjadi saat fakta masih dalagayprosey verifikasi.
Media kadang terburu-buru menyampaikan inform@sj sementara
KY (atau lembaga terkait) belum siap mel asus hakim
kasasi Ronald Tannur sempat menjadi so ota%edia bahwa KY
merekomendasikan sanksi, sedangkan M yatakan tidak ada
pelanggaran etik. Ketika media memberjfdkan bahwa MA “menolak

rekomendasi KY,” publik bisa mengan mah. Namun fakta
bahwa KY terus mendalami dugaan e% mpulkan bukti, dan
i

melakukan verifikasi internal, seri li tHlak mendapat sorotan
dalam pemberitaan viral.
Tantangan bagi KY adalgh méhjfga agar klarifikasi atau

penjelasan panjang tidak tepgge di antara headline viral.
Tantangan bagi media adala
cepat tanpa kehilangan ko
situasi demikian, keterbu

imgna menyajikan pemberitaan
ol atas fakta dan konteks. Dalam
ang metode verifikasi, batasan
prosedural, dan transparansi langkah-langkah pun menjadi kunci.

Dari dua dekade rel®igaptara KY dengan media, setidaknya
terdapat sejumlah cafata g dapat menjadi sebuah beberapa

pembelajaran penti?ﬁ. pgrtama, keterbukaan yang terukur lebih

berharga dari pada $e etertutupan total. Transparansi penuh tak

selalu mungkin d@kukanfterutama apabila berkaitan dengan proses
etik yang tengah dI an oleh lembaga ini. Namun, ketertutupan
sepenuhnya m
itu, KY baik
informasi y;

n syak wasangka yang tidak perlu. Oleh karena
bicara maupun staf humas perlu menyampaikan

adai dan mampu menjawab pertanyaan publik yang

edigl tanpa membocorkan informasi-informasi sensitif.

diwakili ole

un waktu tertentu, proses penanganan pengaduan, dan
analisis dat g dimiliki seperti jenis-jenis pelanggaran kode etik dan
pedoman perilaku hakim yang paling banyak, titik rawan pelanggaran
hakim-hakim di Indonesia, dan sebagainya.
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Hal yang tak kalah signifikan adalah komunikasi yang efektif
dengan media, yang didasarkan pada empati dan pemahaman
terhadap media. KY perlu memahami kebutuhan daf tekaman yang
dihadapi awak media, misalnya berkaitan dengan dea rgensi,
ataupun narasi. Sebaliknya, awak media pun emahami
adanya hambatan-hambatan prosedural kelethbfgdan dalam
memberikan informasi, utamanya informa ng Yensitif yang

berkaitan dengan proses pemeriksaan etjke yang¥dilaksanakan.
Kegagalan dalam mengkomunikasikan %entingan yang
bertolak belakang tersebut membuatf kesalafipahaman yang
“berbahaya” terutama di era digital sepe&zng ini.

ang kali, bukan hal

Menghadapi krisis kelembagag
yang baru bagi KY. Badai berat pe gochantam lembaga ini
setidaknya tiga kali, ketika tiga komiSignernya harus berhadapan
dengan proses pemeriksaan di kepalisian JBahkan, dua diantaranya
sempat ditetapkan sebagai t karena dilaporkan oleh
hakim, meskipun tak satupun ang akhirnya berlanjut. Setiap
episode tersebut sudah pasti membéti ruang koreksi: bagaimana

cara merespons, langka larifikasi, dan perbaikan internal
komunikasi.

Signifikansi tind%ut rekomendasi juga menjadi
catatan. Salah satu ah ¥nsisten adalah bahwa tidak semua
rekomendasi KY digggdakI3fjuti oleh MA atau lembaga terkait.
Contoh: dalam kuar tama 2021, KY menjatuhkan sanksi

kepada 48 haki minasi sanksi ringan) dan mengirim
rekomendasi, namu ons MA terhadap sejumlah kasus belum

selalu konsiste

Keterl : ditau kegagalan memperjuangkan tindaklanjut
atas kerja etik yang dilakukan KY oleh lembaga terkait,
berpoten ahkan kredibilitas rekomendasi KY dalam narasi
publik. Hal in1 P¥lu dipikirkan secara serius dan dicarikan solusi.
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Transformasi Paradigma Komunikasi - Dari Informasi ke
Kemitraan

Perubahan paling mendasar dalam dua dewmr bukan
hanya dalam bentuk komunikasi, melainkan daland paradigma
lembaga terhadap publik dan media. Dulu, ko si KY banyak
bersifat satu arah: rilis, konferensi pers, ifikasi terbatas.

menyelenggarakan forum media, pelatihan_jyrnalis hukum, dan
dialog terbuka tentang etika peradilan.

Media pun bukan lagi sekads
mulai meminta data agregat da

etik — mendesak KY memasukk:
penjelasan metodologi ke dala

ghalisis tren pelanggaran

si. Relasi ini mulai bergeser
ia menuntut data yang valid,

reputasi dibangun melgdui percakapan jujur antara lembaga dan
publik. Dengan media_Se i penghubung, kedua pihak dituntut

menjaga kualitas dialdg, b sekadar adu peran.

Secara kele aanggubungan KY-media telah berkembang
dari kebutuhan t "&adi bagian strategi akuntabilitas. Publik
semakin mengen agai lembaga pengawal etik yang aktif
berkomunikasi_dan “erbuka untuk berdialog. Inisiatif publikasi

berkala, dialo ia, kampanye etika, dan penyajian data menjadi
bagian darj emperteguh citra lembaga. Pengungkapan

hasil kerja san secara berkala, utamanya kasus-kasus yang
menarik publik seperti kasus Ronald Tannur, makin
menegaskan bahwa lembaga ini makin memahami harapan publik
yang kan melalui berbagai media. KY bisa membuktikan diri

mampu memenuhi harapan masyarakat untuk turut mendukung
tersampaikannya keadilan bagi korban dan keluarganya.
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Reputasi KY pun semakin dikenali sebagai institusi yang
tak segan menindak hakim bermasalah, sejauh proses etik
membuktikan pelanggaran. Kasus Ronald Tannurgmenjadi tanda
bahwa peradilan, pengawasan etik, dan diskursus dapat
berpadu dalam satu sorotan media yang luas dasi KY
terhadap hakim yang membebaskan Tannur, seWd rékomendasi
sanksi etik terhadap hakim kasasi dalam per itu, Memicu debat

publik dan mendorong lembaga terkait untyk memfpertimbangkan

integritas di balik putusan.
Meskipun demikian, hal tersebut mpu menghapus
sepenuhnya skeptisisme yang masih mmepgg@layut akan peran
secara menyeluruh.

lembaga ini dalam reformasi pe @
Sumbangsih dalam menjaga iptegfegs/ peradilan melalui

kewenangan pengawasan dan sel alon hakim agung perlu
dipertegas. Ditorehkan kembali.

Kualitas hubungan KY den
integritas peradilan terjalin :

media sebagai mitra penguatan
n sebagai pihak antagonis.

Inisiatif forum media dan dig log berkelanjutan membuktikan bahwa

kedua pihak ingin menjag narasi keadilan tetap sehat. Meski
banyak kemajuan, hambgf&n struktural tetap nyata. Di antaranya,
ketidakpastian tindak la%omendasi yang dikirimkan KY ke
MA. Ketika rekomendagi KY™fidak ditindaklanjuti atau tertunda
atau dilakukan tetapfdengaffcara yang berbeda, narasi publik bisa

didalam “menupggang

% n dalam upaya memperkuat kewenangan sulit

diraih. Tanpg

KY juga dihadapkan pada keterbatasan kapasitas komunikasi
publik internal. Dalam beberapa kasus, klarifikasi atau tanggapan
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kasus dugaan pelanggaran etik belum disiapkan dengan tempo
yang ideal. Kalaupun ada klarifikasi, KY kurang mampu mengolah
data yang ada menjadi sumber primer data ya apatydigunakan
oleh media sehingga respon terhadap berbagai kas ng muncul

menjadi semacam ‘template’. W
Dapat dipahami bahwa kehati-haffian m merespons
isu di seputar pengadilan dilakukan uygtu ghindari risiko
misinterpretasi yang kemungkinan terjadi gisgnedia-media digital
tertentu yang sering kali menggunakanyheadlinefyang provokatif. Hal
M an ketika klarifikasi

gfada batas kewenangan
sesetikbisadipublikasikan
filaman fakta yang bersifat

demikian bisa mendominasi narasi pu
detail sudah disajikan. Prinsipnya,
dankerahasiaanprosedur. Tidaksey

keterbukaan dan perlindunga osedural
Menatap dua deka endatang, berikut harapan dan
rekomendasi agar relasi a terus hidup, produktif, dan

penting agar masyarakat edia memahami proses etik, batas
kewenangan KY, dan @inagajkd pengawasan peradilan.

bermartabat. Pertama, ﬁnguatan literasi media hukum publik. Ini

Kedua, perlu dipikirkggd mengenaikemungkinan dilakukannya
kolaborasi riset gnta dia dengan KY. Media, yang di satu
sisi menjalankan i, sebagai mata dan telinga bagi perilaku

pejabat publi melakukan penelitian bersama tentang
tren pelanggafa pola hakim bermasalah, evaluasi mengenai

Ketig dikembangkan sebuah sistem komunikasi krisis
dan kla epat. Ini penting agar ketika terdapat isu yang
sedan jadiftrending topic atau viral, KY tidak selalu berada di

belakang memberi klarifikasi.

Keempat, monitoring efek rekomendasi di lembaga terkait. KY
perlu mendorong mekanisme pelaporan publik tentang bagaimana
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rekomendasi ditindaklanjuti oleh MA atau lembaga lain — agar
publik melihat kesinambungan tindakan.

Kelima, peningkatan SDM komunikasi publik & Pendmpatan
personel yang memahami hukum dan media dapat m&fperkuat

kualitas dialog lembaga-media. Selain itu, me n orang-
orang yang memiliki passion terhadap kegja-keMa K kehumasan
menjadi nilai tambah tersendiri. x

Penutup

Dua dekade hubungan KY dan media h kisah pencarian
Shati-hatian, kritik dan
lembaga. Hubungan
ghya demikian. Dalam

ini tidak sempurna — dan tida
ketidaksempurnaan itulah tercer
lembaga publik dan media befa
diri. KY dan media memang berada dalam posisi berbeda, tetapi
keduanya berbagi tanggung Wgfienjaga agar keadilan tidak
hanya dijalankan di ruang sidang, tetapi juga dipelihara dalam
narasi publik. Media adalw yang memperlihatkan cermin
peradilan, dan KY harusfffiemas

tak ternoda oleh kabut

sama dan memperbaiki

an cermin itu tetap jernih dan

8

Menatap dua endatang, KY dan media ditantang
untuk tidak hanya citra, tetapi juga menumbuhkan
ekosistem transparansi'gerddilan yang berbasis data, integritas, dan
literasi publik. H an demikian, keadilan dapat terus hidup
dalam kesadara sydy¥akat — bukan semata dalam putusan.

X%k
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Refleksi 20 TahuN

Komisi Yudi@

Dr. Imran, S.H., M.

Q

egaray Republik Indonesia Tahun
45) sebagai konstitusi nasional

'[ ]'ndang—Undang Dasar

1945 (UUD NRI Ta

menempatkan kekua kehakiman sebagai salah satu pilar
penting penyelenggaraan bersanding dengan kekuasaan
legislatif dan eksekutif. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan
yang diberi kewenan&?tuk menyelesaikan perkara dalam
tingkatan yang lebih cturdl, mulai dari tingkat pertama hingga
tingkat yang paling t%ilah ciri khas lembaga tersebut. Oleh

karena itu, lembagfNini ti saja membutuhkan legalitas semata,

Pengantar

gun legitimasi, serta landasan moral dan

em
ji secara moral oleh rakyat.

isi Yudisial (KY) sebagai lembaga etik

merupakan menjaga moralitas lembaga peradilan dan
upaya unt perkuat kekuasaan kehakiman dalam struktur
ketatanega gdonesia. Dalam kerangka tersebut, Pasal 24B

ber 2001, memberikan pemahaman bahwa hal itu
merupakan ®hsekuensi logis dari dianutnya paham negara hukum.
Salah satunya hal itu diwujudkan dengan menjamin rekrutmen
calon hakim agung yang kredibel dan menjaga kontinuitas integritas
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hakim-hakim yangbertugas dilapangan untuk tetap berpegang teguh
pada nilai-nilai moralitas, serta menjunjung tinggi profesionalisme
dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.

Pembentukan ini merupakan kesepakatanw untuk
mengupayakan solusi atas persoalan dalam dunia' n. Karena
adanya kegagalan dalam sistem pengawasan pera yang telah

ada, serta untuk menciptakan peradilan yan pada masa

baik tersebut
sebelumnya juga dilakukan dengan mencipta¥&n sdtu atap (one roof
system), yaitu memberikan kewenanga% ng administrasi,
keuangan dan organisasi kepada Mah b ng (MA). Namun,

@ pnyelesaikan masalah
yang ada. Bahkan, dipandang atgeghimbulkan monopoli

kekuasaan di lembaga tersebut." Karefayitu, dengan kehadiran KY
i dapat mengawasi dan
mengimbangi (checks and balance§)\pelak8anaan kekuasan kehakiman
sehingga dapat mendorong ter aperadilan yang agung di masa
yang akan datang.

yang akan datang. Usaha ke arah peradilan fan

usaha ini dipandang belum tentu mj3

hakim-hakim yang pro berkualitas, dan berintegritas
pada semua tingkata niscaya keadilan substantif akan
terus terjadi lewat gytusamydan perilaku hakim. Hal ini berarti

hakim-hakim tersebu lahir dari suatu yang hampa, tetapi

Peradilan yang aguWut didasarkan pada hipotesis
bahwa jika negara dapat ekrutymenghasilkan dan menempatkan
4
ad

ia dilahirkan ole

didasarkan pada me
memiliki kema
kewibawaan ht

yang transparan dan akuntabel serta
rasi. Dengan begitu seorang hakim akan
dan potensi untuk melahirkan kejujuran dan

hukum yang dalam beberapa tahun ini dicoreng
moral hakim-hakim karena suap, tekanan dan

1 Mahkamah Agung RI, Naskah Akademik dan Rancangan UU Tentang Komisi Yudisial, 2003,
hlm 23
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kerendahan intelektual, serta moral mengakibatkan menurunnya
ketidakpercayaan = masyarakat pada pengadilan  sehingga
memunculkan akronim-akronim seperti; kasih i
(KUHAP), hubungi aku ingin menang (HAKIM)
Kondisi demikian tentu memerlukan peran a
moral hakim.

Dengan dua kewenangan utamanya seleksi hakim
agung dan pengawasan hakim sejatinya fhas asalah di seputar

integritas hakim tersebut dapat dimipimialisiy secara terstruktur,
sistematis dan masif. Maka, dua kew%utama tersebut harus
ai

dapat terintegral dengan fungsi-fu@s seperti pemantauan,
@ serta penjatuhan sanksi.

peningkatan kapasitas, promosi da

Memperkuat Kewenangan

Dinamika kelembagaargse tama kali UU No. 22 Tahun
2004 diundangkan hingga saat 1hi mengalami perkembangan. Dimulai
dari putusan Mahkamah S i (MK) No. 005/PUU-IV/2006
atas permohonan judicialyeview yang diajukan oleh 31 Hakim Agung.
Hingga berujung pada&tan wewenang KY juga dilakukan
melalui UU No. 18 Tahun 2017 tentang Perubahan atas UU No. 22
Tahun 2004 tentan isi
dalam melakukan

udisial memperkuat kewenangan KY
i calon hakim agung, hakim ad hoc di MA dan
hakifh serta mengamanatkan tugas baru kepada

pengawasan peril
KY untuk mengupa
hakim, terliba

peningkatan kapasitas dan kesejahteraan
romosi dan mutasi hakim melalui penelitian

bil langkah hukum terhadap pihak-pihak

yang mere ehormatan dan keluhuran martabat hakim.
Namun ke ini masih bersinggungan dengan kewenangan
lembagaflain, aftinya otoritas KY membutuhkan otoritas lembaga
lain, lam seleksi calon hakim agung KY menunggu surat
usulan da dan hasil seleksinya disampaikan ke DPR. Dalam hal

hasil pengawasan pun harus disetujui terlebih dahulu oleh MA agar
sanksi bisa dilaksanakan
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Oleh karena itu, dinamika kewenangan yang ada seharusnya
sudah mulai untuk dipikirkan dalam perubahan UU KY di masa yang

akan datang. Di mana KY sebagai lembaga negara id¢alnya quemiliki
kewenangan yang bersifat otoritatif. KY yangwestinya
mempunyai otoritas penuh untuk menjalanka ng yang
berkaitan dengan kekuasaan kehakiman, kecuali kewghafigan teknis
peradilan yang sepenuhnya menjadi kewen n dan badan
peradilan di bawahnya.

Kewenangan yang bersifat otoritati
langkah-langkah untuk membenahi birok#@idan Prosedur kekuasan
kehakiman yang tertib berdasarkan puimsip

ut merupakan

insip transparansi
dan akuntabilitas karena dengan siste ‘@ yang memungkinkan
terbangunya kontrol yang bisa dipgrtaffggungjawabkan dan akan
menutupi “penumpang gelap” peradi ang berseliweran dalam
lalu lintas prosedur dan birokrasiang tiflak tertib dalam lembaga

kekuasan kehakiman.
Hasil penelitian IFES d g melakukan perbandingan

kewenangan KY di Indongsia dengan KY di beberapa negara,
mempertegas bahwa KY ydifnideal seharusnya memegang kendali
terhadap fungsi-fungsi ngfiteknis peradilan pada rumpun kekuasaan
kehakiman. Merujuk da%nan KY selama hampir 20 tahun
masa bakti dan perke afffeformasi peradilan yang tak kunjung
menemukan hasil, a ha$il dan belum menyentuh permasalah
dasar terkait integrita a contoh baik pada 1 dekade terakhir
menunjukkan ad uk mekanisme pengelolaan yang berbeda
dari praktik di Indorfesig. Seluruh bentuk pengelolan hakim mulai
daripengangkafan sfgpai pada pemberhentian merupakan tanggung

jawab bersama eberapa Lembaga, terutama pada negara civil
law seperti fustri@Belgia, Prancis, Jerman.?

2 UNODC Resource Guide on Strenghening Judicial Integrity and Capacity, New York, Desember
2011, UNODC Office at Vienna, hlm 14
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Tantangan Di masa Depan

Masyarakat selalu bergerak, berkembapg dap berubah.
Dinamika masyarakatiniterjadibaik darifaktori | yang melekat
dalam diri masyarakat itu sendiri dan faktor lingkungén eksternal.
Perubahan ini dapat meliputi pola pikir, si a kehidupan
sosialnya untuk mendapatkan perbaikan digmasaygmg akan datang.
Maka budaya akan berubah, hukum pun a Nl’l menyesuaikan
dengan perubahan-perubahan terseRut eCara substantial,
hukum tidak pernah lepas dari struktyr ruhanjah masyarakat yang
bersangkutan, atau masyarakat yang‘ &;u}(ung hukum tersebut
karena hukum mempunyai korelag#dehgarf kebudayaan, struktur
berpikir, dasar nilai, keimanan, p,
corak masyarakatnya.?

an kepribadian, sifat dan

Perubahan masyarakat, huk dan budaya menyertai
perjalan panjang KY, yang pada ini berusia 20 tahun. Apa
yang ditulis dalam bunga ganipai kali ini istimewa karena paling
tidak dapat memotret bagdimanaPerjalanan KY sejak awal dibentuk
hingga tantangan ke depannya. Kedudukan KY penting dalam upaya
untuk menegakkan kehw, keluhuran martabat dan perilaku
hakim dalam kekuasgan iman yang dijalankan oleh hakim.
Jika hakim dihormgti integritasnya dan kualitasnya, maka
aw) dapat sungguh-sungguh ditegakkan
egaknya hukum tersebut merupakan
prasyarat bagi berk gannya kekuasaan kehakiman yang ideal
bagun menurut Konstitusi

Begity/Famgak¥tantangan yang dirasakan seperti dikatakan
Busyro M sebagai Ketua KY periode pertama (2005-
pdferbagai kekurangan lembaga harus memenuhi

asyapakat yang rindu akan keadilan. Dalam upaya untuk
eradilan yang berintegritas, organisasi yang baru

3 Artidjo Alkostar, Menelusuri Akar dan Merancang Hukum Nasional. Pengantar dalam Identitas
Hukum Nasional, FH-UII 1997, hlm ix
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BAB III
Refleksi 20 Tahun Komisi Yudisial

dan sederhana ini memunculkan resistensi yang berujung pada
pembatalan UU No. 22 Tahun 2004 lewat putusan MK. Walaupun
munculnya putusan MK tersebut, KY tetap berdigi kokeh untuk
menyuarakan dan melayani masyarakat pencari kWHal ini

menunjukkan pada saat itu KY tidak berpaku pa embaca

teks dalam undang-undang, melainkan mengembangian‘sendiri visi
mengenai tugasnya dalam konteks yang lebildlyas, S¢perti makna
yang ada dalam Pasal 24B ayat (1) mempunygiswewehfing lain dalam
rangka menjaga, dan menegakan kehorma elyhuran martabat

serta perilaku hakim. N
Selain itu, dua kewenangan 3 masa yang akan

datang akan terus menjadi sorotan pyb Ra KY hanya “sekadar”
memenuhi tuntutan hukum formal. konteks rekrutmen
hakim agung misalnya, KY tidak hany3d“egrkesan seperti pansel yang
penting terpenuhi calonnya, tetapigharug membangun kreatifitas,
proaktif serta melibatkan masyafgkat dalam upaya menyiapkan
calon-calon hakim agung darij rir maupun nonkarir. Bisa
jadi hakim-hakim agung yang terken@ kasus korupsi karena tidak
maksimalnya penelusuran #iformasi atas rekam jejak. Oleh karena
itu, sudah selayaknya KY ggam enerjemahkan, mengkonstruksi
dan memformulasikan k%an seleksi hakim agung secara lebih
1

luas dari sekadar menc akim agung.

ica
rke an untuk menyiapkan sumber daya
secara integritas dan kapasitas secara
ram, berkesinambungan dan terintegral
lain dalam kelembagaan KY. Kesan kuat
qgudah harus diminimalisir agar didapat juga
layak. Integrasi program itu perlu dikuatkan
secara kontj
disadari , dua puluh tahun eksistensinya, KY belum
memiliki posTSingagvar yang kuat dalam menominasikan calon hakim
agung. Posisinya'dengan partai dan sistem kepartaian di DPR sangat

lemah akibat syarat pencalonan komisioner yang masih ditentukan
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oleh hegemoni partai politik. Perannya dalam menominasikan calon
hakim agung kerap dipolitisir dengan kuasa DPR dalam memberikan

persetujuan terhadap calon hakim agung.

Demikian juga dengan kewenangan dalam menfjaga harkat,
martabat serta perilaku hakim harus dipandan®sepagai perwujudan
sistem check and balances dalam bidang kekuasaanghakiman bukan

sebagai “pengganggu” indepensi. Hal tergebu t meningkatkan
citra kekuasaan kehakiman, mewujudkan kuaditgs'dan rasa keadilan,

serta melaksanakan kekuasaan kehgkima ng mandiri tidak
memihak, transparan dan akuntabel.

dikembangkan pada masa
CYaRerlyl ada perluasan organisasi
asydrakat yang seringkesulitan
organi§asi KY yang berbasis kinerja
bahan yang mendasar dan

tutan lingkungan masyarakat yang
yang kuat dan menjadi budaya

Satu hal yang juga penting
yang akan datang yaitu organisasi
hingga ke daerah untuk menjang
mengakses keadilan. Selain it
harus terus menerus mela
komprehensif sesuai dengap t
berubah. serta memiliki
yang hidup dalam orgamisasi. Inovasi, berani mengambil risiko,
komunikasi yang berjal%punggawa KY, ukuran keberhasilan

pekerjaan, misi yang fo

al-ni

ja sama tim, partisipasi masyarakat
dan pegawai, serta peffghargaan dan kepemimpinan yang terbuka
harus terus menerdsWmguk dikuatkan di masa yang akan datang.

Oleh karena
menjalankan
menjangkau 1f
sempit. KY

a perlu dibangun kenegarawanan dalam
yang dituntun wawasan yang luas dan
angsanya bukan berdasarkan kepentingan yang
mbangun kultur hukum yang baru dengan

didasarkan @ egritas atas dua kewenangan utama, yaitu seleksi
hakim agun@dapspengawasan hakim. Integritas perlu dipupuk dan
dikembangkan gerus menerus bukan kepada hakim, tetapi juga
pada awa KY yang pada akhirnya akan melahirkan potensi,
kemampuan, &kejujuran dan kewibawaan hukum.

k%%
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Profil Penulis

Dr. M. Busyro Muqoddas, S.H., M.Hum.

. Busyro Muqoddag adalah Ketua
Komisi Yudisial per eriode
2005-2010). ia elahiran

Yogyakarta, 17 Juli 1952 in ir seluruh
perjalanan kariernya djgabiskas di Fakultas
Hukum UII dengan %ki beberapa
posisi penting diantafa ernah menjabat
sebagai Dekan Fakaltas um UIIL
Busyro meraih tor [Imu Hukum
dari Universi % Indonesia (UII),
agjand Hukum dari fakultas

sedangkan gel
yang sama yakni UII, sementara g ster Hukum diraihnya

dari Fakultas Hukum UniversitasfGajah Mada.

Usai berkiprah di KomisfWudisial, Busyro terpilih sebagai
Ketua Komisi Pemberantasa i (KPK) periode 2010-2011.

Pada periode 2011-2014 Bu&lfeﬁnb li menjabat sebagai Pimpinan
i

KPK. Busyro juga tercat ebagai Ketua PP Muhammadiyah

periode 2015-2022. Di o 023-2027 Busyro juga sebagai

Ketua PP Muhammadiy% ini Busyro juga menjabat sebagai

Ketua Komisi Pendid% tihan, dan Pengembangan Profesi
25-

Dewan Pers Periode 8.

Sebagai bukti
peradilan yang
perilaku korupsi
Award pada t 8.

mennya untuk memberantas mafia
tu tandanya adalah menghindar dari
fanugerahi Bung Hatta Anti-Corruption
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Dr. Hamdan Zoelva, S.H., M.H.

amdan Zoelva gnerupakan Ketua
Mahkamah Kon 1 periode

2013-2015. ia menjadi

bagian dari kelompok 8}fli hukum Badan
Nasional  Pena Jan®n = Terorisme
(BNPT) sekali reRfor di Institut

Teknologi dan karta, serta dosen
di Fakultas um dfiiversitas Islam As-
Syafi'iyah Jn Fakultas Hukum
Universita Muddin Makassar. la juga
pernah dang Guru Besar Tamu

(Guest Professor) tahun 2011-2 i na University of Political
Science and Law Beijing, Chin

o

Selain mengajar dan méRjabatposisi penting di pemerintahan,
ia aktif menulis dan menghgsi ryailmiah sepertibuku,jurnal,
orasi ilmiah dan makalah. Salah sétu bukunya berjudul “Mengawal

Konstitusionalisme Ind@gesia” yang diterbitkan Konstitusi Press
tahun 2016. Ia raih gelag Sar Hukum di Universitas Hasanuddin

tahun 1986, pendidi an S3 dilanjutkannya di Universitas

Padjadjaran masin% ada tahun 2004 dan 2010.

S
S
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Prof. Dr. Aidul Fitriciada Azhari, S.H., M.Hum.

ebelum menjadi Anggota Komisi
SYudisial (KY) ZOW Aidul

Fitriciada Azhari memu karier
sejak tahun 1993 sebagai i Fakultas
Hukum  Universita ammadiyah
Surakarta (UMS). % ademisi, ia
pernah menjabat i Ketua Program

Magister Ilmu m JProgram Pasca
Sarjana UMS di fa 2()05-2006 sebelum

akhirnya menj afl pada tahun 2006-
2010 di Faku m UMS.
Aidul juga pernah menjadi K UmW@m Masyarakat Hukum
Tata Negara Muhammadiyah tahgin 2028-2024 dan sebagai Ketua
Umum Himpunan Indonesia gin ngembangan Ilmu-Ilmu

Sosial tahun 2022-2024. Saat,in\Aidul menjabat sebagai Dekan

Fakultas Hukum Universitas®Mu adiyah Kalimantan Timur
periode 2025-2029 dan Ketua Prodi Hubungan Internasional
Fakultas Hukum dan Ilmu ik UMS Periode 2025-2029.

Universitas yang sa dapatkan gelar Magister pada tahun
1999. Pendidikan S kan di jurusan Hukum Tata Negara,
Fakultas Hukum Universjtds Indonesia pada tahun 2005.

Gelar Sarjana Hu erolehnya pada tahun 1991 dari
jurusan Hukum Tata ara Upliversitas Padjadjaran, Bandung. Di
%
esai

i
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Prof. Susi Dwi Harijanti, S.H., LL.M., Ph.D.

usi Dwi Harijanti enempuh
pendidikan S1 dw; Hukum
Universitas Padjadjaran’ dan lulus

pada tahun 1990 adl spesialisasi
Hukum Tata Negara. lalui beasiswa
Pemerintah Aust %elanjutkan studi
di Melbourne Lgiv Sghgol dan meraih gelar

Master of La .M) pada tahun 1998
serta gelar ical Doctor (Ph.D.)

pada tahun 207
Pada tah % Susi bergabung sebagai

dosen tetap di Fakultas Hu Wersitas Padjadjaran dan
kemudian menjabat sebagai pKepal® Departemen Hukum Tata
Negara pada periode 2007- 2018 hingga saat ini. Pada
tahun 2018, Susi meraih gela} Guru Besar di bidang Hukum Tata
Negara dan menyampaik enerimaan jabatan guru besar
pada bulan November 2018 dengan judul “Lampau dan Datang:
Hukum Tata Negara D Arus Global”

Di ranah organi Susi pernah menjabat sebagai

Ketua Asosiasi n )JPerbandingan Hukum Indonesia
(2018-2021),Peng at Asosiasi Pengajar Hukum Tata
Negara-Hukum inist¥asi Negara (2016-2021), serta kini aktif

sebagai Associate r International Academy of Comparative
Law dan Seni jate pada Center for Indonesian Law, Islam
and Society, Mel e Law School.

— -
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Dr. Suparman Marzuki, S.H., M.Si.

uparman Marzuki adalah dosen
Fakultas Hukum U rsita¥y Islam
Indonesia (FH UII) dan Komisi

Yudisial periode Juli esember
2015.

Pendidikan formal S % andi FHUII
Yogyakarta pada tghu . Selanjutnya,
ia menyelesaikanpendidilfan strata dua di
Fakultas Sosial ddnRelitik UGM. Kemudian,

gelar doktor diffihgya’ pada tahun 2010
melalui Progg @

ral UIIL
Kariernya dimulai pada tah 990%ebagai dosen FH UII,
dan dua tahun kemudian dipercgya seb&gai Pembantu Dekan III

FH UII hingga 1995. Selain dogen, nah menduduki jabatan
sebagai Ketua KPU Provinsi Dgg SIiode 2003-2008, dan Direktur

PUSHAM-UII sejak tahun 20 30 Juni 2010.

§
O
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Dr. Farid Wajdi, S.H., M.Hum.

arid Wajdi megupaka
F Komisi  Yudisia

2015-2020. Fagi j
kariernya sebagai dos 1 dlmamaternya,
yaitu  Fakultas uk Universitas
Muhammadiyah & Utara (UMSU)
sejak tahun 199
Menyelesaika% m pada konsentrasi
Hukum Perdasaydi Pekultas Hukum UMSU
pada tah % dan melanjutkan S-2
konsentrasi Makuin Perdata pada Program

SU selesai pada tahun

Anggota
Tahun

i memulai

Pascasarjana Magister Ilmu
2001, dan juga melanjutkan S8di Uniyersiti Sains Malaysia dengan

konsentrasi Hukum Islam sejgsai tahun 2014.
Farid Wajdi banya is buku seperti, Memperkuat
Komisi Yudisial dalam Menjaga “Integritas Wakil Tuhan (2019),

Etika Profesi Hukum (ed®igevisi 2019 & 2025), Pengawasan Hakim
dan Penegakan KodeBtik di'omisi Yudisial (2020), Hukum dan
Kebijakan Publik (20 amika Kewenangan Komisi Yudisial:

Eksistensi, Degrad% storasi (2025), dll.

%
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Miko S. Ginting, S.H., M.A.

iko Ginting adalah _seorang
- pegiat dan prawbidang
(XS : hukum dan peradilan.#Jaringan
\“_‘t kerja Miko melampaui k

tradisional - menjangkau
akademia, pemerintgh, le if, organisasi
yang bergerak di sdkt ormasi hukum,

serta mitra pembangunany Miko lulus dari
N Fakultas HukumNsitas Padjadjaran.
N Ia kemudian njutkan studi dan

memperoleh ster of Arts dari the
International Institute for the Sogdiglog Law, Onfati, Basque,
Spanyol.

Saat ini ia berpraktik sebiga kat pada kantor hukum
yang didirikannya, yaitu Mikg Ggting & Partners. Ia merupakan
kuasa hukum yang memilik! lisens¥Certified Customs Advisors
(CCA) dan Certified Tax Legal Consultant (CTLC) di mana ia dapat

mewakili klien di hadapan Pe ilan Pajak.

Selain itu, ia juga kan konsultan independen yang
pernah menjadi advighr un Australia Indonesia Partnership
for Justice 2. Ia juga saatai# menjadi Board of Editor di Journal

of Financial Sector Policy (JFSLP), sebuah jurnal yang
diterbitkan oleh Hj ah Konsultan Hukum Sektor Keuangan
- HKHSK. Pada sampai dengan akhir 2023, ia mengemban

tugas sebagai J; icara di Komisi Yudisial Republik Indonesia.
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Dr. Idul Rishan, S.H., LL.M.

dul Rishan merup

IFakultas Hukum
Indonesia (UII)

spesialisasi hukum

betfokus pada
negara, dan

hukum  konstit memperoleh

gelar Sarjana um Wgdri FH UII pada

tahun 2010, ian melanjutkan
ny

Magister Hu i Fakultas Hukum
Universitas Gad ada tahun 2012, dan

menyelesai bud: Doktor Hukum dari
FH UGM ¢

Ia sering menuangkan pefnifiggnifya ke dalam tulisan, tidak
sulit menemukan karya tulisnyapaik d@lam bentuk prosiding, jurnal,
buku, dan bahkan artikel yag k muncul di media elektronik
dan cetak. Terbitan bukun arunya berjudul Teori dan Hukum
Konstitusi (2024). Sebelumnya, ia nfenulis buku berjudul Hukum dan
Politik Ketatanegaraan 2020) dan Kebijakan Reformasi Peradilan
(2019) yang mana ked &rbitkan oleh FH UII Press.

Ia juga tercatat%menulis di media nasional: Kompas,
Media Indonesia, a Pé&sf Republika, dan Koran Tempo. Selain
itu, ia juga aktif ber isipasi dalam kegiatan nasional dan
internasional, se enjadi pembicara di ICCS (Indonesian
Constitutiona ymposium) yang diselenggarakan pada
bulan Agustus an menjadi dosen tamu di King Prajadiphok

Institute, BAngke ailand tahun 2022, kemudian pada Asian
Constitutia Forum, Hong Kong tahun 2024.
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Prof. Dr. Shidarta, S.H., M. Hum.

hidarta adalah dosen gang mgeminati
kajian filsafat hukum‘da¥egagih terus

belajar memahami

sampai sekarang. Ia men Y
Hukum Bisnis Univeréitas Nusantara
(BINUS) sejak tahupa201?@an kemudian

dipercaya menjadi ke rusan tersebut

sampai tahun 2018.
Ia sempat menjadi etaris dan Ketua

Asosiasi Filsafa m Indonesia (2014-
2015). Ia ju i pendiri dan pernah
menjabat Ketua Forum Dosen Usaha (2017-2020).
Tulisan-tulisannya dapat diaks gratis melalui tautan:
darta-Shidarta.

p ke-16 yang dikukuhkan
BINUS. 28 tahun berkarir sebagai akddemisi memotivasinya untuk

meraih Jabatan Akademik ai Guru Besar dalam Bidang Ilmu
Filsafat Hukum. Ia merup®kan ali}f dalam bidang Legal Philosophy,

Sl A ¢

Ia merupakan Guru

Legal Theory, Legal Reasohi@®, Philosophy of Science, Legal Research
Method, Business Co iti aw, dan Consumer Protection Law.
Saat ini beliau tercatgt se Lecturer Specialist-S3 dari Program

Business Law BINUS.
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Dr. Luhut M.P. Pangaribuan, S.H., LL.M.

uhut Marihot Pagfilian garibuan
Ladalah akademisi da tisi hukum
(Advokat). Ia i elar Sarjana
Hukum pada 1981 dan [lmu Hukum
di 2009 dari Fak HWum Universitas
Indonesia (FHUMhy se Master of Law

(LL.M) dari Usi of Nottingham,

Inggris pada 1291.
Kariernya memgajafydimulai sejak Tahun

1990 dengg jadi dosen Hukum Acara

Ibnu Khaldun Bogor, dan U itas) Pelita Harapan. Luhut juga
pernah menjabat Dekan FH ereitts Wiraswasta Indonesia.

Dalam organisasi p hut tercatat menjabat sebagai
Ketua Umum Perhimpunan Advdkat Indonesia (PERADI) (2015-
2025), Pembela Umu n Direktur Lembaga Bantuan Hukum
Jakarta dan penguru B 981-1997), Ketua Dewan Nasional
PBHI (1997-2000), d ta tim seleksi pimpinan KPK dan KY.

Luhut juga % erlibat dalam penyusunan beberapa
RUU di Kementegian m dan HAM, sekaligus aktif menjadi
narasumber berbaBgietum akademik dan advokasi HAM. Atas
dedikasinya, nerima Human Rights Award dari Lawyers

Committee for Rights, New York pada 1992, dan menjadi
tamu res intah Amerika Serikat (1985) serta Australia

(1998).
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Muhammad Tanziel Aziezi, S.H.

uhammad Tanziely Aziezi (Azhe)
adalah lulusan s fHukum
Universitas i tahun

2014. Ia merupakan pen
telah berkarir di Lginbag&yKajian dan
Advokasi Independ %dﬂan (LeIP)
sejak Oktober 2014 (Ia iliki spesialisasi
keahlian yang mendalagh pada bidang
Hukum Pidana, um Acara Pidana,

Hukum Konstij serfa aspek Hak Asasi
Manusia (HAM ) sistem peradilan.

Cl

Selama berkarir di LelP, ia méfigasistensi Mahkamah
Agung dalam beberapa kegiatang melakykan pemantauan proses
seleksi Calon Hakim Agung dan £a isioner Komisi Yudisial,
serta terlibat dalam pelatihan- ihan bagi hakim dan calon hakim
untuk materi-materi terkait . sentrasinya terhadap dunia
HAM dan peradilan juga diguarakannya pada forum internasional,
ia pernah menjadi pembic da Human Rights Intensive Course

di Oslo, Norwegia, pada ruar1 2023.
Konsistensinya ﬁla dyhia literasi hukum telah terbukti

melalui berbagai pub g dirilis sejak tahun 2011, dengan

karya terbarunya beftajuk “Simetri Publik dan Privasi:
Menyeimbangkan Pe gan Data Pribadi dan Keterbukaan
Informasi Publik blikasi Putusan Pengadilan”.
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Susana Rita Kumalasanti

urnalis yang ker, ggil Ana
Jmeniti karier sebag rtawan di
Harian Kompa j 02. Sempat
bertugas di Semaran@glad Purwokerto

(Jawa Tengah), s ai irnya menjadi
desk politik dan um@¢ngan spesialisasi
liputan hukum sgj 5.

Mengawal is etédilan, legislasi, dan
ketatanegargamgdi T¥arian Kompas hingga

piasa disapa, merupakan
Filsafat UGM. Ia juga
dan pelatihan Jurnalistik
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Dr. Imran, S.H., M.H.
mran, pria kelahiran Bjma kqta kecil
ditimur pulau sumbawa: ngmatkan
pendidikan sarjananyg hinggafDoktoral

bekerja di Pusat St
UII) bekerja di JembagajKonsultasi dan
Bantuan Huku

asasi manusia. Saat ini Imran juge menjadi dosen FH Universitas

Cokroaminoto Yogyakarta.
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